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ABSTRAK

Nama : Indiarti

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Status Penguasaan Tanah Dengan Hak Pengelolaan (Atas
Tanah Bekas Hak Barat) Oleh Pemerintah Kota Surabaya
(dahulu Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya),
Terkait Dengan Hak Menguasai Negara

Tesis ini membahas mengenai status penguasaan tanah dengan hak pengelolaan
(atas tanah bekas hak barat) oleh Pemerintah Kota Surabaya, terkait dengan hak
menguasai Negara. Dengan analisa kasus penerbitan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 1997, tentang Ijin Pemakaian Tanah oleh Pemerintah Kota Surabaya, yang
dijadikan dasar pemberlakukan hak sewa kepada masyarakat pemegang ijin
tersebut. Penggunaan metode penelitian kepustakaan dalam tesis ini, berfujuan
untuk menemukan masalah (problem finding) guna mennju pada suatu penelitian
untuk mengatasi masalah (problem solution). Permasalahan ini timbul pada saat
pemegang Ijin Pemakaian Tanah keberatan dengan pemberlakukan hak sewa
terhadap mereka, karena berdasarkan fakta mereka memiliki bukti penguasaan
hak atas tanah lama. Selanjutnya sebagian pemegang ijin ini mengajukan
permohonan pendaftaran hak pertama kali atas tanah yang dikuasai dan ditempati
pada Kantor Badan Pertanahan Nasional di Surabaya, namun permohonan ini
ditolak karena ternyata bidang tanah yang dimohonkan hak tersebut telah terbit
sertipikat hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Surabaya. Bahwa sebagian
pemegang Ijin Pemakaian Tanah tersebut mengajukan gugatan melalui Peradilan
Tata Usaha Negara, yang saat ini sedang dalam tahap permochonan kasasi di
Mahkamah Agung Repubiik Indonesia dan belum memperoleh putusan hukum
yang mempunyai kekuatan tetap. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan

yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan hak atas
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tanah di atas hak pengelolaan terhadap tanah-tanah yang telah dikuasai oleh

masyarakat, sebagai pengganti dari pemberlakuan Ijin Pemakaian Tanah.

Kata kunci:
Hak Menguasai Negara, Hak Pengelolaan, Ijin Pemakaian Tanah
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ABSTRACT

Name : Indiarti
Study programs : Master's degree of Public Notary
Title : Management of Land Tenure Rights Status (by Used Land

West Right) by Pemerintah Kota Surabaya (dahulu
Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya), related
with the State Controlling Rights

This thesis discusses the status of land ownership with management rights (to land
rights of ex-west) by Pemerintah Kota Surabaya, related with the State
Controlling Rights. By analyzing the case of the issnance of Regional Regulation
No. 1 Year 1997 concerning Land Use Permit by Pemerintah Kota Surabaya,
which relied based into the lease to the Permit Holder Communities mentioned.
The use of library research in this thesis, aims to find the problem (problem
finding) to continue by problem solving. This problem arises when the holder of
Land Use Permit feel objected with the lease agreements that declared to them,
because based on the fact; they had proof of their old land ownership rights.
Moreover, some of the holder of Land Use Permit apply for first registration of
land rights which is owned and occupied by the Office of the National Land
Agency in Surabaya, but this request was rejected because the right to request that
land have been issued on behalf of the management rights of Pemerintah Kota
Surabaya. That, some of the Land Use Permit holders filed a lawsuit through the
State Administrative Court, which is currently under phase petition in Supreme
Court of the Republic of Indonesia and has not obtained a legal law decision that
has a fixed strength. This research discusses the policy that could be implemented
by Pemerintah Kota Surabaya, to grant land rights over the management rights for
land that has been dominated by the community, as substitution of the

implementation of Land Use Permit.

Key words :

State Controlling Rights, Management Rights, Land Use Permit
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BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah svatu negara yang susunan kehidupan masyarakat,
termasuk kehidupan perekonomiannya masih bersifat agraris; sehingga bumi, air
serta ruang angkasa mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional.
Guna mencapai kehidupan mas:,-'arakat yang adil dan makmur, pembangunan dan
tempat (tanah) tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena itu kebijakan
pembangunan maupun kebijakan pertanahan harus sejalan,

Pasal 33 ayat (3} Undang-undang Dasar tahun 1945 menyatakan,”Bumi,
air dan kekayaan alam yang terkendung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”” Dengan demikian
pemberdayaan bumi, air dan kekayaan alam harus memberikan manfaat bagi
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selanjuinya pasal 33 ayat (3)
Undang-undang Dasar tahun 1945 ini dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 5
tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (untuk selanjutnya
disebut Undang-undang Pokok Agraria) bahwa;

”Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal
sebagai yang dimaksud dalam pasal I, bumi, air dan ruang angkasa,
termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan
tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh

'Indonesia (a), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
UuD 45, ps. 33.
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rakyat.”

Sebelum Undang-undang Pokok Apgraria lahir, hukum tanah yang berlaku
di Wilayah Indonesia bersifat dualisme dan sangat beragam, yang masing-masing
berlaku terhadap tanah-tanah tertentu, antara lain : Hukum Adat yang berkonsepsi
komunalistik religius, Hukum Perdata Barat yang individualistik liberal, Hukum
Tanah dari berbagai bekas Pemerintahan Swapraja, yang umumnya berkonsepsi
feodal; serta Hukum Tanah Administratif yang mengatur mengenai kewenangan
Negara sebagai pelaksanaan Agrarische Wet dan Agrarisch Besluit tahun 1870.2
Agrarische Wet adalah suatu undang-undang yang dibuat di negeri Belanda pada
tahun 1870, yang diundangkan dalam Staatsblad 1870-55.* Adapun tujuan utama
Agrarische Wet adalah membuka kemungkinan dan memberikan jaminan hukum
kepada para pengusaha Swasta agar dapat berkembang di Hindia Belanda.’
Sedangkan Agrarische Besluit merupakan ketentuan pelaksanaan dari Agrarische
Wet, yang diundangkan dalam Staatsblad 1870-118, yang awalnya hanya
diberlakukan untuk Wilayah Jawa dan Madura, dan untuk selanjutnya
diberlakukan pula untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, yang diundangkan
dalam Staatsblad 1870-119a.%

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum agraria lama
tersusun atas berbagai sendi hukum pertanahan; sehingga perlu adanya hukum
pertanahan yang tidak bersifat dualisme dan dapat menjamin kepastian hukum.
Sedangkan tujuan diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria, sebagaimana

dimuat dalam penjelasan umum, adalah ;

Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UUJ
No. 5, LN No. 104 tahun 1960, TLN No. 2043, ps. 2 ayat {1).

3Boedi Harsono (a), Hukum Agraria Indonesia:Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, edisi revisi, cet. 10, (Jakarta;Djambatan, 2005), hal. 1-2.

Ibid, hal. 33.
31bid, hal. 38.

Stbid, hal. 41-42.
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?1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional,
yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran,
kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan Rakyat, terutama rakyat
tani, dalam rangka masyarakat adil dan malamur;

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan
kesederhanaanhukum pertanahan;

3. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya,”’

Adapun Hukum Agraria atau Hukum Tanah adalah bidang hukum yang mengatur
hak-hak penguasaan atas tanah : Hak Bangsa, Hak Menguasai dari Negara, Hak
Ulayat, Hak Pengelolaan, Wakaf dan hak-hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak atas tanah yang bersumber pada hukum adat
masyarakat-masyarakat hukum adat sete,mp.v.ut).8

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi bagi seluruh masyarakat

Indonesia, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

”a. Mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan tanah bersama, scbagaimana tertuang dalam
Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang “Penataan Ruang”;
sebagai pelaksanaan dari pasal 6 Undang-undang nomor 5 tahun 1960
yang mengatur tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang
dengan bagian-bagian tanah bersama, sebagaimana diatur dalam
Undang-undang nomor 56 Prp tahun 1960; sebagai pengaturan lebih
lanjut dari pasal 7 dan 17 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 yang
mengatur tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

¢. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 mengenai

"Urip Sanloso, Pendafiaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, edisi 1, cel. 1,
{Jakaria:Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 1-2,

®*Boedi Harsono (b), Menuju Penyempurnaan Hulwum Tanah Nasional, edisi ketiga,
(Jakarta:Universitas Trisakti, 2007), hal. 3.
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Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah.””

Ini berarti, hak atas tanah apapun yang dikuasai oleh seseorang atau lembaga,
tidaklah dapat dibenarkan akan dipergunakan (tidak dipergunakan) sernata-mata
untuk kepentingan pribadi, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi
masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat
daripada haknya, sehingga bermanfaat bagi pemegang hak, masyarakat serta
negara.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria merumuskan isi
kewenangan hak menguasai dari negara sebagai tafsiran otentik pernyataan pasal
33 ayat (3) UUD’45 mengenai pengertian “dikuasai oleh Negara”. Selanjutnya
dalam Penjelasan Umum angka II (2), menegaskan bahwa hak menguasai dari
negara bukan berarti memiliki, seperti pengertian “domein”, melainkan
kewenangan di bidang hukum publik dari negara sebagai organisasi kekuasaan
bangsa Indonesia.'® Asas domein yang merupakan dasar dari Hukum Perdata
Barat tidak dikenal dalam Undang-undang Pokok Agraria, karena azas domein
bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia, serta fungsi sosial dari
hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria.

Negara mempunyai hak untuk melimpahkan sebagian kewenangan
menguasainya kepada Daerah-daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang
nomor 22 tahun 1999, yang kemudian diganti dengan Undang-undang nomor 32
tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Namun pelimpahan kewenangan di
sini hanyalah sebatas pengelolaan pertanahan saja, bukan mengenai pengaturan di
bidang hukum tanah, karena hukum tanah yang berlaku untuk Wilayah Indonesia
adalah Hukum Tanah Nasional.

Berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Negara, Perﬁerintahan Daerah

mempunyzi kewenangan sebagai berikut :

Sunaryo Basuki, Bukn Pegangan Dosen: Hulum Agraria Magister Kenotariatan dan
Perianahan, (Jekaria:Universitas Indonesia, 2008), hal. 12-13.

Harsono (b}, op. cit., hal. 2.
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"a. Mengatur dan mengurus sendirl urusan pemerintahan menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan;
b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat;
¢. Menetapkan peraturan daerah dan peraturan—]peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”™

Sepanjang mengenai bidang pertanahan “otonomi yang scluas-luasnya”, sejak
berlakunya Undang-undang Pokok Agraria hingga Undang-undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hanya terbatas pada bentuk tugas
pembantuan atau medebewind. “Pelaksanaan Hak Menguasai Negara dapat
dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka medebewind atau tupas
pembantuan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-undang Pokok

;ﬂxgraria."'2

Bertolak dari ketentuan Hak Menguasai Negara yang bisa dilimpahkan
kepada Pemerintah Daerah dengan “tugas pembantuan”, Pemerintah Daerah
Tingkat II Kotamadya Surabaya (berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Tingkat II Kotamadya statusnya
ditingkatkan menjadi “Kota” yang untuk selanjutnya Pemerintah Daerah Tingkat
IT Kotamadya Surabaya menjadi Pemerintah Kota Surabaya); sampai saat ini
masih menguasai aset Tanah Negara (bekas hak Barat) dengan hak pengelolaan
yang tersebar di hampir seluruh Wilayah Kecamatannya. Sebagian besar tanah
Pemerintah Kota Surabaya tersebut dimanfaatkan masyarakat sebagai rumah
tinggal maupun usaha dengan hak sewa, baik secara individu maupun lembaga
(badan hukum). Berdasarkan hak sewa tersebut Pemerintah Kota Surabaya
menerbitkan bukti pemanfaatan tanah berupa surat 1jin Pemakaian Tanah” atau
dikenal Surat Hijau.

Pemegang surat “’Ijin Pemakaian Tanah” dapat mengalihkan hak sewanya
kepada Pihak lain, baik melalui jual beli maupun hibah; serta hak sewanya dapat

beralih karena pewarisan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pemanfaatan tanah

Yindonesia (c), Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32, LN No.
125 tahun 2004, TLN No. 4437, ps. 10.

Rasuki, foc. ¢it.
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bisa untuk rumah tinggal maupun usaha. Dengan demikian dapat didirikan
bangunan di atas tanah, dan pada kenyataannya bangunan yang didirikan tersebut
dapat dibebani hak tanggungan dengan Jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaannya
sebelum dilakukan pembebanan hak tanggungan, pemegang Ijin Pemakaian Tanah
harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang hak
pengelolaan, dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya.

Berpedoman pada landasan hukum “Hak Menguasai dari Negara” yang
bukan “memiliki” sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria,
masyarakat pemegang surat ’Ijin Pemakaian Tanah” yang telah menempati tanah
berpuluh-puluh tahun atau bahkan secara turun menurun, menuntut untuk dapat
diberikan hak yang lebih kuat terhadap mereka; namun sampai saat ini Pemerintah
Kota Surabaya belum merealisasikan., Dalam kedudukan sebagai pemegang surat
”Ijin Pemakaian Tanah”, masyarakat merasa resah, karena berdasarkan Peraturan
Daerah Pemerintah Kofa Surabaya nomor | tahun 1997, mengatur apabila
kepentingan Pemeritah Daerah menghendaki, pemegang surat "Ijin Penggunaan
Tanah™ harus bersedia melepaskan hak sewanya tanpa diberikan ganti rugi.

Berdasarkan alasan tersebut, kami tertarik meneliti masalah penguasaan
dan pemanfaatan aset berupa Tanah Negara oleh Pemerintah Kota Surabaya, yang
landasan hukumnya tidak sesuai dengan landasan utama “Hak Menguasai Negara™
sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, serta
pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Pokok Agraria. Sebagai bahan analisa, kami
mempergunakan dasar gugatan sebagian masyarakat Kota Surabaya selaku
pemegang “Ijin Pemakaian Tanah” yang diajukan melalui Peradilan Tata Usaha
Negara, dan saat ini sedang dalam proses permohonan kasasi di Mahkamah
Agung. Sehingga bahan analisa, kami membatasi hanya sampai dengan putusan
pada tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan ada kemungkinan hasil
analisa tersebut akan berbeda dengan putusan pada tingkat kasasi di Mahkamah

Agung.
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B. POKOK PERMASALAHAN
Dari uraian latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang dikaji

dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dasar penguasaan Tanzh Negara dengan hak pengelolaan (atas tanah
bekas hak barat) oleh Pemerintah Kota Surabaya, bila dikaitkan dengan
“Hak Menguasai Negara”, serta terobosan hukum apa yang dapat
diterapkan kepada pihak ketiga (masyarakat) sebagai pemegang ”ljin
Pemakaian Tanah” apabila mereka berkeinginan untuk meningkatkan
status penguasaan tanahnya, sehingga mempunyai kedudukan sebagai
pemegang hak yang kuat ?

2. Bagaimana penerapan hak pengelolaan menurut Undang-undang Pokok

Agraria dan menurut Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya ?

C. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian, karena
penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan
maupun teknologi., Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui
proses penelitian tersebut diadakan analisa dari konstruksi terhadap data yang
telah dikumpuikan dan diolah."

Penelitian yang dipergunakan untuk memperoleh data dalam penulisan
tesis ini adalah penelitian normatif, yaitu metode penelitian melalui sumber-
sumber kepustakaan yang terkait dengan pembahasan permasalahan, yang bersifat
yuridis normatif. Hal ini untuk memberikan gambaran mengenai “Status
Penguasaan Tanah Dengan Hak Pengelolaan (Atas Tanah Bekas Hak Barat) Oleh
Pemerintah Kota Surabaya (dahulu Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya
Surabaya), Terkait Dengan Hak Menguasai Negara”,

Sumber kepustakaan yang dimaksud berupa peraturan perundang-

undangan serta buku-buku karya ilmiah yang ditulis oleh para sarjana yang ahli

BSoerjone Soekanlo dan Sri Mamudji, Perelitin Hukum Neormatif Swati Tinjauan
Singkat, edisi 1, cet. 10, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 1.
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dibidangnya. Di samping itu juga artikel-artikel dan buletin dari ceramah para ahli

yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

Agar diperoleh data dalam penulisan tesis ini, kami akan mempergunakan

sumber data, berupa data sekunder dari bahan pustaka yang meliputi :

a.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai
kekuatan mengikat kepada masyarakat dan berlaku di Indonesia. Bahan
hukum primer dipergunakan untuk mencari landasan hukum yang dapat
digunakan dalam penelitian., dalam hal ini berupa peraturan perundang-
undangan, yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah, terkait permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum vyang isinya
menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku
bacaan, bahan kuliah umum, serta artikel-artikel dari media massa dan
media elektronik, berkaitan dengan topik yang dibahas untuk digunakan
sebagai landasan teoritis.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bertujuan untuk
mendapatkan difinisi dari istilah-istilah yang belum diketahui, yang berupa

Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sedangkan analisa data yang dilakukan yaitu dengan metode kualitatif, sehingga

hasil penelitian akan bersifat evaluatif analitis.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang menjelaskan isi penulisan ini dibagi menjadi 3

bab, terdiri dari:

BabI

Bab Il

memuat mengenai Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang
Masalah, Pokok Permasalahan, Matode Penelitian dan Sistematika
Penulisan,

berisi mengenai Pengertian Dasar Yang Berkaitan Dengan Hak
Menguasai Negara, Pengertian Dasar Yang Berkaitan Dengan Tanah
Negara, Penpertian Hak Pengelolaan Menurut Hukum Tanah
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Bab III

Nasional, Penerbitan Ijin Pemakaian Tanah Oleh Pemerintah Kota
Surabaya Di Atas Tanah Hak Pengelolaan, Perbandingan Penerimaan
Negara Bukan Pajak Atas Penerbitan Hak Atas Tanah Di Atas Hak
Pengelolaan Dan Retribusi ljin Pemakaian Tanah Di Atas Hak
Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kota Surabaya, dan Upaya
Hukum Yang Ditempuh Masyarakat selaku Pemegang [jin
Pemakaian Atas Asset Tanah Hak Pengelolaan Atas Nama
Pemerintah Kota Surabaya.,

terdiri dari Simpulan dan Saran.
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BABII
STATUS PENGUASAAN TANAH DENGAN HAK PENGELOLAAN
(ATAS TANAH BEKAS HAK BARAT) OLEH PEMERINTAH KOTA
SURABAYA (dahulu Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya),
TERKAIT DENGAN HAK MENGUASAI NEGARA

A. PENGERTIAN DASAR YANG BERKAITAN DENGAN HAK
MENGUASAI NEGARA

1.  Pengertian Hak Menpuasai Negara
Hak menguasai negara sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, yang

bersumber pada pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945, menyatakan
bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa dan negara Indonesia, adalah
kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Untuk selanjutnya
dalam bidang pertanahan tujuan tersebut dijabarkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-
undang Pokok Agraria.

Negara sebagai satu-satunya orgaunisasi pemegang “kewenangan atau
kekuasaan tertinggi” atas semua kekayaan alam yang berada di seluruh wilayah
Indonesia, berkewajiban mempergunakan kekayaan zlam tersebut untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Indonesia. Sebagaimana diuraikan
sebelumnya, bahwa hak menguasai negara “merupakan hak penguasaan atas tanah
sebagai penugasan pelaksanaan hak bangsa yang termasuk bidang hukum publik

ssld

dan meliputi semua tanah bersama Bangsa Indonesia. Sehingga dengan
diaturnya secara tegas sebagai “pemegang kewenangan tertinggi” bagi Bangsa

Indonesia, maka selain negara tidak ada organisasi lain, yang mempunyai

""Harsono (b), ap. cir, hal. 40.
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kewenangan serta kekuasaan lebih tinggi daripada negara.

Namun sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, seharusnya tidak serta-
merta semua kebijakan dapat dilakukan oleh negara secara sewenang-wenang;
karena sebagai negara hukum tentunya kekuasaan tersebut ada batasannya.
Sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR IX/MPR/2001, sebagai salah satu
prinsip dalam pembaharvan agraria, yaitu “memperoleh tanah kepunyaan
siapapun, untuk keperluan apapun harus dilakukan melalui musyawarah untuk
mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya maupun
imbalannya.”*®

Hanya dalam keadaan memaksa, bilamana musyawarah tidak mencapai
kata sepakat, tanah yang diperlukan untuk kepentingan umum dapat diambil
secara paksa, sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang melalui
mekanisme pencabutan hak; akan tetapi dengan pencabutan hakpun tetap berlaku
ketentuan untuk memberikan imbalan kepada pemegang hak sejumnlah nilai yang
wajar di lingkungan tanah tersebut berada. Pada kenyataannya prinsip ini masih
sering diabaikan, karena dengan dasar bahwa semua hak atas tanah mempunyai
fungsi sosial, maka tanah-tanah yang dikuasai masyarakat apabila diperlukan
untuk pembangunan atau kepentingan umum, maka mekanisme penyerahan hak
seringkali tidak didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, sehingga
kepentingan pemegang hak kurang terlindungi.

2. Kewenangan Yang Bersumber Dari Hak Menguasai Negara

Hak menguasai negara yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Pokok
Agraria bersumber dari Hak Bangsa Indonesia atas tanah. Hak menguasai negara
pada hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan kewenangan Bangsa
Indonesia yang mengandung unsur hukum publik, karena tugas pengelolaan tidak
mungkin dilaksanakan sendiri oleh Bangsa Indonesia.'® Hak Menguasai Negara
tidak memberikan hak kepada negara untuk menguasai tanah secara fisik dan

menggunakan tanah tersebut sebagaimana kewenangan pemegang hak atas tanah.

Y1bid, hal. 9.

'%Santoso, op.cit., hal. 117.
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Salah satu kewenangan tersebut, meliputi bidang agraria yang merupakan

dasar kewenangan negara untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.”’

Selain kewenangan di atas, negara juga mempunyai kewenangan untuk:

7a, Konstatasi hak yang telah ada sebelum ditetapkan Undang-undang
Pokok Agraria, baik hak-hak yang dipunyai oleh seseorang atau badan
hukum berdasarkan kepada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, maupun berdasarkan kepada ketentuan Hukum Adat.
Hak-hak tersebut dikonstatir melalui lembaga konversi yang ditetapkan
oleh Undang-undang Pokok Agraria dengan ketentuan-ketentuan
pelaksananya.

b. Memberikan hak-hak bamu yang ditetapkan oleh Undang-undang

Pokok Agraria.”'®

Ditegaskan pula dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Pokok Agraria,
bahwa negara sebagai pemepang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan “"Hak
Menguasai Negara” dapat menguasakan atau melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada daerah-daerah, jawatan-jawatan ataupun lembaga-
lembaga pemerintah. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut dilakukan
dengan batasan-batasan terfentu, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
nasional, serta harus sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Dengan
demikian penerima kuasa atau limpahan seharusnya tidak dapat menggunakan
kewenangan melampaui yang diterimanya dari negara. Selain itu, tanpa

didelegasikan oleh negara yang tertuang dalam suatu peraturan mengenai

UIndonesia (b), op. cir,, ps. 2 ayat (2).

‘*Ramli Zein, Hak Pengelolaan Dalam Sistim UUPA, cel. 1, (Jakarta:Rineka Cipta,
1995), hal. 45,

Universitas Indonesia

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.



13

kewenangan yang diserahkan, tidak ada organisasi lain yang dapat menjalankan
fungsi tersebut.

Dalam uraian sebelumnya disinggung bahwa tanah yang dikuasai oleh
Bangsa Indonesia adalah tanah bersama, hal ini menunjukkan adanya hubungan
hukum di bidang Hukum Perdata antara masyarakat Indonesia dengan tanah
bersama tersebut. Meskipun hubungan hukum dimaksud merupakan hubunpgan
perdata, bukan berarti Hak Bangsa itu adalah hak kepemilikan pribadi yang tidak
memungkinkan adanya kepemilikan secara individu.

Menurut Hukum Tanah Nasional, Hak Bangsa adalah hak kepunyaan,
yang memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama dengan Hak Milik
oleh para warganegara secara individu.'® Hal ini sesuai dengan konsepsi Hukum
Tanah Nasional sebagaimana diuraikan dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27
Undang-undang Pokok Apgraria, yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai
persyaratan sebagai pemilik, prosedur perolehan dan pengalihannya, serta hak-hak
yang melekat pada pemilikan tanah.

Oleh karenanya, "Hak Bangsa adalah hak penguasaan yang tertinggi atas
tanah bersama, yang bersifat abadi dan merupakan induk bagi hak-hak
penguasaan lain atas tanah.”*® Abadi dalam arti, bahwa selama rakyat Indonesia
masih bersatu sebagai Bangsa Indonesia, dan tanah bersama tersebut masih ada,
maka tidak ada satu kekuasaanpun yang dapat memutuskan atau meniadakan
hubungan tersebut, sehingga penguasaan ini berlangsung secara terus-menerus.
Sedangkan yang dimaksud dengan induk bagi hak-hak penguasaan lain atas tanah
adalah bahwa semua hak atas tanah bersumber pada hak bangsa, keberadaan hak
penguasaan apapun tidak menghilangkan eksistensi hak bangsa, sehingga hak
bangsa tetap mendasari hak penguasaan lainnya.?!

Berdasarkan prinsip negara kesatuan yang ditetapkan dalam Undang-
undang Dasar tahun 1945, maka hak menguasai negara itu berada pada

pemerintah pusat; yang berarti bahwa pemerintahan daerah tidak berwenang

Y Ibid
% Harsono (b), op. cit., hal. 43.

2 bid, hal. 44.

Universitas Indonesia

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.



14

melakukan tindakan dalam bidang keagrariaan, jika tidak ditunjuk atau mendapat
delegasi wewenang dari pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini diatur
dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa
hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada
Daerah-daerah Swatantra dan Masyarakat Hukum Adat, sekedar diperlukan dan
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; karena hal ini terkait dengan
azas otonomi dan medebewind atau tugas pembantuan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

3. Hak Atas Tanah Yang Terbit Dari Hak Menguasai Negara
Pasal 4 Undang-undang Pokok Agraria mengatur bahwa hak menguasai

negara menerbitkan bermacam-macam hak atas tanah, yang dapat diberikan

kepada masyarakat. Hak-hak atas tanah tersebut meliputi:

Fﬂu

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak sewa;

hak membuka tanah;

hak memungut hasil hutan;

hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak diatas, namun akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya
sementara sebaggi yang disebutkan dalam pasal 53 Undang-undang
Pokok Agraria.™”

FR e a0 @

Dengan demikian, bermacam hak atas permukaan bumi yang disebut “tanah”
dapat diberikan kepada dan/atau dipunyai oleh orang-orang, baik secara individu
maupun kelompok, serta badan-badan hukum. Uraian ini menunjukkan bahwa
dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional, tanah-tanah tersebut dapat dikuasai dan
dipergunakan secara individu dan tidak ada keharusan untuk menguasai dan

menggunakannya secara kolektif.>

ZIndonesia (b), op. cit., ps. 4 ayat (1).

BHarsono {a), op. cit., hal. 233.

Universitas Indonesiza

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.



4.

I5

Subyek Hukum Hak Atas Tanah

Bila ditinjau dari subyek hukumnya, hak atas tanah dapat dimiliki atau

dikuasai oleh :

a.

5.

perorangar, yaitu :

- warga negara Indonesia, dan

- warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia

badan hukum, yaitu :

- badan hukum privat, dan

- badan hukum publik,

baik yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berada di wilayah
Indonesia; maupun badan hukum asing yang memiliki perwakilan di

wilayah Indonesia.

Jangka Waktu Hak Atas Tanah

Bila ditinjau dari jangka waktu penguasaannya, hak afas tanah ini dapat

dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a.

hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh pemegangnya unmtuk selama-
lamanya, “tanpa” dibatasi oleh jangka waktu tertentu; hak atas tanah ini
adalah hak milik

hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh pemegangnya untuk jangka waktu
tertentu, hak tersebut antara lain :

(1) Hak Guna Usaha

(2) Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara

(3) Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan

(4) Hak Guna Bangunan Atas Hak Milik

(5) Hak Pakai Atas Tanah Negara

{6) Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik

(7) Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan

(8) Hak Sewa Untuk Bangunan

hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh pemegangnya untuk jangka waktu
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yang tidak ditentukan, selama tanah tersebut masih dipergunakan untuk
pelaksanaan tugasnya, hak tersebut hak pakai yang dikuasai oleh :

(1} Lembaga Negara;

(2) Departemen;

(3) Lembaga pemerintah non-departemen;

(4) Pemerintah daerah;

(5) Pemerintahan desa;

(6) Perwakilan negara asing;

(7) Perwakilan badan internasional;

(8) Badan keagamaan dan badan social.

B. PENGERTIAN DASAR YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
NEGARA

1. Pengertian Tanah Negara
Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1953 memberikan

pengertian, bahwa yang dimaksud tanah negara adalah ™tanah yang dikuasai
penuh oleh negara™. Selanjutnya dalam pasal 2 menerangkan, bahwa selain tanah-
tanah negara yang dikuasakan kepada pemegangnya, yang ditentukan oleh
undang-undang atau peraturan lainnya, maka pada wakiu berlakunya peraturan
pemerintah ini tanah-tanah negara tersebut berada dalam penguasaan Kementerian
Dalam Negeri, yang selanjutnya penguasaan dapat diserahkan kepada
Kementerian, Jawatan serta Daerah Swatantra.

Sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, tanah-tanah yang berada
dalam wilayah Negara Republik Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3(tiga)

jenis, yaitu :

1. Tanah Negara
Tanah Negara adalah tanah-tanah yang di atasnya belum terdapat atau
belum dibebani dengan hak atas tanah tertentu.
2. Tanah hak
Tanah Hak adalah tanah yang diatasnya sudah terdapat atau sudah
dibebani dengan hak atas tanah tertentu.
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3. Tanah Ulayat
Tanah Ulayat adalah tanah-tanah yang dikuasai secara bersama-sama
oleh masyarakat Hukum Adat”.2*

Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa “tanah negara” adalah bidang-
bidang tanah yang bukan merupakan tanah ulayat, tanah hak pengelolaan, tanah
wakaf dan tanah yang tidak dikuasai dengan hak atas tanah, dan merupakan
bidang-bidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara.?®

Penguasaan atas tanah-tanah negara unfuk pertama kalinya diatur dalam
Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah
Negara; serta dilaksanakan dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1965
tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan
Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya.

2.  Pengertian Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Pasal 1 angka 6 sampai dengan 11 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1999 tentang
Pelimpahan Kewenangan Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
Negara, menguraikan bahwa yang dimaksud pemberian hak adalah penetapan
pemerintah yang mengatur mengenai :

a. pemberian suatu hak atas tanah negara,

yaitu penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara,

termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak.
b. perpanjangan jangka waktu hak

yaitu penetapan pemerintah yang memberikan penambahan jangka waktu

berlakunya sesuatu hak atas tanah
c. pembaharuan hak.

yaitu penepatan pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang tanah

yang semula dipunyai dengan suatu hak atas tanah tertentu, atas

permohonan pemegang haknya, menjadi tanah negara dan sekaligus

# Santoso, ap.cit., hal. 209

*Harsono (b}, ap. cit, hal. 53.
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memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak atas tanah jenis lainnya.

Selanjutnya pengertian tersebut diperluas sebagaimana diatur dalam pasal
1 ayat (8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cata Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan; yang tidak hanya mencakup sebagaimana
tersebut di atas, akan tetapi meliputi juga perubahan hak, termasuk pemnberian hak
di atas tanah hak pengelolaan.

Sehubungan dengan pemberian hak tersebut, instansi pemerintah yang
diberikan kewenangan mengurusi administrasi pertanahan, dalam hal ini termasuk
kewenangan memberikan hak atas tanah negara adalah Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia {(qq. Kepala Badan); sebagaimana diatur dalam
Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988, dan Keputusan Presiden Nomor 154
tahun 1999, yang selanjutnya diubah dengan Keputusan Presiden nomor 95 tahun
2000, dan terakhir dinbah dengan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006
tentang Badan Pertanahan Nasional.?®

3. Macam-macam Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Kewenangan pemberian hak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1999 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak

Atas Tanah Negara, yang terdirl atas 3 (tiga) macam, yaitu ;

1. Pemberian hak secara individual

Pemberian hak secara individual adalah pemberian hak atas sebidang
tanah pada seseorang atau sebuah badan hukum tertentu, maupun pada
beberapa orang atau badan hukum secara bersama sebagai penerima
hak bersama, yang dilakukan dalam satu penetapan pemberian hak..

2. Pemberian hak secara kolektif
Pemberian hak secara kolektif adalah pemberian hak atas beberapa
bidang tanah masing-masing kepada pada seseorang atau sebuah badan
hukum, atau kepada beberapa orang atau badan hukum sebagai
penerima hak bersama, yang dilakukan dengan satu penetapan
pemberian hak,

3. Pemberian hak secara umum

%1pid, hal, 213.
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Pemberian hak secara umum adalah pemberian hak atas bidang tanah
vang memenuhi kriteria tertentu kepada penerima hak yang
mempunyai Kriteria tertentu yang dilakukan dengan satu penetapan
pemberian hak” %

Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (I dan 2) peraturan diatas, bahwa
kewenangan pemberian hak di atas dilimpahkan sebagaian kepada Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten atau Kotamadya; dengan memberikan penegasan bahwa tanah yang
akan diberikan dengan sesuatu hak atas tanah adalah tanah negara.

C. PENGERTIAN HAK PENGELOLAAN MENURUT HUKUM TANAH
NASIONAL

1. Pengertian Hak Pengelolaan

Hak pengelolaan tidak diatur secara tegas di dalam Undang-undang Pokok
Agraria, sebagaimana hak-hak lain atas tanah yang diatur dalam pasal 16. Secara
tersirat hak pengelolaan diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Pokok
Agraria, mengenai hak menguasai negara; terufama kewenangan untuk mengatur
hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, yang
dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan atau dilimpahkan kepada pemegangnya.

Hak pengelolaan merupakan pengembangan dari Hak Penguasaan
("beheersrecht”) sebagaimana diatur sebelumnya di dalam Peraturan Pemerintah
No. 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara, yang dalam pasal 12
peraturan tersebut ditetapkan, bahwa kepada Daerah Swatantra dapat diberikan
penguasaan atas Tanah Negara, yang selanjutnya dapat diberikan kepada pihak
lain berupa sesuatu hak dengan tujuan menyelenggarakan “tanah”; yang pada
akhirnya selain menambah pemasukan keuangan atau pendapatan daerah, juga
dapat diusahakan dalam rangka perbaikan perumahan penduduk.

Sebagaimana diatur dalam peratutan pemerintah di atas, bahwa sebelum

berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Instansi pemerintah atau Daerah

2 1pid ., hal. 212-213.
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Swapraja; menjadi hak atas tanah yang tunduk pada Undang-undang Pokok
Agraria. Berkaitan dengan perolehan Hak Pengelolaan melalui Konversi,
Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1965, mengatur bahwa Hak Pengelolaan
yang pertama-tama ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Pokok
Agraria adalah yang berasal dari konversi penguasaan hak atau beheer.

Konversi tersebut diberlakukan atas tanah-tanah yang selain digunakan
untuk kepentingan instansi yang bersangkutan, dimaksudkan juga untuk dapat
diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga. Masa berlaku Hak Pengelolaan
yang berasal dari konversi ini berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk
keperluan pemegang hak. Pelaksanaan konversi ini diselenggarakan oleh Kepala
Kantor Pendaftran Tanah setempat dan diselenggarakan pendaftarannya pada saat
pemegang haknya menyajukan permohonan.

Menurut ketentuan di atas, Hak Penguasaan atas tanah Negara yang
dipunyai oleh Departemen, Direktorat atau Daerah Swatantra diubah menjadi Hak
Pengelolaan. Hak Pengelolaan ini lahir setelah hak penguasaan atas tanah Negara
didaftarkan dan diterbitkan sertipikat hak pengelolaan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten atau Kotamadya setempat.

b. Karena pemberian hak atas tanah

Dalam pemberian hak atas tanah ini, hak pengelolaan yang terbit adalah
berasal dari tanah Negara yang dimohonkan oleh pemegang hak pengelolaan.
Ketentuan tentang lahirnya hak pengelolaan melalui pemberian hak ini, semula
diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973, kemudian
diubah dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9
Tahun 1999, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan
pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan sesuatu
hak atas tanah Negara, perpanjangan jangka wakfu hak, pembaharuan hak,
perubahan hak, termasuk pemberian hak di atas hak pengelolaan.
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Kewenangan Yang Melekat Pada Hak Pengelolaan

Kewenangan yang diberikan kepada pemegang hak pengelolaan diatur

dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a.

Dalam pasal 6 Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1965, mengatur

bahwa wewenang yang diberikan kepada pemegang hak pengelolaan,

adalah :

(1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;

(2) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;

(3) Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga
dengan hak pakai yang berjangka waktu 6(enam) tahun;

(4) Menerima uang pemasukan / ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan;

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1974,

wewenang yang diberikan kepada pemegang hak pengelolaan, adalah :

(1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah;

(2) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;

(3) Menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada Pihak Ketiga
menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak
tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka
waktu, dan keuangannya.

Pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Menteri Dalarn Negeri nomor 1 tahun 1977,

hak pengelolaan berisikan wewenang untuk :

(1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan fanah  yang
bersangkutan;

(2) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;

(3) Menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada Pihak Ketiga
dalam bentuk hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai menurut
persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut,
yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu, dan
keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah
kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-
pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
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d. Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1997, hak pengelolaan
berisikan wewenang untuk :
(1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang
bersangkutan;
(2) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
(3) Menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada Pihak Ketiga
dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga
Secara umum kewenangan-kewenangan di atas dapat diuraikan sebagai
berikut :

Merencanakan, perunfukan dan penggunaan tanah, maksudnya membuat dan
menyusun suatu rencana (planning) tentang peruntukan (besternming), dan
rencana penggunaan (use planning) terhadap tanah yang bersangkutan,
sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya
kemakmuren rakyat; atau lazim dikenal dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) yang tertuang dalam Peraturan Daerah setempat.
Menggunakan tanah tersebut berkaitan dengan keperluan pelaksanaan
usahanya. Sebagai pemegang hak pengelolaan sudah seharusnya mempunyai
wewenang yang dilindungi hukum, untuk menggunakan bagian-bagian dari
tanah sejauh kewenangannya yang terkait dengan kegiatan usahanya; misal :
untuk keperluan pembangunan prasarana fisik, perumahan, pertanian,
industri dan lain-lain.

Menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga dan/atau
bekerjasama dengan pihak ketiga, menurut persyaratan yang ditentukan,
yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan
keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada
pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemegang hak pengelolaan diberi kewenangan menggunakan tanah untuk
keperluan pelaksanaan usahanya; serta diperbolehkan menyerahkan bagian-
bagian dari tanah, baik dengan ataupun tanpa bangunan kepada pihak ketiga
yang memerlukan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, dengan

memungut uvang pemasukan sebagai pendapatan dari pemegang hak
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pengelolaan. ”Hak pengelolaan adalah hak yang istimewa, karena biarpun
bidang tanah dikuasai pihak lain dengan berbagai macam hak atas tanah,
namun hak pengelolaan tetap berlangsung dan hak penguasaan sebagai

pemegang hak pengelolaan tersebut tidak akan terputus”.®

4. Pendaftaran Hak Pengelolaan

Hak pengelolaan termasuk hak yang didaftar, dengan sertipikat sebagai
dokumen tanda bukti haknya. “Hak pengelolaan bukanlah hak atas tanah,
melainkan Hak Menguasai Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegangny: »? sebagaimana diatur dalam pasal | Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Sebagaimana ditegaskan bahwa hak pengelolaan termasuk hak yang
didaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah, demikian juga hak-hak yang diberikan
kepada pihak ketiga. Apabila terjadi pemberian hak kepada pihak ketiga di atas
tanah pengelolaan, maka yang berwenang untuk mendaftar haknya adalah instansi
pemerintah yang ditunjuk, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Tanah setempat,
bukan pemegang hak pengelolaan.

Berkaitan dengan pendaftaran tanah, berikut merupakan tujuan
pendaftaran hak pengelolaan, yaitu:

a. bagi pemegang hak akan mendapatkan kepastian hak dan perlindungan
hukum, serta mendapatkan bukti hak atas tanah yang dikuasainya berupa
sertipikat; '

b. bagi pihak yang berkepentingan, pendaftaran hak pengelolaan ini
bertujuan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai
tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, dan

c. bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dalam bidang pertanahan,

serta guna terselengpgaranya tertib administrasi pertanahan.

% Harsono (b), op. cit, hal. 51.

“Indonesia (d), Peraturan Pemerintah Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
Dan Hak Pakai Aras Tanah , PP No. 40, LN No. 58 tahun 1996, TLN No. 3643, ps. 1 ayat (2).
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Sedangkan kewajiban pendafitaran hak pengelolaan diatur dalam pasal 1 Peraturan
Menteri Agraria nomor 1 tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak
Pengelolaan, yaitu:

“selain hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, maka harus
pula didaftarkan menumt ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No.
10 tahun 1961 (LN. 1961 No. 28);

a, semua hak pakai, termasuk yang diperoleh departemen-departemen,
direktorat-direktorat dan daerah-daerah swatantra sebagai dimaksud
dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1965;

b semua hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Agraria No. 9 tahun 1965.”2°

Sehingga hak pengelolaan yang merupakan pengkonversian dari hak penguasaan,
yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977
sudah didaftarkan di Kantor Sub Direktorat Agraria setempat, dan sudah terbit
sertipikat; kedudukan hak tersebut dipersamakan dengan hak pengelolaan,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
tahun 1977 tentang Tatacara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas
Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan Seria Pendaftarannya, jo. pasal 3 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974. Dengan demikian hak pengelolaan
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan ini, harus
diproses sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972
dan Nomor 5 tahun 1973.

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
juga menegaskan, bahwa eksistensi hak pengelolaan harus dibuktikan dengan
adanya sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan! Dengan
didaftarkannya sebagai salah satu hak atas tanah, pemegang hak akan
mendapatkan jaminan kepastian hukum yang kuat, tunduk pada Undang-undang
Pokok Agraria dan peraturan pelaksanannya.

¥Departemen Agraria (a), Peraturan Menteri Agraria Tentang Pendafiaran Hak Pakai
Dan Hak Pengelolaan , PMA No. 1, tahun 1966, ps. 1.

*'{ndonesia (), Peraturan Pemerintah Tentang Pendafiaran Tanah , PP No.24, LN No.
59 {ahun 1997, TLN No. 3696, ps. | ayat (20).
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Hubungan hukum antara pemegang Hak Pengelolaan dan tanah tidak
terputus dengan didaftarkannya hak-hak atas tanah diatas oleh pihak ketiga. Oleh
karena itu dengan berakhirnya hak yang membebani atau melekat diatasnya, maka
tanah tersebut akan kembali dalam penguasaan pemegang hak pengelolaan.

Dalam dinamika pembangunan saat ini, peranan hak pengelolaan semakin
meningkat, karena dapat mengatasi permasalahan penggunaan tanah untuk
kepentingan pihak ketiga atas tanah-tanah negara yang berada dalam penguasaan
pemegang hak pengelolaan. Selanjutnya agar pihak ketiga yang menggunakan
tanah hak pengelolaan memiliki dasar hukum yang kokoh, maka keberadaan
pengaturan hak pengelolaan harus diperkuat juga dalam peraturan perundang-

undangan.*?

5. Subyek Hak Pengelolaan
Berikut pihak-pihak yang dapat memperoleh hak pengelolaan atau subyek

hak pengelolaan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu :

a. Penjelasan Umum Angka II Nomor 2 Undang-undang Pokok Apgraria,
bahwa negara dapat memberikan dalam pengelolaan kepada suatu badan
penguasa, antara laian : Departemen, Jawatan dan Daerah Swatantra.

b. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965, bahwa tanah
negara yang oleh suatu Departemen, Direktorat, dan Daerah Swatantra
selain digunakan oleh instansi-instansi itu sendiri; juga dimaksudkan untuk
diberikan dengan suatu hak kepada pihak ketiga, maka oleh Menteri
Agraria tanah-tanah tersebut akan diberikan dengan hak pengelolaan
kepada Departemen, Direktorat, dan Daerah Swatantra tersebut.

c. Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1966 mengatur
bahwa, semua hak pengelolaan yang diperoleh Departemen-departemen,
Direktorat-direktorat, dan Daerah-daerah Swatantra wajib didaftarakan.

d. Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973, mengatur
bahwa hak pengelolaan dapat diberikan kepada Departemen, Jawatan
pemerintah, serta Badan-badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah.

e Pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1974

¥gantoso., op.cit., hal. 113.

Universitas Indonesia

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.



27

Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada :

(1) Perusahaan pembangunan perumahan yang seluruh modalnya berasal
dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Industrial Estate yang seluruh modainya berasal dari pemerintah
yang berbentuk perusahaan umum (perum) dan perusahaan persero
(persero), dan dari Pemerintah Daerah yang berbentuk perusahaan
daerah (PD).

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1977, mengatur

bagwa hak pengelolaan dapat diberikan kepada pemerintah daerah,

lembaga, instansi dan atau badan hukum (milik) pemerintah.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1997, mengatur bahwa

penerima hak pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non

departemen, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II,

lembaga pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan

Perumahan Nasional (Perum Perumnas).

Dalam penjelasan pasal 2 huruf (a) Peraturan pemerintah nomor 36 tahun

1997 disebutkan bahwa “lembaga pemerintah lainnya” dalam hal ini

adalah Otorita Pengembangan Daeran Industri Batam, Badan Pengelola

Gelanggang Olahraga Senayan dan lembaga sejenis diatur dengan

Keputusan presiden.

Pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional nomor 9 tahun 1999, bahwa badan-badan hukum yang dapat

diberikan hak pengelolaan adalah Instansi Pemerintah termasuk

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, PT. Persero, Badan Otorita, dan Badan-badan Hukum Pemerintah

lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah.

Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Untuk Kepentingan Pihak Ketiga

Pada prinsipnya tujuan utama pemberian hak pengelolaan kepada

pemegang hak sebetulnya bukan hanya menggunakan tanah yang bersangkutan

bagi keperluan usaha atau pelaksanaan tugasnya saja, melainkan tanah hak

pengelolaan tersebut juga disediakan untuk digunakan oleh pihak-pihak lain yang
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berkepentingan. Adapun mekanisme yang dapat dilakukan yaitu menyerahkan

bagian-bagian dari hak pengelolaan tersebut kepada pihak yang membutuhkan

sesuai dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Terkait penggunaan tanah hak pengelolaan untuk kepentingan pihak

ketiga, pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) nomor 1 tahun

1977, mengatur sebagai berikut:

"Setiap penyerahan penggunaan tanah yang merupakan bagian dari tanah
hak pengelolaan kepada pihak ketiga oleh pemegang hak pengelolaan,
baik yang disertai ataupun tidak disertai dengan pendirian bangunan
diatasnya, wajib dilakukan dengan pembuatan perjanjian tertulis antara

pihak pemegang hak pengelolaan dan pihak ke tiga yang bersangkutan.

1533

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri

tersebut, diatur mengenai persyaratan yeng harus dimuat dalam perjanjian tertulis

yang berupa Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah (P3T) yang dibuat antara

pemegang hak pengelolaan dan pihak ketiga yang menggunakan, antara lain :

ii.

iii.
iv.

vi.

Identitas pihak-pihak yang bersangkutan (badan hukum atau
perorangan);

Letak dan batas-batas tanah yang dimaksud;

Jenis penggunaannya;

Hak atas tanah yang akan diimintakan untuk diberikan kepada pihak
ketiga yang bersangkutan dan keterangan mengenai jangka waktunya,
serta kemungkinan untuk memperpanjangnya;

Jenis-jenis bangunan yang akan didirikan diatasnya dan ketentuan
mengenai pemilikan bangunan tersebut pada waktu berakhirnya hak
atas tanah yang diberikan;

Syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

Misal : memuat mengenai jumlah uang pemasukan, syarat-syarat
pembayarannya, dan persetujuan lainnya yang dipandang perlu oleh
pihak-pihak yang bersangkutan, persetujuan dari pemegang hak
pengelolaan  apabila hak tersebut dipindahkan, kemungkinan
pembebanan pada hak tersebut dengan jaminan, dan lain-lain.”**

“Departemen Dalam Negeri, Peraftiran Menteri Dalam Negeri Tentang Taia Cara
Permohanan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaam
Serta Pendaftarannya, PMDN No. 1, tahun 1977, ps. 3 ayat(I).

A1bid., ps. 3 ayat(2).
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berkepentingan. Adapun mekanisme yang dapat dilakukan yeitu menyerahkan
bagian-bagian dari hak pengelolaan tersebut kepada pihak yang membutubkan
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Terkait penggunaan tanah hak pengelolaan untuk kepentingan pihak
ketiga, pasel 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) nomor 1 tahun
1977, mengatur sebagai berikut:’

”Setiap penyerahan penggunaan tanah yang merupakan bagian dari tanah
hak pengelolaan kepada pihak ketiga oleh pemegang hak pengelolaan,
baik yang disertai ataupun tidak disertai denmgan pendirian bangunan
diatasnya, wajib dilakukan dengan pembuatan perjanjian tertulis antara
pihak pemegang hak pengelolaan dan pihak ke tiga yang bersangkutan.”*

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
tersebut, diatur mengenai persyaratan yang harus dimuat dalam perjanjian tertulis
yang berupa Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah (P3T) yang dibuat antara
pemegang hak pengelolaan dan pihak ketiga yang menggunakan, antara lain :

”i, Idenfitas pihak-pihak wyang bersangkutan (badan hukum atau
perorangany;

ii. Letak dan batas-batas tanah yang dimaksud;

iii. Jenis penggunaannya;

iv. Hak atas tanah yang akan diimintakan unfuk diberikan kepada pihak
ketiga yang bersangkutan dan keterangan mengenai jangka waktunya,
serta kemungkinan untuk memperpanjangnya;

v. Jenis-jenis bangunan yang akan didirikan diatasnya dan ketentuan
mengenai pemilikan bangunan tersebut pada waktu berakhimya hak
atas tanah yang diberikan;

vi. Syarat-syarat lain yang dipandang perh.

Misal : memuat mengenai jumlah vang pemasukan, syarat-syarat
pembayarannya, dan persefujuan lainnya yang dipandang perlu oleh
pihak-pihak yang bersangkutan, persetujuan dari pemegang hak
pengelolaan apabila hak tersebut dipindahkan, kemungkinan
pembebanan pada hak tersebut dengan jaminan, dan lain-lain.”*!

33De{.)a.ﬂermen Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tala Cara
Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaam
Serta Pendaftarannya, PMDN No. 1, tahun 1977, ps. 3 ayai{l).

M 1bid, ps. 3 ayat(2).
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Lebih lanjut dalam Pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 mengatur mengenai “siapa yang
dimaksud pemegang” dalam pasal 1 ayat (3). Pemegang hak pengelolaan
sebagaimana dimaksud pasal di atas, yaitu :

o oo oP

Instansi pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;

Badan Usaha Milik Negara;

Badan Usaha Milik Daerah;

PT. Persero;

Badan Otorita; dan

Badan-Badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah.”*’

7.  Ciri-ciri Hak Pengelolaan
Sifat hak pengelolaan sangat khusus, karena merupakan limpahan sebagian

" kewenangan negara; dan di atas hak tersebut dapat diterbitkan hak-hak atas tanah
vang lain, seperti : Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Berikut
merupakan ciri-ciri dari hak pengelolaan, yaitu :

HI.

merupakan pelimpahan kewenangan dari hak menguasai negara atas
tanah;

dapat dipunyai oleh badan hukum yang mempunyai tugas pokok, dan
fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah;

digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan dan/atau bukan
bangunan;

terjadi melalui penegasan konversi atau pemberian hak;

wajib didaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota letak tanah
berada;

kewenangannya dapat bersifat publik dan privat;

dapat digunakan sendiri, dan/atan diserahkan bagian-bagiannya-pada
pihak ketiga;

tidak mempunyai jangka waktu tertentu (selama tanah masih
dipergunakan untuk pelaksanaan tugas atan usahanya);

tidak dapat dialihkan pada pihak lain;

tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak
tanggungan;

¥De partemen Agraria (b), Peratiran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara don Hak
Pengelolaan , PMNA/Ka.BPN No. 9, tahun 1999, ps. 3 ayat {1).
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1{. tidak ada ketentuan batas maksimal luasan yang dapat dimohon
untuk dikuasai;

12. dapat diterbitkan hak lain di atasnya, yaitu Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, atau Hak Pakai.”*

Hak-hak Yang Terbit Dari Hak Pengelolaan
Ditegaskan di atas, bahwa hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai

dapat terbit dari hak pengelolaan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah nomor 40 tahun 1996, berikut jangka waktu berlakunya hak yang

terbit dari hak pengelolaan :

a.

Hak Guna Bangunan berjangka waktu untuk pertama kalinya paling Jama
30 tahun, untuk selanjutnya dapat diperpanjang paling lama 20 tahun; dan
bila perpanjangan ini telah habis maka hak tersebut dapat diperbaharui
untuk jangka walktu 30 tahun.

Hak Pakai berjangka waktu untuk pertama kalinya paling lama 25 tahun,
untuk selanjutnya dapat diperpanjang paling lama 20 tahun; dan bila
perpanjangan ini telah habis maka hak tersebut dapat diperbaharui untuk
Jangka waktu 25 tahun.

Sedangkan bila pemegang hak pengelolaan menyerahkan bagian tanah hak

pengelolaan kepada pihak lain dengan hak milik, maka cara yang ditempuh adalah

melalui mekanisme pelepasan hak, yang dalam hal ini bapgian tanah tersebut

dilepaskan dari hak pengelolannya untuk kembali menjadi tanah negara.

Selanjutnya atas tanah negara tersebut, dimohonkan hak milik ates nama pemohon

kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat; dengan disertai kewajiban

membayar sejumlah uang pemasukan kepada negara, yang nilainya diatur sesuai

ketentuan yang berlaku.

¥santoso., op.cit., hal. 113,
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D. PENERBITAN IJIN PEMAKAIAN TANAH OLEH PEMERINTAH
KOTA SURABAYA, DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN

1. Gambaran Umum Penerbitan Ijin Pemakaian Tanah Oleh Pemerintah Kota

Surabaya
Hak menguasai adalah hak negara untuk menguasai tanah di seluruh

wilayah Republik Indonesia. Hak menguasai ini tidak identik dengan hak
mentiliki tanah pada zaman penjajahan Belanda yang cenderung menindas rakyat
kecil, dengan sistem landrent, culturstelsel maupun domeinverklaring; akan tetapi
lebih tepatnya mengatur dan menyelengarakan peruntukan tanah untuk
kepentingan bangsa Indonesia. Negara hanya mengatur dan menyelenggarakan
peruntukan tanah, karena pada hakekatnya tanah di Indonesia adalah milik bangsa
Indonesia (hak bangsa) sebagaimana diamanatkan pasal 2 ayat (1) Undang-
undang Pokok Agraria.

Sebagai wujud penyelenggaraan tersebut, terbitlah bermacam-macam hak
atas tanah, antara lain : —

1. hak milik,

2. hak guna bangunan,

3. hak guna usaha, dan

4, hak pakai;

yang kesemuanya bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya.
Disamping pemberian hak atas tanah, negara juga dapat melimpahkan sebagian
hak penguasaannya kepada Instansi, Pemerintah Daerah, maupun Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) dalamn rangka mendukung kegiatan usaha dan
pemerintahan; dan selama ini hak penguasaan yang dilimpahkan tersebut berupa
hak pengelolaan.

Pasal 10 ayat (3) Undang-undang nomor 32 tahun 2004, menguraikan
bahwa kewenangan daerah otonom adalah mencakup kewenangan dalam seluruh
bidang pemerintahan dengan berdasarkan pada asas otonomi dan tugas
pembantuan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan bidang lain

terkait kebijakan fentang perencanaan nasional secara makro dan dana
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perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian
negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan
sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan
standarisasi nasional.

Selanjutnya penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-undang Pokok Agraria
juga menyatakan, bahwa:

®Pelimpahan Hak Menguasai Negara kepada Daerah-daerah adalah
bersangkutan dengan azas otonomi dan medebewind dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Soal Agraria menurut sifatnya dan
pada azasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat”.”’

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, jelas bahwa pelimpahan kewenangan untuk
melaksanakan hak menguasai dari negara atas tanah merupakan tugas
pembantuan, bukan otonomi penuh. Sehubungan dengan tugas pembantuan
tersebut, segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya, karena
tugas pembantuan ini terkait dengan wewenang dalam bidang agraria yang dapat
menjadi sumber pendapatan bagi daerah.

Pasal 33 ayat (3) UUD’45 juga mengamanatkan bahwa tanah sebagai
permukaan bumi, yang merupakan tanah bersama rakyat Indonesia, telah bersatu
menjadi Bangsa Indonesia harus tetap dikuasai oleh Negara. Dengan demikian
pengaturan bidang pertanahan harus bersifat nasional, dalam bentuk Hukum
Tanzh Nasional yang tunggal, bukan bersifat kedaerahan. Hal ini untuk
menghindari terjadinya desintegrasi atau perpecahan; yang membahayakan
eksistensi Hukum Tanah Nasional, karena yang berlaku tiap-tiap wilayah atau
daerah akan memberlakukan hukum tanah yang berbeda.*®

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang
kemudian diganti dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 12
undang-undang ini menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan yang

diserahkan kepada daerah dalam rangka “desentralisasi” harus disertai dengan

YIndonesia (b), op. cit., ps. 2 ayat (4).

*®Harsono (b), op. cit., hal. 96.
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penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya

manusia, sesuai dengan kewenangan yang diserahkan® Pada kenyataannya

penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya

manusia diatas, sepanjang mengenai bidang pertanahan tidak pernah dilakukan
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Fakta di atas menunjukkan bahwa penyerahan kewenangan di bidang

pertanahan tidak mendapat pengakuan dari Pemerintah. Selanjutnya di dalam

pasal 10 mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan

Kota; yang menyebutkan bahwa :

”(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan wrusan pemerintah yang

menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah;

Yang dimaksud uwrusanpemerintahan dalam ayal ini adalah urusan
pemerintahan yang mutlak menjadi kewenangannya dan urusan
bidang lainmya, yaitu bagian-bagian wrusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya pemeriniah.

(2) Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan,™®

Sedangkan Pasal 10 ayat (5) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengatur

pelaksanaan kewenangan-kewenangan lain yang dilimpahkan kepada daerah-

daerah, yaitu :

diselenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintahan;

. dilimpahkan sebagaian wrusan pemerintahan tersebut kepada

Gubernur, selaku Wakil Pemerintah (dekonsentrasi) atau
ditugaskan sebagai urusan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau
pemerintahan desa, berdasarkan azas tugas pembantuan.!

PIndonesia (c), op. cit., ps.12.

“* Boedi Harsono (c), Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum

Tanah, edisi revisi, cel. 17, (Jekarta:Djambaten, 2006), hal. 760-761.

*ndonesia (), op. cit., ps. 10 ayat (5).
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Sehubungan pelimpahan penguasaan tanah-tanah negara berupa hak
pengelolaan di atas, Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya
menerbitkan sejumlah kebijakan yang berlaku terhadap tanah-tanah negara
tersebut, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun surat ketupusan
walikotamadya, antara lain :

1. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 1997,

tentang Izin Pemakaian Tanah.

2. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 21 tahun 2003

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 11 tahun 2008,

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.

4., Keputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 tentang Tata Cara

Penyelesaian Jjin Pemakaizn Tanah,
5. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 21 tahun 2002 tentang
Pemutihan Izin Pemakaian Tanah di Kota Surabaya; yang kemudian
dicabut dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2009;
Penerbitan peraturan di atas dimaksudkan sebagai landasan hukwm bagi
Pemerintah Kota Surabaya, untuk menerapkan hak persewaan dalam bentuk
pemberian Izin Pemakaian Tanah kepada masyarakat, baik secara individu

maupun kelompok, serta badan-badan hukum; di atas tanah hak pengelolaannya.

2. Hal-hal Yang Terkait Dengan Ijin Pemakaian Tanah Sebagaimana Diatur
Dalam Peraturan Daecrah Pemerintah Kota Surabaya Nomor ] tahun 1997

a.  Pengertian ljin Pemakaian Tanah

Ijin Pemakaian Tanah adalah ™Ijin yang diberikan oleh Walikotamadya
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan
merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960.7*

Berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf g peraturan daerah Nomor 1 tahun

“Surabaya, Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya, Perda No. 1, tahun 1997, ps. 1
huruf (f).
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1997, bahwa Izin Pemakaian Tanah dapat diberikan kepada orang atau Badan
Hukum. “Orang” dalam hal ini adalah warga negara Indonesia, sedangkan badan
hukum adalah badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia; dengan
terlebih dahulu mengajukan permchonan ijin pemakaian tanah. sebelum
memanfaatkan tanah, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) peraturan daerah
ini.

Dokumen ljin Pemakaian Tanah bukanlah dokumen kepemilikan tanah
seperti halnya sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan, melainkan
dokumen izin untuk memakai tanah yang penggunaannya dibatasi oleh waktu.
Adapaun pembatas tersebut sesuai dengan jangka waktu berlakunya Ijin
Pemakaian Tanah tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (4) Peraturan

Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 1997.

b.  Jangka Waktu Ijin Pemakaian Tanah
Dilihat dari jangka waktu pemakaian, ijin ini dapat dikelompok dalam 3

(tiga) macam, yaitu :

L. 1zin Pemakaian Tanah Jangka Pendek, berlaku selama 2 (dua) tahun, dan
dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama 2 (dua) tahun berikutnya;

2. Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah, berlaku selama 5 (lima} tahun,
dan dapat diperpanjang untuk setiap kali 5 (lima) tahun berikutnya;

3. Izin Pemakaian Tanah Jangka Panjang berlaku untuk 20 {(duapuluh) tahun,
dan dapat diperpanjang untuk setiap kali 20 (duapuluh) tahun berikutnya;
Ijin jangka panjang ini diberlakukan secara khusus terhadap tanah yang
dipergunakan untuk usaha dan perumahan, yang disesuaikan dengan

perencanaan kota serta telah memenuhi syarat luas, peruntukan dan

penggunaannya,

¢.  Kewajiban Yang Harus Dipenuhi Oleh Pemegang Ijin Pemakajan Tanah
Berikut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Ijin

Pemakaian Tanah, antara lain ;
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“l.  membayar retribusi sesuai dengan yang ditentukan;

2. mematuhi dan mentaati semua ketentuanyang ditetapkan dalam surat
Ijin Pemakaian Tanah;

3. memakai tanah sesuai dengan peruntukannya, apabila berkeinginan
untuk merubah peruntukan dan/atau menjaminkan maka harus harus
mendapat ,Eersetujuan tertulis dari Walikotamadya atau pejabat yang
ditunjuk.’

Berkaitan penggunaan tanah tersebut Pemerintah Kota Surabaya
mengenakan iuran atau retribusi, dengan besaran tarif sebagaimana diatur dalam

pasal 11, yaitu :

“(1ya. Ijin Pemakaian Tanah Jangka Panjang, membayar retribusi dimuka
sekaligus dengan ketentuan :

1. Untuk usaha dan sejenisnya sebesar 15% (lomabelas persen) kali
luas tanah kali harga dasar tanah terendah sesuai dengan
kelasaya;

2. Untuk perumahan sebesar 10% (sepuluh persen) kali luas tanah
kali harga dasar tanah terendah sesuai dengan kelasnya

b. Ijin pemakaian tanah jangka menengah dan pendek, membayar
retribusi dengan kefentuan :

1. Ditepi jalan/rencana jalan yang lebarnya sampai dengan 5(lima)
meter:

a. Perumahan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per-meter
persegi;
b. Perdagangan, Industri dan sejenisnya, sebesar Rp. 200,00
(duaratus rupiah) per-meter persegi;
¢. Fasilitas Umum:
1. Komersial sebesar Rp. 200,00 (duaratus rupiah) per-meter
persegi;
2. Tidak Komersial sebesar Rp. 50,00 (limapuluh rupiah)
per-meter persegi;

2. Ditepi jalan/rencana jalan yang lebarnya lebih dari 5(lima) meter
sampai dengan 8(delapan) meter :

a. Perumahan sebesar Rp. 150,00 (seratus limapuluh rupiah)
per-meter persegi;

b. Perdagangan, Industri dan sejenisnya, sebesar Rp. 250,00
(duaratus limapuluh rupiah) per-meter persegi;

c. Fasilitas Umum:
. Komersial sebesar Rp. 250,00 (duvaratus limapuluh

* Ibid,, ps. 7 ayat (1).
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rupiah) per-meter persegi;
2. Tidak Komersial sebesar Rp. 100,00 {seratus rupiah) per-
meter persegi;
3. Ditepi jalan/rencana jalan yang lebarnya lebih dari 8(delapan)
meter sampai dengan 12{duabelas) meter :
a. Perumahan sebesar Rp. 200,00 (duaratus rupiah) per-meter
persegi;
b. Perdagangan, Industri dan sejenisnya, sebesar Rp. 750,00
(tujuhratus limapuluh rupiah) per-meter persegi;
c. Fasilitas Umum:
1. Komersial sebesar Rp. 750,00 (tujuhratus limapuluh
rupiah) per-meter persegi;
2. Tidak Komersial sebesar Rp. 200,00 {duaratus rupiah)
per-meter persegi;
4. Ditepi jalan/rencana jalan yang lebarnya lebih dari 12{(duabelas)
meter sampai dengan 15(limabelas) meter :
a. Perumahan sebesar Rp. 300,00 (tigaratus rupiah) per-meter
persegi;
b. Perdagangan, Industri dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.000,00
(seribu rupiah) per-meter persegi;
c. Fasilitas Umum:
1. Komersial sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per-meter

persegi;
2. Tidak Komersial sebesar Rp. 250,00 (duaratus limapuluh
rupiah) per-meter persegi;
5. Ditepi jalan/rencana jalan yang lebamya lebih dari 15 (limabelas)
meter :
a. Perumahan sebesar Rp. 400,00 (empatratus rupiah) per-meter
persegi;

b. Perdagangan, Industri dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.500,00
(seribu limaratus rupiah} per-meter persegi;
c. Fasilitas Umum:
1. Komersizl sebesar Rp. 1.500,00 (seribu limaratus rupiah)
per-meter persegi;
2. Tidak Komersial sebesar Rp. 300,00 (tigaratus rupiah)
per-meter persegi;

(2) Untuk lokasi tanah-tanah yang berlum ada jalannya dikenakan retribusi
sebesar Rp. 200,00 (duaratus rupiah) per-meter persegi;

(3) Atas pemakaian tanah yang penggunaannya ganda atau berubah secara
keseluruhan dikenakan retribusi, sesuvai dengan perhitungan tarif
tertinggi;

(4) Apabila ijin pemakaian tanah beralib/dialihkan kepada pihak lainyang
dikenakan biaya balik nama sebagai berikut :

a. Untuk ijin pemakaian tanah jangka panjang dikenakan sebesar 10
{sepuluh) kali retribusi setahun dan khusus balik nama kepada ahli
waris sebesar 5 (lima) kali teribusi setahun;

b. Untuk ijin pemakaian tanah menengah atau pendek dikenakan
sebesar 3 (tiga) kali teribusi setabun dan khusus balik nama kepada
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ahli waris sebesar 2 {dua) kali retribusi setahun;

c. Besarnya retribusi setahun dimaksud pada huruf a dan b ayat ini
mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b,
ayat 92) dan ayat (3) pasal ini.”*

Sedangkan sangsi keterlambatan atas pembayaran retribusi akan dikenakan denda

sesuai diatur dalam pasal 13, yaitu :

“Apabila terjadi keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan denda :

a.

b.

C.

Untuk keterlambatan sampai dengan 3(tiga) bulan sebesar 50% (lima
puluh persen) dari retribusi yang berlaku;

Untuk keterlambatan lebih dari 3(tiga) bulan sampai dengan 1(satu)
tahun sebesar 100% {seratus persen) dari refribusi yang berlaku;

Untuk keterlambatan lebik dari I{satu) tahun sampai dengan 2(dua)
tahun sebesar 200% (dua ratus persen) dari retribusi yang berlaku;
Untuk keterlambatan lebih dari 2(dua) tahun sampai dengan 3(tiga)
tahun sebesar 300% (tiga ratus persen) dari retribusi yang berlaku;
Untuk keterlambatan febih dari 3(tiga) tahun sampai dengan 4(empat)
tahun sebesar 400% (empat ratus persen) dari retribusi yang berlaku;
Untuk keterlambatan lebih dari 4(empat) tahun sebesar 500% (lima
ratus persen) dari retribusi yang berlakar.”™*

Sedangkan pelanggaran terhadap penggunaan tanah (baik atas

penggunaan tanah yang belum memperoleh ijin pemakaian tanah maupun

pemakaian tanah yang tidak sesuai dengan ijin yang diperoleh) akan dikenakan

sanksi pidana sesuai diatur pasal 14.

Disamping kewajiban pembayaran retribusi sebagaimana diatur dalam

Perda ini, terhadap masyarakat pemegang Ijin Pemakaian Tanah juga dikenakan

kewajiban pembayaran pajak terhadap Negara; Iuran Pembangunan Daerah

(IPEDA), dan saat ini menjadi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sebagaimana

diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 yang mengatur tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan.

H1bid., ps. 11 ayat (1-2).

Brbid, ps. 13.
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d. Berakhirnya Ijin Pemakaian Tanah
Hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirmya ljin Pemakaian Tanah,
yaitu:

[44

a. masa berlaku ijin telah berakhir, dan pemegang ijin tidak
memperpanjang lagi;

b. atas permintaan pemegang ijin untuk mengakhiri sebelum masa

berlaku ijin habis;

pemegang ijin meninggal dunia;

surat ijin pemakaian tanah dicabut oleh pemberi ijin.”"*®

arn

e. Aspek penjaminan Bangunan Yang Didirikan Di Atas Tanah Dengan Jjin

Pemakaian Tanah

Merujuk pada hukum pertanahan di Indonesia adalah bersumber pada
hukum adat, yang dalam hal ini menganut sistem pemisahan horizontal, artinya -
antara bangunan dan tanah dapat berdiri sendiri-sendiri. Karena itu, bangunan
yang didirikan di atas fanah hak pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya, dapat
dijaminkan pada bank dengan cara fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat
(2) Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu :
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud
maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Pada dasamnya bangunan yang didirikan di atas tanah hak pengelolaan
Pemerintah Kotamadya Surabaya pun, dapat dibebani hak tanggungan dengan
Jjaminan fidusia; dikarenakan hak pengelolaan bukan merupakan Hak Atas Tanah,
sehingga tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sedangkan hak
atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan, yaitu Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai.

Sehubungan dengan jaminan fiducia atas bangunan yang didirikan di atas

tbid., ps. 10.
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tanah hak pengelolaan, maka bagi pemegang Ijin Pemakaian Tanah yang akan
menjaminkan tanah tersebut harus memperoleh ijin atau rekomendasi terlebih
dahuilu dari Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga berdasarkan ijin atau
rekomendasi yang terbit, ﬁenerima jaminan mempunyai kekuatan hukum untuk
mengikat bangunan sebagai agunan.

Kewajiban untuk mengajukan permohonan ijin atau rekomendasi ini, tidak
hanya diperlukan pada saat pemegang Ijin Pemakaian Tanah hendak
menjaminkan, namun juga pada saat mendirikan dan merubah bangunan.
Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Ijin Pemakaian Tanah
biasanya dicantumkan pada klausul-klausul perjanjian, termasuk kesediaan untuk
mengembalikan tanah pada keadaan semula (tanpa bangunan} setelah masa
sewanya telah habis. Oleh karenanya, kendati hukum pertanahan di Indonesia
menganut “asas pemisahan horizontal” bukan berarti pemegang Ijin Pemakaian
Tanah dapat mempertahankan kepemilikan bangunannya, kalau Ijin Pemakaian
Tanah-nya berakhir.

Asas pemisahan horizontal maksudnya adalah hak atas tanah tidak
meliputi pemilikan atas bangunan, tanaman serta benda-benda lain yang ada di
atasnya; karena bangunan, tanaman dan benda-benda lain di atas tanah tersebut
belum tentu milik pihak yang menguasai tanah. Sehingga perbuatan hukum yang
menyangkut tanah tidak otomatis meliputi bangunan, tanaman ataupun benda-
benda lain di atasnya, namun ketentuan-ketentuan tersebut harus diperjanjikan
secara tegas dalam hal pemegang hak atas tanah dengan pemilik bangunan,
tanaman serta benda-benda Iain di atasnya subyek hukumnya berbeda.

E. PERBANDINGAN BESARAN UANG PEMASUKAN ATAS
PENERBITAN HAK ATAS TANAH DI ATAS HAK PENGELOLAAN
DAN RETRIBUSI IJIN PEMAKAIAN TANAH DI ATAS HAK
PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
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1. Perbandingan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Dan Retribusi Ijin_Pemakaian Tanah
Berdasarkan Peraturan Daeran Nemor 1 Tahun 1997

Berikut perbadingan antara uang pemasukan atas penerbitan hak atas tanah
(Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai berjangka waktu) yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif
Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan

Nasional dan kewajiban pembayaran atas penerbitan Ijin Pemakaian Tanah yang

diatur dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 1997,

Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 16

Peraturan Kota Surabaya
Nomor 1 Tahun 1997

Pendaftaran pertamna kali,
Perpanjangan masa berlaku hak,
dan Pembaharuan hak :

(2% x Nilai Tanah) + Rp.
100.000,-

Pemeliharaan data ;

(1% x Nilai Tanah) + Rp. 50.000,-

Ijin Pemakaian Tanah Jangka Panjang,
membayar retribusi  dimuka sekaligus
dengan ketentuvan :

1. Untuk usaha dan sejenisnya sebesar 15%
(limabelas persen) kali luas tanah kali
harga dasar tanah terendah sesuai dengan
kelasnya;

2. Untuk perumahan sebesar 10% (sepuluh
persen} kali luas tanah kali harga dasar
tanah terendah sesuai dengan kelasnya

Ijin pemakaian tanah jangka menengah dan
pendek, membayar retribusi dengan
ketentuan ;

1. Ditepi jalanfrencana jalan yang lebarmya
sampai dengan 5(lima) meter:
a.Perumahan sebesar Rp. 100,00 (seratus

rupiah) per-meter persegi;
b.Perdagangan, Industri dan sejenisnya,
sebesar Rp. 200,00 (duaratus rupiah)
per-meter persegi;
c.Fasilitas Umum:

(1) Komersial sebesar Rp. 200,00

(dvaratus  rupiah)  per-meter
persegi;

(2) Tidak Komersial sebesar Rp. 50,00
(limapuluh  rupiah)  per-meter
persegi;

2, Ditepi jalan/rencana jalan yang lebamya
lebih dari 5(lima) meter sampai dengan
8(delapan) meter :

Universitas Indonesia

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.




42

a.Perumahan sebesar Rp. 150,00 (seratus
limapuluh rupiah) per-meter persegi;
b.Perdagangan, Indusiri dan sejenisnya,
sebesar Rp. 250,00  (duaratus
limapulvh rupiah) per-meter persegi;
c.Fasilitas Umum:

(1) Komersial sebesar Rp. 250,00
(duaratus limapuluh rupiah} per-
meter persegi;

(2) Tidak Komersial sebesar Rp.
100,00 (seratus rupiah) per-meter
persegi;

(3) Ditepi jalan/rencana jalan yang
lebarnya lebih dari 8(delapan)
meter sampai dengan 12(duabelas)
meter :

{a) Perumahan sebesar Rp. 200,00
(dvaratus rupiah) per-meter
persegi;

(b) Perdagangan, Industri dan
sejenisnya, sebesar Rp. 750,00
(tujubratus limapuluh rupiah)
per-meter persegi;

{c) Fasilitas Umum:

1. Komersial sebesar Rp.
750,00 (tujuhratus
limapuluh rupiah) per-
meter persegi;

2. Tidak Komersial sebesar
Rp. 200,00 {(duaratus
rupiah) per-meter persegi;

(4) Ditepi jalanfrencana jalan yang
lebarnya lebih dari 12(duabelas)
meter sampai dengan 15(limabelas)
meter :

{a) Perumahan sebesar Rp. 300,00
(tigaratus rupiah) per-meter
persegi;

(b) Perdagangan, Industri dan
sejenisnya, sebesar  Rp.
1.000,00 (seribu rupiah) per-
meter persegi;

(c) Fasilitas Umnum:

1. Komersial sebesar Rp.
1.000,00 (seribu rupiah)
per-meter persegi;

2. Tidak Komersial sebesar
Rp. 250,00 {duaratus
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limapuluh  rupiah)
meter persegi;
{5)Ditepi jalan/rencana jalan yang
lebarnya lebih dari 15 (limabelas)
meter :
{a) Perumahan sebesar Rp. 400,00
(empatratus rupiah) per-meter

per-

persegi;

(b) Perdagangan, Industri dan
sejenisnya, sebesar Rp.
1.500,00 (seribu  limaratus
rupiah) per-meter persegi;

(c) Fasilitas Umum:

1. Komersial sebesar Rp.

1.500,00 (seribu limaratus
rupiah) per-meter persegi;
2. Tidak Komersial sebesar
Rp. 300,00 (tigaratus
rupiah) per-meter persegi;
Untuk lokasi tanah-tanah yang berlum ada
jalannya dikenakan retribusi sebesar Rp.
200,00 (duaratus rupiah) per-meter persegi

Ilustrasi

Untuk tanah seluas 1000 m2
dengan nilai tanah Rp. 1.000.000,-
/m2

Pendaftaran pertama kali,
Perpanjangan masa berlaku hak,
dan Pembaharuan hak :

(2% x 1.000.000 x 1000) + Rp.
100.000,-
= Rp. 20.100.000,-

Pemeliharaan data :

(1% x 1.000.000 x 1000) + Rp.
50.000,-

=Rp. 10.050.000,-

Tustrasi
Untuk tanah seluas 1000 m2 dengan nilai
tanah Rp. 1.000.000,-/m2

[jin Pemakaian Tanzh Jangka Panjang,
membayar retribusi  dimuka sekaligus
dengan ketenfuan :
I. Untuk usaha dan sejenisnya

(15% x 1.000.000 x 1000)

= Rp. 150.000.000,-
2. Untuk perumahan

(10% x 1.000.002 x 1000)

=Rp. 100.000.000,-

Ijin pemakaian tanah jangka menengah dan
pendek, membayar refribusi dengan
ketentuan :

1. Ditepi jalan/rencana jalan yang lebarnya
sampai dengan 5(lima) meter;
a.Perumahan sebesar

Rp. 100 x 1000 =Rp. 100.000,-
b.Perdagangan, Industri dan sejenisnya,
Rp. 200 x 1000 = Rp. 200.000
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c.Fasilitas Umum:
(1) Komersial sebesar
Rp. 200,- x 1000 = Rp. 200.000
(2) Tidak Komersial
Rp. 50,- x 1000 =Rp. 50.000
. Ditepi jalan/rencana jalan yang lebarnya
lebih dari 5(lima) meter sampai dengan
8(delapan) meter :

a.Perumahan
Rp. 150,- x 1000 =Rp. 150.000
b.Perdagangan, Industri dan sejenisnya,
Rp. 250,- x 1000 =Rp. 250.000
c.Fasilitas Umum:
(1) Komersial
Rp. 250,- x 1000 = Rp. 250.000
(2) Tidak Komersial
Rp. 100,- x 1000 =Rp. 100.000
(3) Ditepi jalan/rencana jalan yang
lebamya lebih dari 8(delapan)
meter sampai dengan 12(duabelas)
meter :
{a) Perumahan
Rp. 200,- x 1000 =Rp. 200.000
(b) Perdagangan, Industri dan
sejenisnya,
Rp. 750,- x 1000 = Rp. 750.000
(c) Fasilitas Unum:
1. Komersial
Rp. 750,- x 1000
750.000
2. Tidak Komersial
Rp. 200,- x 1.000 = Rp.
200.000
(4) Ditepi jalan/rencana jalan yang
lebarnya lebih dari 12(duabelas)
meter sampai dengan 15(limabelas)
meter :
(a) Perumahan
Rp. 300,- x 1000 = Rp. 300.000
(b)Perdagangan, Industri dan
sejenisnya,
Rp. 1.000,- x 1000 = Rp.
1.000.000
(c) Fasilitas Umum:
1. Komersial
Rp. 1.000,- x 1000 = Rp.
1.000.000

Rp.
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2. Tidak Komersial
Rp. 250,- x 1000 = Rp.
250.000
(5)Ditepi jalan/rencana jalan yang
lebarnya lebih dari 153 (limabelas)
meter :
(a) Perumahan
Rp. 400,- x 1000 = Rp. 400.000

(b) Perdagangan, Industri dan
sejenisnya,
Rp. 1.500,- x 1000 = Rp.
1.500.000
(c) Fasilitas Umum:
1. Komersial
Rp. 1.500,- x 1000 = Rp
1.500.000
2. Tidak Komersial
Rp. 300,- X 1000 = Rp.
300.000
Untuk lokasi tanah-tanah yang berlum ada
jalannya dikenakan retribusi
Rp. 200,00 x 1000 = Rp. 200.000,-

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa pengenaan retribusi sesuai

peraturan daerah tersebut tarifnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan

pemasukan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah, sehingga

dari sisi jumlah penerimaan hal tersebut sangat menguntungkan Pemerintah Kota

UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH MASYARAKAT SELAKU
PEMEGANG IJIN PEMAKATAN TANAH ATAS ASSET TANAH
HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA

SURABAYA

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting,

karena sebagian besar dari kehidupan adalah berganfung pada tanah. Tanah dapat

dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat tetap dan dapat dicadangkan

untuk kehidupan di masa datang. Tanah adalah tempat pemukiman dari sebagian

besar umat manusia, disamping sebagai sumber penghidupan.

Hak atas tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia,
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Undang-undang Pokok Agraria telah menentukan bahwa tanah-tanah diseluruh
wilayah Indonesia harus diinventarisasi. “Untuk menjamin kepastian hukum oleh
pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah,™*’
Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 fahun
1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sebelum Undang-undang Pokok Agraria lahir, Hukum Apgraria yang
berlaku di Indonesia masih bersifat dualisme; karenanya ada hak yang berstatus
hak barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak
tersebut antara lain Eigendom dan Erfpact; yang peralihan haknya dilakukan
dihadapan Notaris; di samping itu ada hak yang bersumber pada hukum adat dan
peralihan haknya dilakukan dihadapan Kepala Desa. Pada saat ini dualisme
tersebut telah ditiadakan, sehingga semua peralihan hak afas tanah di Indonesia
dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Hal tersebut sejalan dengan panca program pembaharuan Hukum Agraria

di Indonesia, yang memuat mengenaj :

”].  pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang
berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum;
2. penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;
mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;

4. perombakan pemilikan dan penguasaan fanah serta hubungan-
hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah
dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan;

5. perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana,
sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.”**®

Ll

Pemerintah Kota Surabaya dengan luas wilayah 326.36 km2 merupakan
salah satu kota yang memiliki keistimewaan, karena dari keseluruhan wilayah
tersebut, atau seluas 12,421 juta m2 dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam

“Indonesia (b}, ep. cit., ps. 19 ayat (1).

**Harsono (b), op. cit., hal_ 34,
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bentuk hak pengelolaan, yang tersebar di 17 wilayah kecamatan dari 23 wilayah

kecamatannya, antara lain :

391.

Kecamatan Wonokromo seluas 1.147.179,32 m2;
Kecamatan Krembangan seluas 920.873,15 m2;
Kecamatan Tegalsari seluas 639.667,03 m2;
Kecamatan Dukuh Pakis seluas 493.680,00 m2;
Kecamatan Bubutan seluas 438.403,04 m2;
Kecamatan Sawahan seluas 308.295,21 m2;
Kecamatan Semampir seluas 189.369,87 m2;
Kecamatan Sukomanunggal seluas 157.224,16 m2;
Kecamatan Simokerto seluas 152.426,58 m?2;
Kecamatan Genteng seluas 90.977,25 m2;
Kecamatan Lakarsantri seluas 54.500,83 m2;
Kecamatan Asemrowo seluas 47.708,20 m2;
Kecamatan Tandes seluas 30.967,05 m2;
Kecamatan Wonocolo seluas 26.346,70 m2;
Kecamatan Wiyung seluas 20.856,66 m2;
Kecamatan Tambaksari dan Kecamatan Gubeng, masing-masing di
bawah 20.000 m2.7*

Berkaitan dengan pengelolaan tanah negara seluas 12,421 juta m2 di atas, berikut

ilustrasi perbandingan perhitungan kewajiban pemasukan atas pemberian hak

pengelolaan selama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 dan kewajiban pembayaran atas penerbitan Ijin

Pemakaian Tanah jangka panjang untuk perumahan, yaitu 20 (dua puluh) tahun

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 1

tahun 1997, dengan acuan harga rata-rata tanah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah) per-m?2.

1.

Perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010
untuk Pendaflaran pertama kali, Perpanjangan masa berlaku hak, dan
Pembaharuan hak, yaitu :

(2% x nilai tanah x luas tanah} + Rp. 100.000,-

= (2% xRp. 750.000,~ x 12,421 juta m2) + Rp. 100.000,-
= Rp. 186.315.100.000,-

“uSurat Ijo Tanah HPL di Surabaya,” <htip://rajaagam.wordpress.com/2009/07/15/surat-
ijo-tanah-hpl-di-surabaya=>, diekses 22 Januari 2010.
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atau
= Rp. 9.315.755.000,- per-tahun.

2. Perhitungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1
Tahun 1997, vaitu :
(10% x nilai tanah x lvas tanah)
(10% xRp. 750.000,- x 12,421 juta m2)
Rp. 931.575.000.000,-
atau

= Rp. 46.578.750.000,- per-tahun.

1l

Berdasarkan perhitungan diatas, pengenaan tarif sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2010 dan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Daersh
Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 perbadingannya kurang lebih 1 : 5.
Sehingga dari perhitungan di atas pemasukan keuangan berdasarkan
pemberlakukan Ijin Pemakaian Tanah di atas tanah hak pengelolaan tersebut jelas
sangat menguntungkan Pemerintah Kota Surabaya, guna mendukung pendapatan
asli daerah (PAD).

Bila ditinjauan dari riwayat perolehan tanah, penguasaan tanah di atas
adalah berkaitan dengan perubahan Gemeente Soerabaja menjadi Kotamadya
Surabaya, yang merujuk pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, yang
menyebutkan bahwa “Segala milik berupa barang tetap maupun tidak tetap dan
perusahaan-perusahaan kota besar tersebut dalam pasal I, sebelum terbentuknya
undang-undang ini, yang selanjutnya dapat menyerahkan sesuatunya kepada
daerah-daerah dibawahnya. Sehingga, sejak terbetuknya Kota Besar Surabaya,
maka segala barang atau asset milik Gemeente Soerabaja menjadi milik Kota
Besar Surabaya, asset tersebut antara lain berupa tanah,

Tidak ada catatan pasti kapan pertama kali Pemerintah Kota Surabaya
memberlakukan sewa tanah kepada warganya. Namun dalam catatan arsip

pertanahan Kotamadya Surabaya disebutkan pola ini diterapkan sejak Kota
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Surabaya ditetapkan sebagai Gemeente pada tahaun 1906. Dalam buku kompilasi
sejarah kota, dalam “Kota Lama Kota Baru”, disebutkan pada saat itu Gemeente
Soerabaja mulai menginventarisasi aset berupa tanah yang berstatus bukan milik
pribadi untuk dicatat menjadi milik Gemeente. Keputusan ini mengacu Undang-
undang Agraria 1870, yang mengatur bahwa semua tanah yang tidak terbukti
sebagai hak milik seseorang adalah menjadi milik negara atau domein verklaring,
walau pada kenyataannya tanah-tanah tersebut tidak dalam keadaan kosong
Kebijakan kolonial inilah yang diyakini menjadi pijakan Pemerintah Kota
Surabaya untuk menerbitkan [jin Pemakaian Tanah bagi warganya.

Sejak diberlakukan Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, tidak
banyak warga Kota Surabaya yang mengajukan permohonan hak terhadap tanah-
tanah yang dikuasainya. Pada umumnya masyarakat hanya mempunyai bukti
penguasaan berupa Girik/kitir/Petok D sebagai salinan kohir Pajak Bumi atau
Iuran Pembangunan Daerah (JPEDA), yang saat ini berubah menjadi Pajak Bumi
dan Bangunan; berdasarkan bukti penguasaan fersebut warga mengalihkan
kepemilikan, serta memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada tahun 1994 Pemerintah Kota Surabaya (qq. Walikota) mengajukan
permohonan hak pengelolaan atas asset barupa tanah, limpahan dari Gemeente
Soerabaja tersebut kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya. Kalau dilihat dari
rentang waktu perubahan Gemeente Soerabaya menjadi Kota Surabaya,
permohonan hak pengelolaan atas asset berupa tanah milik Gemeente Soerabaya
ini cukup lama, sedangkan tanah-tanah tersebut tidak dalam keadaan kosong,
karena telah ditempati, dikuasai dan didirikan bangunan oleh masyarakat.

Adapun peraturan-peraturan yang mendasari pengajuan hak pengelolaan
tanah negara atas nama Pemerintah Kota Surabaya, yaitu:

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak
Pakai dan Hak Pengelolaan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan
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Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-
ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1974 tentang Ketentuan-

ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan

Perusahaan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1975 tentang Pedoman

Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya

Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-hak Atas Tanah

Negara
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1977 tentang Tata Cara

Permohonan dan Penyelesalan Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah

Hak Pengelolaan Serta Pzndaftarannya.

Permohonan tersebut telah mendapat persetujuan, sebagaimana berturit-
turut terbit surat rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Timur nomor ; 560.235-7790 tanggal 27 Juni 1996, dan Surat
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor
53/HPL/BPN/1997 tanggal 8§ April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas
nama Pemerintah Kota Surabaya, yang kemudian dijadikan dasar penerbitan
sertipikat hak pengelolaan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya:; antara lain
sertipikat Nomor : 1, Gambar Sitvasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor :
10470/97, seluas 131.076 m2 dan sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 3, Gambar
Situasi tanggal 31 Agustus 1997, Nomor : 10472/97, seluas 255.766 m2,
keduanya terletak di Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya,
dan merupakan bagian dari tanah hak pengelolaan yang dikuasai oleh Pemerintah
Kota Surabaya.

Selanjutnya di atas tanah hak pengelolaan tersebut Pemerintah Kota
Surabaya menerapkan sistem persewaan kepada masyarakat dalam bentuk Ijin
Pemakaian Tanah. Sebagai landasan hukum, diterbitkanlah sejumlah peraturan

dalam bidang pertanahan, antara lain :
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“]. Keputusan DPRD GR Surabaya No. O03E/DPRD-GR/KEP/1971
tanggal 6 Mei 1971 tentang sewa tanah.

2. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 9 Tahun 1986 tanggal 5 Juli 1986
tentang Pemakaian Rumah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota
Surabaya.

3. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 1987 tentang Pemakaian
Tanah atau Tempat Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Surabaya.

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 1994 tentang Jjin
Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya.

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 tentang Ijin
Pemakaian Tanah.

6. Keputusan Walikota Surabaya No. 1 tahun 1998 tentang tatacara
Penyelesaian Jjin Pemakaian Tanah.

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 16 Tahun 1999 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah.

8. Permaturan Daerzh Kota Surabaya No. 21 Tahun 2003 Tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.”*

Menggunakan landasan hukum Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 1997
tentang Ijin Pemakaian Tanah di atas, Pemerintah Daerah Tingkat II Kota
Surabaya menarik retribusi kepada masyarakat pemegang Ijin Pemakaian Tanah
dengan tarif sebagaimana diatur dalam pasa!l 11. Sebagai pemegang ljin
Pemakaian Tanah, kedudukan masyarakat dalam hal ini dipersamakan dengan
“penyewa”, karenanya atas bidang tanah tersebut tidak dapat dimohonkan hak atas
tanah, masyarakat hanya mempunyai hak untuk memakai tanah sesuai dengan
peruntukannya. Disamping itu pemegang Ijin Pemakaian Tanah juga dikenakan
kewajiban pembayaran pajak berupa Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) yang
saat ini telah berubah menjadi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).

Atas dasar pengepaan kewajiban-kewajiban tersebut masyarakat
berpendapat, bahwa mereka berkedudukan sebagai pemegang hak atas tanah; dan
sudah seharusnya mendapat prioritas untuk memperoleh alas hak atas tanah yang
lebih kuat berupa sertipikat kepemilikan. Namun Pemerintah Kota Surabaya
menolak pendapat masyarakat tersebut, atas dasar surat menteri keuangan nomor
: S§-252/MK.04/1989, tanggal 2 Maret 1989 perihal Status Girik/kitir/Petok D

s “Motivasi Dan Garis Perjuangan™

<hitp://zeratissuratijo.blogspot.com/2010/01/motivasi-dan-paris-perjuangan>. diakses 15 Pebruari
2010. )
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sebagai salinan kohir Pajak Bumi, yang menyebutkan bahwa Juran Pembangunan
Daerah (IPEDA) atau Pajak Bumi dan Bangunan yang dahulu ditandai buiti
berupa petok hanya merupakan bukti administrasi di bidang perpajakan. Dengan
demikian bukti pembayaran Iuran Pembangunan Daerash (IPEDA) maupun Pajak
Bumi dan Bangunan bukanlah dianggap sebagai suatu bukti bahwa seseorang
yang namanaya tercantum dalam bukti tersebut adalah pemilik sah atas tanah yang
ditempatinya.

Bila menunjuk ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 10
tahun 1961, mengenai Pendaftaran Tanah; yang mengatur bahwa sebelum bidang
tanah diukur, terlebih dahuiu harus dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah
itu untuk selanjutnya dilakukan penetapan batas-batasnya. Penyelidikan riwayat
tanah ini merupakan salah satu kegiatan yuridis dalam pendaftaran tanah yang
disyaratkan, sedangkan penetapan batas-batas bidang tanah yang akan dilakukan
pengukuran merupakan salah satu fisik dalam pendafiaran tanah. Masyarakat yang
menempati bidang tanah dan/atau tinggal di sekitar bidang tanah yang akan diukur
seharusnya diberitahu terlebih dahulu. Persyaratan ini harus dipenuhi bila akan
dilakukan kegiatan pendaftaran tanah, karena unfuk menghindari terjadinya
perselisihan baik mengenai status hak bidang tanah maupun batas-batasnya.
Tanah yang didaftar.

Bila dilihat data yang dimiliki masyarakat, ternyata mereka telah
menguasai dan menempati tanah tersebut jauh hari sebelum penerbitan sertipikat
hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Surabaya; sehingga keabsahan
penerbitan sertipikat hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kofa Surabaya patut
dipertanyakan; karena dalam risalah hasil pengukuran yang dibuat pejabat Kantor
Pertanahan Surabaya bahwa tanah dalam keadaan kosong,

Selanjuinya bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958
tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, seharusnya tanah-tanah Gemeente
Socrabaja menjadi Tanah Nepara, yang untuk selanjutnya dapat dimohon
pendaftaran haknya oleh masyarakat yang menempati, Hal ini dikarenakan
masyarakat mempunyai bukti penguasaan bidang tanah jauh hari sebelum
penerbitan sertipikat hak pengelolaan sertipikat Nomor : 1, Gambar Situasi
tanggal 21 Agustus 1997, Nomor : 10470/97 dan sertipikat Hak Pengelolaan
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Nomor ; 3, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor : 10472/97.
Berikut Syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan hak

atas tanah bekas hak barat, yaitu :

a. Grosse akta

b. Surat Ukur

c. Turunan surat keterangan kewarganegaraan yang sudah disahkan oleh

pejabat yang berwenang

d. Kuasa konversi (kalau diperlukan)

€. Pernyataan pemilik, bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, tidak
dijadikan tanggungan hutang, sejak kapan dimiliki dan belum pernah
dialihkan atau diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain,

Menyadari bahwa bidang tanah yang dikuwasai dan ditempati merupakan
tanah hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, masyarakat merasa
resah karena kedudukan hukumnya sangat lemah; bila merujuk pasal 8 hurf (a)
Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 1997, bahwa ljin Pemakaian Tanah dapat
dicabut sewaktu-waktu oleh pemegang hak pengelolaan, bilamana tanah yang
bersangkutan dibutuhkan untuk kepentingan umum; yang dipertegas pula dalam
pasal 9, yang mengatur bahwa:

“Apabila surat ijin pemakaian tanah dicabut, pemegang ijin pemakaian
tanah harus segera mengosongkan tanah dalam tenggang waktu yang
ditentukan oleh Walikota Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas
biaya pemegang ijin pemakaian tanah dan apabila ketentuan tersebut tidak
dipenuhi, pengosongan akan dilakukan oleh Walikota Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk atas biaya pemegang ijin pemakaian tanah”.>!

Mengacu pasal diatas, masyarakat menafsirkan apabila kepentingan
pemerintah dacrah menghendaki tanah tersebut guna peruntukan yang lain atau
tidak memperpanjang masa berlaku Ijin Pemakaian Tanah, maka pemegang Ijin
Pemakaian Tanah harus bersedia menyerahkan tanahnya kepada Pemerintah Kota
Surabaya, dengan tanpa diberikan ganti rugi. Oleh karenanya masyarakat yang

$1Surabaya., op.cit, ps. 9.
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menempati sebagian bidang-bidang tanah tersebut merasa keberatan dan sangat

dirugikan; sehingga beberapa diantara mereka mengajukan gugatan kepada pihak-

pihak yang terkait dalam penerbitan sertipikat hak pengelolaan, baik melalui

Pengadilan Umum maupun Peradilan Tana Usaha Negara.

Masyarakat mengajukan gugatan atas penerbitan sertipikat hak
pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, yang diajukan oleh sebagian
masyarakat pemegang Ijin Pemakaian Tanah terhadap pihak-pihak sebagai
berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (qq. Kepala Badan) selaku
pihak yang memberikan surat persetujuan pemberian hak pengelolaan atas
nama Pemerintah Kotfa Surabaya;

2. Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya selaku pihak yang menerbitkan
sertipikat hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Surabaya;

3. Pemerintah Kota Surabaya selaku pemegang hak pengelolaan dan selaku
pihak yang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 1997 tentang
ljin Pemakaian Tangh serta peraturan Daerah Nomor : 21 tahun 2003
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Gugatan tersebut  sebagaimana ternyata dalam perkara nomor :
110/G/2008/PTUN.Sby antara sebagian pemegang ljin Pemakaian Tanah (sebagai
Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
(sebagai Tergutat I), Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
(sebagai Tergugat II) dan Walikota Surabaya (sebagai Tergugat II Intervensi);
serta perkara nomor : 107/G/2008/PTUN.Sby antara sebagian pemegang Ijin
Pemakaian Tanah (sebagai Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia (sebagai Tergutat I), Kepala Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kota Surabaya (sebagai Tergugat II) dan Walikota Surabaya
(sebagai Tergugat II Intervensi); telah mendapatkan putusan tingkat pertama
untuk kedua perkara di atas pada tanggal 27 Juli 2009.

Permasalahan lain yang dihadapi pemegang Ijin Pemakaian Tanah, yaitu
apabila jangka waktu Ijin Pemakaian Tanah habis, dan Pemerintah Kota Surabaya
selaku pemegang hak pengelolaan tidak memperbolehkan untuk diperpanjang atau

memerlukan tanah untuk peruntukan yang lain, maka pemegang Ijin Pemakaian
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Tanah selaku pemilik bangunan harus memindahkan bangunan atau meninggalkan
bangunan. Sehingga bilamana mereka tidak meninggalkan bangunan tersebut,
maka Pemerintah Kota Surabaya melalui Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
berhak untuk mengusir dan mengosongkan bangunan tersebut, karena bangunan
tersebut didirikan di atas tanah yang bukan lagi sebapai hak sewanya.

Disamping itu kewajiban lain yang harus dipenuhi setiap tahun oleh
pemegang Ijin Pemakaian Tanah berupa beban pajak bumi dan bangunan (PBB)
dan retribusi atas pemakaian tanah yang harus dibayar dimuka secara sekaligus
pada saat perpanjangan [jin Pemakaian Tanah. Pemegang Ijin Pemakaian Tanah
selama ini sangat kecewa, karena retribusi Ijin Pemakaian Tanah ditetapkan secara
sepihak oleh Pemerintah Kota Surabaya, dengan nilai perolehan yang selalu
meningkat setiap tahun; dan prosentase kenaikkannya lebih tinggi dari pada
prosentase kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak pada Pajak Bumi Dan Bangunan.
Sehubungan dengan pemasukan atas retribusi Ijin Pemakaian Tanah tersebut,
ternyata Pemerintah Kota Surabaya menjadikannya sebagai salah satu sumber
terbesar pendapatan asli dacrah (PAD).

Memperhatikan kondisi saat ini Pemerintah Kota Surabaya tetap
berpegang teguh pada kebijakan untuk menguasai tanah dengan hak pengelolaan,
dan mempertahankan sistem persewaan tanah kepada masyarakat melalui Ijin
Pemakaian Tanah. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya memikirkan
secara ekonomi politik kebijakan yang telah disusun tersebut terhadap penguasaan
tanah nepara berdasarkan hak pengelolaan; karena dengan mempertahankan
kebijakan ini pemerintah daerah akan tetap menguasai assetnya serta mendapat
pemasukan anggaran daerah.

Berikut pengertian tanah dalam penguasaan/asset Pemerintah Kota
Surabaya sebagaimana isi surat Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor :
500-2132-WAKA tanggal 29 Agustus 2003 perihal permohonan penjelasan status
hak atas tanah dalam pengelolaan pemerintah Kota Surabaya nomor 2, yaitu :

a. Tanah-tanah/bukan tanah pihak lain dan yang telah dikuasai secara fisik
oleh instansi pemerintah;
b. Tanah tersebut dikelola dan dipelihara, dirawat dengan dana dari instansi

pemerintah;
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c. Tanah tersebut telah terdaftar dalam Dafiar inventaris pemerintah yang
bersangkutan;

d. Tanah tersebut secara fisik dikuasai atau dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh pihak lain berdasarkan hubungan hukum yang dibuat pihak lain
dengan instansi pemerintah dimaksud.

Tanah-tanah tetrsebut baik yang sudah ada sertipikatnya maupun yang belum ada

sertipikatnya.

Menurut pengakuan masyarakat, mereka belum pemah melakukan
penyerahan lokasi atau bidang tanah kepada Pemerintah Kota Surabaya.
Selanjulmya secara kolektif mereka pernah mengajukan pendaftaran tanah pada
Kantor Pertanahan Kota Surabaya, namun hingga sekarang belum ada
kelanjutannya.

Hak pengelolaan dalam hal ini diatur dalam :

1. Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1965 tentang Pengkonversian
hak-hak penguasaan atas tanah negara,

2. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 1 tahun 1966 tentang Kewajiban
Pendaftaran Hak pengelolaan,

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977 tentang Tatacara
Perolehan Hak pengelolaan, dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor
8 tahun 1999 tentang Tata cara Perolehan Hak Pengelolaan.

Barang milik negara termasuk tanah bisa dilakukan hubungan sewa menyewa

menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun pengertian pasal 44

Undang-undang Pokok Agraria semestinya hak sewa diajukan hanya terhadap hak

milik. Bahwa tanah negara harus dibedakan antara tanah pemerintah yang

merupakan hubungan dengan warga negara, kalau keinginan warga mendapat hak,
maka pemerintzh harus menyampaikan mekanisme untuk memperoleh hak
melalui proses sertipikat, jangan seolah-olah tanah dikuasai oleh pemerintah.

Bahwa warga tidak memiliki data yuridis dapat mengajukan hak atas tanah
Gumeente Soerabaja, didasarkan atas bukti penguasaan fisik tanah lebih dari 20
tahun. Penguasaan fisik secara terus menerus, secara yuridis mempunyai posisi
hukum dalam hukum pendafiaran tanah di Indonesia, karena sesuai pasal 24 ayat
2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang pada pokoknya mengatur,
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dalam hal tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, pembukuan
hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang
bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon
pendaftaran dengan syarat penguasaan fisik tersebut dilakukan dengan itikat baik
dan tidak ada yang keberatan; sehingga pengadilan berpendapat bahawa
penguasaan tanah selama 20 tahun serta dengan itikat baik; serta dengan
pelunasan atau pembayaran luran Pembangunan Daerah (IPEDA) atau Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), maka pemohon hak mempunyai kepentingan dan

merasa dirugikan

Surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor
53/HPL/BPN/1997, tanggal 8 April 1997, tentang Pemberian Hak Pengelolaan
atas nama Pemerintah Kota Surabaya merupakan keputusan atas usulan sepihak
dari Pemerintah Kota Surabaya, dan tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan
asas kecermatan, sehingga penerbitan sertipikat hak pengelolaan Nomor : 1,
Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor : 10470/97 dan sertipikat Hak
Pengelolaan Nomor : 3, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor :
10472/97 juga mengandung cacat hukum.

Gugatan  sebagaimana temyata dalam  perkara  nomor
110/G/2008/PTUN.Sby., serta perkara nomor : 107/G/2008/PTUN.Sby. tersebut
telah mendapatkan putusan tingkat pertama pada tanggal 27 Juli 2009. Dalam
amar putusannya Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengabulkan gugatan
masyarakat untuk sebagaian, yaitu :

1. Menyatakan batal surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
nomor ; 53/HPL/BPN/1997, tanggal 8 April 1997, tentang Pemberian Hak
Pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, sehingpa surat
keputusan tersebut harus dicabut;

2. Menyatakan batal Sertipikat hak pengelolaan Nomor : 1, Gambar Situasi
tanpgal 21 Agustus 1997, Nomor : 10470/97 dan sertipikat Hak
Pengelolaan Nomor : 3, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor :
10472/97, sehingga sertipikat tersebut harus dicabut.

Atas putusan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya tersebut, telah dimohonkan banding oleh Kepala Badan
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Pertanahan Nasional Republik Indonesia cs. melaiui Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya, dan telah diputus sebagaimana temyata dalam putusan
nomor : 153/B/2009/PT.TUN.SBY dan nomor : 153/B/2009/PT.TUN.SBY, yang
dibacakan pada tanggal 5 Januari 2010; dan isinya membatalkan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Untuk selanjutnya masyarakat sebagai
penggugat telah mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia, yang sampai saat ini belum mermperoleh keputusan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.
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BAB Il
PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal

sebagali berikut :

1.

Pemerintah Kota Surabaya menguasai tanah negara berdasarkan limpahan
asset Gemeente Surabaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor
16 tahun 1950; yang selanjutnya atas limpahan asset tanah ini Pemerintah
Kota Surabaya mengenakan retribusi berupa uvang persewaan kepada
masyarakat yang menempatinya (dengan merujuk pada Undang-undang
Darurat nomor 12 tahun 1957); dan dikuatkan oleh keputusan Dewan
Permusyawaratan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPR GR) Surabaya
nomor : 03E/DPRD-GR/KEP/1971 tentang sewa tanah; yang berdasarkan
permohonan Pemerintah Kota Surabaya, pada tahun 1997 terbit sertipikat
hak pengelolaan atas tanah-tanah negara dimaksud. Bahwa penerbitan
sertipikat pengelolaan tersebut kemudian dijadikan dasar pemberlakukan
Peraturan Daerah nomor 1 tahun 1997 tentang ljin Pemakaian Tanah, yang
dalam perkembangannya masyarakat pemegang ijin tersebut keberatan
dengan pemberlakukan peraturan daerah ini, karena:
a. retribusi Ijin Pemakaian Tanah ditetapkan secara sepihak oleh
Pemerintah Daerah,
b. nilai pungutannya jauh lebih tinggi daripada kewajiban pemasvkan uang
negara sehubungan pemberian hak atas tanah di atas hak pengelolaan;
¢. bila kepentingan pemerintah daerah menghendaki, mereka harus

menyerahkan tanahnya, tanpa diberikan ganti rugi;
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d. pemegang Ijin Pemakaian Tanah tetap dikenakan kewajiban
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Selanjutnya mereka berupaya memperoleh alas hak yang lebih kuat dengan
mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah, demgan bukti
penguasaan hak lama antara lain berupa perjanjian jual beli, salinan kohir
Pajak Bumi, luran Pembangunan Daerah (IPEDA) atau Pajak Bumi dan
Bangunan. Namun permohonan ini ditolak, dengan alasan atas bidang tanah
yang dimohon telah terbit sertipikat hak pengelolaan atas nama Pemerintah
Kota Surabaya. Fakta lain bahwa mereka telah menguasai dan menempati
bidang tanah tersebut lebih dari 20 (duapuluh) tahun secara berturut-turut
dengan itikat baik, dan atas sebagian tanah tersebut telah terjadi peralihan
tanpa ada persengketaan. Bila merujuk pasal 24 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, fakta ini dapat dijadikan dasar
penguasaan hak, namun hal ini diabatkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Guna mendapatkan haknya, sebagian pemegang ijin tersebut melakukan
upaya hukum berupa gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara,
sebagaimana ternyata dalam perkara nomor 110/G/2008/PTUN.Sby dan
nomor : 107/G/2008/PTUN.Sby, dengan tuntutan pembatalan surat
keputusan Kepala Badan Pertanahan WNasional fentang persetujuan
pemberian hak pengelolaan, serta penerbitan sertipikat hak pengelolaan atas
nama Pemerintah Kota Surabaya atas tanah-tanah yang dimohon oleh
Kantor Badan Pertanahan Nasional di Surabaya. Pada putusan tingkat
pertama funtutan masyarakat dikabulkan untuk sebagian, namun pada
tingkat banding putusan tingkat pertama ini dibatalkan, selanjutnya gugatan
tersebut dimohonkan kasasi di Mahkamah Agung, yang saat ini belum
memperoleh keputusan hukum yang bersifat tetap.

Penerapan hak pengelolaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 1 tahun 1977 adalah merupakan pelimpahan sebagian kewenangan
negara kepada jawatan-jawatan, daerah-daerah ataupun lembaga-lembaga
pemerintah untuk mengelola tanah negara yang dilimpahkan guna
mendukung pelaksanaan tugasnya, maupun menyerahkan bagian-bagian

hak pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga berupa hak milik, hak guna
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bangunan ataupun hak pakai; sehingga penerima limpahan hanya bertindak
sebagai pengelola. Sedangkan penerapan hak pengelolaan menurut
Peraturan Daerah nomor 1 tahun 1997 Pemerintah Kota Surabaya adalah
layaknya hak kepemilikan, karena dengan pemberlakukan sistem persewaan
tanah kepada pihak ketiga yang menggunakan bagian-bagian tanah hak
pengelolaan tersebut mencerminkan bahwa kewenangan yang dijalankan
oleh Pemerintah Kota Surabaya bukan pengelolaan; karena hak sewa hanya

dapat diberikan di atas hak milik, bukan hak pengelolaan.

B. SARAN

Penerapan sistem persewaan tanah atas dasar pemberlakukan Peraturan
Daerah nomor 1 tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tanah oleh Pemerintah Kota
Surabaya tidak tepat untuk dipertahankan; karena bertentangan dengan prinsip hak
menguasai negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 9
tahun 1965, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah nomor 8
tahun 1953 tentang konversi tanah-tanah nepara. Pemerintah Kota Surabaya
sebagai bagian dari negara tidak dapat memposisikan diri sebagai pemilik tanah,
akan tetapi sebagai pengelola; sedangkan hak sewa hanya dapat diberikan di atas
tanah hak milik.

Guna mengatasi persoalan pertanahan ini, Pemerintah Kota Surabaya
seharusnya dapat memenerapkan mekanisme pemberian hak atas tanah di atas hak
pengelolaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN)
nomor 1 tahun 1977 jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional nomor 4 tahun 1998. Dengan penecrapan penyelesaian ini, Pemerintah
Kota Surabaya tidak akan kehilangan hak pengelolannya, karena atas pemberian
hak tersebut ada kewajiban pemasukan keuangan yang harus dipenuhi oleh
pemohon hak (sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun
2010), yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah
(PAD) Kota Surabaya, dan masyarakat yang memanfaatkan tanah hak

pengelolaan tersebut akan memperoleh alas hak yang lebih kuat berupa sertipikat
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LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IO NO. 1/B
SURABAYA
SERI B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il SURABAYA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 1 TAHUN 1997
TENTANG
IZIN PEMAKAJAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

N : N

bahwa dalam rangka memanfaatkan tanah milik dan ataw yang
dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuei  dengan
perkembangan perekonomian, pembangunan dan kebutuhan di
daerah serta meningkatkan pelayanan izin Pemakaian Tanah
kepada masyarakat yaog sekalipus diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan asli daerah, perlu menyempumakan materi Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IT Surabaya Nomor 12 Tahun
1994 untuk dapat mengatur Izin Pemakaian Tanah jangka panjang
serta hal lain yang dianggap perlu ;

bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada konsideran
menimbang huruf a, perlu mengatur kembali materi Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IT Surabaya Nomor 12 Tahun
1994 dengan menetapkan ketentuan tentang Izin Pemakalan Tanah
dalam suatu Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa
Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta Jo. Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

Undang-undang Nomor 12 Dit. tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Apraria ;
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10.

Undang-undang Nomor S5 tahun 1974 tenteng Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah ;

Undang-undang Nomor 24 1ahun 1992 tentang Penataan Ruang;

Peraturan Menteri Apraria Nomor 9 tahun 1965 lentang
Pelaksanaan Konversi Hak Penpuasaan Atas Tansh Negara dan
ketentuan tentang kebijaksensan selanjuinya yang telah dinbah
dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Dagrah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Surabaya Nomor
23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor
13 tabun 1987 tentang Penyilidikan Pepawal Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingket IT Surabaya ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor
11 tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja
Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Dinas Kotamadya Daerzh
Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daermah, Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA TENTANG IZIN PEMAKATAN TANAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Peraturan Dzembh ini yang dimaksud :

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat
H Surabaya ;
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b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat I Surabaya ;

¢. Dinas, adalah Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daersh
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

d. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan
Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

e. Tanah adalah tanah milik dan atau yang dikuasai / dikelola oleh
Pemerintah Daerah ;

f. Izin Pemakaian Tanah, adalah Izin yang diberikan oleh
Walikotamadya Kepala Dacrah atau Pejebat yang ditunjuk untuk
memakaij lanah dan bukan merupakan pemberien hak pakai atau
hak-hak atas tanzh lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 ;

g Pemegang Jzin Pemakaian Tanah, adalah orang atan Baden Hukum
yang telah mendapat izin pemakaian tanzh ;

h. Pemchon, adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum
yang dibentuk menumt Hukum Indonesia yang mengajukan
permohonan izin pemakaien tanah.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Untuk mencapai (ertib administrasi pengelolaan tanzh,

pengendalian pemakajan tanah dan perlindungan atas tanah, dengan
Peraturan Daerah ini diatur izin pemakaian tanah.

BAB I
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3
(1) Sepanjang tdak dipakai sendii oleh Pemerintah Daerah,

pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yanp memerlukan baik
perorangan meupun Badan Hukum ;
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Pemakaian tanah dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi
pemakaian dalam bentuk menaruh pada, didalam, diatas, melintas
atau menembus bawah tanah ;

Izin Pemakaian Tanah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak
termasuk dalam ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam
Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1993
tentang Izin Pemmakaian Sementara Jalan, Ruang Terbuka Hijau
Kota dan tempat-tempat lain yang dikuasai Pemerinteh Kotamadya
Daerah Tingkat [T Surabaya.

Pasal 4
Setiap orang atau Badan Hukum yang ekan memakai (anah harus
terlebih dahulu memperoleh izin pemakaian tanah ;

Untuk mempercleh izin pemakaian tanah dimaksud pada ayat (1}
pasal ini, yang bersangkutan hans mengajukan surat permohonan
kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya atau
Pejabat yang ditunjuk ;

Tata cara pengajuan surat permohonan dimaksud pada ayat (2)
pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah,.

Posal 5

Surat Permohonan untuk mendapatkan izin pemakaian tanah

dimaksued pasal 4 Peraturan Daerah ini diajukan kepada
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I Surabaya atau Pejabat yang
ditanjuk dengan mencantumkan / melampirkan :

b
c.
d,
e

h

Pm

Nama pemohon ;

Tempat dan tanggal lahir ;

Pekerjaan atau jabatan pemohon ;

Tempat tinggal / domisili pemohon ;

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Kependudukan
lainnya ;

Keterangan menganai tempat atau lokasi yang dimohonkan izin ;
Gambar situasi/ lokasi ;

Akta pendirian Bedan Hukum ( apabila pemohon adalah Badan
Hukum ) ;

Keterangan lain yang dianggap perlu,
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Pasal 6

(1) Izin pemakaian tanah dikeluarkan terhadap permohonan yang telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
dalam bentuk Izin ;

(2} lzin pemakaian tanah dibedakan sebagat berikut ;

a, Izin pemakaian tanah jangka panjang, yang berlaku selama
20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling
lama 20 (dua puluh) tahun khusus untuk usaha dan perumahan ;

b. Izin pemakaian tanah jangka menengah, yang berlaku selama
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama
5 (lima) tahun;

c. Izin pemakaian tanah jangka pendek, yeng berlaku selama
2 (dua) tahun den dapat diperpanjang setiap kali paling lame
2 (dua) tahun,

Pasal 7

(1) Pemegang izin pemakaian lanah berkewajiban untuk :
a. membayar retribusi sesual dengan ketentuan yang berlaku ;

b. memawhi dan mentaati semua ketentwan yang ditetapkan
dalam surat izin pemakesian tanah ;

c. memakai tamah sesvai dengan peruntukan sebagaimana
agunan atas suatu pinjaman, pemegang izin pemakaian tanah
teriebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertelis dari
Walikotamadya tersebut dalam surat izin pemakaian tanah.

(2) Pemegang izin pemakaian tansh dilarang mengalihkan izin
pemakaian tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dard Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk ;

(3} Dalam hal pemegang izin pemakaian taneh meninggal duniz, yang
berkepentingan dapat melanjutkan izin pemakaian tanah dimaksud
dengan mengajukan permohonen terlebih dahulu  kepada
Walikotamadya Kepala Daerah atan Pejsbat yang ditunjuk untuk
mendapatkan surat jzin pemakaian tanah baru sesuai dengan
ketentuan yang berlaku ;
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(4) Apabila bangunan diatas tanah yanp (elah dikelvarken Izin
pemakaian (anah akan dijadikan Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk ;

(5) Apabila surat izin pemakaian tansh yang masih berlaku hilang,
harus segera mengajukan permohonan furunan surat  jzin
pemakaian tanah kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
PENCABUTAN SURAT IZIN
PEMAKATAN TANAH

Pasal 8
Surat Izin Pemakaian Tanah dapat dicabut apabila ;
a. Tanah yang bersangkutan dibutuhkan untuk kepentingan umum;

b. Pemegang izin pemakaian tanah melanggar atau tidak memenuhi
ketentuan yang ditetapkan dalarn surat izin pemakaian tanah ;

c, Tapah dibiarkan kosong dan ateu diterlantarkan hingga 3 (tiga)
tahun sejak dikeluarkannya izin pemakajan tanah ;

d. Temyata dikemudian hari diketahui bahwa persyaratan yang
diajukan untuk mendapatkan izin pemakaian tanah tidak dapat
dipertanggungjawabkan atau tidak benar.

Pasal 9

Apabila surat izin pemakaian tanah dicabut, pemegang izin
pemakajan tanah harus segera mengosongkan tanah dalam tenggang
waktu yang ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atan
Pejabat yang ditunjuk atas biaya pemegang izin pemakaian tanah dan
apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, pengosongan akan dilakukan
oleh Walikotamadya Kepale Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas
biaya pemegang izin pemakaian tanah,

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 1997 6

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.



BAB V
BERAKHIRNYA IZIN PEMAKAIAN TANAH

Pasal 10

Izin Pemakaian Tanah dapat berakhir apabila :

a. masa berlakunya surat izin pemakaian tanah berakhimya dan
pemegang izin pemakafan tansh tidak memperpanjang izin
pemakaian tanah sesnai dengan ketenman yang bertaku ;

b. atas permintaan sendir ;

¢. pemegang izin pemakaian tanah meninggal dunia ;
d. surat izin pemakaian tanah tersebut dicabut.

BAB VI
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Atas pemberian izin pemakaian tanah tersebut dalam pasal 6 ayat
(1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Izin pemakaian tanah jangka panjang,
Membayar retribusi dimuka sekaligus dengan ketentuan :

1. Untuk usaha dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas
persen ) kali luas tanah kali harga dasar tanah terendah
sesuai denpan kelasnya ;

2. Unnuk perumahan sebesar 10% ( sepuluh persen ) kali Iuas
tanah kali harga daser tanah terendah sesuai dengan
kelasnya.

b. Izin pemakaian tanah jangka menengah dan pendek
Membayar retribusi dengan ketentuan :

1. Ditepi jalan/rencana jalan yang lebamya sampai dengan 5
(lima) meter :
a) Perumahan sebesar Rp. 100,00 ( Serams rupiah ) per
m?;

b) Perdagangan, Industri dan sejenisnya, sebesar
Rp. 200,00 { Dua ratus rupiah } per m2 ;
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¢) Fasilitas Umum :
1) Komersial sebesar Rp. 200,00 ( Dua matus rupiah )
perm2 ;

2) Tidak komersial sebesar Rp. 50,00 ( Lima puluk
rupiah } per o2 ;

2. Ditepi jalan / rencana jalan yang lebamnya lebih dari 5 (lima)
sampai dengan § (delapan) meter :
a) Perumahan sebesar Rp. 150,00 ( Seratus lima puluh
rupiah ) per m? ;

b) Perdagangan, Industri dan sejenisnya, scbesar
Rp. 250,00 ( Dua ratus lima puluh rupiah ) per m2 ;

¢) Fasilitas Umum :
1) Komersial sebesar Rp. 250,00 { Dua ratus lima
puluh rupiah ) per m2 ;

2) Tidak komersial sebesar Rp. 100.00 ( Seratus
rupiah ) per m2.

3. Ditepi jalan/ rencana jalan yang lebarnya lebih dari &
(delapan) sampai dengan 12 (dua belas) meter :
a) Perumahan  sebesar Rp. 200,00 ( Dua ratus rupiah )
per m2 ;

b) Perdagangan, Industri dan sejenisnya, sebesar Rp.
750.00 ( Tujuh ratus lima puluh rupiah } perm2 ;

¢} Fasilitas Umum :
1) Komersial sebesar Rp. 750,00 ( Tujuh ratus lima
puluh rupiah } per m2 ;

2) Tidak komersial sebesar Rp. 200,00 ( Dua ratus
rupiah ) per m2.

4. Ditepi jalan / rencana jalan yang lebamya dan 12 { dua
belas } sampai dengan 15 ( lima belas ) meter ;
a) Perumahan sebesar Rp. 300,00 (Tiga ratus rupiah) per
m2;

b) Perdagangan, Industi dan  sejenisnya  sebesar
Rp. 1000,00 ( Seribu rupiah ) per m2 ;

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 1997 8

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.



¢) Pasilitas Umum ;
1) Komersial sebesar Rp. 1000,00 { Seribu rupiah ) per
m?2 ;

2) Tidak komersial sebesar Rp. 250,00 ( Dua ratus lima
puluh rirpiah ) per m2.

5. Ditepi jalan / rencana jalan yang lebarnya lebih dari 15
(lima belas) meter :
a) Perumshan sebesar Rp. 400,00 (Empat Ratus Rupiah)
per m2 ;

b) Perdagengan, Industri dan sejenisnya  sebesar
Rp. 1500,00 ( Seribu Lima Ratus Rupiah ) per m2 ;

¢} Fasilitas Umum :
1) Komersial, sebesar Rp. 1500,00 ( Seribu Lima ratus
Rupiah ) per m2 ;

2) Tidak komersial, sebesar Rp. 300,00 ( Tiga Ratus
Rupiah } per m2.

(2) Untuk lokasi tapah-tanah yang belum ada jalannya dikenakan
retribusi sebesar Rp. 200,00 per m2 tiap tahun ;

(3) Atas pemakaian tanah yang penggunaannya ganda atau berubsh
secara keseluruhan dikenakan retribusi, sesual dengan perhimngan
tarif {ertinggi ;

{4) Apabila izin pemakaian tanah beralil/ dialihkan kepada pihak lain
yang dikenakan biaya balik nama sebagai berikut :

a. Untuk izin pemakaian tanah jangka panjang dikenakan sebesar
10 ( sepuluh ) kali retribust setahun dan khusus balik nama
kepada ahli waris sebesar 5 ( kali ) retribusi setahun ;

b. Untuk izin pemakaian tanah menengah dan pendek dikenakan
sebesar 3 ( tiga ) kali retribusi setahun dan khusus balik nama
kepada ahli waris sebesar 2 ( dua ) kali retribusi setahun ;

c. Besarnya retribusi setahun dimaksud pada huruf a dan b ayat
ini mengikutl ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1)
huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
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Terhadap pemegang izin pemakaian tanah pada lokasi tanah yang
baru pengenaan retribusi izin pemakaian tansh dihitung sejak
dikeluarkannya izin pemakaian tanah,

Atas pemberian izin pemakaian tanah baru terhadap tanah yang
belum pemah dikeluarkan izin, sepanjang persyaratan telah
dipenuhi dikenaken biaya peresmian sebesar 5 ( lima } kali
retribusi setahun, dan membayar retribusi yang belum pemah
dibayar beserta dendanya terhitung mulei berlakunya Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 1987, selama tanah dimaksud dikuasai
oleh calon pemegang izin.

Pasal 12

Kecuali ditetapkan lain oleh Walikotamadya Kepala Daerah,
retribusi tersebut dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini harus
dibayar lunas sebelum izin pemakaian tanah diberikan ;

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk
dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah ;

Semue penerimaan dari hasil retribusi tersebut pada ayat (1) Pasal
ini, merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetorkan
secara brnuto ke Kas Pemerintazh Dagrah melalui Bendaharawan
Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya.

BAB VI
KETENTUAN DENDA

Pasal 13

Apabila tejadi keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan

denda :

a.

Untuk keterlambatan samapai dengan 3 ( tiga ) bulan sebesar 50%
{ lima puluh persen ) dari retribusi yang berlaku ;

b. Unwk keterlambatan lebih dari 3 ( tiga } bulan sampai dengan 1
( satu ) tahun sebesar 100% ( seratus persen ) dari retribusi yang
berlaku ;
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¢. Untuk keterlambatan lebih dari 1 ( sate ) tahun sampai dengan 2
( dua ) tahun sebesar 200% ( dua ratus persen ) dari retribusi yang
berlaku ;

d. Untuk keterlambatan lebih dari 2 ( dua } tahun sampai dengan 3
( tiga ) tahun sebesar 300% ( tige ratus persen ) dari retribusi yang
berlaku ;

e. Untuk keterlambatan lebih dari 3 ( tiga ) tahun sampai dengan 4
( empat ) tahun sebesar 400% ( empal ratus persen } dari retribusi
yang berlzalm ;

f.  Untuk keterlambatan lebih dari 4 ( empat ) tahun sebesar 500%
{ lima ratus persen ) dari retribusi yang berlaku,

BAB VIO
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

(1} Barang siapa melanggar kelentuan-ketentan pasal 4 dan 7
Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3
( tiga ) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 50.000,00 ( lima
ratus ribu rupiah ) ;

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah
pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

(1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tidak pidana,
Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang
penpangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;
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(2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para pejabat sebagaimana di
maksud ayat (1) pasal ini berwenang :

a.

Menerima laporan atau pengaduan dar seseorang (entang
adanya tindak pidana ;

Melakukan tindakan pertama pada saat jtu ditempatkan
kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

Menyuruh berhenti seseorang tersengka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka ;

. Melakukan penyitaan benda atau surat ;

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagal
tersangka atau saksi ;

. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara ;

Mengadakan perhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk
Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwa lersebut bukan mempakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

Mengadakan tindakan lain mepurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan ;

Pejabat penyidik pegawai Neger Sipil dalam melaksanakan
penyidikannya harus ditvangkan dalam Berita Acara.

BAE X

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Inj,

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Walikotamadya Kepala Daerah.
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Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 tahun 1994 tentang
Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan dicabut den tidak
berlaku lagi.

Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinys, memerintahkan
pengundengan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkandi : SURABAYA
Pada tanpgal : 31 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPAL A DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I SURABAYA TINGKAT II SURABAYA
Ketua,
td ud
H. HARJOSO SOEPENOD H. SUNARTOQ SUMOPRAYWIRO

KOLONEL CHB. NRP. 22021

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerch Tingkat I Jawa Timur
tanggal 21 April 1997 Nomor 179/P Tahun 1997.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisien Ketataprajasn

itd

Drs. MASDRA M. JASIN

Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499
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Diundangken dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Seri B Tahun 1997 tanggal 25 April 1997 Nomor 1/B.

An. WALIKOTAMADYA KFPALA DAERAH
TINGKAT IT SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat X Surabaya

itd
Dyrs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Pembina
NIP. 010 056 836

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretariat Kotamadya Daerah
Tingkat IT Surabaya

Kepala Bagian Hukum

trd

MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I
NIB. 510 029 293
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1957
TENTANG
IZIN PEMAKAIAN TANAH

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan laju pertambahan penduduk dan pesatnya perkembangan,
pembangunan fisik di Kotamadya [Daerah Tingkat II Surabaya, kebutuhan akan ianah
menjadi semakin meningkat.

Untuk mengimbangi kebutuhan terhadap tanah dan sekaligus dalam upaya
meningkatkan daya puna dan hasil guna pengelolaan taenah-tanah milik dan atau yang
dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Dacrah, maka diletapkan Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Izin Pemnakaian Tanah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Tanah-tanah yang dimiliki dan atau dikuesai /dikelola
oleh Pemerintah Daerah Iuasnya terbatas dan perlu
dimanfaatkan / dikelola secara tertib dan terkendali
sechingga dapat memberikan manfaat kepada
masyarakat serta kepentingan umum dan diharapkan
pemberian izin pemakaign tanah dimaksud dalam
Peraturan Dzergh ini dapat melindungi tanah-tanah

tersebut.
Pasal 3 &/d 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1} : Cukup jelas.
ayat (2) huruf a : Izin diberikan terhadap lokasi usaha dan perumahan

yang pemakaian tanah dan telah sesuai dengan
perencanaan kota serta telah memenuhi syamt
ukuran, luas, peruntukan dan penggunaannya ;

hurof b : Izin diberikan terhadap kapling yang telah sesuai
dengen perencanaan kota ;
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huruf ¢ : Izin diberikan terhadap kapling yang belum
dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan kota.

Pasal 7 ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas.

ayat (3) : - Dalam permohonan turunan Surat Izin Pemakaian
Tanah fersebut harus dilampirkan surat tanda
laporan kehilangan barang dari kepolisian ;

- Disampaing hal diatas, melalui Dinas, pemchon
harus mengumumkan tentang kehilangan tersebut
dalam mass media.

ayat (6) : Perubahan dimaksud diatur dengan Peraturan Daerah,
Pasal 8 humufa : Yang dimaksud dengan kepentingan umurm adalah:

- pembangunan fasilitas sosial utilitas uwmum /
prasarana lingkungan ;

- Pembangunan kantor / Gedung Pemerintah /

Pemerintah Daerah,
humifb s/d d : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) hurufa  : Cukup jelas.

hurufb  : - Yang dimaksud dengan lebar jalan adalah jarak
antara garis Sempadan pagar yang satu dengan
garis sempadan yang lain / berseberangan ;

- Yang dimaksud dengan fasilitas umum komersial
adalah fasilitas umum yang dipergunakan untuk
keperluan usaha, antara lain perkantoran,
pertokoan, yayasan komersial, Pergunian Tinggi
Swasta dan sejenisnya ;

- Yang dimaksud dengan fasilitas umum tidak
komerstal adalah fasilitas umum yang nyata-nyata
digunakan wntuk keperluan sosial antara lain
tempat-tempat ibadah, yayasan sosial, panti asuhan
dan sejenisnya.

ayat {2) s/d ayat (5) : Cukup jelas.
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ayal (6) : Apabila Calon pemegang izin telah menguasai tanah
sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerh
Kotamadya Daerah Tingkat I Sursbaya Nomor 3
Tahun 1987 maka retribusi dan dendanya Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Nomor 3 Tahun 1987.

Pasal 11 s/d 16 : Cukup jelas,
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PUTUSAN
NOMOR : 110/G/2008/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang mmemeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkét pertama dengan
acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam

sengketa antara :

1. Tuan__ BANADJI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan
Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun
IV Nomor 3, RT. 1, RW. Vil, Kelurahan Barata Jaya,

Kecamatan Gubeng, Kola Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai ....................... PENGGUGAT | ;

? Tuan R. SADEWO, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,
bertempat tinggalidi Jalan Barata Jaya Nomor 31, RT. 3, RW.
Vil, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota
Surabaya ; bertindak untuk diri sendii dan selaku kuasa
Banadji dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
08 Oktober 2008 ;

‘Selanjutnya disebut sebagai ...................... PENGGUGAT Il ;

3. Yuan KASDIRAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Bratang Binangun ! Nomor 9, RT.

‘ 02, RW. IX, Kelurahan Barata Jaya, Wilayah Kecamatan

. Gubeng, Kota Surabaya ;

Yang selanjutnya digebut sebagai ............. PENGGUGAT [l ;

4. NY. SOELIJAH...........
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4. NY. SOEL{JAH dan Tuan SOEHARTONO {suami_istri}, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tingga! di Jalan
Bratang Binangun | Nomor 21, RT. 02, RW. IX, Kelurahan
Barata Jaya, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya ; —

Yang selanjutnya disebut sebagai ............. PENGGUGAT IV ;

| Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tettanggal 08 Oktober 2008
memberikan Kuasa kepada : R. SADEWO, SH.,
SOEWITO,SH., ALl INDRANEGARA, SH., DJOKO
SUMARSONO, SH., CN. Dan WAHYU SUMARDONO, SH.
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor

Advokat & Mediator “Adhyaksa Cakra Yustitia" beralamat

di Jalan Baratajaya Nomor 31, Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai .............. PARA PENGGUGAT ;

MELAWAN :

1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran.

Baru, Jakarta Selatan ;

Daiam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. R.B. AGUS WIDJAYANTO, SH., M.Hum,, Direktur Perkara
Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan

Nasional Republik indonesia ;
2. MARDIATI PERMANA LESTARI, SH. Kepala Sub
Direktorat Perkara Wilayah I, Deputi Bidang Pengkajian
dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan

Pertanahan Nasional Repubiik Indonesia :

3. SITTIHAFSIAH, SH ..........
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. SITTI HAFSIAH, SH., Kepala Seksi Perkara Tata Usaha
Negara Wilayah Il Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan, Badan: Pertanahan Nasional Republik

Indonesiz ;
. R.R. RINI BUDI UTAMI, SH., Kepala Seksi Perkara Tata
Usaha Negara Wilayah Ill, Direktorat Perkara Pertanahan,
Deputi.Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan

Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasiona! Republik

Indonesia ;
. DWI] ASTUTI, S.Sit, Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah |f,
Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian

dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;
. WAHYU ARTHAMAJI, SH., Staf Sub Direktorat Perkara
Wilayah Ill, Direkiorat Perkara Pertanahan, Deputi Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia ;
. SOFYAN HADI SYAM, SH., Staf Sub Direktorat Perkara
Wilayah lll, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia ;
. SERI MAHARANI BR KARO, Staf Sub Direktorat Perkara
Wilayah i1, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi Bidang

Pengkajian ..........
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~ Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konfiik

Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan
Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran- Baru. Jakarta Se[atan.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor @ SK.138-X{l-2008.

tanggal 19 Desember 2008 ;

Selanjutnya diSeBUL ..coociomreereee e ireseeseasis TERGUGAT | ;

2, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA, Tempat kedudukan

di Jalan Taman Puspa Raya, Blok D-10, Komplek Citra Raya,

Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri Surabaya ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SUYATNO, SH., CN., MH., Koordinator Seksi Sengketa,

Konflik dan Perkara pada Perwakilan Kantor Pertanahan

Kota Surabaya ;

2, EKO WIDIYANTO, SST., Staf Seksi Sengketla, Konflik dan

Perkara pada Perwakilan Kantor Pertanahan Kota

Surabaya;

3. BUDI WIBOWOQ, SST., Staf Seksi Sengketa, Konfiik dan

Perkara pada Perwakilan Kantor Pertanazhan Kota

Surabaya;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berlamat di Jalan
Taman Puspa Raya Biok D No.10 Kompleks Citra Raya
Sambikerep Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Substitusi Nomor : SKA/445/X(/2008. tanggal 12 Nopember

2008 ;
Selanjutnya disebut .................ccoooiiiennnnl. TERGUGAT |i ;
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DAN :

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1

- Surabaya;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi
Nomor : 180/5429/436.1.2/2008 tertanggal 27 Nopember 2008

memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. Drs. MOCHAMMAD FADIL, Msi., Kepala Badan

Pengelolaén Tanah dan Bangunan Kota Surabaya ;

2. .MOH. SUHARTO WARDOYO, SH., MH., Kepala Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaari Tanah dan Bangunan
Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi

Nomor : 800/1225.1/436.6.9/2008 terténggal 10 Desember

2008 memberikan kuasa_kepada :

1. BUDI YUSVANDAYANI.\SH., M.Hum., Kepala Sub Bidang
Penyelesaian Sengketa dan Pengosongan ;

‘2. Dra. NOVELIJA, SH., Kepala S-ub Bidang "F"enyuluhan dan

Penertiban ;
3. THEDDY HASIHOLAN, SH., Staf Bidang. Pengendalian ; —
4. H. THORIQ ABDUL HAKIM, SP.,Staf Bidang Pengendalian;
5. RONNY NOVIANTO, SE., SH., Staf Bidang Pengendalian ;-

6. SITI NURHAYATI, SH., Staf Bidang Pengendalian ;

7. YUDHISTIRA, SH., Staf Bidang Pengendalian ;
Selanjulnya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor :

180/1385...........
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180/1385/436.1.2/2008 tertanggal 11 Desember 2008

memberikan kuasa kepada ;
1. MT. EKAWATI RAHAYU, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan

Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya ;

2. MASKUR, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
3. AF. FAJAR F., SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; —
4. IGN. HOTLAN, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
5. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH., Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daer'ah_ Kota

Surabaya ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan

Taman Surya Nomor 1 Surabaya ;

Selanjutnya disebut ................. TERGUGAT Hl INTERVENSI ;

~ Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal
28 Oktober 2008, Nomor : 110.K/PEN.TUN/2008/PTUN.SBY. tentang

Penunjukkan Majelis Hakim ;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tanggal 29 Oktober 2008, Nomor : 110.HK/PEN.TUN/2008/PTUN.SBY.

tentang penentuan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ; ———————

— Penefgpan............
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Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tanggal 18 Desember 2008, Nomor : 110.HK/PEN.TUN/2008/PTUN.SBY.

tentang penentuan hari dan tanggal persidangan ;

Pemnohonan pihak ketiga dengan suratnya tanggal 27 Nopember 2008

Nomor : 180/1274/436.1.2/2008 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam

perkara Nomor : 110/G/2008/PTUN.SBY ;

Putusan Sela tanggal 21 Januari 2009 fentang masuknya pihak Intervensi

dalam perkara Nomor : 110/G/2008/PTUN.SBY ;

Setelah meninjau ketempat lokasi obyek sengketa ;

Seluruh berkas perkara Nomor : 110/G/2008/PTUN.SBY beserta seluruh

lampiran yang terdapat di dalamnya ;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa

di persidangan , saksi Para Penggugat dan saksi ahli Para Penggugat dan

Tergugat Il Intervensi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal

14 Oktober 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2008, setelah melalui proses Pemeriksaan

Persiapan Surat Gugatan tersebut’ telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis

Hakim pada tanggal 18 Desember 2008 dengan mengemukakan alasan-alasan

sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat

Keputusan Tata Usaha Negara, masing-masing :
a. Surat Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/1997, tanggal 08 April 1997

lentang.............
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tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat-l| Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat-l ;

b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor. 3, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan
Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997,
Nomor : 10472/97, seluas 255.766 M-2, atas nama Pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat-l Surabaya, yang diterbitkan oleh

Tergugat-ll ;
Atau untuk selanjutnya dapat disebut sebagai obyek gugatan ;

. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara atau untuk selanjutnya dapat
disebut sebagai obyek guéatan, baru Para Penggugat ketahui pada tanggal
29 Juli 2008, ketika obyek gugatan dimaksud diajukan oleh Walikota Kepala
Daerah Tingkat |l Surabaya selaku Tergugat dalam acara sidang pembuktian
perkara daftar Normor : 697/Pdt.G/2008/PN.Shy. di Pengadilan Negeri
Surabaya ; Oleh karena itu, dengan dasar Pasal 55 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu

mengajukan gugatan perkara ini masih memenuhi syarat yang ditentukan

oleh Undang-Undang, sehingga harus dinyatakan diterima ;

. Bahwa Surat Keputusan Nomof : 53/HPL/BPNf1997, tanggal 08 April 1997
tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintaﬁ Kotamadya
Daerah Tingkat-ll Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugét-l dimaksud,
kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat-!l untuk menerbitkan Sertipikat Hak
Pengelolaan Nomor 3, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota
Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor : 10472/97,

seluas 255.766 M-2, dengan hatas-batasnya sebagai berikut ; ——-—

— Sebelah Utara : .Jalan Bratang Binangun V! ;

— Sebelah Timur . Jalan Bratang Binangun ;

— Sebefah..........
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—~ Sebelah Selatan : Jalan Barata Jaya ;

— Sebelah Barat : Kali Sumo;

4. Bahwa obyek gugatan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat 1
Surabaya disebutkan, bahwa riwayat bidang tanah obyek gugatan berasal
dari Tanah Negara bekas Eigendom Verponding 1304 ; Namun demikian,
seandainya benar — quod non - riwayat bidang tanah obyek gugatan
merupakan Tanah Negara bekas Eigendom Verponding 1304 sisa, maka
secara hukum, Para Penggugatlah yang mendapat pricritas untuk

memperoleh alas hak dari sebagian atas bidang tanah obyek gugatan

. perkara ini, dikarenakan :

a. Penggugai-l telah membeli sebagian dari luas hidang tanah obyek
gugatan ddn pada tahun 1969."' telah menguasai, menempati dan
mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 200 M-2,
terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun Vi Nomor 3, RT. 1, RW.

VI, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelﬁrahan Barata Jaya, dengan batas-

batas :
- Sebelah Utara . Milik Bapak Meidi ;
— ' Sebelah Barat . Milik Bapak Bambang Sawitoaji ; ————————

Sebelah Selatan : Jalan Bratang Binangun VI ;

Sebelah Timur : Milik Bapak Husaen ;
b. Penggugat-i telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek
gugatan dan pada tahun 1970, telah menguasai, menempati dan
mendirikan bangunan rumah diatas sebidéng tanah seluas +/- 330 M-2,
ferletak di Surabaya, Jalan Baratajaya Nomor 31, RT. 3, RW. VIl
Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas-

batas :

-Sebelah..........
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Sebelah Utars : Rumah Bapak Sudrajat ;

Sebelah Barat Ruhah Bapak Mojo ;

1

Sebelah Selatan : Jalan;

—

Sehelah Timur : Rumah Bapak Dr. Sutardjo (Alm) ;

¢. Penggugat-lll felah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek
gugatan dan pada tahun 1974, telah menguasai, menempati dan
mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 150 M-2,
terletak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun | Nomor 9, RT. 2, RW. IX,

Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas-

batas :
— Sebelah Utara : Milik Bapak Imam Mahfur ;
— Sebelah Barat : Milik Bapak Solikin ;

Sebelah Selatan :  Jalan Krukah Timur (X ;

Sebelah Timur  : Jalan Bratang Binangun | ;

d. Penggugat-fV telah membeli sebagian dan luas bidang tanah obyek
gugatan dan pada tahun 1967, telah menguasai, menempati dan
mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 182 M-2,
terietak di Surabaya, Jalan Bratang Binangun | Nomor 21, RT. 2, RW. IX,

Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas-

batas :
- Sebelah Utara : Bapak Suwito Subagyo ;
— Sebelah Barat : Bapak Abdul Goni;

Sebelah Selatan : Jalan Krukah Timur VIt ;

Sebelah Timur : Jalan Bratang Binangun | ;

5. Bahwa oleh karena riwayat beberapa bidang tanah sebagaimana Para

Penggugat uraikan dalam point 4.2 sampai dengan d fondamenturn petendi _

diperoleh..............
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diperoleh dari hasil pembelian baik dari Para Petant maupun dari Subyek
Hukum lain yang berhak, maka sebagai pemilik, Para Penggugat telah pula
membayar luran Pendapatan Daerah (IPEDA) sekarang Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), yang hal demikian merupakan kewajiban hukum yang

harus dilakukan oleh setiap warga bangsa ;

6. Bahwa sebagai Pembeli sah dan bertikad baik, Para Penggugat
berkehendak untuk mengurus alas hak kepemilikan atas beberapa bi‘dang
tanah yvang telah Para Penggugat beli, kuasai, tempati dan dimanfaatkan
untuk perumahan serta usaha-usaha lain dimaksud ke Kantor Agraria
Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya dengan melengkapi dokumen-

dokumen yang dipersyaratkan sebagai kelen-gkapan permohonan hak atas

tanah ;

7. Bahwa kehendak unfuk mendapatkan alas hak kepemilikan atas beberapa
bidang tanah dimaksud, temyata menjadi pupus, karena tanpa alasan jelas

dan berdasarkan hukum, Para Tergugat telah menerbitkan obyek gugatan,

-berupa:
a. Surat Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/1997, tanggal 08 April 1987

tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat Il Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat- ;

b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan
Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997,
Nomor : 10472/97, seluas 255.766 M-2, atas nama Pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat-ll, Surabaya, yang diterbitkan oleh

Tergugat-Il ;
8. Bahwa terbitnya obyek gugatan dimaksud jelas tidak sesuai dan

bertentanagan............

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.



12

bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun

1861 tentang Pendaftaran Tanah, karena :

a. Bidang tanah seluas 255.766 M-2 adalah bukan merupakan bidang tanah

dalam keadaan kosong ;

b. Sebagian dari bidang tanah seluas 255.766 M-2 tersebut telah ditempati
oleh warga dan incasu Para Penggugat yang lebih dari 20 tahun lamanya

telah menguasai, menempati untuk perumahan dan untuk keperiuan

usaha ;

¢. Para Penggugat dan warga lain tidak pemah tahu dan tidak pernah
diberitahu oleh Tergugat-ll, ketika diadakan pengukuran ; Padahal,
sesuai hukum, ketika mengadakan kegiatan pengukuran tanah obyek

gugatan, setidak-tidaknya harus diketahui oleh warga sekitar incasu Para

Penggugat ;

9. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal §3 ayat 2 Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor §

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perbuatan

Tergugat-i dan Tergugat-ll, adalah :
a. Bertentangan dengan Peraluran Perundang-undangan yang berfaku ; —
b. Berentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :-

— Bertentangan dengan azas Keterbukaan dan azas Profesionalitas ; —

10.Bahwa oleh karena itu, terhadap Surat Keputusan Nomor
53/HPL/BPN/1997, tanggal 08 Aprit 1997 tentang Pemberian Hak
Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat-il Surabaya
yang diterbitkan oleh Tergugat-l dan Sertipikat Hak Péngelolaan Nomeor 3,

Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, atas nama

FPemerinlah..............
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Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat N Surabaya yang 't_:literbitkan oleh

Tergugat-ll harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

11.Bahwa berkaitan dengan dinye;takannya batal atau tidak sah atas Surat
Keputusan Nomor : 53mpuspﬂ}i99'(,:-tan§"g'a| 08 April 1997 tentang
Pemberian Hak Pengelolaan a}as nama Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Surabaya dan Seriipikat Hak Pengelolaa.n: dimaksud, maka

Tergugat-l dan Tergugatll atau Para Tergugat harus 'di.hukum untuk

diperintahkan, agar mencabut obyek gugatan berupa': -

a. Surat Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/1997, tanggal 08 Aprl 1997
tentang Pemberian Hak Pengelotaan atas nama Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat-l Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat-i ;

b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan
Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Sitvasi tanggal 21 Agustus 1897,
Nomor : 10472/97, seluas 255.766 M-2,” atas nama Pemerintah

Kotamadya Daérah Tingkat-i{ Surabaya.'dengan batas;batas :

Sebelah Utara  : Jalan Bratang Binangun V! ;

— Sebelah Timur  :  Jalan Bratang Binangun ;

Sebelah Selatan : Jalan Barata Jaya;

— Sebelah Barat + Kali Sumo;

\-’ang diterbitkan oleh Tergugat-Il ;

12.Bahwa terbitnya obyek gﬁgatan dimaksud, telah menghambat Para
Penggugat untuk mendapatkan alas Hak kepemilikan atas bidang tanah
obyek gugatan, karena apabila terbit Sertipikat Hak Milik Atas Tanah atas
nama Para Penggugat, dapat dipastikan, bahwa bukti Sertipikat Hak Milik

dimaksud dapat dipakai sebagai jaminan untuk mendapatkan modal usaha,

sehingqa...........
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sehingga dengan modal usaha yang diperoleh dapat dipakai untuk usaha

dan akan mendapatkan keuntungan ;

13.Bahwa oleh karena itu, dengan dasar ketentuan Pasal 97 ayat 10 Jo. Pasal
120 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Us_aha l;legara. maka Tergugat-l dan Tergugat-il atau Para Tergugat
harus dibebani kewajiban untuk membayar uang ganti rugi kepada Para

Penggugat, masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara

tunai dan sekaligus ;

14.Bahwa begifu pula, apabila Tergugat-] dan Tergugat-li atau Para Tergugat
tidak melaksanakan putusan perkara ini, maka dengan mengacu pada
ketentuan pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata

‘ Usaha Negara, Tergugat-l dan Tergugat-ll atau Para Tergugat harus
‘dibebani untuk membayar vang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat
secara tunai dan sekaligus, masing-masing sebesar Rp.10.00I0.000.-
(sepuluh Juta rupiah) setiap har, dihitung sejak tanggal putusan perkara ini
dinyatékan_ mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan Tergugat-|

dan Tergugz'at-ll atau Para Tergugat secara sukarela melaksanakan putusan

perkara inj ;

15.Bahwa mengingat gugatan perkara ini disebabkan oleh perbuatan Tergugat-i
dan Tergugat-ll atau Para Tergugat yang telah menerbitkan obyek gugatan,
yang pada akhimya dengan terpal_(sa Para Penggugat harus mengafukan
gugatan tergadap Tergugat-l dan Tergugat-Il atau Para Tergugat, maka
adalah tepat dan memenuhi.syarat hukum, manakala Tergugat-l dan

Tergugat-ll atau Para Tergugat harus pula dihukum untuk secara bersama-

. 8ama.............
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sama membayar beaya perkara yang timbul be_rké‘rtan dengan putusan .

perkara ini ;
16. Bahwa sangat dikhawatirkan, bahwa sebagian bidang tanah dari luas tanah
dalam Sertipikat Hak Pengelolléan Nomor 3, Kelurahan Baratajaya,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus
1997, Nomor : 10472/97, seluas 255766 M2, petunjuk Nomor
D.1.301.3553/111/1997 dimaksud akan dialihkan kepada Pihak Ke 3 (tiga)
lain ; Sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 67 (2} Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tfentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1886, mengharap
perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan / atau
Majélis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, .t'e.riebih Idahulu menerbitkan suatu

 Penetapan, yang berisi perintah kepada Tergugat-l dan Tergugat-ll atau

Para Tergugat, untuk :

a. Melarang Tergugat-l dan Tergugat-ll atau Para Tergugat menerbitkan
alas hak apapun diatas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Pengelolaan
Nomor 3, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya,
Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor : 10472/97, seluas

255.766 M-2, atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat-il

Surabaya, dengan batas-batas :

Sebelah Utara  : Jalan Bratang Binangun V! ;

Sebelah Timur  :  Jalan Bratang Binangun;

Sebelah Selatan : Jalan Barata Jaya ; _

Sebelah Barat : Kali Sumo;

i

Sampal.............
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Sampai dengan putusan perkara- ini dinyatakan mempunyai kekuatan

hukum tetap ;

Atas alasan-alasan yang felah Para Penggugat uraikan diatas, mengharap

perkena-n Bapak Ketua Fengadilan Tata Usaha Negara Surahaya dan / atau

Maijelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, memutuskan:

— Melarang Tergugat-l dan Tergugat-ll atau Para Tergugat menerbitkan

apapun diatas tanah dalam Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3,

Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar

Situasi tanggal 21 Agustus 1957, Nomor : 10472/97, seluas 255.766 M-2,

atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat-li Surabaya, dengan

batas-batas :
— Sebelah Utara : Jalan Bratang Binangun VI ;
— $Sebelah Timur : Jalan Bratang Binangun;

Sebelah Selatan : Jalan Barata Jaya ;

Sebelah Barat : Kali Sumo ;

Sampai dengan putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan

hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-l, i, Il dan VI atau Para Penggugat

untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :

a.

Surat Keputusan tanggal 8 April 1997, Nomor : 53/HPL/BPN/1897,
tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat-ll Surabaya yang diterbitkan oleh

Tergugat-l ;

b. Sedipikat.............

Status penguas-aan..., Indiarti, FH Ul, 2010.



17

b. Sertlpikat Hak Pengelolaan Nomor 3, Kelurahan Baratajaya,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaﬁa. Gambar Situasi tanggal
21 Agustus 1987, Nomor : 10472/97, seluas 255.766 M-2, atas nama

Pemerintah Kotamadya Daerah 'l‘lngkat-ll' Surabaya, dengan batas-

batas :

L

Sebelah Utara . Jalan Bratang Binangun VI ;

— Sebelah Timur  : Jalan Bratang Binangun;

Sebelah Selatan : Jalan Barata Jaya ;

— Sebelah Barat  : Kali Sumo;

Atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat-ll Surabaya, yang

diterhitkan oleh Tergugat-1l ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat-I, untuk :

~ Mencabut Surat Keputusan Tergugat-l {Menteri Negara Agraria /
Kepata Badan Pertanahan Nasional) tanggal 8 April 1997, Nomor :

53/HPL/BPN/1997, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat-ll Surabaya ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat-Il, untuk :

- Mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3, Kelurahan
Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi
tanggal 21 Agustus 1997, Nomor ; 10472/97, seluas 255.766 M-2,

atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat-ll Surabaya,

dengan batas-batas :

Sebelah Utara  : Jalan Bratang Binangun VI ;

Sebelah Timur  : Jalan Bratang Binangun;

Sebelah Selatan : Jalan Barata Jaya ;

Sebelah Barat : Kali Sumo;
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Atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat-ll Surabaya, yang

diterbitkan oleh Tergugat-Il ;

5. Membebankan kepada Tergugat-l dan Tergugat-ll atau Para Tergugat

membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, masing-masing sebesar

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), secara tunai dan sekaligus ;

Membebankan kepada Tergugat-l dan Tergugat-ll atau Para Tergugat
membayar uang paksa (Dwangsom), masing-masing sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlembatan
melaksanakan putusan perkara ini kepada Para Penggugat secara tunai
dan sekaligus, dihitung sejak tanggal putusan perkara ini dinyatakan -
mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan secara sukarela

Tergugat-l dan Tergugat-li atau Para Tergugat melaksanakan seluruh

putusan perkara ini ;

Menghukum Tergugat-l dan Tergugat-li atau Para Tergugat. membayar

beaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak

Tergugat-l telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada

persidangan tan_ggal 5 Januari 2008, yaitu sebagai berikut :

. DALAM EKSEPSI :

1.

Bahwa Tergugat-l menolak seiuruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali

terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
Penggugat tidak berkualitas (Disqualificatoire Exeptie)

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas
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dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan
yang dirugikan. Dalam perkara a quo Para Penggugat bukanlah
sebagai pihak yang mempunyai _kaé'asitas dan kualitas dalam
mengajukan gugatan, hat tersebut dikémnakan dalam gugatannya tidak
terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukan adanya
hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah yang
telah diterbitkan keputusan a quo {selanjutnya dikatakan tanah a quo)

dan secara seria mera menﬂalilkan sebagai pihak yang berhak

memperoleh prioritas atas tanah a quo ;

Tergugat tegaskan demikian ka;"rena dasar kiaim kepemilikan Para
Penggugat sebatas menyétakan telah membeli dari pihék yan-g tidak
jelas status hukumnya baik dalam hal penguasaan ‘maupun hubungan
hukumnya dengan tanah: a quo, menginéat tanah a.'quo semula
merupakan tapah bekas Eigendom Verponding No. 5853 dan No.

1304/Sisa atas nama Gémente Soerabaya yang sekarang disebut

dengan Pemerintah Kota Surabaya ;

Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Para Penggugat tidaklah
mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan,
oleh karenanya Tergugat | memohon kepada Majelis Hakim Yang

Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau

sefidak-lidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; ——

Gugatan Diajukan Dengan Obyek Yang Sama Atas Perkara Yang
Masih Dalam Proses Pemeriksaan (Litispendentie Exceptie).
Sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat dapat Tergugat

tegaskan bahwa keputusan a quo telah menjadi obyek perkara

di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara Nomor:

697/PdLG.............
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697/Pdt.G/2008/PN.Sby. dan belum memperoleh ;uatu putusan yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Sehingga untuk tetap
menjamin konsistensi dalam arli tidak terdapat putusan pengadilan
yang saling bertentangan, mengingat dalam tingkatan pelaksanaannya
banyak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan satu
dengan lainnya, oleh karenanya Tergugat | memochon kepada Majelis
Hakim Yang Terhormat agar berkenan untuk menolak gugatan

Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidek dapat

diterima ;
Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Contraktum}

Bahwa untuk menggugat subyek hukum berupa suatu institusi yang
lebih rendah secara hierarkis harus disebutkan teriebih dahulu institusi
yang secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya kemudian baru institusi
yang lebih rendah hierarkisnya dan seterusnya sampai dengan institusi
yang paling rendah secara hierarkis dituju dalam gugatan, sehingga
ada tingkatan secara gradual. Terlebih dalam perkara ini terdapat
institusi yang berperan dalam proses pembuatan Surat Keputusan
a quo, yakni Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Timur yang memberikan rekomendasi sebagaimana
dalam surat tanggal 27 Juni 1996 No. 560-235-7790, oleh karenanya
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa
Timur mutlak harus turut menjadi pihak dalam perkara ini, karena tanpa
peran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Jawa Timur tidak akan terbit Surat Keputusan a quo sehingga gugatan
Para Penggugat terbukii kurang pihak. Oleh karena itu untuk lebih

menjamin dan tetap terpeliharanya teriib administrasi sebagaimana
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yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perund_ang-undangan
yang berlaku, Tergugat | memohon kepada Majelis Hakim Yang
Terhormat untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat

kurang pihak dan sekaligus menolak gugatan Penggugat atau sefidak-

fidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; —

DALAM PENUNDAAN :

Bahwa Tergugat-I menolak permchonan penundaan yang disampaikan oleh
Para Penggugat dalam gugate!nnya karena ha! tersebut berientangan
dengan Undang-Undang Nomo} 5 Tahun 1986 jo. Undang-Uhdang Noemar 9
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang

tertuang pada pasal 67 ayat (1) dan (4) yang selengkapnya berbunyi sebagai

berikut :

= Ayat (1)
Bahwa_gugatan Tata Usaha Negara fidak menunda atau menghalangi B

dilakukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta

tindakan Badan atau Pejabat Tata Uszha Negara yang digugat ;

- Ayat (4)

Dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang

menéakibatkan kepentingan Pénggugat sangat dirugikan jika keputusan

Pejabat Tata Usaha Negara yang digugai itu tetap dilaksanakan ;
Berkenaan dengan pasal 67 ayat (4) tersebut di atas, tidak terdapat
kepentingan yang mendesak dar Para Penggugat maupun kerugian yang
ditimbulkan, mengingat tanah a quo berada dalam penguasaan pemerintah
daerah dimana tanah a quo merupakan asset Negara yang tidak dapat

dengan mudah dialihkan kepada pihak manapun, sehingga kami

berpendapat bahwa permohonan penundaan tersebut cukup berlebihan : —

HL DALAM..............
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itl. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat | memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar
segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan

sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara

ini;
2. Bahwa Tergugat | menolak secara tegas seluruh dalil-dafil Para

Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas ; ——

3. Bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional tanggal 8 April 1997 No. 53/HPL/BPN/S7 tentang
hPemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Perﬁerintah Kotamadya Daerzh
Tingkat Il Surabaya diterbitkan atas dasar usulan atau rekomendasi
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasfonal Provinsi Jawa Timur
dalam sura;t tanggal 27 Juni 1996 No. 560-235-7780 Jo. Surat Kepala
-Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 2 Mei 1996 No. 560.1-
5891, No. 560.1-5892, Na. 560.‘_!_-5395 dan No. 560.1-5896 sebagai
tindak lanjut terhadap permohonan yang diajukan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat |l Surabaya sebagaimana dalam surat tanggal
15 Agustus 1994 dan tanggal 11 Januari 1996, dimana hal tersebut
sejalan dengan ketentuan Pasal 12 PeratUrén Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak
Atas Tanah dan ketentuan Pasal 28, 29 dan 30 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor § Tahun 1973 tentan Ketenfuan-ketentuan Mengenai Tata

Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatan pada angka "4"
sampai dengan “5" halaman “3" sampai dengan "4" yang pada intinya

menyatakan “Para Penggugat telah memperoleh tanah a quo

berdasarkan...........
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berdé_s_arkan jual beli daﬁ"Para Petani maupun subyek hukum lain yang
berhak pihak lain" adalah 'r'ht_'-.\rupal.can dali! yang keliru dan harus
dikesampingkan Tergugat | _tegaskan. sebagaimana dalam éugatanhya
Para Penggugat tidak dapat .membuktik.an sec_eirai jélas dasar perolehan
tanah a quo dan semata-mata mendalilkan perolehannya dilakukan
berdasarkan jual beli, justru dalil Parah- Penggugat tersebut harus
dipertanyakan terkait keabsahan atau Iegalitaé pihak yang telah
melakukan pengalihan tanah a éuo kepada Para Penggugat, mengingat
tanah a quo merupakan tangh Eigendom Verpdnding No. 5853 dan No.
1304/Sisa atas nama Gemente .S.oerabaya yang pada saat ini disebut
dengan Pemerintah Kota Soerabaya. Dengan kata |air_1 tanah a quo
merupakan asset Pemerintah Daerah yang secara globz;l merupakan

asset Negara dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara ;

. Bahwa terhadap dalil Para Pénggugat dalam surat gugatan__pada angka
*8" sampai dengan “12" halamaﬁ "5" sampai dengan “6" pada intinya
menyatakan "terbitn}a obyek gugatan dirhaks’ud jelas tidak sesuai dan
bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961-dan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat {2} a
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka perbuatan Tergugat telah
bertentangan dengan peraturan dan Asas-asas Umum Pémerintahan
Yang Baik, sehingga Surat Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/1997

tanggal 8 April 1997 harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Dalil Para Penggugat tersebut adalah dan tidak benar, Tergugat |
tegaskan, penerbitan keputusan a quo telah dilakukan sesuai dengan

ketentuan pérgturan perundang —undangan yang berlaku dan telah

ditakukan.........
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dilakukan secara cemmat. Sebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia
Pemeriksaan Tanah (Panitia A) tanggal 6 Maret 1996 Nomor :
144/HPLIGS, Nomor : 143/HPL/MI/GE, Nomor : 141/HPL/AIIGE dan
Nomor : 140/HPLAIN/GE telah:ditegaskan bahwa tanah a quo merupakan
tanah bekas Eigendom Verponding No. 1304 dan No. 5853/Sisa atas
nama Gemente Soerabaya yang saat ini merupakan Pemerintah Kota
Surabaya, sehingga penerbitan keputusan a quo telah ditujukan kepada
pihak yang berhak dan secara sah menurut hukum mengingat tanah a
quo merupakan asset dari Pemerintah Kota Surabaya, justru sebaliknya
Penguasaan Para Penggugat atas tanah a quo tersebut dapat dikatakan

telah dilakukan dengan tanpa hak, dengan demikian terbukti dalil Para

Penggugat tersebut tidak beralasan ;

. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam surat gugatan pada angka
“43 sampai dengan "{5" halaman ‘6" yang pada intinya menyatakan
"berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 10 Jo. Pasal 120 ayat 2 dan 3
Undang-Undang Nomor & Tahun 1985 maka Tergugat harus dihukum
untuk membayar vang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar
Rp.5.000.000,- Apabila Tergugat tidak melaksanakan, berdasarkan
ketentuan Pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Para

Tergugat harus dihukum mémbayar uang paksa (dwangsom) kepada

Para Penggugat secara tunai sebesar Rp.10.000.000,-;

Dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar, Tergugat ! tegaskan
permohonan Para Penggugat dalam menuntut ganti rugi atas terbitnya
keputusan a quo tidak didasarkan pada fakta hukum yang ‘ada.
Sebagaimana telah Tergugat | tegaskan bahwa Para Penggugat bukan

pihak yang sah menurut hukum sebagai pemilik tanah a quo,

dikarenakan...........
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dikarenakan Para Penggugat tidak dapat menunjukan-adanya hubungan
hukum yang jelas dalam mengklaim kepemilikan tanah a quo, mengingat
dasar -perolehan Para Penggugat tidak dilakukan dengan pihak yang
secara sah menurut hukum berhak untuk mengalihkan tanah a quo.
Terlebih Para Penggugat tidak mempunyai suatu dasar hukum atau
kondisi hukum yang kuat yang menyatakan bahwa Para Penggugat
merupakan pihak yang berhak atas tanah a quo. Dengan demikian

terbukti tuntutan Para Penggugat tersebut sangat berlebihan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat | uraikan tersebut di atas, bersama

ini dengan hormat Tergugat | memohon kepada Majelis Hakim untuk

berkenan kiranya menyatakan :

_ 1. Dalam Eksepsi :

— Menerima eksepsi Tergugati untuk seluruhﬁya g

ll. Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat terhadap Surat

Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat ! ;

. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
~ Menyatakan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan

Pertanahan Nasional tanggal 8 April 1997 No. 53/HPL/BPN/97 adalah

sah dan berharga ;

— Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang

timbul dengan adanya gugatan ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak

Tergugat-ll telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada

persidangan...........
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persidangan tanggal § Januari 2009, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat

kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui

dalam Jawaban ini ;

2. Bahwa abyek perkara khususnya yang ditujukan kepada Tergugat il adalah
penerbitan Seripikat Hak Pengelolaan No. 3/Kelurahan Baratajaya, Gambar
Situasi No. 10472/1997 tanggal 21 Agustus 1897, luas 255766 M2 atas

nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat | Surabaya, yang diterhitkan

oleh Tergugat Il pada tanggal 2 September 1997 ;'

3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan baru mengstahui obyek sengketa pada
tanggal 29 Juli 2008 adalah dalll yang mengada-ada, karena Berdasarka_n
Surat ljin Pemakaian Tanah étas nama Para Penggugat yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Kota Surabaya telah dapat diketahui-bahwa atas tanah
obyek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan atas nama
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, éehingga gugatan
Penggugat telah Daluwarsa, karena diajukan melebihi waktu 90 (sembilan
puluh} hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;, oleh

karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

4. Bahwa niengenai hak keperdataan atas tanah sengketa masih diuji /
diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaflar dalam register
perkara Nomor : 697/Pdt.G/2008/PN.Sby. dan sampai saat ini bhelum
memperoleh putusan yang berkekuatan hukumn tetap, sehingga gugatan

Para Penggugat prematur dan Para Penggugat tidak mempunyai kualitas

atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ;
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Dan mengacu pada Yurisprudensi No. 88 K/TUN/1993 tanggal 9 September
1994 menyebutkan “meskipun sengketa ini terjadi a.kibat adanya Surat
Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Sertipikat
Hak Pakai No. 31/K. Kebonsari, tetapi dalam seng-keta tersebut terdapat
sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang
masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, mak.a sengketa tersebut
seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum",

sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak

berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat II mohon

dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan

memberikan Putusan Sela dengan menyatakan :

1. Gugatan Para Penggugat telah Daluwarsa ;

2. Gugatan Para Penggugat prematur ;

3. F'aré Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk

mengajukan gugatan ini ;

4, Isengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan

memutuskan perkara ini ;

Sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; —
DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas seluruh daiil-dalil gﬁgatan Para
Penggugat dan Tergugat mohon aga; segala sesuatu yang telah diuraikan

Jawaban Dalam Eksepsi di atas sebagali terulang dan menjadi satu kesatuan

dan jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa obyek perkara khususnya yang ditujukan kepada Tergugat il adalah

penerbitan...........
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penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 3/Kelurahan Baratajaya, Gambar
Situasi No. 10472/1997 tanggal 21 Agustus 1997, luas 255.766 M2 atas

nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabafa. yang diterbitkan

oleh Tergugat Il pada tanggal 2 September 1997 ;

. Bahwa kronologis penerbitan Sertipikat Hakl Pengelolaan No. 1/Kelurahan

Ngage! tersebut oleh Tergugat It adalah sebagai berikut :

— Semula tanah berstatus Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No.
1304 sisa atas nama De Gemente Soerabaja, luas 255.766 M2 yang
secara fisik dikuasai / dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Surabaya sebagaimana Surat Pemyataan Walikotamadya

Kepala Daerah Tingkat | Surabaya tanggal 12 Okiober 1995 No.

?

593/3943/402.5.11/95 ;

~ Dengan suratnya masing-masing tanggal 11 Januari 1996 dan 15
Agustus 1994 beserta surat-surat yang berhubungan dengan
permohonan hak tersebut, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat |!
Surabaya mengajukan permohonan Hak Pengelolaan kepada Menteri

Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala

Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya ;

- _Setelah menerima pem‘rohor_'nan hak tersebut, selanjutnya Panitia
Pemeriksaan Tanah K.'-antor Pertanahan Kotamadya Surabaya
mengadakan penelitian data fisik dan yuridis atas tanah tersebut yang
hasiinya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Panitia A)
No. 144/HPL/I1I/96 tanggal 6 Maret 1996 dengan hasil kesimpulan antara
lain sebagai berikut : bahwa permohonan tersebut dapat diluluskan

dengan alasan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang

berfaku ;

~ Selanjutnva............
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— Selanjutnya dengan surat No. 560.1-5891 tangga! 2 Mei 1986
pemohonan tersebut diteruskan oleh Tergugat Il kepada Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan MNasional Propinsi Jawa Timur dengan

pertimbangan setuju dikabulkan dan diberikan dengan Hak Pengelolaan

seluas 255.766 M2 ;

— Setelah diadakan penelitian terhadap berkas-berkas permohonan
tersebut, dengan surat No. 560.235-7780 tanggal 27 Juni 1996 Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
meneruskannya kepada Menteri Negara Agraria flKapala Badan

Pertanahan Nasional deng}an pertimbangan sefuju dikabulkan dan

diberikan dengan Hak Pengelolaan seluas 255.766 M2 ;

— Setelah menerima permohonan hak tersebut dan memperhatikan surat
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
No. §60.235-7790 taﬁggal 27 Juni 1996 dan surat Tergugat 1l No. 560.1-
5891 tanggal 2 Mei 1996 selanjuinya Tergugat | menerbitkan Surat
Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 83/HPL/BPN/97 tanggal 8 April 1997 Daftar Lampiran No. Urut 14

tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat Il Surabaya ;

— Setelah menerima Surat Keputusan Menteri Negara Agraria ! Kepala
Badan Pertanshan Nasional No. 53/HPL/BPN/97 tangéal 8 April 1997
Daitar Lampiran No. Urut 14 Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Surabaya mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya
dan oleh Tergugat 1l diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan No.

3/Kelurahan Barafajaya atas nama Pemerintah Daerah Tingkat Il

Surabaya pada tanggal 2 September 1997 ;

Bahwa................
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4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Sertipikat Hak

Pengelolaan No. 3/Kelurahan Baratajaya tersebut telah diproses sesuai

asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai ketenfuan hukum yang

berlaku, khususnya :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 ;

Sehingga dengan demikian dalil-dalil ‘gugatan Penggugat sama sekali tidak

benar dan harus ditolak ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat It mohon dengan

hormat _kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ¢q. Majelis

Hakim Pemeriksa Perkara ini berkeman memutus perkara ini dengan

menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-fidaknya gugatan

Penggugat tidak dapat diterima ;

1. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat ; —

Menimbanag.............
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Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak
Tergugat-ll Intervensi telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim

pada persidangan tanggal 4 Pebruari 2009, yaitu sebagai berikut | ~—~————-—
. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat Il Intervensi mohon agar hal-hal yang telah
dikemukakan dalam eksepsi dianggap terulang dan tertuang kambali ke

dalam bagian dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak seluruh dalih-dalih Para

Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya

oleh Tergugat ll Intervensi ;

3. Bahwa pengajuan gugatan dalam perkara ini selain bertentangan asas
penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan
transparan serta dalam rangka menciptakan peradilan yang efektif dan
efesien, juga potensial menimbulkan adanya putusan dari Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya yang saling tumpang tindih, berbeda
antara satu perkara dengan perkara yang lain, padahal cbyek gugatan

dan materi pokok gugatan antara perkara yang satu dengan perkara

yang lain adalah sama ;

4. Bahwa sebelum T(_argugat Il Intervensi menanggapi gugatan para
Penggugat dalam pokok perkara, maka perlu kami sampaikan kepada
Majelis Hakim yang terhormat bahwa berkaitan dengan pokok gugatan
para Penggugat, para Penggugat telah mengajukan gugatan di
Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar dalam perkara Nomor :
697/Pdt.G/2008/PN.Sby. antara Chodradi Oesman, dkk sebagai

Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri

Dalam............
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Dalam Negeri Republik Indonesia Caq. Gubemu_r Kepala Daerah
Tingkat-l Jawa Timur Cq. Walikota Daerah Tingkat Il Surabaya sebagai
Tergugat, dan saat ini Penggugat mengajukan banding terhadap
putusan Pengad_ilan Negeri tersebut. Di sisi lain Penggugat mengajukan
gugatain melalui Pengadilan Tata Usaha Negara denhgan obyek
sertipikat, dengan adanya 2 proses hukum ini akan berpotensi
menimbulkan permasalahan di kemudian hari apabila dar 2 proses

hukum tersebut terdapat putusan yang beibeda atau bertentangan satu

sama fain ;

Bahwa chyek gugatan perdata perkara Nomor
697/Pdt.G/2008/PN.Sby. tersebut adalah perbuatan melawan hukum
vang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, dengan cara

menerbitkan Izin Pemakalan Tanah dan menarik retribusi kepada

Penggugat ;

Bahwa gugatan perkara Nomor : 697/PdLG/2008/PN.Sby. tersebut
telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16
Oktober 2008 dan dimenangkan oleh Tergugat (Walikota Surabaya),
adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim antara lain adalah sebagai

berikut :

a. Bahwa berdasarkan bukii-bukli surat maupun keterangan saksi

"yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mendapati hal-

hal sebagai berikut :

1). Bahwa benar para Penggugat adalah penghuni dari bidang-

bidang tanah yang terletak di Kelurahan Baratajaya, Kecamatan

Gubeng, Kota Surabayé :

‘2)Bahwa...............
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2). Bahwa Para Penggugat menempati tanah tersebut berdasarkan
1zin Pemakaian Tanah dari Tergugat sejak tahun 1974 dan tahun

1998 dan para Penggugat melakukan pembayaran sewa /

retribusi kepada Tergugat ¥

3). Bahwa Para Penggugat selaku penghuni harus mengajukan
perpanjangan izin pemakaian tanah dengan mengajukan

pemohonan perpanjangan pemakaian tanah yang ditempati

kepada Tergugat ;

4). Bahwa para Penggugat selaku pemakat tanah dapat mendirikan
bangunan di atas tanah tersebut setelah mnendapatkan lzin dari
Tergugat dan pemilik bangunan dapat mengajukan Hak Guna
Bangunan yang ditempatinya dan juga dapat mengalihkan
‘bangunan dengan cara jual beli bangunan tanpa mengalihkan

tanzh tempat dimana bangunan tersebut berada ;

b. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim
mendapati bahwa dalil Penggugat tentang perbuatan Tergugat
menerbitkan Izin Pemakaian Tanah dan juga menarik retribusi atas

pemakaian tanah tersebut merupakan fakta yang telah terbukti

kebenarannya di persidangan ;

¢. Bahwa hubungan para Penggugat yang memakai tanah terperkara
yang hak Pengelolaannya {sertipikat HPL) dipegang oleh Tergugat
adalah hubungan hukum untuk memakai tanah dan bukan sebagai

Pemilik tanah meskipun hak atas bangunan ada pada para

Penggugat ;

d. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Izin Pemakaian
Tanah terperkara berdasarkan sertipikat Hak Pengelolaan No. 1

Sampai............
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sampai dengan No. 6 Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng
kepada para Penggugat yang menghuni tar.lah tersebut telah
didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenangnya

selaku Pemerintah Daerah yang berstatus sebagai Pemegang Hak

Pengelolaannya atas tanah terperkara ;

Menimbang bahwa tuntutan para Penggugat yang menyatakan izin
pemakaian tanah yang diterbitkan oleh Tergugat tidak beriaku dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pada para Penggugat dan
Tergugat serta para Penggugat berhak dan berwenang atas tanah
terperkara (HPL 1 sampai dengan HPL 6) adalah merupakan suatu
tuntutan yang tidak beralasan hukum. Dengan der_nikfan cukup
alasan bagi Majelis Hakim unfuk menyatakan gugatan para

Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah

dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;
Demikian putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang
memeriksa perkara Nomor : 697/Pdt.G/2008/PN.Sby. disampaikan
untuk dapatnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena

terdapat kolerasi hukum terhadap Pokok Gugatan ini ;

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS (OBSCURE

LIBELL)

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur / tidak jelas, sebab : ————

a.

Penggugat tidak menjelaskan dasar perolehan tanah yang masuk

dalam obyek gugatan perkara ini ;
Sebagaimana dalih gugatan Para Penggugat pada No. 4 dan
No. 5, yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah membeli

_sebagian.............
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sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dari para petani
maupun dari subyek hukurn yang berhak, tidak dijelaskan apa
status tanahnya, siapakah para petani maupun subyek hukum

yang berhak menurut para Penggugat tersebut, sera dalam

bentuk apa jual beli dibuat ;

Padahal obyek gugatan tersebut merupakan sebagian dari
sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 3/Kel. Baratajaya seluas
255.766 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat 1
Surabaya, yang telah dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya
dengan cara diberikan lzin Pemakaian Tanah kepada warga

masyarakat termasuk kepada Para Penggugat sejak sebelum

tahun 1970 ;

. Oleh karena Penggugat telah mendalihkan bahwa sebagian luas

bidang tanah dalam obyek gugatan tersebut adalah -hasil
pembelian dari para petani maupun subyek hukum yang berhak,

maka sudah seharusnya Penggugat harus membuktikannya ; —

Bahwa terbukti Para Penggugat bukanlah sebagai pemilik hak
atas tanah obyek sengketa tetapi sebagai pemegang Izin
Pemakaian Tanah diatas tanah sebagian obyek sengketa -I-Jempa
sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor :3/Kel. Barétajaya seluas

255.766 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il

Surabayza ;

Berdasarkan data yang ada di Pemerintah Kota Surabaya Para
Penggugat (Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan
Penggugat 4) adalah Pemegang Izin Pemakalan Tanah

Pemerintah Kota Surabaya di atas sertipikat HPL Nomor : 3/Kel.
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Baratajaya seluas 255.7668 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat 1l Surabaya, artinya secara hukum Para

Penggugat telah mengakui dengan sadar bahwa obyek gugatan

adalah Aset Pemerintah Kota Surabaya ;

Berdasarkan data terbukti bahwa lzin Pemakajan Tanah yang
diterbitkan kepada para Penggugat tersebut berdasarkan

pengajuan permohonan Izin Pemakaian Tanah kepada Tergugat Il

Intervensi ;

Permohonan lzin Pemakaian Tanah yang diajukan oleh Para
Penggugat tersebut juga dilampiri Surat Pernyataan yang
dikuatkan oleh Ketua RT, RW, Lurah dan Camat setempat, yang
isinya menyatakan bahwa tanah yang dimohon adalah aset

Pemerintah Kota Surabaya serta tidak dalam keadaan sengketa ; -

Hal ini sangat bertentangan dengan dalih gugatan Penggugat
pada Nomor 4, Nomor 5, Nomer 6, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 8
dan Nomor 10 yang mengklaim sebagai subyek hukum yang
berhak atas sebagian tanah obyek sengketa serta berhak
mengajukan alas hak ke Kantor Agraria Kotamadya Daerah

Tingkat Il Surabaya, dalih Penggugat tersebut terlalu mengada-

ada ;

Dengan demikian dalil Para Penggugat fersebut sangat
bertentangan dan mengaburkan terhadap pemyataannya sendiri,
serta mengada-ada. Para Penggugat tidak mempunyai hak dan
kepentingan terhadap obyek gugatan berupa Surat Keputusan
Nomor 53/HPL/BPN/1997 tanggal 8 April 1997 serta Sertipikat Hak

Pengelolaan Nomor 3, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng,
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Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor :

10472/97, seluas 255.766 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat Il Surabaya ;
Oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut kabur, maka
mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan

gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat

diterima ;
8. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

a. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat adalah Daluwarsa, sebab
berdasarkan ketentuan pada pasal 30 ayat (2) b Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1987 Tentang

Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut

“telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan

gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan” S

Sedangkan Obyek Gugatan para Penggugat berupa Surat
Keputusan Nomor : 53/MHPL/MBPN/1997 tanggal 8 April 1997 serta
Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3, Kelurahan Baratajaya,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal
21 Agustus 1997, Nomor-10472/97, seluas 255.766 M2 atas nama

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya tersebut terbit

tahun 1997 ;

Oleh karena Gugatan Para Penggugat tersebut adalah Daluwarsa
maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya tidak

dapat diterima ;

Il DALAM...........
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Il. DALAM POKOK PERKARA :

1.

Bahwa Tergugat Il Intervensi mohon agar hal-hal yang telah
dikernukakan dalam eksepsi dianggap terulang dan tertuang kembali

kata demi kata ke dalam bagian dalil-dalil jawaban dalam pokok

perkara ini ;
Bahwa Tergugat il Intervensi menolak seluruh” dalil-dalil Para

penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya

oleh Tergugat Ii Intervensi;

Bahwa Tergugat |l Intervensi menolak dalih angka 5 gugatan Para
Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebagian bidang
tanah obyek sengketa dikarenzkan telah pula membayar IPEDA atau
sekarang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB}, sebab berdasarkan Surat
Menteri Keuangan Nomor : S-252/MK.04/1989 tanggal 2 Maret 1989
Perihal Status Girik/KitifPetok D sebagai salinan kohir Pajak Bumi

Bahwa IPEDA yang ditandai bukti berupa Pethok hanya merupakan

bukti administrasi di bidang perpajakan ;

Dengan demikian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut bukanlah
suatu bukti bahwa seseorang yang memiliki PBB atas namanya adalah
sebagai pemilik atas tanah yang dilempatinye_l. jadi dalih Penggugat
pada angka 5 sama sekali tidak beralasan hukum, dan untuk ftu mohon

kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau

——

setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dap-alt diterima ;

Bahwa Tergugat (I Intervensi menolak dalil angka 6 sampai dengan

angka 16 gugatan Penggugat sebab :

a. Tergugat |l Intervensi adalah pemegang serlipikat yang sah yakni

Seripikal...........
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Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3, Kelurahan Baratajaya,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21

Agustus 1997, Nomor : 10472/97, seluas 255.766 M2 atas nama

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Surabaya ;

. Bahwa Para Penggugat adalah Pemegang [zin Pemakaian Tanah

atas sebagian Obyek gugatan ;

Bahwa lzin Pemakaian Tanah atas nama Para Penggugat tersebut
berdasarkan bukti pengajuan permohonan para Penggugat kepada
Tergugat 1l Intervensi yang dilampiri dengan surat pemyataan para

Penggugat yang menyatakan tanah yang dimohon tersebut adalah

asset Pemerintah Kota Surabaya dan tidak dalam sengketa ;

. Bahwa Te@ugat Il Intervensi datam memberikan [zin Pemakaian
Tanah {ersebut berdasarkan ketenfuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, dan saat ini yang beriaku édalah yakni
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelc-mlaan
Barang milik Negara / Daerah sebagaimana telah diutbah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 jo. Permendagri Nomor
17 Tahun 2007 tenfang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997
tentang Izin Pemakaian Tanah dan serta Keputusan Walikota
Surabaya Nomor 1 Tahun 1898 Tata Cara Pemberian lzin

Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat il

Surabaya ;

. Bahwa terkait dalih gugatan Nomor 6, maka berdasarkan Pasal 24
dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanak maka tidak serta merta seseorang mengajukan

bBUKli.............
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bukti-bukti tertulis, keterangan saksi ataupun pémyataan dari yang
bersangkutan, pendaftaran dapat didaftarkan, demikian pula
penguasaan fisik lebih dari 20 tahun atau lebih, karena harus
dilakukan pengumpulan data dan penelitian untuk mendapatkan

kebenarannya oleh Painitia Ajudikast baik secara fisik fnaupun

secara Yuridis atas bukti-bukti tersebut ;

Bahwa terkait dengan permintaan Para Penggugat sebagaimana dalih
Nomor 16, agar Majelis Hakim / Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
menerbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat | dan
Tergugat Il atau Para Tergugat menerbitkan alas hak apapun atas
tanah dalam sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3, Kelurahan
Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi
tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10472/97, seluas 255.766 M2 atas
nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat H Surabaya sangat
mengada-ada, tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu mohon

kepada Maijelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau

setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa Undang-Undang Normor 5 Tahun 1960 telah berlaku sejak tahun
1960 akan tetapi Penggugat sejak awal menghuni tanah tersebu{ lebih

mengakui bahwa tanah yang ditempati adalah tanah yang dikuasai oleh

Tergugat Il Intervensi ;

Sebagian besar warga di lingkungan Penggugat memperoleh izin untuk
memakai tanah yang dikuasai oleh Tergugat Il Intervensi adalah dari

pemegang dengan cara peralihan / balik nama izin pemakaian tanah

sebelumnya ;

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.



41

Pemegang izin pemakaian tanah sebelumnya atau Pemegang atau
perbuatan / peristiwa hukum lainnya izin pemakaian tanah yang awal /

pertama telah menerima dan mengakui tanah yarg dipakainya tersebut

adalah milik Tergugat It Intervensi ;

Dengan demikian Penggugat tidak dapat menuntut lebih dari apa yang
diambilalihnya dan harus tunduk pada pengakuan yang telah dibuat
oleh pemegang lzin Pemakaian tanah yang pertama. Tergugat I
Intervensi merasa khawatir bahwa Penggugat diperalat orang-orang

vang tidak bertanggungjawab yang ingln mengambll manfaat dengan

menggunakan tangan orang lain ;

Bahwa dasar hukum yang dipakai Tergugat 1t Intervensi datam

- menguasei tanah-tanah di wilayah Kota Surabaya adalah :

1). Berdasarkan pasal § ayat (1} Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam
Daerah Istimewa Jogjakarta yang menyebutkan “"Segala milik
berupa barang {etap maupun tidak tetap dan perusahaan-
perusahaan kota besar tersebut dalam pasal 1, sebelum
terbentuknya undanglundang ini, menjadi mifik kota-kota besar
tersebut pada pasal 1, yang selanjt..ltnya dapat menyerahkan
sesuatunya kepada daerah-daerah dibawahnya®. Jadi, sejak
terbentuknya Kota Besar Surabaya, maka segala barang milik

Gemeente de Scerabaja menjadi milik Kota Besar Surabaya ; —-

2) Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953
tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara, yang menyebut,

*Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan Undang-
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undang atau peraturan lain pada wakiu berakunya Peraturan
Pemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian,

Jawatan atau daerah Swantantra, maka penguasaan atas tanah

Negara ada pada Menteri Dalam Negeri” ;

Bahwa pemyataan pasal tersebut secara a confrario berarti,
selama tanah ada dalam penguasaan suafu kementerian, jawatan
atau daerah Swantara maka penguasaan tanah negara tidak ada
dalam Menteri Dalam Negeri, artinya penguasaan .tanah_ tersebut

ada pada suatu kementerian, jawatan atau daerah Swantara yang

telah diberikan padanya tanah ;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang
menyebut, “Hak menguasai dari Negara tersebut di a;tas
pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah
Swantara dan masyarakat hukum adat, sekedar diperiukan dan

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut.

ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah” :

Bahwa selanjutnya mengenai pengertian tanah dalam penguasaan /

aset Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagaimana isi Surat Waka

UPN Nomor : 500-2132-WAKA tanggal 29 Agustus 2003 Perihal

Pemohonan penjelasan status hak atas tanah dalam pengelolaan

Pemerintah Kota Surabaya Nomor 2 ;

a. Tanah-tanah / bukan tanah pihak lain dan yang telah dikuasai

secara fisik oleh Instansi Pemerintah ;

b. Tanah tersebut dikelola dan dipelihara dirawat dengan dana dari

Instansi Pemerintah ;

¢ Tanah...........
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¢. Tanah tersebut telah terdaftar dalam Daftar inventaris Pemerintah

yang bersangkutan ;

d. Tanah ftersebut secara fisik dikuasai atau digunakan atau
dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan hubungan hukum yang

dibuat pihak fain dengah Instansi Pemerintah dimaksud ;

Tanah-tanah tersebut di atas baik yang sudah ada sertipikatnya .

maupun yang belum ada-sertipikatnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat Il Intervensi mohon

kepada Majelis Hakim yang memariksa dan mengadili perkara ini agar herkenan

memutus ;

1.

Menerima Jawaban Tergugat Il Intervensi ;

Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijke Verklaard) ;

Menyatakan sah dan tidak batal Surat Keputusan tanggal 8 April 1997,

Nomor : 53/HPL/BPN/1997 yang diterbitkan oleh Tergugat i ;

Menyatakan sah dan tidak batal Sertipikai Hak Pengelolaan Nomor 3,
Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar

Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor : 10472/97, seluas 255.766 M2 ; -

Tidak memerintahkan kepada Tergugat | untuk mencabut Surat Keputusan

Tergugat | (Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional)

tanggal 8 April 1997, Nomor : 53/HPL/BPN/1997 ;

Tidak memerintahkan kepada Tergugat Il untuk mencabut Sertipikat Hak
Pengelolaan Nomor 3, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota

Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor . 10472/97,

seluas 255,766 M2 ;

7. Tidak.............
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Tidak menghukum Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Il Intervensi atau
Para Tergugat untuk membayar uang Qar_\ti rugi kepada Para Penggugat

masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiaﬁ). secara tunai

dan sekaligus ;

Tidak menghukum Tergugat |, Tergugat: Il dan Tergugat Il Intervensi atau
Para Tergugat untuk membayar uang paksa {Dwangsom), masing-masing
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sefiap hari keterlambatan
melaksanakan putusan perkara dimaksud kepada Para Penggugat secara
secara tunai dan sekaligus, dihitung sejak tanggal putusan perkara ini
dinyatakan mémpunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan secara

sukarela Tergugat |, Tergugat I dan Tergugat Il Intervensi serta Para

Tergugat melaksanakan seluruh putusan ini ;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat |, Tergugat 11 dan Tergugat

[I Intervensi maka para Penggugat telah menyampaikan Replik atas jawaban

Tergugat | dan Tergugat Il tasing-masing tertanggal 21 Januari 2009 dan

Replik para Penggugat atas Jawaban Tergugat Il Intervensi tertanggal

11 Pebruari 2009, atas Replik para Penggugat pihak Tergugat | dan Tergugat

menyampaikan duplik masing-masing tertariggal 18 Pebruari 2009 dan Tergugat

I Intervensi menyampaikan Duplik tertanggal 25 Pebruari 2009, untuk

singkatnya diénggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Para

Penggugat telah mengajukan 42 (empat puiuh dua)- alat bukti surat yang

diberi tanda Pl-1 sampai dengan PI-10, Pll-1 sampai dengan PIi-2, PIi-1

sampai dengan PlII-10, PIV-1 sampai dengan PIV-10 dan P- § sampai dengan
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P-14 bemmneterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun

foto copy, terdiri dari : -

1. Bukti P1-1
2. Bukti PI-2

3. Bukti PI1-3
4. Bukti P14
5. Bukti PI-5

6. Bukii PI-6
7. Bukti PI-7
8. Bukti Pi-8

8. Bukii PI-9

Asli Bukii Identitas Banadji tanggal 14 September 2008

rﬁenempaﬁ tanah seluas 200 M2 ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Ganti

Rugi Tanah Garapan tanggal 27 Pebruari 1969 ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan luran

Pembangunan Daerah Kotamadya Surabaya Tahun 1973

atas nama Banadji ;

Foto copy sesuai dengan éslinya Surat Ketetapan luran

Pembangunan Daerah Kotamadya Surabaya Tahun 1974

atas nama Banadji ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan luran

Pembangunan Daerah Kotamadya Surabaya Tahun 1975

atas nama Banadji ;
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tanda Terima

Setoran PBB tahun 2005 atas nama Banadji ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tanda Terima

Setoran PBB tahun 2006 atas nama Banadji ; ————

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tanda Terima

Setoran PBB tahun 2007 atas nama Banadji ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang PBB dan 2008 Surat tanda Terima

Setoran PBB tahun 2008 atas nama Banadji ;
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10. Bukti PI-10

11. Bukti Pil-1

12.Bukti Pll-2

13. Bukti PIl-1

14. Bukti PllI-2

15. Bukti PIIL-3

16. Bukti PIit4

17. Bukti Plll-5

46

Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga
No. 125619/97/03630 tanggal 07 September 2007 Kepala

Keluarga Banadji alamat Bratahg Binangun 6/3 Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat I1zin Kepala Dinas
Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
I Surabaya No. 188/3320-92/402.5.09/1994 tanggal

16 Nopember 1994 persil Jalan Bratang Jaya No. 31 atas

nama R. Sadewo, SH.;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang PBB dan 2007 Surat tanda Terima

Setoran PBB tahun 2007 atas nama Sadewo ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Bukfi Identitas Kasdiran

tanggal 16 September 2008 menempati tanah seluas

150 M2 ;

Foto copy Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 1990

atas nama Kasdiran alamat Bratang Binangun /9

Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima

Setoran PBB tahun 2002 atas nama Kasdiran Kelurahan

Baratajaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima

Setoran PBB tahun 2003 atas nama Kasdiran Kelurahan

Baratajaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima
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18. Bukti Plil-6

19.Bukti PIH-7

20.Bukti PINlN-8

21.Bukti Plll-9

22.Bukti PIN-10 :

23. Buktl PIV-1

24, Bukti PIV-2

25.Bukti PIV-3
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Setoran PBB tahun 2004 atas nama Kasdiran Kelurahan

Baratajaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima

Setoran PBB tahun 2005 atas nama Kasdiran Kelurahan

Baratajaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya ‘Surat Tanda Terima

Setoran PBB tahun 2006 atas nama Kasdiran Kelurahan

Baratajaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima

Setoran PBB tahun 2007 atas nama Kasdirmn Kelurahan

Baratajaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima

Setoran PBE tahun 2008 atas nama Kasdiran Kelurahan

Baratajaya ;

Foto copy sesual dengan aslinya Kartuv Keluarga No.
125619/98/04102 tanggal 23 Mei 1998 Kepala Keluarga

Kasdiran/Kadiran alamat Bratang Binangun I/9 Surabaya ; -

Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Identitas Soell)ah

Soehartojo tanggal 09 September 2008 menempati tanah

seluas 182 M2 ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemyataan
Kesaksian Gunawan dan Nonc Marsono tanggal

9 September 1988 atas tanah di Bratang Binangun 1/21

Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Pembayaran PBB
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26. Bukti PIV-4

27.Bukti PIV-5

28.Bukti PIV-6

29. Bukti PIV-7

30.Bukti PIV-8

31.Bukti PIV-9

32.Bukti PIV-10 :

33.Bukti P-5
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tahun 1980 atas nama Soehartojo JI. Bratang Binangun 1/2

Surabaya ; ——
Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Pembayaran PBB

tahun 1991 atas nama Soehartojo Jl. Bratang Binangun 1/2

Surabaya ;

Foto copy sesttai dengan aslinya Tanda Pembayaran PBB

fahun 1992 atas nama Soehartojo Jl. Bratang Binangun /2

Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima

Setoran PBB tahun 2005 atas nama Soehartojo Kelurahan

Baratajaya ;
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima

Setoran PBB tahun 2006 atas nama Soehartojo Kelurahan

Baratajaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima

Setoran PBB tahun 2007 atas nama Soehartojo Kelurahan

Baratajaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima

Setoran PBB tahun 2008 atas nama Soehartojo Kelurahan

Baratajaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.
125619/97/11024 tanggal 06-11-1987 Kepala Keluarga

Soehartojo alamat Bratang Binangun [/21Surabaya ; ———
Foto copy sesuai denéan aslinya Surat Perjanjian tanggal

5 Sepfember 1959........
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34.Bukti P-6

35.Bukti P-7

36.Bukti P-8

37.Bukti P-9

38.Bukti P-10

38. Bukti P-11

40.Bukti P-12
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5 September 1959 antara Abdufrachman dengan

Renosoekardi dimana pihak | akan mengusahakan tanah

untuk 20 orang Staf Resimen 17 ;

Foto copy sestiai dengan aslinya Surat Perjanjian tanggal
18 September 1958 antara Abd. Rachman dengan

Renosoekardi dimana plhak | akan mengusahakan tanah

untuk 67 orang Staf Resimen 17 ;

Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 292 / Kel. Barata Jaya ,
Surat Ukur tanggal 14-6-1999 No. 15/Barata Jaya/1999 luas

281 M2 atas nama Samad ;

Foto copy Sertipikat Hak Bangunan No. 419 / Kel. Barata

Jaya, Surat Ukur tangaal 31-9-1995 No, 9259/1995 luas

200 M2 atas nama Budi Supranoto ;

Foto copy Sertipikat Hak Bangunan No. 8 / Kel. Barata
Jaya, Surat Ukur tanggal 3-1-1891 No. 1/1/1991 luas

42.500 M2 atas nama PT. Rukun Makmur Indah ; ——————

Foto copy sesual dengan aslinya Surat Pemyataan

Kesaksian Asir dan Patti Nasarany ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemyataan
Kesaksian Hadi Soebagio dan Drs.IGK. Soediana tanggal

20 Mei 1993 ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik
No. 509 Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1974 No. 633/S/74
luas 154 M2 atas nama Samino terletak di Desa /

Lingkungan Ngagel, Kecamatan Wonokromo Surabaya ; -—

41. Bukdi ...........
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41. BuktiP-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik
No. 86/Kelurahan Barata Jaya, Gambar Situasi tanggal

26 April 1979 No. 779 luas 101 M2 atas nama Samino ; —

42.Bukti P-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik
No. 155/Kelurahan Barata Jaya, Gambar Situasi tanggal

9 September 1982 No. 4805 luas 131 M2 atas nama Said

Sastrowidjojo dan Nyonya Soepini ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat,
juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu } saksi ahli telzh

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAMIJO.

- Bahwa saksi berfempat tinggal di Jalan Kertajaya 5/66 Rt.03 sejak tahun

1970 dan pada waktu itu sudah kenal dengan Sadewo dan Kasdiran ; —

- Bahwa pada tzhun 1970 di daerah tersebut sudah banyak rumah dan

pada tahun 1985 sudah penun rumah ;

- Bahwa tahun 1972 s/d 1885 saksi menjabat Ketua RT dan sekarang Sie

Keamanan RW ;

- Bahwa Pada 1985 s/d 2008 saksi belum pemah melihat petugas BPN

melakukan pengukuran ;

- Bahwa saksi tahu ada warga yang mengajukan permohonan hak kepada

BPN ;

- Bahwa saksi tahu tanah HPL adalah milik Pemerintah Kota ; ~—————
- Bahwa saksi tahu status tanah yang ditempati oleh Para Penggugat
berstatus tanah ijo dan saksi juga pegang surat jjo yang diperoleh tahun

1975 ;
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l -
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat memperoleh tanah dengan

membeli kepada penggarap ;

- Bahwa saksi tidak pemah “tahu Para Penggugat mengajukan

permohonan hak ke BPN ;

. Saksi LOEKI ARIE TEDJAKUSUMA ;

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Bratang Binangun sejak tahu 1973 dan

pada waktu itu sebagian kecil berupa tanah kosong, baru tahun 1980 an

sudah penuh rumah ;

- Bahwa saksi tahu status tanah Para Penggugat sama dengan saksi

berupa tanah ijo ;

- Bahwa setiap tahun saksi bayar retribusi kepada Pemerintah Kota ; —--

. Saksi ACHMAD SUDARNO

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Bratang Binangun sejak tahun 1974
dan mempercieh tanah petok dengan membayar ganti rugi kepada

penggarap dengan perjanjian yany diketahui oleh RT, RW, Lurah' dan

Camnat ;

- Bahwa pada tahun 1874 pemah dibentuk panitia untuk mengurus

perolehan hak atas tanah dan sudah diajukan ke Agraria tapi hasil tidak

tahu ;

- Bahwa menurut pegawai Agraria tanah yang dimohon warga adalah

tanah negara/eigendom ;

- Bahwa pegawai Agraria pemah memberitahu syarat mengajukan

permchonan hak yaitu dengan membuat kesaksian yang ditandatangani

oleh RT,RW, Lurah dan Camat ;
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- Bahwa saksi tahu tanah Suhartoyo di Nginden Kota telah terbit sertipikat ;

- Bahwa saksi tahu tanah yang saksi tempati saat ini bestatus tanah HPL ;

- Bahwa saksi punya petok jjo ;

4. Saksi SUDARTO, SH

- Bahwa tahun 1894 s/d 1999_ saksi berdinas _di Kantor Dinas Tanah dan

Rumah Kota Surabaya sebagai Kasi Pengawasan dan Pengendalian

Penggunaan Tanah ;

- Bahwa saksi tahu telah terbit HPL dan saksi sendiri tidak terlibat

langsung proses terbitnya HPL ;

- Bahwa tahun 1995 Pemerintah Kota mengajukan permohonan Hak

Pengelolaan ;

- Bahwa sebelum terbit HPL , warga sudah mempunyai surat ijo dan saksi

terlibat langsung terbitnya surat ijo ;

- Bahwa sebelumnya masuk asset Pemerintah Kota dan baru tahun 1996

masuk dalam daftar inventaris Kantor Dinas Pengelolaan Tanah Dan

Rumah ;

- Bahwa sebelum tahun 1996 tanah tersebut tercantum sebagai tanah

negara ;

- Bahwa Bagian Pelengkapan Pemerintah Kota yang mempunyai

wewenang melaksanakan pecatatan barang inventaris ;

Keterangan Ahli Prof. Dr. EMAN, SH., MS.

Pada pokok menerangkan sebagai berikut’:

- Bahwa pengatur HPL didasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9

Tahun 1985 tentang Penkonversian hak — hak penguasaan atas tanah
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Negara, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang
Kewajiban Pendaftaran HPL, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1977 tentang Tata Cara Perolehan HPL, dan Peraturan Menten

Negara Agraria Nomor 8 Tahun 1899 tentang Tata Cara Perolehan HPL ;

Bahwa alas hak bagi Pemerintah Kota terhadap tanah bemenduduk,
prosesnya dilakukan pengadaan tanah dengan pelepasan pemegang hak

sebelumnya untuk menjadi tanah Negara, dengan ganti rugi diikuti

permohonan hak ;

Bahwa apabila ada diatas tanah Hak Milik / Hak Guna Bangunan
sebelum terbit HPL maka dilihat asal dari tanah Negara atau tanah yang
lain, kalau tanah Negara dapat dimohonkan Hak Milik / Hak Guna
Bangunan [alu timbul HPL, I?erarti ada sisa tanah yang menjadi bagian

tanah Negara yang dapat dimohon HPL, kalau Hak Milik / Hak Guna

Bangunan berdiri diatas tanah HPL, maka sebelumnya ada peranjian

pemakaian tanah yang menjadi dasar untuk mengajukan hak ;

Bahwa apabila lokasi tanah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan sama
dengan HPL, maka persoalannya harus diselesaikan, karena secara

yuridis tanah sudah dibebani Hak Guna Bangunan bisa lahir HPL kecuali

HPL melepaskan hak lebih dulu ;

Bahwa sah tidaknya sertipikat ganda adalah Pengadilan, fentu ada cacat

data yuridis / pemalsuan dan akibatnya salah satu hak tersebut harus

dibatalkan ;

Bahwa sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1965 jo.
Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 1953 penguasaan tanah negara

yang diserahkan Pemerintah Swatantra / Menteri Dalam Negeri yang

semala ...........
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semata-mata untuk digunakan sendiri dikenversi hak pakai, dan

penguasaan tanah tidak digunakan sendiri tapi diserahkan kepada pihak

ketiga dikonversi HPL ;.

Bahwa ketentvan yang mengatur tentang hak sewa atas tanah yang

didirtkan bangunan harus punya hak milik atas tanah tersebut ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 1953 maka

kedudukan elgendom yang dimiliki Pemerintah Kota menjadi landasan

hukum untuk menguasai tanah ;

Bahwa Undang-Undang pembentukan Kota Surabaya yang berbasis
Undang-Undang Dasar Serr;lentara terhadap tanah gemente menjadi
milik tidak lagi kepemilikan terhadap penguasaan sebagaimana

Peraturan Peralihan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 ;

Bahwa alas hak dapat dibukiikan dokumen hukum berupa segel, pipil
atay petok (sebelum tahun 1960 diidentikan dengan hak milik)

sebagaimana Peraturan Pemerintah Normor 24 Tahun 1997 Pasal 22 ; —

Bahwa Pemerintah Kota Surabaya sebagai subyek yang mengajukan

pen'noﬁonan hak dapat dipakai hubungan hukum antara eigendom

dengan Pemerintah Kota sebagai bukti pendukung ;

Bahwa dimungkinkan keluar hak lain diatas hak pengelolaan, asal ada
perjanjian antara pemakaian tanah dengan pemilik tanah yang menjadi

dasar Kantor Pertanahan untuk memproses penerbitan Hak Guna

Bangunan / Hak Milik ;

Bahwa Pemerintah Kota dapat memberikan ijin pemakaian tanah kepada

pihak ketiga ;
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- Barang milik negara termasuk tanah bisa dilakukan hubungan sewa
menyewa menurut ketentuan Peraturan Menteri  Dafam Negeri,

sedangkan pengertian Pasal 44 Undang-Undang Pokok Agraria

semestinya hak sewa diajukan hak milik ;

- Bahwa tanah negara harus dibedakan tanah Pemerintah yang

merupakan hubungan dengan warga negara, kalau keinginan warga

mendapat hak, maka Pemerintah harus menyampaikan mekanisme

untuk mempercleh hak melalui proses sertiplkat, jangan seolah-olah -

tanah tersebut dikuasai Pemeﬁntah Kota ;

- Bahwa, warga tidak memiliki data yuridis dapat mengajukan hak atas

tanah gemente, didasarkan bukti penguasaan fistk 20 tahuh salah satu

buktt kepemilikan sebagal dasar pengajuan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya
Tergugat | telah mengajukan 14 (empat bélas) alat bukti surat yang diberi tanda

T.I-1 sampai dengan T.-5 bemmeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai

dengan aslinya maupun foto copy, terdiri dari :

1. BukliTi-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan _Menteri
Negara AgrariafKepala Badan Pertanahan Nasionat tanggal
8 April 1997 No. 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak

Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat Il Surabaya ;

2, BuktiTi-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur
tanggal 27 Juni 1996 No. 560-235-7790 tentang

permohonan Hak Pengelofaan atas 15 (lima belas) bidang
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3. Bukti Ti-3.A

4. Bukti Ti-3.b

5. Bukti Tl-3.c

30

tanah Negara masing-masing seluas 231.598 M2, 132.076
M2 , 200.277 M2, 255.766 M2 , 296.868 M2, 99.087 M2
229,952 M2 , 302, 913 M2, 133.697 M2, 111.331 M2,
256431 M2 135.716 M2 184.196 M2, 311434 M2 dan
237.014 M2 atau seluruhnya seluas 3.117.356 M2 terletak
di Kelurahan Baratajaya, Airlangga, Kertajaya dan Pucang
Kecamatan Gul_aeng Kotamadya Daerah Tingkat |

Surabaya atas nama Pemerintah Kotamdya Daerah Tingkat

Il Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur
tanggal 2 Mei 1996 No. 560.1-5891, perihal permchonan
Pengelofaan atas _tanah Negara seluas 1.115.399 M2 Kel,
Barata Jaya Kec. Gubeng Kotamadya Daeraﬁ Tingkat i

Surabaya atas nama H. Suparto Sumoprawiro gqq

Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kotamadya Surabaya No. 560.1.5892 tanggal
2-5-1996 permohonan Hak Pengelolaan atas tanah negara
seluas 631.9562 M2 fteretak di Kelurahan Airlangga
Kecamatan Gubeng Kotamadya Daerah Tingkat |l

Surabaya atas nama H. Sunarto Sumoprawiro

qq. Pemerintah Daerah-Kotamadya Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kotamadya Surabaya No. 560.1.5895 tanggal

2-5-1996 permohonan Hak Pengelolaan atas tanah negara
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6. Bukti T-3.d

7. Bukti TI4.A :

8. Bukti TI4.b

9. Bukti Tl-4.c

10.Bukti Ti-4.d

637.175 M2 ; —

57

seluas 637.175 M2 terletak di Kelurshan Ainangga
Kecamatan Gubeng Kotamadya Daerah Tingkat 1]
Surabayé" atas . nama H. Sunarfo Sumoprawiro

qq. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya ;

Foto copy seéﬁ_ai dengan qslinya Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kotamadya Surabaya No. 560.1.5896 tanggal
2-5-1996 permohonan Hak Pengelolaan atas tanah negara
seluas 632.664 M2 terletak di Kelurahan Aidangga
Keca;matan Gubeng Kotamadya Daerah Tingkat |l
Sumbay;a atas ‘nama H. Sunarto Sumoprawiro
qq. Pemerintah Da‘erah Kota..rhadya Su.rabaya ;

Foto cop;y sesua-i‘ dengan: as]inya Permohonan

Walikotamadya Kepala_'Daerah_"I"rngkat ] Sdmbaya tanggal
15 Agustus 1994 dan tanggal 11 Januari 1996 perihal

Permohonan Hak ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pemmochonan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Stir'abaya tanggal

11 Januari 1996 perihal permohonan Hak, luas tanah

Fofo copy sesuai dengan aslinya Surat permohoﬁan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat || Surabaya tanggal

11 Januarni 1996 perihal permohonan Hak, Tuas tanah

732.644 M2 ,

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pemmohonan

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat |l Surabaya tanggal

11 Japuari 1996 ...........
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11.Bukti TI-5.A

12.Bukti TI-5.b :

13.Bukti TI-5.c :

14.Bukt TI-5.d

58

11 Januari 1996 perihal permohonan Hak, luas tanah

1.115.339 M2;

Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia

Pemeriksaan Tanah ( Panitia A) tanggal 6 Maret 1996

No. 140/HPL/IN/SE ;

Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah { Panitia A ) No. 141

HPL/II/GE tanggal 6-3-1996 ;

Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah ( Panitia A ) No. 143

HPL/1I/96 tanggal 6-3-1996 ;

Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah ( Panitia A ) No. 144

/HPUIII6 tanggal 6-3-1996 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya

Tergugat |l telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat yang diber tanda

T.I-1 sampai dengan T.II-3 bgnnetgrai cukup dan telah dicocokkan sesuai

dengan aslinya maupun foto copy, terdiri dari ;

1. Bukti T.i-1

2. Bukti T.MI-2

3. Bukii T.N-3

Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak

Pengelolaan No. 3/Kelurahan Brafajaya atas nama

Pemerintzh Kota}nadya Daerah Tingkat Il Surabaya ; S

: - Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953

tentang Pengusaan tanah-tanah Negara ;

Foto copy Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1865
tentang Pelaksanaan Konversi Hak Pengusaan Atas Tanah

Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksaan

Selanjutnya ;

Menimbang .............
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Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya

Tergugat Il Intervensi telah mengajukan 20 (di.la puluh) alat bukti surat yang

diberi tanda T.ILInt-1 sampai dengan T.I.Int-20 bermeterai cukup dan telah

dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun foto copy, terdiri dari .

1. Bukti Tll.Int-1

2. Bukti Th.Int-2 :

3. Bukti TILInt-3 :

4. Bukti Tll.Int-4 :

5. Bukti TILInt-5 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Seripikat Hak
Pengelolaan No. 3/Kel. Baratajaya Gambar Situasi
tanggal 21-8-1997 No. 10472/1897 luas 255.766 M2 atas

nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I

Surabaya;

Foto copy sesuai dengan salinannya Putusan Pengadilan
Negeri Surabaya No. 697/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal

16 Oktober 2008 ;

Folo copy sesuai-dengan aslinya Surat Pemohonan
Banadji tertanggal 18 Mei 1980 perihal Permohonan

peresmian/penertiban untuk pengesahan hak pakai tanah

Kotamadya Dati [l Surahaya ;

Foto copy sesual dengan aslinya Surat Keputusan
Wailikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1l Surabaya
tanggal 10 -01-1981 yang memberikan hak sewa persil Ji.

Bratang Binangun VI/3 Surabaya atas nama Banadji ; -—

Foto coby sesual dengan aslinya Surat Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat | Surabaya
tanggal 11 Desember 1997 No. 188. 45/9880/402.5.12/97

yang memberikan perpanjangan hak sewa persil Jalan

Bratang Binangun VI/3 Surabaya atas nama Banadji ; ~—

6. Bukdi...........
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6. Bukti Ti-Int-6 :

7. Bukti Tll.Int-7 :

8. Buldi TI.Int-8 :

9. Bukti Til-Int-2@

10. Bukti TI.Int-10 :

11.Bukdi TiLInt-11 :
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Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemrmohonan
Soelijah tertanggal 28 April 1893 perihal Permohonan ijin

pemakaiaan tanah Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat Il Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat §l Surabaya
tanggal 11 Desember 1987 No. 168,
45/0582/402.5.12/1994 yang memberikan ljin Pemakaian

persil Jalan Bratang Binangun /21 Surabaya atas nama

Soelijah Kristijarini ;
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keput.usan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1l Surabaya
tanggal 02 Maret 1998 No. 18i3. 45!10%4!402.5.12198
yang memberikan ljin Pemakaian persil Jalan Bratang

Binangun 1121 :Surabaya atas nama Soelijah Kristijarini ; -

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permchonan
Kasdiran tertanggal 20 April 1993 perihat Permoheonan ijin

pemakaian tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat

Il Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I Surabaya
tanggal 12 Pebruari 1994 No. 188. 45/0774/402.5.12/94
yang memberikan [jin Pemakaian peréil JI. Bratang
Binangun I/19 Surabaya atas nama Kasdiran ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat ljin Pemakaian

Tanah............
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12. Bukti TllLInt-12 :

13.Bukti Til.Int-13 :

14.Bukti TIl.Int-14 :

15.Bukti Til.Int-15 :

16.Bukti TIl.Int-16 :

17.Bukti TILInt-17 :

18.Bukti TIl.Int-18 :
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Tanah No. 188.45/2137 P/402.4.22/2008 tanggal 05 Juni

2002 atas nama Kasdiran alamat Jalan Bratang Binangun

1/9 Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11l Surabaya
tanggal 28 Mei 1985 No. 188. 45/2848/411.53/85 yang

memberikan (jin Pemakaian persil JI. Baratajaya No. 31

Surabaya atas nama R. Sadewo, SH ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat ljin Pemakaian
Tanah No. 188.45/4333 /402.5.12/1997 tanggal 21 Mei

1997 atas nama R. Sadewo, SH. alamat Jalan Baratajaya

31 Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan Salinannya Peta Situasi No.

110/1995 terlétak di Kel. Baratajaya luasa 255.766 M2 ; —

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat permohonan
Kepala Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya Dati |
Surabaya tanggal 20 Nopember 1995 perihal pennohonan

SKPT kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya biaya kutipan SKPT

tertanggal 16 Desember 1995 ;

Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah Unit Dinas Tanah

& Rumah Per Desember 1983 :

Daftar Aktiva Tetap Pemerintah Kota Surabaya Per 31

Desember 2006 (setelah audit BPK) ;
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19.Bukti Til.Int-19: Buku Laporan Kartu Inventaris Barang KIB A Unit Satuan

Kerja Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ;

20.Bukti TILInt-20: Foto copy Wakil Badan Pertanahan Nasional Nomor :

500-2132-Waka tanggal 29 Agustus 2003 peérihal

permohonan penjelasan status hak atas tanah dalam

pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi selain mengajukan bukti-

bukti surat, juga mengajukan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagi berikut ;

Keterangan Ahli R. MULYONQ, SH., MH.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa zaman Belanda disebutkan didalam Staatsblad 1940 No. 430, fanah-
tanah yang dibebaskan dan diserahkan Departemen yang bersangkutan;
Tanah Negara yang tidak nyata-nyata diserahkan kepada suatu Departemen
maka tanah tersebut dibawah Menteri Dalam Negeri, tanah-tanah tersebut
masih berstatus tanah negara tapi ada yang diajukan pemmohonan hak

eigendom sehingga lahir hak eigendom atas nama Departemen, Kementrian,

Kota Praja ;

Bahwa ketentuan Pasal 33 (2) Undang-Undang Dasar 1945 hak menguasai
negara bukan memiliki tapi negara sebagal organisasi tertinggi diberi
wewenang untuk mengatur peruntukan ... dan seterusnya,
kewenangan Pemerintah Kota menurut ketentuan Pasl 2 ayat 5 hak
menguasai negara tersebut dapat dikuasakan kepada daerah Swatantra dan

masyarakat hukum sehingga Pemerintah Kota berwenang untuk mengatur ; -
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- Bahwa status yuridis tanah eigendom atas nama gemente dalam

penguasaannya dapat diajukan hak dengan konversi ,

- Bahwa pengajuan hak dilengkapi data yuridis dan data fisik menunjuk tanah

gemente maka tanah tersebut tanah Menteri Dalam Negeri yang diserahkan

kepada daerah Swatantra (Pemerintah Kota) ;

- Bahwa persyaratan untuk konversi bekas penguasaan dalam Pasal 8 ayat
.53 adalah tanah yang dikuasai penuh oleh negara oleh karena itu syaratnya

harus ada akta asli eigendom sebagai data pemohon dan membayar biaya

konversi ;

- Hak-hak yang dapat diberikan olefh Instansi Pemerintah, yaitu hak pakai
apabila tanah tersebut dipakai untuk melaksanakan tugas, dan hak

pengelolaan apabila tanah tersebut digunakan untuk pihak ketiga ;

- Bahwa tanah negara bekas eigendom dapat diketahui dari surat keterangan

pendaftaran tanah yang mengutip dari kartu verponding kalau di sertipikat

disebutkan tanah negara ;
Menimbang, bahwa pihak Tergugat |, Tergugat Il menyatakan tidak

mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan

sotempat pada tanggal 27 Mei 2008 dilokasi tanah yang diterbitkan Surat

Keputusan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan pihak Para
Penggugat telah menyampaikan kesimputan tertanggal 1 Juli 2009, Tergugat |
tertanggal 17 .juni 2009, Tergugat Il tertanggal 17 Juni 2008 dan Tergugat [f

Intervensi tertanggal 1 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam

duduknya perkara ini menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan

satu kesatuan dengan putusan ini ; =

Menimbang..............
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Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada hal-hal yang lain lagi

yang akan disampaikan oleh para pihak maka Majelis Hakim akan menjatuhkan

putusan dengan pertimbangan Hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ; —

Menimbang, bahwa yang fnenjadi obyek sengketa dalam sengkeia ini

adalah :

1. Surat Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang
Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat 1l Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat 1 (Bukti T.I-1} ;

2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 3/Kelurahan Baratajaya, Tanggal
2 September 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I

Surabaya, Gambar Situasi Tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 10472/1997

luas 255.766 m2 (Bukti T.II-1=T.ll Int.-1) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalam jawaban Tergugat |,
Tergugat 1| maupun Tergugat Il Intervensi memuat adanya eksepsi, maka

Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut ;-
DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat | dalam jawabannya, telah

mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak berkwalitas dalam mengajukan gugatan karena

tanah semula merupakan tanah bekas eigendom verponding Nomor 5853
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dan Nomor 1304/sisa atas nama Gementee Soerabaya, karenanya

Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tanah yang telah diterbitkan

obyek sengketa ;

2. Bahwa gugatan diajukan dengan obyek yang sama atas perkara yang masih
dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara

Nomor : 697/Pdt.G/2008/PN.Sby dan belum memperoleh putusan yang

berkekuatan hukum tetap ;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur yang memberikan

rekomendasi kepada Tergugat | juga harus turut menjadi pihak dalam

perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat Il dalam jawabannya telah mengajukan

eksepsi-eksepsi yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan para Penggtigat telah lewat waktu karena berdasarkan ljin
Pemakaian Tanah atas nama para Penggugat yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Surabaya telah dapat diketahui bahwa atas tanah obyek

sengketa telah terbit Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan atas nama

Pemerintah Kotamadya Daerah _Tingkat Il Surabaya ,

2. Bahwa gugatan Penggugat prematur dan Penggugat tidak mempunyai
kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini karena hak keperdataan
atas tanah dimaksud masih diuji di Pengadilan Negeri Surabaya dalam

perkara Nomor ; 697/Pdt.G/2008/PN.Sby dan sampai saat ini belum

memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Il Intervensi jugé

telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa ...........
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1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat Iﬁdak menjelaskan
dasar perolehan tanah yang masuk dalam obyek gugatan dan Penggugat
bukan sebagai pemilik hak atas tar_l_ah tetapi pemegang izin Pemakaian
Tanah atas asset Pemerintah Kota Surabaya yang didasarkan pada

pengajuan permchonan Izin : Pemakaian Tanah kepada Tergugat I

Intervensi;

2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena obyek sengketa-obyek
sengketa diterbitkan pada Tahun 1997, sehingga sesuai pasal 30 ayat 2 (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah lewat 5 tahun tanpa ada

yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibuk:ukan V=

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan
terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat | dan

eksepsi kedua Tergugat I mengenai kepentingan Penggugat dalam

mengajukan gugatan dalam sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa aspek kepentingan dalam mengajukar gugatan
sengketa Tata Usaha Negara mensyaratkan adanya kepentingannya merasa
dirugikan sebagai akibat diterbitkan obyek sengketa dan tidakiah ménsyaratkan
adanya suatu hak milik atas suatu obyek tertentu, tetapi kepentingan yang

dirugikan tersebut ditujukan pada suatu nifai yang harus dilindungi oleh hukum,

yang dapat berupa nifai budaya, ek&nomi. sosial, estetika dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan setempat pada hari Rabu
Tanggal 27 Mei 2009 yang dilakukan oleh Pengadilan, telah diperoleh adanya
fakta bahwa Para Penggugat adalah sebagian dar warga yang bertempat
tinggal di Kelurahan Baratajaya, dan masuk di dalam areal tanah yang telah

diterbitkan obyek sengketa — o byek sengketa, Penggugat Il telah melakukan
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pelunasan Pajak Bumi Bangunan (Bukti P-1.1; P-IL2); Penggugat il
memperoleh tanah pada Tahun 1974 dan melakukan pembayaran Pajak Bumi
Bangunan (Bukti P-III.1.P-III.10§'; l'-Jenggugat IV felah metakukan penguasaan
fisik sejak tahun 1967 dan melakukan pembayaran PBB (Bukti P-IV.1 s/d P-
IV.10), sedangkan Penggugat ! atas nama Banadiji, secara faktual berada diluar
areal / lokasi tanah yang diterbitkan Hak Pengelolaan Nomor : 3/Kelurahan

Baratajaya, sehingga Penggugat | atas nama Banadji tidak mempunyai

kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa penguasaan fisik cleh Penggugat tersebut secara
yuridis mempunyai posisi hukum dalam hukum penda‘nﬂaran tanah di Indonesia,
karena sesual pasal 24 ayat 2 Peraturan Per_nen‘ntah Nomor 24 Tahun 1887
yang pada pokoknya menentukan |_J_ahwa dalam hal tidak ada lagi tersedia
secara lengkap alat-alat pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan
berdasarkan kenyataan penguasaan fislkk bidang tanah yang bersangkutan
selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran,

dengan syarat penguasaan fisik tersebut dilakukan dengan itikad baik dan tidak

ada yang Keberatan ;

Menimbang, bahwa - béTdasarkan fakta tersebut, Pengadilan
berpendapat bahwa oteh karena Para Penggugat selain Penggugat [ atas nama
Banadji telah r_nenguas.ai fisik di sebagian tanah yang telah diterbitkan dbyek
sengketa - obyek sengketa dengan disertai pelunasan atau pembayaran luran
Pembangunan Daerah atau Pajak Bumi Bangunan, maka secara yuridis
mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatah a quo, karena
kepentingannya merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa
- obyek sengketa, dengan demikian eksepsi dari Tergugat | dan Tergugat II

dimaksud tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima ; ———

Menimbang ..........
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Menimbang, bahwa selarfljumya Pengadilan akan mempertimbangkan
eksepsi kedua dari Tergugat | mendalilkan bahwa dalam obyek yang sama
masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilah Negeri Surabaya dalam

Perkara Nornor : 697/Pdt.G/2008/PN.Sby dan belum memperoleh putusan yang

berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, hahwa eksepsi Tergugat | dimaksud tidaklah beralasan
hukum karena obyek sengketa Tata Usaha Negara dengan perkara Perdata di
Pengadilan Negeri Surabaya adalah tidak sama, dan masing-masing dapat
berjalan sendiri-sendiri, hal mana materi gugatan dalam Perkara Nomor :
697/Pdt.G/2008/PN.Sby (Bukti T Il Int.2) adalah tentang perbuatan melawan
hukum yang telah tanpa hak menerbitkan Izin Pemakaian Tanah serta menarik
uang refribusi sewa atas tanah terperkara, sedangkan obyek sengketa a quo
adalah Surat Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang
Pemberian, Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Surabaya yang diterblikan oleh Tergugat | (Bukti T.I-1) serta Sertifikat
Hak Pengelolaan Nomor ; 3!Kelura:han Baratajaya, Tanggal 2 Septernber 1997
atas nama Pemerintah Kotamadya -Daerah Tingkat [l Surabaya, Gambar Situasi
Tanggal 21 Agustus 1997 Nomor : 10472/1997 luas 255.766 m2 (Bukti T.H-

1=T.1l Int.-1), sehingga eksepsi dari Tergugat | dimaksud harus dinyatakan tidak

diterima oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan
eksepsi ketiga dari Tergugat | yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat
kurang pihak karena seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Propinsi Jawa Timur yang memberikan rekomendasi kepada

Tergugat | juga harus turut menjadl plhak dalam perkara Ini ;
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Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20(54. menentukan bahwa
Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan
Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan

kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena
keputusan yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah Surat
Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/I7 Tanggal 8 April 1997 tenfang Pemberian
Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Surabaya yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional serta Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 3/Kelurahan
Baratajaya, Tanggal 2 September 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Surabaya, Gambar Situasi Tanggal 21 Agustus 1997 Nomor:
10472{1997 luas 255,766 m2, yan% diterbitkan cleh Kepala Kantor Pertanahan
Kota Surabaya, maka yang menjadi pihak Tergugat dalam sengketa a quo
adalah Menteri Negara Agrarna / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, tanpa harus menjadikan Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur sebagai pihak

Tergugat dalam perkara ini dengan demikian maka eksepsi ketiga Tergugat |

harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan

eksepsl pertama Tergugat Il dan eksepsi kedua Tergugat Il Intervensi mengenai

tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Il dengan mendasarkan ljin

Pemakaian Tanah atas nama Para Penggugat yang dikeluarkan oleh

Pemerintah ...........
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Pemerintah Kota Surabaya telah dapat diketahui bahwa ‘atas tanah obyek
sengketa telah terbit Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat I} Surabaya merupakan dalil yang tidak berdasar
karena sesuai bukti T.II Int-3 sampai dengan T.1l int-13 membuktikan bahwa
dalam pemberian ijin pemakaian tanah kepada Para Penggugat, Terguga_t‘ll
Intervensi tidak mempertimbangkan adanya keberadaan obyek sengketa -

obyek sengketa, karenanya dalil Tergugat Il dan Tergugat ll Intervensi tersebut

tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat Il Intervensi yang méndalilkan
bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu dengan mendasarkan pada
ketentuan pasal 30 ayat 2 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1957
telah Iev;rat 5 tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Penga'dllan
mengenai data yang dibukukan juga merupakan dalil yang tidak beralasan
hukum karena sesuai ketentuan pasal 55 telah menentukan bahwa gugatan
dapat diajukan sejak diterimariya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha
Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak
yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu dihitung
sejak mengetahui Keputusan Tata Usaha N-egara yan.‘g felah merugikan
kepentinganya tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung Republik indonesia

Nomor : 41.K/TUN/1994 Tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor

270 K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002) ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya dan dalil
tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Tergugat Il Intervensi adatah
bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 29 Juli 2008 dalam
acara sidang pembuktian perkara perdata di Pengaciilan Negeri Surabaya

Nomeor : 697/Pdt.G/2008/PN.Sby., sehingga dalil tersebut dijadikan fakta hukum
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bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 28 Juli 2009. Oleh
karena Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Taﬁ Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 22 Cktober 2008, maka gugatan diajukan Penggugat
masih belum lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal §5 Undang-Undang
Nm_:nor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan

demikian dalil Tergugat il dan Tergugat Il Intervensi tersebut tidak berdasar dan

harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan
mengenai eksepsi kedua Tergugat || dan eksepsi pertama Tergugat [l Intervensi

mengenai gugatan Penggugat adalah kabur dan prematur, dengan

pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mencemmati gugatan Penggugaf, bahwa
yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa a quo adalah surat keputusan
pemberian hak pengelolaan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Surabaya beserta pendaftaran haknya berupa serlifikat hak pengelolaan yang
telah memenuhi unsur-unsur .'Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana
diatur dalam pasal 1 angka 3, sedangkan alasan gugatan Penggugat adalah
Tergugat | dan Tergugat Il dalam menerbitkan obyek sengketa - obyek
sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan bertentangan dengan asas keterbukaan dan asas profesionalitas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004, dan tuntutan pokok gugatan Penggugat adalah agar obyek sengketa —
obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat | dan 'i'ergugat Il dinyatakan

batal atau lidak sah sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 8@ Tahun 2004 ;

Menimbang.............
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Menimbanﬁ. bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan
berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah tidak kabur dan tidak prematur,

sehingga eksepsi Tergugat H dan Tergugat Il Intervensi tersebut tidak beralasan

hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;
DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan gugatan Penggugat,
Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah mendalilkan bahwa Tergugat |
‘dan Tergﬁgat Il dalam menerbitkan obyek sengketa - obyek sengketa telah
bertentangan dengan peraturan perundarig-undangan yang - berlaku dan
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagairﬁana

diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I,
Tergugat Il maupun Tergugat |l Intervensi membantah dalil tersebut yang pada
pokoknya masing-masing dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat | dan
Tergugat Il dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraiuran

perundang-undangan yang beriaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertentangan dalil
dimaksud, selanjutnya Pengadilan akan menguji, apakah Tergugat | dan
Tergugat Il dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik atau tidak ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan

mempertimbangakan mengenai legalitas tindakan Tergugat | dalam

menerbitkan ..........
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menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997

tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat 1l Surabaya ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini, Pengadilan akan
melakukan secara ex tunc, hal mana dalam menguiji obyek sengketa Pengadilan
berpedon.lan pada fakia-fakta dan pera'fturan perundang-undangan yang be-riaku
pada saat ol:;yek sengketa diterbﬂkaﬁ oleh Tergugat |. Selain dari pada itu,

_Pengadilan tidak akan menguji mengenai hak keperdataan atau kepemilikan
atas tanah yang diterbitkan obyek sengketa ya;ig merupakan kewenangan dari
Peradilan Perdata, tetapi hanya menguji mengenai aspek keabsahan obyek

sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat | yang meliputi wewenang, prosedur

dan substansi ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negén'
Nomor 6 Tahun 1972 tenftang pelimpahan wewenang pemberian hak atas
tanah, Menteri Dalam Negeri memberikan Keputusan mengenai permohonan
pemberian, perpanjangan / pembaharuan, menerima pelepasan, izin
pemindahan serta pembatalan : Hak Milk, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Penguasaan, lzin membuka tanah

Negara, yang wewenangnya tidak dilimpahkan kepada Gubernur / Bupati /

Wallkota Kepala Daerah / Kepala Kecamatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional
mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pertanahan

secara nasional, regional dan sektoral, sehingga kewenangan dari Menteri
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Dalam Negeri tersebut sekarang beralih menjadi kewenangan Kepala Badan

Pertanahan Nasional (Tergugat [} ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang diberikan hak pengelolaan
di Kelurahan Baratajaya kepada Tergugat Ul Intervensi seluas 255.766 m2,
maka secara yuridis Kepala Badan Pertanahan Nasional Ri (in casu Tergugat )
berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor
: 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelotaan

Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan

mengenai aspek prosedur Tergugat | dalam menerbitkan obyek sengketa ; ——

Menimbang, bahwa salah satu dasar pertimbangan Tergugat 1
menerbitkan obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam konsideran
“‘Menimbang” huruf a dan ¢, pada pokoknya memperlimbangkan bahwa
Terguéat Il Intervensi mengajukan permchonan hak atas Tanah Negara bekas
Hak Eigendom Verponding yang didasarkan pada penguasaan tanah, sesuai

surat pemyataan Walikotarmadya Kepala Daerah Tingkat 1I Surabaya tanggal

12 Oktober 1995 Nomor : 593/3943/402.5.11/95 ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap keberadaan hak
Eigendom tersebut sebagai alas hak untuk mengajukan permchonan hak oleh
Tergugat [, Tergugat Il maupun Tergugat il Intervensi tidak dibuk_tikan
dipersidangan, sedangkan mengenai pengusaan ﬁsik. tanah oleh Tergugat i
Intervensi sesuai bukti T.lLInt-17, T.1LInt-18, T.Il.Int-19 membuktikan bahwa
Tergugat !l Intervensi menguasai dan mengelola tanah dimaksud sebagai asset
Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 19&!3. sedangkan Penggugat il telah

melakukan pelunasan Pajak Bumi Bangunan (Bukti P-11.1; P-1l.2) ; Penggugat Il

menempati .............
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menempati tanah pada Tahun 1974 dan melakukan pembayaran Pajak Bumi
Bangunan (Bukti P-4, P-1[1.10) ; Penggugat 1V telah melakukan penguasaan

fisik sejak tahun 1967 dan melakukan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (Bukti

P-IV.1 sampai dengan P-1V.10) ;

Menimbang, bahwa seandainya Tergugat 1l Intervensi mendalilkan
adanya hak Eigendom dan menguasai fisik atas tanah yang telah diterbitkan
obyek sengketa, maka dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria
_ seharusnya Tergugat i Intervensi harus s;gera mendaftarkan hak di Kantor
Pertanahan sesuai Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 yang
menentukan bahwa selain Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna

Bangunan maka hamus pula didaftarkan menurut Peraturan Pemerintah

Nomeor 10 Tahun 1961 ialah :

a. Semua hak pakai termasuk yang diperaleh Departemen-Departemen,

Direktorat-Direktorat dan Daerah-Daerah Swatantra sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 ;

b. Semua hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri

Agraria Nomor 9 Tahun 1965 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka saat Tergugat Il Intervensi
menerbitkan ifin pemakaian tanah kepada Para Penggugat (T.Il.Int-3 sampai
dengan T.ll.Int-13) adalah tanpa didasarkan pada alas hak yang sah, karena
pada saat itu Tergugat Il Intervensi belum mempunyai bukti hak atas tanah
dimaksud, sehingga secara yuridis administrative pada dasamya Tergugat 1l

Intervensi tidak mempunyai kompetensi untuk memberikan ijin pemakaian tanah

tersebut ;

Menimbang ............
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}
Menimbang, bahwa Tergugat | dalam menerbitkan obyek sengketa

didasarkan pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (_F'an'ftia A) yang telah
datang ke Kelurahan Barat Jaya untuk mengadakan pemeriksaan apakah ada

keberatan atau tidak terhadap diluluskannya permohonan dari Tergugat |l

Intervensi (Bukti surat T.1-5d) ;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Panitia Pemeriksaan tanah
dimaksud, khususnya dalam riwayat tanah angka 2 menjelaskan bahwa
berdaéarkan surat pemyataan tanggal 12 Oktober 1985 Nomor
593/3943/402.5.11/1995 dari H. Sunarto Sumoprawiro selaku Walikotamédya
Kepalé Daerah Tingkat B Surabaya menerangkan bahwa tanzh seluas
1.115.339 Ha terletak di Keluarahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota
Surabaya adalah betul-betul tanah yang dikuasai / dikelola oleh Pemerintah
Daerah Tingkat [I Surabaya yang dipergunakan untuk pemukiman /
perdagangan / perkantoran / industri / pergudangan. ! fasilitas komersil / fasilitas
sosial secara sewa kepada Pemerintah Kota Surabaya dan selama

dipergunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya tidak ada pihak lain yang

mengklaim atas tanah dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pémeriksaan setempat, bahwa tanah
sebagaimana yang termuat dalam obyek sengketa sudah menjadi pemukiman
penduduk, fasilitas umum, tempat usaha, dan lain-lain. tetapl dari bukti yang
diajukan oleh para pihak dipersidangan tidak ada yang mémbuktikan bahwa
Tergugat | sebelum menerbitkan obyek sengketa Surat Keputusan Nomor
53MHPL/BPN/37 Tanggal 8 April 1897 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas
Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I Surabaya, telah meminta
penjelasan dan keterangan dari para warga masyarakat yang nyata menguasai

dan bertempat tingga! di atas tanah tersebut, khususnya kepada Para
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Penggugat, sehingga tindakan Tergugat | tersebut telah tidak memperhatikan
hak-hak dari warga masyarakat yang selama ini menempati tanah dimaksud, hal
mana keberadaan masyarakat tersebut juga tidak dipergunakan oleh Tergugat |
sebagai bahan pertimbangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor

53HPL/BPN/97 Tanggal 8 Aprl 1897, dan hanya secara sepihak
mempertimbangkan surat pemyataan dari Walikotamadya Kepala Daerah

Tangkat 11 Surabaya saja, karenanya tindakan Tergugat 1 tersebut telah

berientangan dengan asas audi et alteram partem dan asas kecermatan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh perimbangan di atas,
Pengadilan berpendapat Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat 1 telah
terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas audi et

alteram serta asas kecermatan, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan

batal dan diperintahkan kepada Tergugat | untuk mencabutnya ; '

I .
Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengkela yang diterbitkan oleh

Tergugat | telah dinyatakan batal, dan oleh karena ohbyek sengketa yang
diterbitkan Tergugat | tersebut sebagai dasar Tergugat !l untuk menerbitkan
Serfifikat Hak Pengelolaan Nomor : 3/Kelurahan Baratajaya, Tanggal
2 September 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I
Surabaya, Gambar Situasi Tanggal 21 Agustus 1997 Nomor : 10472/1997 luas
255.766 m2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya
(Bukti T.NI-1=T.IL.Int.-1), maka beralasan hukum sertifikat yang diterbitkan oleh
Tergugat il'tersebut mengandung cacat yuridis, sehingga harus juga dinyatakan

batal dan diperintahkan kepada Tergugat !l untuk mencabut sertifikat dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat yang memochon

penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa, Pengadilan berpendapat

pemohonan ...........
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permohonan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena fakta-
fakta yang terjadi dipersidangan tidak memenuhi kriteria atau unsur bahwa
permohonan dimaksud dapat dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal

67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1988 jo. Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai permohonan ganti rugi yang
diajukan Para Penggugat dalam gugatan, oleh karena Para Penggugat tidak.
membuktikan mengenai kerugian nyala yang gialami oleh Para Penggugat

sebagai akibat langsung dari diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat | dan

Tergugat 11, maka permchonan tersebut beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa atas pemmmchonan Para Penggugat apabila
Tergugat | dan Tergugat Il tidak melaksanakan putusan ini, agar Tergugat | dan
Tergugat Il dibebani untuk membayar uang paksa kepada Para Peng_éugat
secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
setiap hari sejak tanggal putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap
sampai dengan Tergugat 1 dan Tergugat I! seczra-a suka rela meiak_sanakan
putusan perkara “in, m_aka Pengadilan berpendapat oleh karena sampai
sekarang peraturan pelaksanaan mengenai pembebanan uang paksa tersebut
belﬁm ada, yang meliputi prosedur pembayz;mn uang paksa dan tanégungjawab

jabatan ataukah tanggung jawab pribadi, maka permohonan dimaksud

beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk

sebagian, sehingga kepada Tergugat {, Tergugat N dan Tefgugat il Intervensi
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harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang

besamya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa alat bukti lain yang belum dipertimbangkan dalam

puitusan ini tidak periu dipertimbangkan lebih lanjut, karena alat bukti tersebut

tidak relevan untuk dipertimbangkan ;

Mengingat, ketenfuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beseria peraluran

perundang-undangan yang berkaitan ;
i

MENGADILY -

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 1| terkait dengan

kepentingan Penggugat atas nama Banadji untuk mengajukan gugatan ; —

- Menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat 1, Tergugat ! dan Tergugat 1|

Intervensi untuk selebihnya ;

Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Penggugat atas nama Banadji tidak diterima ; ~~————

2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

3. Menyatakan batal :

o Surat Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang
Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat || Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat I ;

o Sertifiket ...........

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.
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+ Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 3/Kelurahan Baratajaya, Tanggal
.2 September 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat 11

Surabaya, Gambar Situasi Tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 10472/1997

luas 255.766 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat | ,

4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor:
53/MPL/BPN/7 Tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian Hak Pengelofaan

Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya ;

5. Memerintahkan kepada Terqugat |l untuk mencabut Serlifikat Hak
Pengelolaan Nomor 3fKelurahan Baratajaya. Tanggal 2 September 1987
atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat | Surabaya, Gambar

Situasi Tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 10472/1997 luas 265.766 m2 ; —

6. Menguhukum Tergugat |, Tergugat |l serfa Tergugat Il Intervensi untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar

Rp.542.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupighy} ;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari KAMIS Tanggat 9 Jufi 2009 Oleh
LILIEK EKO POERWANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, KASIM, SH. dan
HAR! SUGIHARTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diuca_pkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Han :
Senin, Tanggal 27 Juli 2009 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh
ANDRY MARSANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan
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Kuasa Hukum Tergugat 1l Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat | dan

Kuasa Tergugat Il
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
V" R
A . ’ Ha
. ' .
~-KASIMSH n LILIEK EKO POERWANTO, SH. -
A
HARI SUGIHARTO, SH.
PAMITER A PENGANTI,
H4
ANDRY WMARSANTO, SH.
Perincian biaya perkara :
1. Pendaftaran gugatan .. Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan .... Rp. 501.000,-
3. Redaksi........conurnene Rp. 5.000-
4. Meterai.........cceevurnene Rp._ 6.000,-
Jumlah .. Rp.542.000,- "(Lima ratus empat puluh dua ribu

rupiah).
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PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA

SALINAN PUTUSAN

Sali inl terdiri dagi : _ . _ C{,
Cereniean o A (...HMA RELAs, ..., ) halaman -
dan setiap halaman diparaf oleh PANITERA / PANITERA PENGGANTI.
Apabila tardapat coretan / Ranvoi, maka pada aiai kiri sejajar
| dangan coratan tersebut diparaf oleh PANITERA ‘/ pm:':_.'m
PENGGANTI yang bersangkutan, .

Status_penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.




P U T U 8 A N
NOMOR : 154/B/2009/PT.TUN.SBY.

“DEMI| KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan

mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1.

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.

R.B. AGUS WIDJAYANTO, SH.,, MHum.,
Direktur Perkara Pertanzhan, Deputi Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia ;

MARDIAT! PERMANA LESTARI, SH., Kepala
Sub Direktorat Perkara Wilayah Hi, Deputi Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan

Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia ;

. SITTI HAFSIAH, SH., Kepala Seksi Perkara Tata

Usaha Negara Wilayah Ill, Direktorat Perkara
Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian dan

Penanganan Sengketa dan Konflik Partanahan,




Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I,
Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan

Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia ,
. ABGRID PRANOWO, SH.CN., Kepala Seksi
Perkara Tata Usaha MNegara Wilayah |,
Direktorat Perkara Perianahan, Deputi Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

Republik indonesia ;

. FARIDA WIDYARTATI, SH., M.SI., Kepala Seksi
Perkara Tata Usaha WNegara Wilayah i,
- Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi Bidang
Pengkaji_an dan Peﬁanganan Saengketa dan
Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia ;

. WAHYU ARTHAMAUJI, SH., Staf Sub Direktorat
Perkara Wilayah Ill, Direklorat Perkara
Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajlan dan
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan,
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;-
. SOFYAN HADI SYAM, SH., Staf Sub Direktorat

Perkara Wilayah |il, Direklorat Perkara

Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian dan




Jalan Sisingamangaragja No. 2 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : Sk.138-X11-2008 tangga! 19 Desember 2008

Selanjutnya disebut ;

TERGUGAT | / PEMBANDING

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA, Tempat
| kedudukén di Jalan Taman Puspa Raya, Blok D-10,
Komplek Citra Raya, Sambikerep, Ketamatan

Lakarsantri Surabaya ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SUYATNO, SH., CN., MH., Kecordinator Saksi
Sengketa, Konflik dan Perkara pada Perwakilan

Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;

2. EKO WIDIYANTO, SST., Staf Seksl Sengketa,
Konfiik dan Perkara pada Perwakilan Kantor

Pertanahan Kota Surabaya ;

3. BUDI WIBOWQ, SST, Staf Seksi Sengketa,

Konflik dan Perkara pada Perwakilan Kantar

Pertanahan Kota Surabaya ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di
Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek
Citra Raya Sambikerep Surabaya, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : ———— et

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.
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SKA/445/X1/2008 tanggal 12 Nopember 2008 ; ——

Selanjutnya disebut sebagal ; -

~——— TERGUGAT Il / PEMBANDING ——

DAN:

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1

Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak

Substitusi Nomor ; 180 f 5428 / 436.1.2 / 2008

tertanggal 27 Nopember 2008 memberikan kuasa '

dengan hak substitusi kepada :

1.

Drs. MOCHAMMAD FADIL, M.Si., Kepala Badan

Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota

Surabaya ;

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH., MH., Kepala
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya ;

Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan

Bangunan Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Substitusi Nomor : 800/1225.1/436.6.8/2008

tanggal 10 Desember 2008 memberikan kuasa

kepada :

1.

BUDI YUSVANDAYAN!, SH., M.Hum., Kepala

Sub Bidang Penyelesaian Sepgi

.Y

& Q
Pengosongarn ; ‘ém‘:"

2. Dra. NOVELIA M.

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.
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Dra. NOVELIJA, SH., Kepala Sub Bidang

Penyuluhan dan Penerbitan ;

THEDDY HASIHOLAN, SH., Staf Bidang

Pengendalian ;

H. THORIQ -ABDUL HAKIM, SP., Staf Bidang

Pengendalian ;

RONNY NOVIANTO, SE., SH., Staf Bidang

Pengendalian ;

SiITl  NURHAYATI, SH., Staf Bidang

Pengendaﬁan ;

YUDHISTIRA, SH., Staf Bidang Pengendalian ;~

Selanjutnya Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Substitusi Nomor ; 180/1385/436.1.2/2008

tertanggal 27 Nopember 2008 memberikan kuasa

kepada :

1.

MT. EKAWATI RAHAYU, SH., Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

MASKUR, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum

pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya ;

. AF. FAJAR F., SH., Staf Sub Bagian Bantuan

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.
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4. IGN. HOTLAN, SH., Staf Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;

5. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH., Staf Sub
Bagian Bantuan Hukum pada Bagian hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

Kesemuanya Warga Negara indonesia, beralamat di

Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya ,;

Selanjutnya disebut sebagai :
~—- TERGUGAT Il INTERVENSI/PEMBANDING —

MELAWAN:

1. TUAN BANADJI, Kewarganegaraan Indcnesia, pekerjaan Pensiunan
Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jalan Bratang
Binangun IV Nomor 3, RT. 1 RW. Vil, Kelurahan
Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya ; -
2. TUAN R. SADEWO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat, bertempat tinggal di Jalan Barata Jaya
Nomor 31 RT. 03 RW. VIl, Kelurahan Barata Jaya,
Kecamatan Gubeng, Kota Sursbaya; bertindak
untuk diri. sendiri dan selaku kuasa Banadj! dkk
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

08 Oktober 2008 ;

3. TUAN KASDIRAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta,

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.
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Wilayah Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya ; ——
4. NY. SOELIJAH dan TUAN SOEHARTONC (suami Istri),
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasts,
bertempat tinggal di jalan Bratang Binangun | Nomor
24 RT 02 RW IX, Kelurahan Barata Jaya, Wilayah
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
08 Oklober 2008 memberikan Kuasa kepada :
R. Sadewo, SH., Soewito, SH., All Indranegara,
S§H., Djoko Sumarsono, SH., CN., DAN Wahyu
Sumardono, SH. Kewarganegaraan Indonesla,
pekerjaan Advokat pada kantor Advokat & Medlator
"Adhyaksa Cakra Yustitia® beralamat hdi Jalan

Baratajaya Nomor 31 Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai ;

———PARA PENGGUGAT / TERBANDING

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya fersebut, selelah

membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal
20 Nopember 2009, Nomor : 154/PEN/2009/PT.TUN.SBY, fentang
Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut pada

tingkat banding;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

110/G/20068/PTUN.SBY ., tanggal'27 Juli 2008 beserta surat-surat laninnya
yang bertalian ; ﬂit.%

TENTANG... wE

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan- Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian-kejadian dan duduk
sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya tanggal 27 Juli 2009 Nomor : 110/G/2008/PTUN.SBY, yang

dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat | dan Tergugat Il terkait dengan kepentingan

Penggugat atas nama Banadji untuk mengajukan gugatan ;

- Menyatakan tidak menaerima eksepsi Tergugat |, Tergugat Il dan Targugat Il

Intervenst untuk selebihnya ;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan gugatan Penggugat atas nama Banadji tidak diterima ;

2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat uniuk sebagian ;

3. Menyatakan batal :

« Surat Keputusan Nomor : 53/HPIL/BPN/97 tanggal 8 April 1997 tentang

Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat Il Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat | ;
« Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 3/Kelurahan Baratajaya, tanggal
2 September 1897 Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daarah Tingkat 1t
Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 10472/1997

luas 255.766 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat | ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat | untuk'mencabut Surat Keputusan

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.



Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I

Surabaya; -
5. Memerintahkan kepa;da Tergugat |l untuk mencabut Sertifikat hak
Pengelolaan Nomor 3/Kelurahan Baratajaya, tanggal 2 September 1997
Atas Nama Pemerintah kotamadya Daerah Tingkat |l Surabaya, Gambar
Situasi tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 10472/1997 luas 255.766 m2 ; -—
6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat Il serta Tergugat Il Intervensi untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar

Rp. 542.000,- (Lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

7. Menoclak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi / Pembanding
telah memohon banding sesuai akia banding tanggal 06 Agustus 2009 Nomo.r :
110/Gf2008/PTUN.SBY, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak
lawan dengan seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 06 Agustus 2009 dengan surat NMomor : W3-
TUN1/1980/K.Per.02.01/VII1/2008 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding telah
memohon banding sesuai akta banding tanggal 12 Agustus 2009 Nomor :
110/G/2008/PTUN.SBY, permohonan mana telah diberitahukan kepada plhak
lawan dengan seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2009 dengan surat Nomor : W3-

TUN1/2021/K.Per.02.01/V111/2009 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat | / Pembanding telah
memohon banding sesuai akta banding tanggal 13 Agustus 2009 Nomor :

110/GI2008/PTUN.SBY, permohonan mana telah diberilahukan kepada pihak

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.
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Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan surat Nomor : W3-

TUN1/2037/K.Per.02.01/VIil/2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah disusul dengan
memori banding Tergugat-ll / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan pada
tanggal 04 Nopember 2009, memori banding mana telah diberitehukan dan

diserahkan kepada lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya pada tanggal 05 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi / Pembanding telah
mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal
05 Nopember 2009, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan
kepada lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada

tanggal 06 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat [If/Pembzanding dalam memiori banding
tersebut pada pokoknya keberatan atas Putusan Majelis Hakim tingkat pertama
dan memohon agar Pengadilan Tinggl Tata Usaha Negara Surabaya memberi
putusan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut ;

1. Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat |l seluruh_nya | ——————
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

gugatan tidak diterima ;

3. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang

timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi/Pembanding dalam memori
banding tersebut pada pokoknya keberatan atas Putusan Majelis Hakim tingkat

pertema dan memochon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.
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Negara Surabaya tersebut dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding [

IntervensiTergugat Il intervenst ;

2. Menerima eksepsi Pembanding 1l Intervensi/Tergugat Il Intervensi ;

3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :
1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

110/G/2008/PTUN.SBY tanggat 27 Juli 2008 ;

2. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya ; ! .
3. Menghukum Terbanding/penggugat/Penggugat Asal dan Terbanding

Intervensi/Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Para

Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, sebelum berkas perkara tersebut dikiim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bearsengketa dleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan
untuk ‘melihat / mempelajari berkas (inzage) masing — masing pada tanggal

30 September 2009 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian
sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Tergugat | /

Pembanding, Tergugat |I/Pembanding serta Tergugat Il Intervensi/Pembanding,

karena masing-masing diajukan masih dalam tenggang wakiu banding serta

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.
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dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1988 jo. Undang Undang
Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2008, maka secara

formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan

banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan
tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggl Tata Usaha Negafa
Surabaya setelah mengadakan musyawarah, baik Hakim-Hakim Anggota
maupun Hakim Ketua Majelis telah memberikan pendapat / pertimbangan
dalam musyawarah tersebut dengan sungguh-sungguh telah tercapai mufakat

secara hulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam

tingkat banding, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Eksepsi :

Menimbang, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan
tentang eksepsi namun temyata lidak semua eksepsi dipertimbéngkan oleh
majelis hakim tingkat pertama utamanya eksepsi tentang kewenangan yang
termuat dalam angka 4. Eksepsi Tergugat 1l/Pembanding (halaman 27 putusan
tingkat pertama) yang pada intinya mengemukakan bahwa hak keperdataan
atas tanah yang tersebut dalam keputusan obyek sengketa masih diuji /
diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya, mengacu pada Yursprudensi
Mankamah Agung Rl Nomor 88K/TUN/1983 tanggal 9 September 1994 bahwa
oleh karena sengketa tersebut masih terdapat sengketa perdala yang masih
dalam Iingkﬁp kewenangan hakim perdata maka sengketa. tersebut harus
diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan umum sehingga Pengadilan Tata

Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara.ini ;

Menimbang bahwa , Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan
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obyek sengketa ternyata masih disengketakan haknya di Pengadilan Negeri
Surabaya dalam perkara perdata Nomor 687/Pdt.G/2008/Pn.Sby yang masih
belum berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya dengan mengacu pada
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl tersebut di atas Majelis Hakim tingkat

banding berpendapat bahwa Peradilan Tata Usaha negara belum berwenang

untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Eksepsi
Tergugat |l /Pembanding tentang kewenangan mengadili adalah terbukti tepat
dan benar beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan

diterima, sedangkan terhadap eksepsi yang selainnya tidak perlu

dipertimbangkan lagi pembuktiannya ;

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi logis diterimanya eksepsi
Tergugat il/Pembanding tentang kewenangan mengadili tersebut, maka
terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan
dalam ‘pokok sengketa ini gugatan Para Penggugat!Terbal;ding harus

dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimban_g bahwa, dengan pertimbangann tersebut maka putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya quor 110 7/ G 7/ TUN / 2008 /
PTUN.SBY tanggal 27 Juli 2009 tidak dapat dipertahankan dan harus
dibatalkan dengan mengadili sendiri sengketa ini di tingkat banding

sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat / Terbanding sebagai pihak
yang kalah, oleh karena itu menghukum mereka secara bersama untuk

membayar biaya yang timbul di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan g
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undangan yang berlaku dan berhubungan dengan sengketa ini, terutama
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun

2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;
MENGADILI:
1. Menerima permohonan banding Tergugat Il Intervensi/Pembanding,

Tergugat /Pembanding dan Tergugat ll/Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal

27 Juli 20098 Nomor 110/G/2008/PTUN.SBY yang dimohonkan banding

tersebut, dan.;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

» Menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding, Tergugat Il/Pembanding dan

Tergugat i Intervensi/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

» Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;

= Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- {Dua ratus lima puluh ribu rupiah} ;

Demikian diiputus dalam rapat musyawarah Maijelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2010
oleh kami, ISMAIL BATURANTE, SH selaku Hakim Ketua 'Majelis, Hi.

ASINONG KANTORO, SH dan SYAMSUL HADI, SH masing-masing selaku

NG
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umum pada hari Selasa, fanggal 05 Januari 2010 oleh Ketua Malelis
didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan ~ dibantu ENCIK
MOHAMAD BADIUZZAMAN, A.Md., SH sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri kedua pthak

yang bersengketa ;
Anggota, - Ketua Majelis,
110 0
Hj. ASINONG KANTORO,SH ISMAIL BATURANTE,SH
SYAMSUL HADL,SH.
Peniteré Penggant,
0

ENCIK M. BADIUZZAMAN, A.Md, SH.

Perincian blaya perkara :

1. Meterai ............oeoovveeeninnnnnens Rp. 6.000,.-
2. Redaksi Putusan .................. Rp. | 5.000,-
3. Leges ....cccccvviemerieiecenecneeee. RPL 3.000,-
4, Persidangan ........cccceeviiennenee. Rp. E 60.000,-
5. Kepaniteraan ...............c.ccceeee. Rp. 176.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

{ Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

0
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PUTUSAN
NOMOR : 107/GI2006/PTUN.SBY. -

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tata Usaha hiegara Surabaya, yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan

acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam

sengketa antara : <
1. Juan_Slauw Budlyanto, Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat
tinggal di Surabaya Jalan Ngagel Madya Nomor 16, RT. 3, RW.

I, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya ;
Yang selanjuinya disebut sebagai ............... PENGGUGAT! ;
2. Tuan Ong Slos Lin, Warga Negara Indonesia, Swasta, bettempat tinggal di
Surabaya Jalan Ngagel Madya Nomor 78, RT. 3, RW. [,

; _ Wilayah Kecarnatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya ;
J5/ ; Yang selanjutnya disebut sebagai .............. PENGGUGAT Il ;
i ' '

3. Tuan All Indranagara, SH., Warga Negara Indonesla, Advokat, bertempat
tinggal di Surabaya Jalan Ngagel Madya VI Nomar 17, RT. 6,
RW., |, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya,
dalam hal ini disamping bertindak untuk diri sendiri, juga
bertindak seba'lgiai Kuasa dari Tuan Siauw Budiyanto, Dkk.

Sebagaimana terdapat dalam Surat Kuasa kesemuanya

terlanggal 08 Oktober 2008 ;

Yang selapjutnya disebut sebagai ............. PENGGUGAT Il ;.
4. Tuan Necky Hartono, Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal
dl Surabaya Jaian Ngagel Jaya- Tengah Nomor 76, RT. 7,
RW. |, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya ; —
Yang selanjutnya disebut sebagai ............. PENGGUGAT IV ;

S5 Tuan..........
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5. Tuan_Ir. A. Rachman s!gﬁ-ﬁdll. Warga Negara Indonesia, Dosen ITS,
' " bertempat tinggal di- Surabaya Jalan Ngagel Madya Vil Nomor |
- 15, RT. 8, RW. i, Wilayah_ Kecamatan Gubeng, Kelurahan

Barata Jaya ;
Yang selanjutnya disebut sebagal eeeeeeenanemn PENGGUGATV ;

6. Tuan_Ir. Soenarso, Warmga Negara Indonesla, Pensiunan Pegawal Negeri,
bertempat tinggal di Surabaya Jalan Ngagel Madya VIl Nomor
17-18, RT. 8, RW. |, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan

Barata_ Jaya ;

¢

‘fang selanjutnya disebut sebagal ............. PENGGUGAT VI ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2008

memberi. Kuasa Khusus kepada= R.. SADEWO, SH.,
SOEWITO,SH., AU _INIjRANEGARA, SH DJOKO
SUMARSONO, SH., CN. Dan WAHYU SUMARDONO, SH.
Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advakat
& Medlator "Adhyaksa Cakra Yustitia® beralamat di Ja;lan

Baratajaya Nomor 31; Surabaya ;
Selanjutnya disebut sebagai .............. PARA PENGGUGAT ;
MELAWAN :
1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Berkedudukan di Jalan Sisingamangarala Nomor 2 Kebayoran

Baru Jakarta Selatan ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. RB. AGUS WIDJAYANTO, SH., M.Hum., Direktur Perkara
Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia ;

2 MARDIATT ..........
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. MARDIATI ' PERMANA LESTARI, ‘_SH.. Kepala Sub
Direkiorat Perkara Wlawh Ill, Direktorat l?erkara
Pertanahan, Deputi Bidang Ffangka]lan dan Penanganan
Sengketa dan Konfik Pertanahan, Badan Perianahan

Naslonal Republik Indonesia ;
. ERY SUWONDO, SH., Kepala' Sub Direktorat Perkara
Wilayah |, Direktorat Perkara Perianahan, Deputi Bldang
Pengkgjian dan Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia ;
. SITT1 HAFSIAH, SH., Kepala Seksi Perkara Tata Usaha
Negara Wilayah Hil, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan, Badan Pertanahan Naslonal ' Republik

Indonesia ;
. RR. RINI[ BUDI UTAMI, SH., Kepala Seksi Perkara Perdata
. Wilayah Ill, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konfiik

Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia ;
. IGN. ARDI SUSANTO, SH., Kepala Seksi Perkara Perdata
Wilayah |, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi Bidang
Pengkajlan dan Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republk

Indonesia ;
. WAHYU ARTHAMAJI SW., SH., Staf Sub Direkiorat
Perkara Wilayabh lll, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi

Bidang ..........
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Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan, Badan Pertanahan Naslonal Republik

Indonesia ;
SOFYAN HAD! SYAM, SH., Staf Sub Direkiorat Perkara
Witayah lll, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi Bldang
Pengkajian dan Penangénan Sengketa dan Konflik

Pertanahan, Badan Pertanahan Naslonal Republik

Indonesia ;

Kesemuanya berkeduduken di Kantor Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia, Jalan Sisingamangaraja No. 2

Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Romor : SK.137-X1{-2008. tanggal 19 Desember 2008 ;

Selanjutnya diseBut ....................cee.eeeeeern. TERGUGAT L :

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA, berkedudukan di

Jalan Taman Puspa Raya, Blok D-10, Komplek Citra Raya,

Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri Surabaya ;

. Dalam perkara Ini memberikan kuasa kepada :

1.

SUYATNO, SH., CN., MH., Keordinator Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara'pada Perwakilan Kantor Pertanahan

Kota Surabaya ; -
EKO WIDIYANTO, SST., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara pada Perwakilan Kantor Pertanahan Kota

Surabaya;
BUDI WIBOWO, SST., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara pada Perwakilan Kantor Pertanahan Kota

Surabaya ;

Kesamuanya.........
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Kesemuanya berkedudukan di Kanltor Pertanahan Kota
Surabaya, Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Kompleks
Citra Raya Sambikerep - Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : SKA/450/X1/2008. tanggal 12 Nopember 2008;
Selanjutnya disebut ................................. TERGUGAT Ii ;

3. WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1

Surabaya;
Dalam perkara ini memberkan kuasa Khusus dengan Hak

Substitusi kepada :

1. Drs. MOCHAMMAD FADIL, MSi. Kepala Badan

L
Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya ;

2. MOH. SUHARTO WARDOYO, SH., MH., Kepala Bagian

Hukumn Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

180/5427/436.1.2/2008 tanggal 27 Nopember 2008, kemudian

memberikan kuasa Substitusi kepada :
1. BUDI YUSVANDAYANI, SH., M.Hum., Kepala Sub Bidang
Penyelesaian Sengketa dan Pengosongan ;

2. Dra. NOVELNA, SH., Kepala Sutb Bidang Penyuluhan dan

Penertiban ;
3. THEDDY HASIHOLAN, SH., Staf Bidang Pengendalian ; —
4. H, THORIQ ABDUL HAKIM, S.P., Staf Bidang

Pengendalian ;

5. RONNY NOVIANTO, SE., SH., Staf Bidang Pengendalian;

8. SITI NURHAYATI, SH., Staf Bidang Pengendalian ;
7. YUDHISTIRA, SH., Staf Bidang Pengendalian ;
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Kesemuanya berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

800/1222.1/436.6.9/2008. tanggal 10 Desember 2008,

kemudian memberikan Kuasa Substitus| kepada :

1. MT. EKAWATI RAHAYU, SH, Kepala Sub Baglan
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum .Sekretariat Daerah

Kola Surabaya ;
2. MASKUR, S.H, Staf Sub Baglan Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
3. AF. FAJAR F, S.H, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Baglan Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
4. TOTOK PRATIKTO, S.H. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum

pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-
5. IGN.HOTLAN H, S.H, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum

pada Baglan Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;—
Berdasarkan Surat .Kuasa  Substitusi Nomor

180/1384/436.1.2/2008 tertanggal 11 Desember 2008 ;

Selanjutnya disebut ................. TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pergadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :
~ Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal
28 Oktober 2008, Nomor : 107.K/PEN.TUN/2008/PTUN.SBY. tentang

Penunjukkan Majelis Hakim ;
~ Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tanggal 29 Oktober 2008, Nomor : 107.HK/PEN.TUN/2008/PTUN.SBY.

tentang penentuan hati dan tanggal pemeriksaan persiapan ;

- Penelapan............
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- Penetapan Ketua Maelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya -
tanggal 18 Desembar 2008, Nomor : 107.HK/PEN.TUN2008/PTUN.SBY.

tentang penentuan hari dan tanggal persidangan ;
- Pemohonan pihak ketiga tanggal 27 Nopember 2008 nomor
180/1271/436.1.2/2008 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara

Nomor : 107/G/2008/PTUN.SBY ;

- Putuaan_ Sela tanggal 21 Januari 2009 fentang masuknya pihak Intervensi

dalam perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN.SBY :
— Seluruh berkas perkara Nomor : 107/G/2008/PTUN.SBY beserta seluruh

lamplran yang terdapat di dalamnya ;

- Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa

dl persidangan ;

— Setelah mendengar keterangan dafi saksi-saksi yang bersengketa

di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Meplmbang.- bahwa Penggugat de-ngan Surat gugatan tertanggal
14 Oktober 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2008, setelah melalui proses Pemeriksaan
Persiapan Surat Gugatan tersebut ielah diperbaiki dan diterima oleh Majelis

Hekim pada tanggal 18 Desember 2008 dengan mengemukakan alasan-alasan

sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat

Keputusan Tata Usaha Negara, masing-masing :
a. Surat Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/1897, tanggal 08 April 1997
tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat-ll Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat i ;
b. Sentipika........
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b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1.'-Kelurahgn' Baratajaya, Kecamatan
Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1897,
Nomor : 10470/97, seluas i31.076 M-2, atas nama Pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat-ll Surabaya, yang diterbitkan oleh

_ Tergugat-l ;

2. Bahwa Surat Keputusan Tata..Usaha Negara atau unfuk selanjutnya dapat
disebut sebagai obyek gugatan, baru Para Penggugat ketahui pada tanggal

29 Juli 2008, ketika obyek gugatan dimaksud dlajukan oleh Walikota Kepala
Daerah Tingkat il Surabaya selaku Tergugat dalam acara\sidang pembuktian
perkara daftar Nomor : 697/PdiG/2008/PN.Sby. di Pengadilan Negeri
Surabaya ; oleh karena itu, dengan dasar Pasal 55 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu

mengajukan gugatan perkara ini masih memenuhi syarat yang ditentukan

oleh Undang-Undang, sehingga harus dinyatakan diterima ;

3. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/1997, tanggal 08 April 1997
tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat-ll Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat-! dimaksud,
kemudlan dijadikan dasar oleh Tergugat-ll untuk menerbitkan Sertipikat Hak
Pengelolaan Nomor 4, Kelurahan -Elamtajaya. Kecamatan Gubeng, Kota
Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor : 10470/97,

seluas 131.076 M-2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat [!

Surabaya, dengan batas-batasnya sebagal berikut :

— Sebelah Utara : Jalan Ngagel Jaya Tengah ;
- Sebelah Timur ¢ Jalan Ngagel Wasono ;

— Sebelah Selatan  : Jalan Ngagel Jaya Sefatan ;
- Sebelah Barat : Jalan Ngage! Tama ;
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4, Bahwa obyek gugetan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I
Surabaya disebutkan, bahwa ﬂwaya.t bldang tanah ob);ek gugatan berasal
darl Tanah Negara bekas Eiandom Verponding 1304 ; Namun den;ikian.
seandainya benar — quod nbn — riwayat bldang tanah obysk gugatan
merupakan Tanah Negara bekas Eigendom Verponding 1304 sisa, maka
secara hukum, Para Penggugatlah yang mendapat prioritas untuk

memperoleh alas hak dari sebagian atas bidang tanah obyek gugatan

perkara ini, dikarenakan :

a. Penggugat-l telah membeli sebagian. dari luas bidang tanah obyek
gugatan dan pada tahun 1992, telah menguasai, menempati dan
mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 188.5 M-2,
tertetak di Surabaya, Jalan Ngagel Madya Nomor 16, RT. 3, RW. |,

Wilayah Kecamaten Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas-

batas :
— Sebelah Utara : Jalan Ngagel Madya Nomor 14 ;
— SebelahBarat : Jalan Ngagel Madya V Nomor 3 ;

Sebelah Selatan : Jalan Ngagel Madya Nomor 18-20 ; .

Sebelah Timur : Jalan;:

b. Penggugat-ll telah membeli sebagian dari [uas bidang tanah obyek
gugatan dan pada tahun 1976, telah menguasal, menempati dan
mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 245 M-2,
ter!etélg di Surabaya, Jalan Ngagel Madya Nomor 78, RT. 3, RW. |,

Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas-

batas :
~ SebhefahUtara : Jalan Ngage! Madya Nomor 76 ; —————~
~ SebelahBarat : Jalan Ngage! Madya Nomor V/67 ;

-~ Sehelsh.............
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— Sebelah Selatan : Jalan Ngagel Madya Nomor 80 ;

~ Sehelah Timur : Jalan Raya Ngagel Madya ;
¢. Penggugat-lll telah membeli sebagian dar luas bidang tanah obyek
gugatan dan pada tahun 1981, telah menguasai, menempati dan
mendirikan bangunan rumah diatas sebldang tanah seluas +/- 176 M-2,
terlotak di Surabaya, Jalan Ngage! Madya V1 Nomor 17, RT. 6, RW. |,
Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas-

batas :
— Sebelah Utara : Jalan Ngage! Jaya Tengah ;
—~ Sebelah Barat : Jalan Ngagel Madya VI Nomor 15 ;

Sebelah Selatan : Jalan Ngagel Madya Vi ;

— Sebelah Timur : Jalan Ngagel Madya VI Nomor 19 ;

d. Penggugat-IV telah membeli sebaglan dari luas bldang tanah obyek
gugatan dan pada tahun 1980, telah menguasai, menempati dan
mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 218,50 M- ~
2, terletak di Surabaya, Jalan Ngagel Tengah Nomar 78, RT. 7, RW. |,

Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan batas-

batas :
— Sebelah Utara : Jalan Umum Ngagel Jaya Tengah ;
— Sebelah Barat : Jalan Ngagel Jaya Tengah 74 ;

Sebelah Selatan : Batas Tembok Belakang ;

Sebelah Timur : Jafan Ngagel Jaya Tengah 78 ;

e. Penggugat-V telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek
gugatan dan pada tahun 1980, telah menguasai, menempati dan
mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 200 M-2,

terletak dl Surabaya, Jalan Ngagel Madya VIl Nomor 15, RT. 8, RW. |,
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Wilayah Kecamatan Gubeng, Keluraﬁan Barata Jaya, dengen batas-

batas :
- SebelahUtmra : Rumah Gang Vil Nomor 14 ;
— SebelghBarat : Rumah Gang Vii Nomor {1A;

Sebelah Selatan : Jalan Ngagel Madya Gang VI ;

— Sebelah Timur : Rumah Gang Vil Nomor 17 ;
f. Penggugat-Vl telah membeli sebagian dari luas bidang tanah obyek
gugatan dah pada tahun 1984, telah menguasai, menempati dan
mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas +/- 284,875
M-2, terietak di Surabaya, Jalan Ngagel Madya Vill Nomor 17-19, RT. 8,
RW. |, Witayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, dengan

batas-batas :
— SebelahUtara : Rumah Bapak Scewadji;
— SehbelahBarat : Jalan;

Sebelah Selatan : Rumah Ny. Sumartini-Bapak Sugiono ;

Sebelah Timur  : Rumah Drg. Ambar Utari ;

5. Bahwa oleh karena riwayat beberapa bidang tanah sebagaimana Para
Penggugat uraikan dalam point 4.a sampai dengan g fondamentum petendi
diperoleh dari hasil pembelian baik dari Para Petani maupun dari Subyek
Hukum lain yang berhak, maka sebagai pemilik, Para Penggugat telah pula
membayar luran Pendapatan Daerah (IPEDA) sekarang Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), yang hal demikian merupakan kewajiban hukum yang

harus ditakukan oleh setiap warga bangsa ;

6. Bahwa sebagai Pembeli sah dan berntikad baik, Para Penggugat
berkehendak untuk mengurus alas hak kepemilikan atas beberapa bidang

tanah yang telah Para Penggugat beli, kuasai, tempati dan dimanfaatkan

untuk...........

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.



12

untuk perumahan serta usaha-usaha lain dimaksud ke Kantor Agraria
Kotamadya Daerah Tingkat )} Surabaya dengan melengkapi dokumen-

dokumen yang dipersyaratkan sebagai kelengkapan permohonan hak atas

tanah ;

. Bahwa kehendak untuk mendapatkan alas hak kepemilkan atas beberapa
. bidang tanah dimaksud, temyata menjadl pupus, karena tanpa alasan |elas

dan berdasarkan hukum, Para Tergugat telah menerbitkan obyek gugatan,

berupa :
a. Surat Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/1997, tanggal 08 Aprll 10887

tentang Pemberlan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat Il Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat-l ;

b. Sertiplkat Hak Pengelolaan Nomor 1, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan
Gubeng, Kota Surabaya, ::Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997,
Nomor : 10470/97, seluas 131.076 M-2, atas nama Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat-l, Surabaya, yang diterbitkan oleh

Tergugat-Il ;

. Bahwa terbitnya obyek gugatan dimaksud jelas tidak sestrai dan

bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun

1961 teﬁtang Pendaftaran Tanah, karena :

- 8. Bidang taneh seluas 131.076 M-2 adalah bukan merupakan bidang tanah

datam keadaan kosong ;

b. Sebagian dari bidang tanah seluas 131.076 M-2 tersebut telah ditempati
oleh warga dan incasu Para Penggugat yang lebih dari 20 tahun lamanya

telah menguasal, menempati untuk perumahan dan untuk keperiuan

usaha_ :
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c. Para Penggugat dan warga lain tidak pemah tahu dan tidak pemah
diberitahu oleh Tergugat-l, ketika diadakan pengukuran’ ; Padahal,
sesuai hukum, ketka mengadakan kegiatan pengukuran tanah obyek

gugatan, setidak-tidaknya harus diketahui oleh warga sekitar incasu Para

Penggugat ;

9. Bahwa dengan mengacu pada kefentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perbuatan

Tergugat-1 dan Tergugat-1l, adalah :

a. 'Bertentangan dengan azas Keterbukaan dan azas Profesionalitas ;
b. Bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yailu :-

- Bertentangan dengan azas Keterbukaan dan azas Profesionalitas ;: —

10.Bahwa oleh Kkarena itu, terhadap Surat Keputusan WNomor
53HPL/BPN/1997, tanggal 08 Aprl 1987 tfentang Pemberan Hak
Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat-ll Surabaya
yang diterbitkan oleh Tergugat-l dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1,
Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi
tanggal 21 Agustus 1997, Nomor : 10470/97, seluas 131.076 M-2 atas nama

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya yang diterbitkan oleh

Tergugat-l harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

11.Bahwa berkaitan dengan dinyatakannya batal atau tidak sah atas Surat
Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/1997, tanggal 08 April 1997 tentang
Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat |l Surabaya dan Sedipikat Hak Pengelolaan dimaksud, maka

Tergugat-l dan Tergugat-Hl atau Para Tergugat harus dihukum untuk

diperintahkan, agar mencabut obyek gugatan berupa :

a. Sural...........
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a. Surat Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/1897, tanggal 08 April 1997

tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat-1l Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat-i ;
b. Sertiplkat Hak Pengelotaan Nomor 1, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan

Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997,
Nomor : 10470/97, seluas 131.076 M-2, atas nama Pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat-Il Surabaya, dengan batas-batas :

Sebelah Utara . Jalan Ngagel Jaya Tengat ;

— Sebelah Timur : Jalan Ngagel Wasono ;

— Sebelah Sefatan : Jalan Ngagel Jaya Selatan ;

Sebelah Barat : Jalan Ngagel Tama ;

- Yang diterbitkan oleh Tergugat-l ;

12.Eit_ahwa terbitnya oby'ek gugatan dimaksud, telah menghambat Para
Penggugat untuk mendapatkan alas Hak kepe-r'nilikan atas bidang tanah
obyek gugatan, karena apabila terbit Sertipikat Hak Milik Atas Tanah atas
nama Para Penggugat, dapat dipastikan, bahwa bukii Sertipikat Hak Milik
dimaksud dapat dipakail sebagat jamin'an untuk mendapatkan modal usaha,

sehingga dengan modal usaha yang diperoleh dapat dipakai untuk usaha

dan akan mendapatkan keuntungan ;

_ 13.Bahwa oleh ksilrena itu, dengan dasar ketentuan Pasal 97 ayat 10 Jo. Pasal
1;0 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tat-.";\ ‘Usaha Negara, maka Tergugat-l dan Tergugat-ll atau Para Tergugat
harus dibebani kewajiban untuk membayar uang ganti rugi kepada Para

Penggugat, masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara

tunai dan sekaligus ;

14. Bahwa............

—_—
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14.Bahwa begitu pula, apabila Temgugat-l dan Tergugat-ll atau Para Tergugat
tidak melaksanakan putusan perkara Ini, maka dengan mengacu pada
ketentuan pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor & Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor § Tahun 1886 Peradilan Tata
Usgha Negama, Tergugat-i dan Tergugat-ll atau Para Tergugat harus
dibebani untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat
secara tunei dan sekaligus, masing-masing sebesar Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) sgtiap ha::ri, dih?tung sejak tanggal putusan perkara Ini
dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan Tergugat-I

dan Tergugat-ll atau Para Tergugat secara sukarela melak'sanakan putusan

perkara ini ;
15. Bahwa menglngat gugatan perkara inl disebabkan oleh perbuatan Tergugat-|
dan Tergugat-i| atau Para Tergugat yang telah menerbitkan obyek gugatan,
yang pada akhimya dengan terpaksa Para Penggugat harus mengajukan
gugatan tergadap Tergtigat-l dan Tergugat-ll ateau Para Tergugat, maka
adalah tepat dan memenuhi syarat hukum, manakala Tergugatl dan
Tergugat—il atau Para Tergugat harus pula dihukum untuk secama bersama-

sama membayar beaya perkara yang timbul berkaltan dengan putusan

perkara Inl ;

168.Bahwa sangat dikhav;ratlrkan. bahwa sebagian bldang tanah dari fuas tanah
dalam Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1, Kelurahan Baratajaya,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus
1997, Nomor : 10470/97, seluas 131.076 M-2, petunjuk Nomor :
D.4.301.355311n/1997 dimaks!ud akan dialinkan kepada Pihak Ke 3 (tiga)
lain; Sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 67 (2) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
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telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Parubahan atas Umdang-Undang Nomﬁr 5 Tahun 1986, l:ﬁengharap
perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan / atau
Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sﬁrabaya yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, terlebin dahulu menerbitkan suatu

Penetapan, yang berisi periniah kepada Tergugat-l dan Tergugat-ll atau

Para Tergugat, untuk :

a. Me.larang Tergugatl dan Tergugat-ll atau Para ITergugat menerbitkan
alas hak apapun diatas bidang tanah dalam Serﬁpi{_cat Hak PGHQQI.OI;&H
Nomor 1, Kelurshan Bs;ratajaya\. Kecamatan Guber;g. Kota Surabaya,
Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor : 10470/97, seluas

131.076 M-2, atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat-ll

Surabaya, dengan batas-batas :

Sebelah Utara :  Jalan Ngagel Jaya Tengah ;

— Sebelah Timur  : . Jalan Ngagel Wasono ;

Sebelah Selatan :  Jalan Ngage! Jaya Selatan :

Sebelah Barat ': Jalan Ngagel Tama ;

Sampai dengan putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan

hukum tetap ;
Afas kejadian yang telah Para Penggugat uraikan diatas, mengharap
perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan / atau

Malelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, memutuskan:
Dalam Penundaan :

— Melarang Tergugat-l dan Tergu'g_at-ll atau Para Tergugat menarbitkan
Surat Keputusan atas bidang tanah, dalam Sertipikat Hak Pengelolaan
Nomor 1, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya,

Gambar..........
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Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor : 10470/97, seluas

131.076 M-2, atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat-it

Surabaya, dengan batas-batas :

: Sebelah Uara : Jalan Ngagel Jaya Tengah ;

— Sebelah Timur : Jalap Ngagel Wasono ;

Sebelah Selatan : Jalan Ngagel Jaya Selatan ;

Sebelah Barat : Jalan Ngagel Tama;

]

Sampal dengan putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kékuatan

hukum tetap ;
Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-l, I, Ili, IV, V dan VI atau Para

Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

a. Surat Keputusan tanggal 8 April 1997, Nomor : 53/HPL/BPN/1987,
tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah

Kotamadya Daergh Tingkat-ll Surabaya yang diterbitkan oleh

‘ Tergugat-l ;
b. Serh:pikat Hak Pengelolaan Nomor 1, Kelurahan Baratajaya,
Kecamatan Gubeng, ‘IKo.ta Surabaya, Gambar Siuasi tanggal
21 Agustus 1997, Nomor : 10470/97, seluas 131.076 M-2, atas nama

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat-ll Surabaya, dengan batas-

batas :
— Sebelah Utara : Jalan Ngagel Jaya Tengah ;
— Sebelah Timur : Jalan Ngagel Wasono ;

- Sebelah Selatan : Jalan Ngagel Jaya Selatan ;
- Sebslah...........
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- Sebelah Barat : Jalan Ngage! Tama;
Atas nama Pemerintah 'Kotamadya Daerah Tingkat-1l Surabaya, yang

diterbitkan oleh Tergugat-l ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat-1, untuk :

~ Mencabut Surat Keputusan Tergugat-! (Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional) tanggal 8 April 1997, Nomor :

53/HPL/BPN/1997, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat-ll Surabaya ;

4. Memerintahkan kepada Targugat-If, untuk :
— Mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1, Kelurahan
Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi
tanggal 21 Agustus 1997, Nomar : 10470/97, seluas 131.076 M-2,

atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat-ll Surabaya,

dengan batas-batas :
— Sebelah Utara  : Jalan Ngage! Jaya Tengah ;
— Sebelah Timur : Jalan Ngagel Wasono ;

{

Sebelah Selatan : Jalan Ngagel Jaya Selatan ;
£

Sebelah Barat : Jalan Ngagel Tama;

Atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat-ll Surabaya, yang

diterbitkan oleh Tergugat-Ii ;
5. Membebankan kepada Tergugat-! dan Tergugat-!l atau Para Tergugat
membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, masing-masing sebesar

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), secara tunai dan sekaligus ;

8. Membebankan kepada Tergugat-l dan Tergugat-ll atau Para Tergugat
membayar uang paksa (Dwangsom), masing-masing sebesar

Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan

melaksanakan..............
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melaksanakan putusan perkara inl kepada Para Penggugat secara tunai
dan sekaligus, dihitung sejak tanggal putusan perkara ini dinyatakan
mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan secara sukarela

Tergugat-! dan Tergugat-lt atau Para Tergugat melaksanakan seluruh

putusan perkara ini ;

Menghukum Tergugat-l dan Tergugat-il atau Para Tergugat membayar

beaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak

Tergugat-l telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada

persidangan tanggal & Januari 2009, yaitu sebagai berikut :

l. DALAM EKSEPSI :

1.

Bahwa Tergugat-! menolak selurub dalil-dalil Para Penggugat, kecuali

terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
Pengl;gugat tidak berkualiths (Disqualificatoire Exeptie)

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1886 |o. Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas
dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan
yang dirugikan, Dalam perkara a quo Para Penggugat bukanlah
sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam
mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak
terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukan adanya
hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah yang

telah diterbitkan keputusan a quo (selanjuinya dikatakan tanah a quo)
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dan secara serta merta mendalikan sebagal plhak yang berhak

memperaleh prioritas atas tanah a quo;

- Tergugat tegaskan demikian karend dasar klalm kepemilikan Para
Penggugat sebatas menyatakan telah membeli dari plhak yang tidak
jelas status.hukumnya batk dalam hal penguasean maupun hubungan
hukumnya dengan tanah a quo, mengingat tanah a quo semula
merupakan tanah bekas Elgendom Verponding No. 5853 dan No.

1304/Sisa atas nama Gemente Scerabaya yang sekarang disebut

dengan Pemerintah Kota Surabaya ;

Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Para Penggugat tidakiah
mempunyai kbmpetensi dan kapaslitas dalam mengajukan gugatan,
oleh karenanya Tergugat | memchon kepada Majelis Hakim Yang
Terhomat untuk barkenqn kiranya menolak gugatan Penggugat atau

sefidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Gugatan dlajukan dengan obyek yang sama atas perkara yang maslh
dalam proses pemeriksaan (Litispendentie Exceptie).

Sebagalmana dalam gugatan Para Penggugat dapat Tergugat
tegaskan bahwa keputusan a quo telah menjadi obyek perkara di
Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara No.
697/Pdt.G/2008/PN.Sby. dan belum memperoleh suatu putusan yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Sehingga untuk tetap
menjamin konsistensi dalam arli tidak terdapat putusan pengadilan
yang :saling bertentangan, mengingat dalam tingkatan pelaksanaannya
banyak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan satu
dengan lainnya, oleh karenanya Tergugat | memohon kepada Majelis

Hakim Yang Terhormat agar berkenan untuk menolak gugatan

Pengqugat............

!
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Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat

diterima ;
4. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Contraktum)
Bahwa uniuk menggugat subyek hukum berupa suatu institusi yang
lebih rendah secara hierarkis harus disebutkan terlebih dahulu institusi
yang secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya kemudian baru institusi
yang lebih rendah hierarkisnya dan seterusnya sampal dengan institusi
vang paling rendah secara hierarkis dituju dalam_gugatan, sehingga
ada tingkatan secara gradual. Terleblh dalam perkara ini terdapat
institusi .yang berperan dalam proses pembuatan Surat Keputusan
a quo, yakni Kepala -Kéntor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Timur yang memberikan rekomendasi sebagaimana
dalarn surat tanggal 27 Juni 1986 No. 560-235-7790, cleh karenanya
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional -Propinsi Jawa
Timur mutlak harus turut menjadi pihak dalam perkara int, karena tanpa
peran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Jawa Timur tidak akan terbit Surat Keputusan a quo sehingga gugatan
Para Penggugat terbukti kurang pihak. Oleh karena itu untuk leblh
. menjamin dan tetap terpeliharanya terfib administrasl sebagalmana
yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, Tergugat | memohon kepada Majelis Hakim Yang
Terhormat untuk berkenan menyataken bahwa gugatan Penggugat

kurang pihak dan sekaligus menclak gugatan Penggugat atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Il. DALAM PENUNDAAN :

Bahwa Tergugat-l menolak permohonan penundaan yang disampaikan oleh

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.



22

Para Penggugat dalam gugatannya karena hal terg.ebut bertentangan
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Peradllan Tata Usaha Negara sebagaimana yang
tertuang pada pasal 67 ayat (1) dan (4) yang selengkapnya berbunyi sebagai

berikut :

s Ayat (1)
Bahwa gugatan Tata Usaha Negara tidak menunda atau menghalangi

dilakukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta

tindakan Badan atau Pejabélt Tata Usaha Negara yang digugat ;

= Ayat(4)
Dapat dikabulkan apabita terdapat keadaan yang sangat mendesak yang
mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan

Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;
Berkenaan dengan pasal 67 ayat (4) tersebut di atas, tidak terdapat
f(e_pentingan yang mendesak dari Para Penggugat maupun kerugian yang
ditimbulkan, mengingat tanah a quo berada dalam penguasaan pemerintah
daersh dimana tanah a quo merupakan asset Negara yang tidak dapat
dengan mudah dialihkan kepada pihak manapun, sehingga kami

berpendapat bahwa permohonan penundaan tersebut cukup berlebihan ; —
. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat | memchon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar
segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan

sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara

inf ;
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2. Bahwa Tergugat | menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para

Penggugat kecusli terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas ; ——

3. Bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Agrara / Kepala Badan
Pertanahan Nasional tanggal 8 April 1997 No. 53/HPL/BPN/97 tentang
Pemberian Hak Pengelolaan Ata;. Nama Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat I Surabaya diterbitkan atas dasar usulan atau rekomendasi
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur
dalam surat tanggal 27 Jijni 1996 No. 560-235-7780 Jo. Surat Kepala
Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tangga! 2 Mel 1896 No. 560.1-
5891, No. 560.1-5882, No. 560.1-5885 dan No. 560.1-5896 sebagai
tindak lanjut terhadap permohonan yang diajukan Wallkotamadya Kepala
Daerah Tingkat Il Surabaya sebagaimana dalam surat tanggel 15
Agustus 1994 dan tanggal 11 Januari 1886, dimana hal tersebut éejalan
dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Me|'1teri Dalam Negeri Nomor &
Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah
dan ketentuan Pasal 28, 29 dan 30 Peraturan Menteri Dalam‘ Negeri

Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara

Pemberian Hak Atas Tanah ;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatan pada angka 4"
gampai dengan 5" halaman 3" sampai dengan "4" yang pada intinya
menyatakan “Para Penggugat telar_: . memperaoleh tanah a quo
berdasarkan jual beli dari Para Petani maupun subyek hukum [ain yang
berhak pihak lain® adalah merupakan dalil yang keliru dan harus
dikesampingkan. Tergugati | tegaskan, sebagaimana dalam gugatannya
Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas dasar perolehan

tanah a quo dan semata - mata mendalilkan perolehannya dilakukan

berdasarkan...........
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berdasarkan jual beli, ]l.'l-sll'-l..l"-.'da]il Para Penggugat fersebut harus
dipe;tanyakan terkait keabs_atjan atau legalitas pihak yang telah
; melakukan pengalihan tanal ;'q.uo kepada Para Penggugat, mengingat
tanah a quo merupakan tanah Elge'ndc;ni Verponding No. 5853 dan No.
1304/Sisa atas nama Gamen_ge Soerabaya yang pada saat ini disebut
dengan Pemerintah Kota ?oerébaya. Dengan If:_aln fain tanah a quo
merupakan asset Pemerintéh Daerah yang secaré global merupakan

asset Negara dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara ;

. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam surat gugatan pada angka
"8" sampai dengan “12" halaman "5" sampai dengan "6" pada intinya
menyatakan “"terbiinya obyek gugatan dimaksud jelas tidak sesuai dan
bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1861 dan mengacu pada ketentuan Pasal §3 ayat (2) a
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka perbuatan Tergugat telah
bertentangan dengan peraturan dan Asas-asas Umum Pemerintahan
Yang Béik, sehingga Surat Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/1997

tanggal 8 April 1997 harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Dalil Para Penggugat tersebut adafah dan tidak benar, Tergugat |
tegaskan, penerbitan keputusan a quo telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah
dilakukan secara cermat. S;ebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia
Pemeriksaan Tanah (Panitia A) tanggal 6 Maret 1996 Nomor
144/HPL/N/GS, Nomor : 143/HPL/NSE, Nomor : 141/HPLAN/GE telah
ditegaskan bahwa tanah a quo merupakan tanah bekas Eigendom

Verponding No. 1304 dan No. 5853/Sisa atas nama Gemente Soerabaya

yand......,.,.
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yang saat ini merupaken Pemerintah Kota Surabaya, sehingga
penerbitan keputusan a quo telah ditujukan kepada pihak yang berhak
dan secara sah menurut hukum mengingat tanah a quo merupakan asset
dari Pemerintah Kota Surfbaya. justru sebaliknya Penguasaan Para
Penggugat atas tanah a quo tersebut dapat dikatakan telah dilakukan

dengan tanpa hak, dengan demikian terbukii dalil Para Penggugat

tersebut tidak beralasan ;

. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam surat gugatan pada angka
*13 sampai dengan "15" halaman "6" yang pada Intinya menyatakan
"berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 10 Jo. Pasal 120 ayat 2 dan 3
Undang-Undang Nomor § Tahun 1886 maka Tergugat harus dihukum
untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar
Rp.5.000.000,- Apabila Tergugat tidak melaksanakan, berdasarkan
ketentuan Pasal 116 ayat4. Undang-Undang Nomor § Tahun 1986 Para

Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada

Para Penggugat secara funai sebesar Rp.10.000.000,- ;

Dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar, Tergugat | tegaskan
permohonan Para Penggugat dalam menuntut ganti rugi atas terbitnya
keputusan a quo tidak didasarkan pada fakta hukum yang ada.
Sebagaimana telah Tergugat | tegaskan bahwa Para Penggugat bukan
pihak yang sah menurut hulg_um sebagai pemillk tanah a quo,
dikarenakan Para lé'enggugat tidak dapat menunjukan adan-ya hubunga_n
hukum yang jelas dalam mengklaim kepemilikan tanah a quo, mengingat
dasar perolehan Para Penggugat tidak dilakukan dengan pihak yang
secara sah menurut hukum berhak untuk mengalihkan tanah a quo.

Terebih Para Penggugat tidak mempunyai suatu dasar hukum atau

kondisi...........
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kondisi hukum yang kuat yang menyatakan bahwa Para Penggugat
merupakan pihak yang berhak atas tanah a quo. Dengan demikian

terbukti tuntutan Para Penggugat tersebut sangat beriebihan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat | uraikan tersebut di atas, bersama

Ini dengan hommat Tergugat | memohon kepada Majelis Hakim untuk

berkenan kiranya menyatakan :

I. Dalam Eksepsi :

— Menerima eksepsi Tergugat | untuk seluruhnya ;

Il. Dalam Penundaan :

- Menclak permohonan penundaan Para Penggugat terhadap Surat

Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat ! ;

lll. Dalam Pokok Perkara :

— Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
— Menyatakan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional tanggal 8 April 1997 No. 53/HPL/BPN/97 adalah

sah dan berharga ;

— Menghukum Para Penggugat unfuk membayar segala blaya yang

timbul dengan adanya gugatan ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak

Tergugat-ll telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada

persidangan tangga! 5 Jenuari 2008, yaitu sebagal berikut :
DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para

Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan

diakui dalam Jawaban ini ;

2 Bahwa.............
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' f
2. Bahwa obyek perkara khususnia yang ditujukan kepada Tergugat Il adalah
penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 1/Kelurahan Baratajaya, Gambar
Situasi No. 10470/1897 tanggal 21 Agustus 1997, luas 131.076 M2 atas

nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat [l Surabaya, yang diterbitkan

oleh Tergugat Il pada tanggal 2 September 1997 ;

3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan baru mengetahul obyek sengketa pada
tanggal 29 Juli 2008 adalah dalil yang mengada-ada, karena berdasarkan
Surat lin Pemakaian Tanah atas nama Para Penggugat yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Kota Surabaya telah dapat diketahul hahwa aias tanah
obyek séngketa telah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan atas nama
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya, sehingga gugatan
Penggugat telah Daluwarsa, karena diajukan melebihi wakiu 90 (sembllan
puluh) hari sebagalmana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang
Nomar 5 Tahun 1988 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun.2004, oleh

karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

4. Bahwa mengenai hak keperlataan atas tanah sengketa masih diuji /
diperiksa di Pengadllan Negeri Surabaya yang terdaflar dalam register
perkara Nomor : BQ7PdLGIZOOBIPN.Sby. dan sampai saat ini belum
memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan

Para Penggugat prematur dan Para Penggugat tidak mempunyai kualitas

atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ;

Dan mengacu pada Yurisprudensi No. 88 K/TUN/1993 tanggal 9 September
1994 menﬁebuﬂcan “meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat
Keputusan Pejabat atat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Sertipikat
Hak Pakai No. 31/K. Kebonsari, tetapi dalam sengketa tersebut terdapat

sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang

masuk,...........
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masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut
seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum®,

sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak

berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat il mohon

dengan hommat kepada Majelis -Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan

memberikan Putusan Sela dengan menyatakan :

1.

2.

Gugatan Para Penggugat telah Daluwarsa ;

Gugatan Para Penggugat prematur ;

Para Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk

mengajukan gugatan ini,

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan

memutuskan perkara ini ;

Sehingga sudah seharusnya guga-'tan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; —

DALAM POKOK PERKARA :

1.

Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas selurub dalildalil gugatan Para
Penggugat dan Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan

Jawaban Dalam Eksepsi di atas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan

dari jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;

Bahwa oﬁyek perkara khususnya yang ditujukan kepada Tergugat |l adalah
penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 1/Kelurahan Baratajaya, Gambar
Situasi No. 10470/1997 fanggal 21 Agustus 1897, luas 131.076 M2 atas

nama Pemetintah Kotamadya Daerah Tingkat il Surabaya, yang diterbitkan

oleh Tergugat Il pada tanggal 2 September 1997 ; —+

3. Bahwa...........
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3. Bahwa kronologls penerbitan Sertiplkat Hak Pengelolaan No. 1/Kelurahan
Npagel tersebut oleh Tergugat Il adalah sebagai berikut ; l

~ Semula tanah berstatus Tanap Negara bekas Eigendom Verponding No.
1304 sisa atas nama De Gemente Soerabaja, luas 131.076 M2 yang
secara fisikk dikuasai / dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat | Surabaya sebagaimana Surat Pernyataan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat | Surabaya tanggal 12 Oktober 1985 NL:).
593/3943/402.5.11/95 ;

-~ Dengan suratnya masing-masing tanggal 11 Januari ‘1996 dan 15
Agustus 1994 beserta surat-surat yang- berhubungan dengan
permohonan hak tersebut, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I
Surabaya mengajukan pa?rr_lohnnan Hak Pengelolaan kepada Menteri

Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala

Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya ;

- Setelah menerima permohonan hak tersebut, selanjuinya Panitia
Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya
mengadakan penelitian data fisik dan yuridis atas tanah tersebut yang
hasilnya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah {(Panitia A)
No. 144/HPLMII/9E tanggal 6 Maret 1996 dengan hasll kesimpulan antara
lain sebagai berikut : bahwa permohonan tersebut dapat diluluskan

dengan alasan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang

berlaku ;

~ Selanjutnya dengan surat No. 560.1-5891 tanggal 2 Mei 1996
permohonan tersebut diteruskan oleh Tergugat Il kepada Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dengan

pertimbangen...........
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perimbangan setuju dikabulkan dan diberikan dengan Hak Pengelolaan

seluas 131.076 M2 ;

- Setela!'l diadakan peneliian terhadap berkas-berkas permohonan
tersebut, dengan sug'at No. 5§60.235-7790 tanggal 27 Juni 1996 Kepala
Kantor Wilayah Baélzdn Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
meneruskannya kepada Menteri Negara Agrarla / Kepala Badan

Pertanahan Naslonal dengan pertimbangan setuju dikabulkan dan

diben‘kap dengan Hak Pengelolaan seluas 131.076 M2 ;

- Setelah menerima permohonan hak tersebut dan memperhatikan surat
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
No. 5§60.235-7790 tanggal 2E7 Juni 1996 dan surat Tergugat il No. 560.1-
5891 tanggal 2 Mei 1996 selanjuinya Tergugat [ menerbitkan Surat
Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan hiasional
No. 53/HPL/BPN/97 tanggal 8 April 1897 Daftar Lampiran No. Urut 12

tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat Il Surabaya ;

~ Setelah menerima Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 53/HPL/BPN/97 tanggal 8 April 1997
Daftar Lampiran No. Unut 12 Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat 1l
Surabaya mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya
dan oleh Tergugat Il diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan No.

1/Kelurahan Baratajaya atas nama Pemerintah Daerah Tingkat Il

Surabaya pada tanggal 2 September 1997 ;

4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Sertipikat Hak

Pengelolaan No. 1/Kelurahan Baratajaya tersebut telah diproses sesuai

1
8sas............
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asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuaii ketentuan hukum yang

berlaku, khususnya :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun™560 ;

- Peraturan Pamerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;

— Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 ;

= -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 ;

— Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor § Tahun 1975 ;

— Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1977 ;

Sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali fidak

benar dan harus ditolak ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat Il mohon dengan -
hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negera Surabaya cq. Majells

Hakim Pemeriksa Perkara inl berkenan memutus perkara ini dengan

menyatakar :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan

Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Walikota Surabaya dengan suratnya tertanggal

i _
27 Nopember 2008 Nomor ; 180/1271/436.1.2/2008 telah mohon menjadi pihak

dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 107!G!2008!I5TUN.SBY. :

Menimbang.............
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Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam

persidangan tanggal 21 Januari 2008 telah menjatuhkan putusan sela Nomor :

107/G/2008/PTUN.SBY. yang amamya pada pokoknya mengabuikan

permohonan pemohon dan menyatakan bahwa pemohon yaitu Walikota

Surabaya sebagai Tergugat Il Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak

Tergugat-ll Intervensi telah menghjukan jawaban yang diterima Majelis Hakim

pada persldangan fanggal 4 Pebruari 2009, yaitu sebagai berikut :

. DALAM EKSEPSI :

1.

Bahwa Tergugat Il Intervensi mohon agar halt-hal yang felah
dikemukakan dalam eksepsi dianggap terulang dan tertuang kembali ke

dalam bagian dalil-dalil jawahban dalam pokok perkara ini ;

Bahwa Tergugat H Intervensi menolak seluruh dalih-dalih Para

Penggugat kecuali yang secara tagas dan tfertulis diakui kebenarannya

oleh Tergugat Il Intervensi ;

Bahwa pengajuan gugatan dalam perkara ini selain berientangan asas
penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan

transparan serta dalam rangka menciptakan peradilan yang efektif dan

efisign, juga’potensial menimbulkan adanya putusan dari Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya yang saling tumpang tindih, berbeda
antara satu perkara dehgan perkara yang lain, padahal obyek gugatan

dan materi pokok gugatgn antara perkara yang satu dengan perkara

yang lain adalah sama ;

Bahwa sebelum Tergugat Il intervensi menanggapi gugatan para

Penggugat dalam pokok perkara, maka perlu kami sampaikan kepada

Majelis._............
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Maijelis Hakim yang terhormat bahwa berkaitan dengan pokok gugatan
para Penggugat, para Penggugat telah mengajukan gugatan di
Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar dalam perkara Nomor :
697/Pdt.G/2008/PN.Sby. antara Chodradi Oesman, dkk sebagai
Penggugat melawan Pdmerintah Republk Indonesia Cq. Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesla Cg. Gubemur Kepala Daerah
Tingkat-{ Jawa Timur Cq. Wallkota Daerah Tingkat Il Surabaya sebagai
Tergugat, dan saat ini Penggugat mengajukan banding terhadap
putusan Pengaditan Negeri tersebut. Di sisi lain Penggugat mengajukan
gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan cbyek
serliplkat, dengan adanya 2 proses hukum Inl akan berpotensi
menimbulkan permasatahan di kemudian hari apabila dar 2 proses

hukurn tersebut terdapat putusan yang berbeda atau bertentangan satu

sama lain ;

Bahwa obyek gugatan perdata perkara Nomor : 697/Pdt.G/2008/
PN.Sby. tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Surabaya, dengan cara menerbitkan Izin

Pemakaian Tanah dan menarik retribusi kepada Penggugat ;

‘Bahwa gugatan perkara Nomor : 637/Pdt.G/2008/PN.Sby. tersebut

telah diputus ofeh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal
|

16 Oktober 2008 dan dimenangkan oleh Tergugat (Walikota Surabaya),

adapun pertimbanrgan hukum Majelis Hakim antara laln adalah sebagai

berikut :

a. Bahwa berdasarkan bukfi-bukti surat maupun keterangan saksi

yang diajukan cleh Para Penggugat, Majelis Hakim mendapati hal-

hal sebagai berikut :
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Bahwa benar para Penggugat adalah penghuni dari biélang-

. bidang tanah yang terletak di Kelurahan Baratajaya, Kecamatan

2).

3).

4).

Gubeng, Kota Surdbaya ;
Bahwa Para Penggugat menempat! tanah tersebut berdasarkan
lzin Pemakaian Tanah dari Tergugat sejak tahun 1974 dan tahun

1998 dan para Penggugat melakukan pembayaran sewa /

retribusi kepada Tergugat ;

Bahwa Para Penggugat selaku penghuni harus mengajukan
perpanjangan izin pemakaian tanah dengan mengajukan

permohonan perpanjangan pemakaian tanah yang ditempati

kepada Tergugat ;

Bahwa para Penggugat selaku pemakal tanah dapat mendirikan
bangunan dl atas tanah tersebut setelah mendapatkan [zin dari
Tergugat dan pemllik bangunan dapat mengajukan Hak Guna
Bangunan yang ditempatinya dan juga dapat mengalihkan
bangunan dengan cara jual beli bangunan tanpa mengalihkan

tanah tempat dimana bangunan tersebut berada ;

. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim

mendapati bahwa dalil Penggugat tentang perbuatan Tergugat

menerbitkan lzin Pemakalan Tanah dan juga menarik retribusi atas

pemakaian tanah tersebut merupakan fakta yang telah terbukti

kebenarannya di persidangan ;

. Bahwa hubungan para Penggugat yang-memakal tanah terperkara

yang hak Pengelolaannya (sertipikat HPL) dipegang oleh Tergugat

adalah hubungan hukum untuk memakal tanah dan bukan sebagai

Pemilik,..........
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Penggugat tidak mehjelaskan dasar perolehan tanah yang masuk

dalam obyek gugatan parkara ini ;
Sebagaimana dalih gugatan Para Penggugat pada N;:. 4 dan
No. 5, yang menyataléan bahwa Para Penggugat telah membeli
sebagian dari luas bidang tanah obyek gugatan dari para petani
maupun dari subyek hukum yang berhak, tidak dijelaskan apa
status tanahnya, siapakah para petani maupun subyek hukum
yang berhak menurut para Penggugat tersebut, serta dalam

bentuk apa jual beli dibuat ;
.F'adahal obyek gugatan tersebut merupakan sebagian dari
sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor {1/Kel. Baratajaya seluas
131.076 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I
Surabaya, yang telah dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya
dengan cara diberikan Izin Pemakaian Tanah kepada warga
masyaraket termasuk kepada Para Penggugat sejak sebelum

tahun 1970 ;

Oleh karena Penggugat telah mendalihkan bahwa sebagian [uas
bidang tanah dalam obyek gugatan tersebut adalah hasil
pembelian dari para petani maupun subyek hukum yang berhak,

maka sudah seharusnya Penggugat harus membuktikannya ; —

Bahwa terbukti Para Penggugat bukanlah sebagai pemilik hak
atas tanah obyek sengketa fetapi sebagai pemegang !zin
Pemakaian Tanah diatas tanah sebagian obyek sengketa berupa
serfipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor : 1/Kel. Baratajaya

seluas 131.076 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat l! Surabaya ;

c. Berdasarkan............
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Berdasarkan data yang ada di Pemerintah Kota Surabaya P.-_;nra
Penggugat (Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 3
4, Penggugat 5 dan Penggugat 6) adalah Pemegang lzin
Pemakaian Tanah Pemerintah Kota Surabaya di atas sertipikat
HPL Nomor ; 1/Kel. Baratajaya seluas 131.076 M2 atas nama
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat |l Surabaya, artinya
secara hukum Para Penggugat telah mengakui dengan sadar

bahwa obyek gugatan adalah Aset Pemerintah Kota Surabaya ; —

Berdasarkan data terbukif bahwa Izin Pemakalan Tanah yang
diterbitkan kepada para Penggugat tersebut berdasarkan

pengajuan pemmohonan Izin Pemakaian Tanah kepada Tergugat ll

Intervensi ;
Permohonan Izin Pemakeian Tanah yang diajukan cleh Para
Penggugat tersebut juga dilampii Surat Pemyataan yang
dikuatkan oleh Ketua RT, RW, Lurah dan Camat setempat, yang
islnya menyatakan bahwa tanah yang dimohon adalah aset
Pemerintah Kota Surabaya serta tidak dalam keadaan sengketa ; -
Hal ini sangat bertentangan dengan dalih gugatan Penggugat
pada Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9
dan Nomor 10 yang mengklaim sebagai subyek hukum yang
berhak atas sebagian tanah obyek sengketa serta berhak
mengajukan alas hak ke Kantor Agraria Kotamadya Daerah

Tingkat Il Surabaya, dalih Penggugat tersebut terlalu mengada-

ada;
Dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut sangat

bertentangan dan mengaburkan terhadap pemyataannya sendiri,

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.



38

serta mengada-ada. Para Penggugat tidak mempunyai hak dan
kepentingan terhadap obyek gugatan berupa Surat Keputusan
Nomor 53/HPL/BPN/18087 tanggal 8 April 1997 serta éemplkat Hak
Pengelolaan Nomor 1, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng,
Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1997, ﬁomor :
10470/97, seluas 131.076 M2 atas nama Pemerintah Kotarmadya

Daerah Tingkat Il Surabaya ;

Oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut kabur, maka
mohon kepada Majelis Hakim yang terhomat untuk menyatakan

gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya {idak dapat

diterima ;
8. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA .

a. Bahwa cbyek gugatén Para Penggugat adalah Daluwarsa, sebab
berdasarkan ketentuan pada pasal 30 ayat (2) b Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomar 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaflaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut ;

“telah lewat wakiu 5 (limz;) tahun tanpa ada yang mengajukan

gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan” ;

sedangkan Obyek Gugatan para Penggugat berupa Surat
Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/1997 tanggal 8 April 1997 sera
Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1, Kelurahan Baratajaya,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal
21 Agustus 1897, Nomor 10470/97, seluas 131.076 M2 atas nama

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat |l Surabaya tersebut terbit

tahun 1997 ;
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_Oleh karena Gugatan Para Penggugat tersebut adatah Daluwarsa
maka mohon kepada Majells Hakim yang memeriksa perkara ini

untuk menyatakan gugatan ditglak atau setidak-tidaknya tidak

dapat diterima ;

- II. DALAM POKOK PERKARA :

)

. Bahwa Tergugat [l [ntervensi mohon agar hal-hal yang telah

dikermukakan dalam eksepsi dianggap terulang dan tertuang kembali
kata demi kata ke dalam bagian dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara

im;

Bahwa Tergugat N Intervensl menclak seluruh dafikdaliit Para

penggugat kecuali yang Secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya

oleh Tergugat I Intervensi ;

Bahvira-Tergugat It Intervensi menolak dalih a'ngk‘a- 5 gugatan Para
Penggugat yang me;watékan sebagai p;amilik atas sebag-i_an hidang
tanah obyek séﬁgketa dikarenakan telah pula membayar IPEDA atau
sekarang Pajak Bumi dan Bangunaﬁ {PBB), sebab berdasarkan Surat

menteri Keuangan Nomor : S-252/MK.04/1989 tanggal 2 Maret 1989

Perihal Status Girik/Kitir/Petok 'D sebagai salinan kohir Pajak Bumi

- Bahwa IPEDA yang ditandai bukti berupa Pethok hanya merupakan

bukti administrasi di bidang perpajakan ;

Dengan gemlkian Pajak Bumi dan Bangﬁnan (PBB) tersebut bukanlah
suatu bukii bal)wa seseorang yang memiliki PBB atas namanya adalah
sehagai pemilik atas tanah yang ditempatinya, jadi dalih Penggugat
pada a;lgka 5 sama sekali tidak beralasan hukum, dan untuk itu moho-n
kepada Majélis Hakim ut‘;tl:lk rﬁenolak gu'gatan.Para Penggugat atau
setidak—lid_aknya menyala_kan gugatan tidék .dapat di_ierima | ——

i
4. Bahws...........
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Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak dalil angka 6 sampai dengan

angka 16 gugatan Penggugat sebab :
a. Tergugat Il Intervens| adalah pemegang sertiplkat yang sah yakni
Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1, Kelurahan Baratajaya,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi tanggal
21 Agustus 1997, Nomor : 10470/97, seluas 131.076 M2 atas nama

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Surabaya ;

b. Bahwa Para Penggugat adalah Pemegang Izin Pemakaian Tanah

aias sebagaian Obyelk gugatan ;
Bahwa Izln Pemakaian Tanah atas nama Para Penggugat tersebut
berdasarkan bukti pengajuan permohonan para Penggugat kepada
Tergugat Il Intervensi yang dilampiri dengan surat pemyataan para
Penggugat yang menyatakan tarah yang dimohon tersebut adalah

asset Pemerintah Kota Surabaya dan tidak dalam sengketa ; ——

c. Bahwa Tergugat [l Intervensi dalam memberikan Izin Pemakaian
Tanah fersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, dan saat ini yang bertaku adalah yakni
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 t.entang Pengelolaan
Barang milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Talun 2008 jo. Permendagri Nomor
17.Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997
tentang lzin Pemakalan Tanah dan serta Keputusan Walikota
Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 Tata Cara Pemberlan Jzin

}
Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il

Surabaya ;
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d. Bahwa terkait dalii gugatan Nomor 6, maka berdasarkan Pasal 24
dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah maka tidak serta merta seseorang mengajukan
bukti-hukti tertulis, keterangan saksi ataupun pemyataan dari yang
bersangkutan, pendaftaran dapat didaftarkan, demikian pula
penguasaan fisik lebih dari 20 tahun atau lebih, karena harus
difakukan pengumpule:n‘ data dan penelitian untuk mendapatkan

kebenarannya oleh F:’an'rt]a._‘ Ajudikasi baik secara fistkk maupun

secara Yuridis atas bukti-bukti tersebut ;

Bahwa terkait dengaﬁ permintaan Para Penggugat sebagaimana dalih
Nomor 13, agar Majelis Hakim / Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
menerbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat | dan
Tergugat {l atau Para Tergugat menerbitkan alas hak apapun atas
tanah dalam sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1, Kelurahan
Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar Situasi
tanggal 21 Agustus 1997, Nomor 10470/97, seluas 131.076 M2 atas
namé Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat || Surabaya sangat
mengada-ada, tidak berdasarkan hukum. QOleh karena itu mohon

kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau

setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 telah berlaku sejak tahun
1880 akan tetapi Penggugat sejak awal menghuni tanah tersebut lebih

mengakui bahwa tanah yang ditempati adalzah tanah yang dikuasai oleh

Tergugat Il Intervensi ;

Sebagian besar warga dl lingkungan Penggugat memperoleh izin untuk

memakai tanah yang dikuasai oleh Tergugat Il Intervensi adalah dari
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pemegang dengan cara peralihan / balik nama izin pemakaian tanah

sebelumnya ;

Pemegang izin pemakaian tanah sebelumnya atau Pemegang atau
perbuatan / peristiwa hukum lainnya izin pemakaian tanah yang awal /

pertama telah menerima dan mengakui tanah yang dipakainya tersebut

adalah milik Tergugat Il Intérvensi ;

Dengan demikian Penggugat tidak dapat menuntut lebih dari apa yang
diambitalihnya dan harus tunduk pada pengakuan yang telah dibuat
oleh pemegang lzin Pemakaian tanah yang pertama. Tergugat |l
Intervensl merasa khawatir bakiwa Penggugat diperalat orang-orang

yang tidak bertanggungjawab yang Ingin niengambll manfaat dengan

menggunakan tangan orang lain ;

Bahwa dasar hukum yang dipakai Tergugat Il Intervensi dalam

menguasai tanah-tanah di wilayah Kota Surabaya adalah :

1). Berdasarkan pasal 5 ayat {1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tangah, Jawa Barat; dan dalam
Daerah l:;.timewa Jogjakarta yang menyebutkan "Segala milik
berupa barang tetap maupun tidak tetap dan perusahaan-
perusphaan kota besar tersebut dalam pasal 1, sabelum
terbentuknya undangsundang ini, menjadi milik kota-kota besar
tersebut pada pasal 1, yang selanjutnya dapat menyarahkan
sesuatunya kepada daerah-daerah dibawahnya®. Jadi, sejak
terbentuknya Kota Besar Sur_abaya. maka segala baraﬁg milik

Gemeente de Soerabaja menjadi milik Kota Besar Surabaya ; ——

2). Berdasarkan............
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2) Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953
tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara, yang menyebut,
= "Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan Undang-
undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian,

Jawatan atau daerah Swantantra, maka penguasaan atas tanah

Negara ada pada Menteri Dalam Negeri® ;

Bahwa pemyataan pasal tersebut secara a confrario berarti,
selama tanah ada dalam penguasaan suafu kementerian, jawatan
atau daerah Swantara maké penguasaan tanah negara tidak ada

dalam Menteri Dalam Negeri, artinya penguasaan tanah tersebut ‘

ada pada suatu kementerian, jawatan atau daerah Swantara yang

telah diberikan padanya tanah ;

3) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang
menyebut, “Hak wmenguasai darf Negara fersebut di atas
pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada ‘ Daerah-daerah
Swantara dan masyarakat hukum adat, sekedar diperiukan dan

tidak bertentangan ; dengan kepentingan nasional, menurut

ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah" ;

Bahwa selanjuinya mengenal pengertian tanah dalam penguasaan /
asat Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagaimana isi Surat Waka
BPN Nomor : 500-2132-WAKA tanggal 29 Agustus 2003 Perlhal

Pemmchonan penjelasan status hak atas tanah dalam pengelolaan

Pemerintah Kota Surabaya Nomor 2 :

g Tanah............
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a. Tanah-tanah / bukan tanah pihak lain dan yang telah dikuasai

secara fisik oleh Instansi Pemerintah ;

b. Tenah tersebut dikelola dan dipselihara dirawat dengan dana dari

Instansi Pemerintah ;

' c. Tanah tersebut telah terdaftar dalam Daftar Inventaris Pemerintah

yang bersangkutan ;

d. Tanah tersebut -secara fisik dikuasal ateu digunakan atau
dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan hubungan hukum yang
dibuat pihak [ain dengan Instansi Pemerintah dimaksud ;

Tanah-tanah tersebut di atas baik yang sudah ada sertipikainya

maupun yang belum ada sertipikatnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat 1| Intervensi mohon

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan

memutus :

1. Menerima Jawaban Tergugat Il Intervensi ;

2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijke Verklaard) ;
3. Menyatakan sah dan tidak batal Surat Keputusan tanggal 8 April 1997,
Nomaor : 53 HPL/BPN/1997 yang diterbitkan oleh Tergugat | ;
4, Menyatakan sah dan tidak batal Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1,
Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Gambar
Situasi tanggal 21 Agustus 1997, Nomor : 10470/97, seluas 131.076 M2 ; -

5. Tidak memerintahkan kepada Tergugat { untuk mencabut Surat Keputusan

Tergugat | (Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional)

tanggal 8 April 1997, Nomor : 53/HPL/BPN/1997 ;

8. Tidak.............
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Tidak memerintahkan kepada Tergugat Il untuk mencabut Sertipikat Hak
Pengelolaan Nomor 1, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota

Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1987, Nomor : 10470/97,

seluas 131.076 M2 ;

Tidak menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Il Intervensi atau

Para Tergugat untuk membayar vang ganti rugi kepada Para Penggugat

masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,~ (Lima juta ruplah), secara tunai

dan sekaligus ;

. - Tidak menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Il Intervensi atau
Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom), masing-masing
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan
melaksanakan putusan perkara dimaksud kepada Para Penggugat secara
tunal dan sekaligus, dihitung sejak tanggal putusan perkara ini dinyatakan
mempunyal kekuatan hukum tetap, sampai dengan secara sukarela

Tergugat [, Tergugat Il dan Tergugat ll Intervensi serta Para Tergugat

melaksanakan seluruh putusafn ini;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkama ini ; ————

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat |, Tergugat [l dan Tergugat

Il Intervensi maka para Penggugat telah menyampaikan Replik tartanggal

21 Januari 2009, atas Replik para Penggugat pihak Tergugat | dan Tergugat il

menyampaikan Duplik tertang_gal 18 Pebruari 2009 dan Tergugat 1l intervensi

menyampaikan Duplik tertanggal 25 Pebruan 2009, untuk singkatnya dianggap

telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam persidangan telah

menyampaikan bukli surat berupa foto copy bermeterai cukup dan
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diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 serta telah dicocokkan dengan aslinya,

yaitu sebagai berikut :

1. P-1.1

2. P1.2

3. P13

4. P-l4

5. P15

6. P-lI1

Foto copy sesual dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas

nama Siauw Budiyanto ;

Folo copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1994 atas nama

wajib pajak Budiyanto, Jalan Ngagel Madya 16 Baratsjaya

Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan

Bangunan tertanggal 02 Januari 2007 untuk pembayaran Pajak

- Tahun 2007 yang ditujukan kepada Budianto dan Bukti Tanda

Terima Setoran (STTS) dari Budianta untuk pembayaran PBB

Tahun 2007 ; ;

Foto copy sesual dengan aslinya Bukti Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan

-Bangunan tertanggal 02 Januari 2008 untuk pembayaran Pajak

Tahun 2008 yang ditujukan kepada Budiantc dan Bukti Tanda

Terima Seloran (STTS) dari Budianto untuk pembayaran PBB

Tahun 2008 ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.
125619/98/01405, tanggal 21 Pebruari 1998 atas nama kepala

keluarga Siauw Budiyanto diterbitkan oleh Camat Gubeng ; ——

: . Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor:

12.5619.700444.0002, atas nama Ong Sioe Lin, bertempat
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tinggal di Jalan Ngagel Madya 78 Surabaya, diterbitkan oleh

Kecamatan Gubeng, Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Pajak / Tax
— Clearance No. 1820/TC/DPPDNII/1976, tanggal 29 Juli 19786,

atas nama Ny. Ong Sioe Lim, dari Dinas Pendapatan & Pajak

Kotamadya Daerah Tingkat [l Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda pembayaran uang
penggantian atas Pendirian / Perobahan Bangunan tanggal

03 Januari 1997, atas nama Ny. Ong Sioe Lin terletak di Jalan

Ngagel Madya No. 78 Surabaya ;

Folo copy sesuai dengan aslinya Karlu Keluarga Nomor :

125619/97/01406, tanggal 22 Juni 2001 atas nama Willy-Gogor

i
Tantra selaku suami dari Ny. Ong Sioe Lin ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran luran
Pembangunan Daerah (lpeda) Tahun 1978, Nomor Kohir
035.0344, tanggal 02 Januari 1978, terletak di Jalan Ngage!
Madya 76 Surabaya atas nama Willy G. Tantra selaku suami dari

Ny. Ong Sice Lin ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran luran
Pembangunan Daerah {lpeda) Tahun 1983, Nomor Kohir
(035.0344, tanggal 26 Nopember 1984, ferletak di Jalan Ngagel

Madya 76 Surabaya atas nama Willy G. Tantra sefaku suami dari

Ny. Ong Sice Lin ;

-Foto copy sesual dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran luran

Pembangunan Daerah (lpeda) Tahun 71984, Nomor Kohir

035..........
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035.0344, tanggal 02 Mei 1084, terletak di Jalan Ngagel Madya

76 Surabaya atas nama Willy G. Tantra selaku suami dari

Ny. Ong Sioe Lin ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Pembayaran {uran
Pembangunan - Daerah (lpeda) Tahun 1985, Nomor Kohir
035.0344, tariggal 10 April 1985, terietak di Jalan Ngage! Madya

76 Surabaya atas nama Willy G. Tantra selaku suami dari

Ny. Ong Sioe Lin ;

Foto copy é'eéuai dengan aslinya Bukti Surat pemberitahuan
Pajak Terutang (SlPPT) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan tertangi:;al 01 Maret 1997 untuk pembayaran pajak
Tahun 1897 yang ditujukan kepada Willy Gogor Tantra selaku

suami dari Ny. Ong Sioe Lln dan Bukdi Tanda ‘Terima Setoran

‘ (STTS) dari Willy Gogor Tantra selaku suami darl Ny. Ong Sice

Lin untuk pembayaran PBB tahun 1997 ;

Foto copy sesuai dengén aslinya Bukti Surat pemberitahuan

) Pajak Terutang (SPPTj dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan tertanggal 06 Pebruari 1998 untuk pembayaran pajak
Tahun 1998 yang ditujukan kepada Willy Gogor Tantra selaku
suami dari Ny. Org Sioe Lin dan Bukti Tanda Terima Setoran

(STTS) dari Willy Gogor Tantra selaku_:éuami dari Ny. Ong Sioe

Lin untuk pembayaran PBB tahun 1998;;

Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan-
Bangunan tertanggal 02 Januari 2007 untuk pembayaran pajak

Tahun 2007 yang ditujukan ir(epada Willy Gogor Tantra selaku

suami........
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suami dari Ny. Ong Sioe Lin dan Bukti Tanda Terima Setoran

(STTS) dari Willy Gogor Tantra selaku suami dari Ny. Ong Sioe

Lin untuk pembayaran PBB tahun 2007 ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Rudy Hartono
Kumiawan menguasakan kepada A. Goenawan HP untuk

mengurus / menyelesaikan juai beli tanah terletak di Jalan

Ngagel Madya VI No. 17 Surabaya ;

Foto cbpy sesuai dengan aslinya Kuitansi ténggal 6 Nopember
L}

1678 dar Tn Ali Iridranegara kepada A. Goenawan HP tentang

pembelian tanah terletak di Jalan Ng__agel Madya VI No. 17

Surabaya ;

Folo copy sesuai dengan aslinya Bukii Pembayaran Pajak
Nomor : 0622/TC/DPPD/AI997, tanggal 23 Maret 1997 atas

nama Rudy Hartono Kumiawan selaku pemilik lama terletak di

Jalan Ngagel Madya VI/17 Surabaya mulai tahun 1972 sampai

dengan tahun 1976 ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda pembayaran luran
Pembangunan Daerah (lpeda) tahun 1985, dengan Kohir
035.5213 tanggal 03 'Maret 1885 terletak di Jalan Ngagel Madya

Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda pembayaran furan
Pembangunan Daerah (Ipeda) tahun 1987, dengan Kohir B-2067

tanggal 12 Nopember 1987 terletak di Jalan Ngagel Madya Vi

No. 17 atas nama Ali Indranegara, SH. ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda pembayaran {uran

Pembanqunan.......
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Pembangunan Daerah (Ipeda) tahun '1 988, dengan Kohir B-8067

tanggal 17 Juli 1988 terletak di Jalan Ngagel Madya VI No. 17

atas nama Ali Indranegara, SH. ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan tahun 1989, dengan Kohir B 9067.067

tanggal 30 Juli 1990 terletak di Jalan Ngagel Madya VI No. 17

atas nama Ali Indranegara, SH. ;

Foto copy sesual dengan aslinya Bukti Tanda pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan tahun 1992, dengan Kohir 02639, tanggal

13 Juli 1992 terletak di Jalan Ngagel Madya V1 No. 17 atas nama

Ali Indranegara, SH. ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Tanda pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan tahun 1992, dengan Kohir 02639, tanggal -

13 Juli 1892 terletak di Jalan Ngagel Madya VI No. 17 atas nama

Ali Indranegara, SH. ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) tertanggal 06 Pebruari 1998 untuk Pembayaran
Pajak tahun 1898 ditujukan kepada Ali Indranegara, SH. dan

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Ali Indranegara, SH.

untuk pembayaran tahun 1998 ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT) -dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

' Bangunan (PBB) tertanggat 02 Januari 2003 untuk Pembayaran

Pajak tahun 2003 ditujukan kepada Ali Indranegara, SH. dan
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Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Ali Indranegara, SH.

untuk pembayaran tahun 2003 ;

Foto copy sesual dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) dari Kantor Pefayanan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) tg'rtanggal 02 Januari 2008 untuk Pembayaran
Pajak tahun 2008§ditu]ukan kepada Ali Indranagara, SH. dan

Surat Tanda Terima Setoran {(STTS) dari Ali Indranegara, SH.

untuk pembayaran tahun 2008 ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Surat Tanda penyetoran
tanggal 18 Maret 1974 Kohir Nomor 1726 35/73 atas

pembayaran luran Pembangunan Daeréh (lpeda) Tzhun 1973,

terletak di Jalan Ngagel Jaya Tengah 72 (baru Nom 76} ,

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) tertanggal 06 Pebruari 1998 untuk Pembayaran
Pajak tahun 1998 ditujukan kepada Neky Hartono dan Surat
Tanda Terima Setoran (STTS) dari Neky Hartono untuk

pembayaran tahun 1998 ;

Folo copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) tertanggal 04 Januari 1999 untuk Pembayaran
Pajak tahun 1999 ditujukan kepada Neky Hartono dan Surat

Tanda Terima Setoran. (STTS) dari Neky Hartono untuk

pembayaran tahun 1999 ;
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang..........
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34.P-IV.6

35.P-VA1

36.P-V.2
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Terutang (SPPT) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan {PBB) tertanggal 10 Januar 2000 untuk Pembayaran
Pajak tahun 2000 ditujukan kepada Neky Hartono dan Surat
Tanda Terima Sgtoran (STTS) dari Neky Hartono untuk

pembayaran tahun 2000 ;

Folo copy sesual dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak

- Terutang (SPPT) dar Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) tertanggal 29 Januari 2001 untuk Pembayaran
Pajak tahun 2001 ditujukan kepada Neky Hartono dan Surat

Tanda Tetrima Setoran (STTS) dari Neky Hartono untuk

pembayaran tahun 2001 ,

Foto copy sesuai dengan aslingya Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) tertanggal 02 Januari 2008 untuk Pembayaran
Pajak tahun 2008 ditvjukan kepada Nelky Hartono dan Surat
Tanda Terima _Setoran (STTS) dari Neky Harono untuk

pembayaran tahun 2008 ;

Foto copy sesual dengan aslinya Bukti Tanda pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1986, tanggal 14 Agustus
1987, dengan Nomér Kohir B.9191/067, terletak di Jalan Ngagel

Madya VIl Nomor 15 Surabaya atas nama Ir. A, Rachman

Syafraji ;
Foto copy sesual dengan astinya Kartu Tanda Penduduk Nomor
1 12.5619.100345.0001, atas nama Ir. A, Rachman Syafraji,
bertempat tinggal di Jalan Ngagel Madya VIl Nomor 15

Surabaya, diterbitkan oleh Kecamatan Gubeng Surabaya ; ——

37PV3...........

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.



37.P-V.3

38.P-V4

39.P-V.5

40.P-V.6

41.PVv7

- pembayaran PBB tahun 2001 ;
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Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor :
125619/98/09043, tanggal 07 Desember 2001 atas nama Ir. H.
A. Rachman Syafraji yang diterbitkan oleh Camat Gubeng ; ——

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan {PBB) tertanggal 10 Januari 2000 untuk Pembayaran
Pajak tahun 2008 ditujukan kepada Ir. A, Rachman Syafraji dan

Tanda Terima Setoran (STTS) dari Ir. A, Rachman Syafraji untuk

pembayaran PBB tahun 2000 ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) tertanggal 29 Januari 2001 untuk Pembayaran
Pajak tahun 2001 ditujukan kepada Ir. A, Rachman Syafraji dan

Tanda Terima Setoran (STTS) dari Ir. A, Rachman Syafraji untuk

Foto copy sesuai dengan aslinya Sufat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) te:rtanggal 11 Januari 2002 untuk Pembayaran
Pajak tahun 2002 ditujukan kepada Ir. A, Rachman Syafraji dan

Tanda Terima Setoran (STTS) dari Ir. A, Rachman Syafraji untuk

pembayaran PBB tahun 2002 ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima (STTS)
tahun 2003 dengan Nomor SPPT 35.78.060.001.006-0102.0

tanggal lunas 07 Juni 2004, terietak di Jalan Ngagel Madya Vil

Nomor 15 atas nama Ir. H. A. Rachman Syafraiji ;

42. P-V.8.........
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42.P-V.8

43.P-V.9

44 P-V1.2

45.P-VI.3

46.P-V14

47.P-V1L.5
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Foto copy SESUE.li dengan aslinya Surat Permnberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan {PBB) tertanggal 18 Agustus 2004 untuk Pembayaran
Pajak tahun 2004 ditujukan kepada Ir. A, Rachman Syafraji dan

Tanda Terima Setoran (STTS) dari Ir. A, Rachman Syafraji untuk

pembayaran PBB tahun 2004 ;
Foto copy sesumi dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) dari Kantor Pelayanan Pajak "Bumi dan
Bangunan (PBB) tertanggal 16 Ai:juatus 2004 untuk Pembayaran
Pajak tahun 2004 ditujukan kepada Ir. A, Rachman Syafraji ; —
Foto copy sesuai dengan aslinya. Bukti Tanda Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tzhun 1991 dengan Nomor
Kohir 3323, tanggal 11 Juli 1991 terletak di Jalan Ngagel Madya

VIl No. 17-19 atas nama Sunarso ;
Foto copy sesuai dengéh aslinya Surat Tanda Terima (STTS)
tahun 1995 dengan Nomor SPPT 35.78.080.001.008-0108.0

tanggal lunas 14 Juli 1995, terletak di Jalan Ngagel Madya Vil

Nomar 17-19 atas nama Sunarse ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima (STTS)
tahun 2000 dengan Nomor SPPT 35.78.080.001.008-0108.0

tanggal lunas 29 Juni 2000, terletak di Jalan Ngagel Madya VII

Nomor 17-19 atas nama Sunarso ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima (STTS)

tahun 2005 dengan Nomor SPPT 35.78.060.001.006-0108.0

tanggal iunas 05 Agustus 2005, terletak di Jalan Ngagel Madya

VIl Nomor 1?_’—19 atas nama Sunarso ;

48. P-Vi6............
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48.P-Vi.6

49.p-7

50.P-8

51.P-9

52.P-10

53.P-11

54.P-12

55.P-13

55

Foto -.copy .sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima (STTS)
tahun 2008 dengan Nomor SPPT 35.76.060.001.008-0108.0

tanggal lunas 14 Agustus 2008, t«_arletak di Jalan Ngagel Madya

Vil Nomor 17-19 atas néfna Sunarso ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pelieinjian Jual Beli tanah

‘tertanggal 5 September 1959 antara Abdulrachman dengan

Renosoekadi ;
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jual Beli tanah

tertanggal 19 September 19:59 antara Abd. Rachman dengan

Adhikoesna ;

. -Foto copy Hari foto copy Sertipikat Hak Miﬁk No. 292 Surat Ukur

tanggal 14 Juni 1999 No. 15/Barata Jaya/1999, seluas 281 M2

atas nama Samad ;

Foto copy dari foto copy Serfipikat Hak Guna Bangunan No. 419
; -

Gambar Situasi tanggal 31 Juni 1995 Nomor 9258 seluas 200

M2 atas nama Budi Supranoto ;
Foto copy dari folo copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8
Gambar Situasi tanggal 31 Januari 1991 Nomlor 1/T/1991 seluas

42.500 M2 atas nama PT. Rukun Makmur Indah berkedudukan

di Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemyataan Kesaksian

dibuat di Surabaya tanpa tanggal antara Asir dengan Patti

Nasarany ; ~

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permnyataan Kesaksian
dibuat di Surabaya tanggal 20 Mei 1993 antara Hadi Soebagio

dengan Drs. |.G.K. Soediana ;
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57.P-15:

58.P-16:
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Foto copy sesuai dengan aslinya Sertiplkat Hak Milik Nomor 509,
Gambar Situasi tanggal 18 Mel 1974, Nomor : 633/S/74 seluas 154
M2 atas nama Samino, terletak di Desa / Lingkungan Ngagel,

Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ;
Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 86/K,
Gambar Situasi tanggal 26 April 1879, Nomor : 779, seluas 101 M2

atas nama Samino, terletak di Kelurahan Baratajaya, Kecamatan

Gubeng, Kota Surabaya ;
Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 155/K,
Surat Ukur tanggal 9 September 1982, Nomor 4805, seivas 131 M2
atas nama Said Sastrowidjojo dan Nyonya Soepeni, terletak di
Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya ;

_Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan selain

mengajukan bu-kti surat juga telah mengajukan 5 {lima) orang saksi dan 1 (satu)

orang sakst ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SOEPARENDRO, Ir.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

— Bahwa benar saksi sejak tahun 1873 tinggal di Ngagel Wasono ;

- Bahwa saksi selama 22 tahun sebagai RT dan Tahun 2000 jadi RW. 02

sampai dengan sekarang ;

- Bahwa dari Tahun 1985 sampai dengan Tahun 1996 orang yang tinggal

di Ngagel Wasono sudah banyak ;

- Bahwa saksi tidak pemah diberitahu pengukuran dar petugas

pertanahan;

- Bahwa saksi tidak pemnah menandatangani surat penyerahan lokasi ; —

— Bahwa benar tanah yang saksi tempati status sewa / pemegang surat ijo;

2. SAKSI SRI HANDRIJOWATI, SH.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

— Bahwa saksi menémpati Ngagel Madya Tahun 1985 dan membeli tanah
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Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

27

tahun 1957 ;

Bahwa sebelum saksi menempatfi, sudah banyak orang-orang yang

tinggal di Ngagel Madya ;
Bahwa saksi tidak pemah tahu dan tidak diberitahu pengukuran dari

petugas pertanahan ;

Bahwa saksi mulai sewa tanah 1977 sampai dengan 2000 dan sekarang

tidak tahu apakah surat ijo tetap masih beriaku ;

Bahwa secara kolektif saksi pemah mengajukan Sertifikat dan sampai

deﬁgan sekarang tidak ada kelanjutannya ;

Bahwa saksi tidak tahu pemegang tanah sengketa dan yang saksi

dengar Hak Pengelolaan yang dipermasatahkan ;

. SAKS| CHODRADI OESMAN.‘“SH.

Bahwa saksi menjabét RW. | sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang;

Bahwa para Penggugat menempati di Baratajaya sebelum tahun 1995

dan bangunan pemmanen :

Bahwa saksi memperoleh tanah berdasarkan hibah dari kakek istri dan

surat ijo atas nama istri ;

Bahwa selama menempati tanah dilokasi tersebut tidak ada keberatan

dari pihak lain ;

Bahwa saksi menempali tanah berdasarkan sewa yang ditarik ofleh

Pamkot ;

Bahwa saksi pemah mendengar tanah yang ditempatinya adalah tanah

negara bekas eigendom verponding E.1304 sisa ;

. SAKSt ACHMAD SUDARNO

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi sejak tahun 1974 menempati rumah di Barata Binangun /24

Surabaya ;

Bahwa alas hak berdasarkan jual beli tanah garapan dari petani dengan
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bukti ganfl rugi disakslkan olsh RT, RW dan Lurah Baratajaya ;

Bahwa saksi pemah mengajukan permohonan hak secara kolektif di
Kantor Pertanahan dan mendapat penjelasan bahwa tanah yang
dimohon adalah tanah Negara bekas eigendom verponding 1304 dan
permohonan tersebut diperiukan surat pernyataan kesaksian ;

Bahwa benar surat pemyataan kesaksian dibuat dengan diketahui batas-
batasnya oleh tetangga sebelah kiri dan kanan serta diketahui oleh RT,

RW, Lurah dan Camat kemudian diserahkan ke Kantor Pertanahan untuk

dibuat Gambar Situasi dengan letak kapling ;

Bahwa sampai sekarang-‘ permohonan yang diajukannya tidak ada

Jawaban dari Kantor Pertanahan ;
Bahwa dasar perolehan surat ijo adalah dengan menyerahkan, surat jual
beli dan petok dengan alasan untuk pendataan, yang kemudian terbit

surat ilin pemakaian tanah, padahal para Penggugat tidak pemah

mengejukan surat ijo ;

. SAKSI SUDARTO, SH.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi Pensiunan PNS Pemkot, mulai tahun 1994 sampai dengan

tahun 1899 menjabat Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan, dan

mutasi pada Dinas Pendapatan Daerah ;
Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan tanah Negara yang .

diterbitkan Hak Pengelolaan, tetapi tidak tahu bukti perolehan Pemkot

terhadap tanah Negara ;
Bahwa saksi mengetahui terbitnya HPL tidak langsung tetapi terkait
pengajuannya, dan Surat Keputusan HPL membebankan kepada Pemkot
untuk membayar blaya administrasi dan land reform, sedangkan uang
pemasukan tidak membayar péda Negara, - padahal sebelum terbit

i
sertipikat biaya-biaya wajib dilunasi ;

Bahwa benar para Penggugat menempati tanah sengketa atas dasar

suratijo ;
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- PBahwa saksi tahu sebelum tahun 1997 Pemkot belum punya alas hak

untuk menyewakan kepada rakyat ;

- Bahwa surat ukur HPL No. 1 pada peta menunjuk kosong penduduk

padahal sudah padat penduduk ;
- Bahwa tugas pokok saksi melakukan pengawasan dan pengendalian
terkait masalah hukum terhadap tanah penduduk atas status tanah ; —-

- Bahwa saksi tidak ikut memproses surat fjo tetapi kewenangan dari

pekerjaan umum melewati Pagian pendataan iiut paraf ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa termasuk aset dan setelah tahun

1996 tercatat daftar inventarisasi tanah Pemkot ;

- Bahwa saksi pemah tahu bahwa tanah milik warga diterbitkan surat ijo

dan setelah habis masa berlakunya dikembalikan status tanahnya ;

. SAKSI] AHLI Prof. Dr. EMAN, SH., MS.

Pada pokoknya saksi ahli menerangkan sebagai berikut’:
— Bahwa pengatur HPL didasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9
Tahun 1965 tentang_ Penkonversian hak-hak penguasaan atas tanah
Negara, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 1 Taﬁun 1966 tentang
Kewajiban Pendaftaran HPL, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1977 tentang Tata Cara Perolehan HPL, dan Peraturan Menteri
Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Perolehan HPL ;
— Bahwa alas hak bagi Pemerintah Kota terhadap tanah berpenduduk,
prosesnya dilakukan pengadaan tanah dengan pelepasan pemegang hak

sebelumnya untuk menjadi tanah Negara, -dangan ganti rugi diikuti

permohonan hak ;
— Bahwa apabila ada diatas tanah Hak Milik / Hak Guna Bangunan
sebelum terbit HPL maka élilihat asal dari tanah Negara atau tanah yang
lain, kalau tanah Negara dapat dimohonkan Hak Milik / Hak Guna
Bangunan lalu timbul HPL, berarti ada sisa tanah yang menjadi bagian
tanah Negara yang dapat dimohon HPL, kalau Hak Milik / Hak Guna
Bangunan berdiri diatas tanah HPL, maka sebelumnya ada perjanjian

pemakaian..........
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pemakalan tanah yang menjadi dasar untuk mengajukan hak ;
Bahwa apablla lokasi tanah Hak Milik dan Hak Gﬁna Bangunan sama
dengan HPL, maka persoalannya harus diselesaikan, karena secara

yuridis tanah sudah dibebani Hak Guna Bangunan bisa lahir HPL kecuali

HPL melepaskan hak lebih dulu ;
Bahwa sah tidaknya sertipikat ganda adalah Pengadilan, tentu ada cacat
data yuridis / pemalsuan dan akibatnya salah satu hak tersebut harus

dibatalkan ;

Bahwa sesual Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 8 Tahun 1965 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 penguasaan tanah negara
yang- diserahkan Pemerintah Swatantra ! Menterl Dalam Negerl yang
semata-mata untuk digunakan sendiri dikonversi hak pakal, dan
panguasaan tanah tidak digunakan sendin tapi diserahkan kepada pihak

ketiga dikonversi HPL ;

Bahwa ketentuan yang mengatur tentang hak sewa atas tanah yang
didirikan bangunan harus punya hak milik atas tanah tersebut ;
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 maka

kedudukan eigendom yang dimiliki Pemerintah Kota menjadi landasan

hukum untuk menguasai tanah ;
Bahwa Undang-Undang pembentukan Kota Surabaya yang berbasis
Undang-Undang Dasar Sementara terhadap tanah gemente menjadi
millk tidak lagl kepemilikan terhadap penguasaan sebagaimana
Peraturan Peralihan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 ; :

Bahwa alas hak dapat dibuktikan dokumen hukum berupa ségel. pipil
atau petok (sebelum tahun 1960 diidentikan dengan hak milik)
sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 22 ; —
Bahwa Pemerintah Kota Surabaya sebagai subyek yang mengajukan

permohonan hak dapat dipakai hubungan hukum antara eigendom

dengan Pemerintah Kota sebagai bukti pendukung ;

Bahwa dimungkinkan keluar hak fain diatas hak pengelolaan, asal ada

peranjian.........
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perjanjian antara pemakaian tanah dengan pemilik tanah yang menjadi

dasar Kantor Pertanahan untuk memproses penerbitan Hak Guna

Bangunan / Hak Milik ;

— Bahwa Pemerintah Kota dapat memberikan ijin pemakaian tanah kepada

pihak ketiga ;

— Barang milik negara termasuk tanah bisa dilakukan hubungan sewa
menyewa menurut kete‘r'ituan Peraturan Menteri Dalam Neger,
sedangkan pengertian Pasal 44 Undang-Undang Pokok Agraria
semestinya hak sewa diajukan hanya terhadap hak milik ;

- Bahwa tanah negara harus dibedakan tanah Pemerintah yang
merupakan hubungan dengan warga negara, kalau Kkeinginan warga
mendapat hak, maka Pemen‘ntah harus menyampaikan mekanisme

untuk memperoleh hak melalui proses sertipikat, jangan seolah-olah

tanah tersebut dikuasai Pemerintah Kota ; -
— Bahwa, warga tidak memiliki data yuridis dapat mengajukan hak atas

tanah- gemente, didasarkan bukii penguasaan fisik 20 tahun salah satu

bukti kepemilikan sebagai dasar pengajuan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya
Tergugat | telah mengajukan alat bukti surat bemmeteral cukup dan diberi

tanda T.l-1 sampai dengan T.1-5 serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai

berikut :

1. T.11 : Foto copy sesuai i':lengan aslinya Keputusan Menteri Negara
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas
Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat || Surabaya ; ~——

2. T2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor :
560.235-7790, tanggal 27 Juni 1996, Perihal : Permohonan Hak

Pengelolaan atas 15 bidang tanah Negara ;
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3. T.3A

4. T.I1-3B

5. T.1-3C

6. T.I-3D

7. T.H4A

8. TI4B

8. T.I-4C

10.7.1-4D

11.T.I-6A
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Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Pertanahan
Kotamadya Surabafra Nomor : 560.1-5891, tanggal 2 Mei 1996,
Perihal : Pemmohonan Hak Pengelolaan atas tansh Negara
seluas 1.115.395 M2 ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Pertanahan

Kotamadya Surabaya Nomor : 560.1/5892, tanggal 2 Mel 1996,
Perihal : Pemohonan Hak Pengelolaan atas tanah Negara

seluas 631.952 M2 atas nama H: Sunatto SumoOprawiro qq.

Pemerintah Daerah Kotamedya Surabaya ;
Foto copy sesual dengan aslinya Surat dari Kantor Pertanahan
Kotamadya Surabaya Nomor : 560.1/6895, fanggal 2 Mei 1986,
Perihal : Permohonan Hak Pengelolaan atas tanah Negara

sefuas 637.175 M2 afas nama H. Sunarto Sumoprawiro qq.

Pemerintah Daerah Kotar[tadya Surabaya ;
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat darn Kantor Pertanahan
Kotamadya Surabéya Nomor : 560.1/5886, tanggal 2 Mei 1596,
Perihal : Pemohonan Hak Pengelolaan atas tanah Negara

seluas 732.644 M2 atas nama H. Sunario Sumoprawiro qq.

Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya ;
Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Hak dari

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya tanggat 15

Agustus 1594 ;
Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Walikotamadya

Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya tanggal 11 Januari 1996 ; —

" Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Walikotamadya

Kepala Daerah Tingkat I Surabaya tanggal 11 Januari 1996 ; —
Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat || Surabaya tanggal 11 Januari 1996 ;
Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan
Tanah (Panitia A), tanggal 6 Maret 1996, Nomor : 140/HPLAII/I6;

2. TI868.........
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12.T.I-5B : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan
Tanah (PanitiaA) tanggal 6 Maret 1996 Nomar : 144/HPLAIEE ; -
13.T.-5C : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan
Tanah (PanitiaA) tanggal 6 Maret 1996 Nomor : 143/HPL/IIGG ; -
14.T.-5D : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan

Tanah (Panitia.A) tanggal 6 Maret 1996 Nomor : 144/HPLAI/96 ;-

Menimbang, bahwa Tergugat | tidak mengajukan saksi meskipun

telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa unituk mendukung alasan-alasan jawabannya
Tergugat I} telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan

diberi tanda T.lI-1 sampai dengan T.lI-4 serta telah dicocokkan dengan aslinya,

sebagai berikut :
1. T.I-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Pengelolaan

Nomor : 4/Kelurahan Baratajaya atas nama Pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat Hl Surabaya ;

2. T.I-k3 : Foto copy sesuai foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara ;
3. T4 : Foto copy sesuai foto copy Peraturan Menteri Agraria Nomor 9
Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan

Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang

Kebijaksanaan Selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat !l tidak mengajukan saksi masikpun

untuk itu telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya
Tergugat |II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai

cukup dan diberi tanda T.il.Int-1 sampai dengan T.II.!nt-47 serta telah

dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :
1. T.lint-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Pengelolaan
Nomor 1, Kelurahan Baralajaya, Kecamatan Gubeng, Kota

Surabaya...........
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3. T.Int-3
4. T.lLInt-4
5. T.LInt-5
6. T.ILInt-6
7. TILInt?
8. T.ILInt-8

kepada sdr. Soekardi Hardjono ;

Surabaya, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1987, Nomor
10470/97, seluas 131.076 M2 atas nama Pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya ;
Foto copy sesuai dengan salinan Putusan Perkara Perdata
Nomor : 697/PdLG/2008/PN.Sby. antara Chodradi Oesman,
dkk sebagai Penggugat melawan Pemerintah Republik
Indonesia Cq. Menteri Dalam Negerl Republik Indonesla t;:q.
Gubemnur Kepaia Daerah Tingkat | Jawa Timur Cq. Walikota
Daerah Tingkat |l Surabaya sebagai Tergugat ;

Foto copy sesuai dengan aslinva Permohonan Izin
Pemak_éian Tanah Jangka Panjang (20 'Taht;n) atas nama
Budiyanto, tanggal 27 Julj 2000, ditujukan kepada Walikota

Surabaya cq. - Kepala Dinas _P'eﬁgélolaan Tanah Kota

Surabaya ;
Foto copy sesuai dengan aslfinga Buku lzin Pemakaian

Tanah, Nomor : 188.45/255.XX/402.05.12/2000, tanggal

18 Agustus 2000, atas nama Budiyanto ;
Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Budiyanto tanggal
4 Juni 1992, Perihal : Permohonan Baik Nama ijin
pemakaian tanah Pemerintah Kotamadya Daerah '[jngkat |
Surabaya, ditujukan kepa&a Kepala Dinas Tanah & Rumah

Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pémyalaan atas

nama Budiyanto tanggal 4 Juni 1982 ;
Foto copy sesuai dengan aslinya Pefjanjian Jual Beli tanggal

29 Mei 1992 ;

Foto copy sesuai dengan aslinga Surat Keputusan

-~ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya, tanggal

26 Mei 1989 tentang perpanjangan ijin pemakaian tanah

8 Tilints..........
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Foto copy sesuai dengan aslinya lzin Pemakaian Tanah

Jangka Menengah Nomor 188.45/1564P/436.4.22/2005

tanggal 5 Juli 2005 atas nama Ong Sioe Lin ;

Fofo copy sesuai dengan aslinya surat tanggal 03 Juni 2005
dari Ong Sioe Lin ditujukan kepada Kepala Dinas
Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya, perihal :

Pemmohonan Perpanjangan / Pembaharuan ljin Pemakaian

Tanah Kota Surabaya 5§ Tahun ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemyataan tanggal

03 Mei 2005 atas nama Ong Sioe Lin ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jualbeli
Rumah diatas Tanah Hak Persewaan Kotamadya Surabaya

Di Jatan Ngagel Madya No. 78, tanggal 6 Januari 1976 ; ——

Foto -copy sesuai dengan aslinya Surat dari Ny. Sutalmi
tanggal 24 Aprl 1976 ditujukan kepada Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat 1| Surabaya, Perihal : Permohonan

Balik nama hak pakai / sewa tanah Kotamadya Surabaya ; —

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota
Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor : 669/A/DTR/71,

tanggal 3 Met 1571, tentang pemberian sewa atas sebidang

tanah kepada Ny. Ong Sioe Lien ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor :
1430/A/KDA/DTRS77, tanggal 14 Januari 1977, tentang

pemberian sewa atas sebidang tanah kepada Ny. Ong Sioe

Lien ;

16. T.iLint-16...........
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Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian
Tanah Nomor : 18B.45/0146P/436.6.9/2007 tanggal 2

Pebruari 2007 diberikan kepada Ali Indranegara, SH. ; ———

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Walikotamadya Kepata Daerah Tingkat |l Surabaya Nomor :
188.45/003/402.5.12/91, tanggal 15 Pebruari 1991, fentang

balik nama dari Rudy Harfono Kumiawan ke Al

Indranegara,SH. ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Ali Indranegara,
SH. tanggal 261 Januari 1991, tentang Permohonan balik
nama hak pakai tanah Kotamadya Surabaya karena pihak

pertama telah meninggal dunia atau tidak diketahui

alamatnya;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan dari Dinas
Tanah Dan Bangunan Kotamadya Dati H Surabaya, Nomor :

1058A/KDVNIDT/?7, tar_lggal 6 Agustus 1977 ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penyerahan Hak
Pemeliharaan Tanah Milik Kota Madya Surabaya tanggal 28
April 1974 ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat !zin Pemakaian
Tanah Nomor : 188.45/0656/402.4.22/2002, tanggal

28 Januari 2002 atas nama Necky Hartono ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan

Pemanjangan Izin Pemakaian Tanah Pemerintah Kota

Surabaya atas nama Necky Hartono ;

23 T.ilLlnt-23...........
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Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas

nama Necky Hartono ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat il Surabaya Nomor :

1101/A/KKDIVIDTR/80, tanggal 28 Mei 1980, tentang

permmohonan baliknama dari Necky Hartono ;

Foto copy sesuai salinan resmi Perjanjian Jual Beli Bangunan

tanggat 23 Januari 1980 antara Handrik Himawan dengan

Necky Hartono ;

Foto copy sesuai salinan resmi Perjanjian Juatl Beli Bangunan

tanggal 17 Oktober 1979 antara Kaolah dengan Handrik

Himawan;

Foto copy sesuai salinan, permohenan halik nama hak pakai /

sewa tanah Kotamadya Surabaya atas rama Kaolan ;

Folo copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor :

0661/A/KD/NIIIDTR/76, tanggal 30 Maret 1976 ;

. Foto copy sesuai dengan aslinya surat tanggal 9 Pebruari

1976 dari Kaolan difﬁjukan Walikotamadya Kepala Daerah

Tingkat 1l Surabaya, Perihal : Permohonan Perpanjangan

pemakaian tanah Kotamadya Surahaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat ljin Pemakaian Tanah
Jangka Menen‘gah Nomor : 188.45/1587P/402.4.22/2002,

tanggal 30 April 2002 diberikan kepada IR. H.A. Rachman

Syafraji ;

31. THint-31..........
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Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat |l Surabaya Nomor :
188.45/1702/402.5.12/96, tanggal 10 Maret 1996 ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Ir. A. Rachman
Syafradii, perihal : Permohonan Perpanjangan ijin pemakaian
tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Surabaya,

ditujuken kepada Kepala Dinas Tanah & Rumah Kotamadya

Daerah Tingkat Il Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemyataan tanggal

29 Januari 1996 atas nama Ir. A. Rachman Syafradji ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan balik
nama hak pakai / sewa tanah Kotamadya Surabaya dari Tony
Chandra Samudra difujukan kepada Walikotamadya Kepala

Daerah Tingkat I Surabaya Cq. Kepala Dinas Tanah dan

Rumah Kotamadya Surabaya ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Jual Beli Rumah Nomor :

11, tanggal 6 Juni 1983 ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor :
188.45/328/411.53/83, tanggal 25 Agustus 1983 ;

Folo copy sesuai dengan aslinya Surat lzin Pemakaian

Tanah Nomor : 188.45/131.XX%/402.05.12/98, tanggal 13

Oktober 1998 atas nama Ir. Soenarsoe ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya tanggal

24 Maret 1984..........
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24 Maret 1884 Nomor : 188.45/1057/411.53/84 ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jual Beli
dibawah tangan dua buah Bangunan Rumahuyang berdiri
diatas tanah P‘ersewae.m Kotamadya Surabéya,_ termasuk
pengoperan Ha’k Pakai / Hak Seg\_!a — Tanahnya di JI. Ngagel
Madya VHI / 21-23 (Nomer lama) Surabaya anfara M.

Chaeradji Masyhari B.LE. dan Hasyim dengan Ir. Soenarso -

tanggal 4 Desember 1982 ; .

Foto copy sesuai- dengan aslinya Surat Pemmchonan
Peresmféan ! Penerbitan untuk pengésaﬁén hak pakal tanah

Kotamadya Surabaﬂra dari Ir. Soenarso kepada

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11 Surabaya Caq.

-Kepala Dinas Tanah dan Rumah Kotamadya Surabaya ; ——

Foto copy sesuai salinan Hasil Ukur dari Badan Pertanahan
Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur bel:'upa Peta
Situasi Nomor : 108/1995 tanggal 28 September 1995 atas

tanah di Kelurahan Earatajaya, Kecématan Gubeng seluas

131.076 M2 ;

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan
SKPT/GS/Salinan Peta dari Kepala Dinas Tanah & Rumah

Koiamadya Dati ll Surabaya tanggal 20 November 1995 ; —-

Foto copy sesuai dengan aslinya- Kwitansi bembayaran

SKPT/K Baratajaya dari Kantor Pertanahan Kotamadya Dati

Il Surabaya tanggalh16 Desember 1995 ;

44. Tilint-44............
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Foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB} A Tanah Unit Dinas

Tanah & Rumah Per Desember 1983 ;

Foto copy Daftar Aktiva tetap Pemerintah Kota Surabaya Per

31 Desember 2008 ;

Foto copy Buku Laporan Kartu Inventaris Barang KIB A Unit

Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ; —

Foto copy dari_foto copy Surat Wakil Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : 500-2132-WAKA tanggal 29
Agustus 2003 Perihal Permohonan penjelasan status hak

atas tanah dalam pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya ; —

Menimbang, bahwa Tergugat [[ Infervensi dalam persidangan telah

mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli dan telah memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI R, MULYONO, SH., MH.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

~ Bahwa zaman Belanda disebutkan didalam Statblat 1940 No. 430, tanah-

tanah yang dibebaskan dan diserahkan Departemen yang bersangkutan;

Tanah Negara yang fidak nyata-nyata diserahkan kepada suatu

Departerhen maka tanah tersebut dibawah Menteri Dalam Negeri, tanah-

tanah tersebut masih berstatus tanah negara tapi ada yang diajukan

permohonan hak eigendom sehingga lahir hak eigendom atas nama

Departemen, Kementrian, Kota Praja ;

~ Bahwa ketentuan Pasal 33 (2) Undang-Undang Dasar 1945 hak

menguasai negara bukan memiliki tapi negara sebagai organisasi tertinggi

diberi wewenang untuk mengatur peruntukan ....... dan seterusnya,

kewenangan ...........
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kewenangan Pemerintah Kota menurut ketentuan Pasl 2 ayat 5 hak
menguasai negara tersebut dapat dikuasakan kepada daerah Swatantra

dan masyarakat hukum sehingga Pemerintah Kota berwenang untuk

mengatur ;

Bahwa status yuridis tanah eigendom atas nama gemente dalam

penguasaannya dapat diajukan hak dengan konversi ;
Bahwa pengajuan hak dilengkapi data yuridis dan data fisik menunjuk

tanah gemente maka fanah tersebut tanah Menteri Dalam Negeri yang

diserahkan kepada_ daerah Swatantra (Pemerintah Kota) ;
" Bahwa persyaratan untuk konversi bekas penguasaan dalam Pasal 8 ayat
53 adalah tanah yang dikuasai penuh oleh negara oleh karena itu

syaratnya harus ada akia asli eigendom sebagai data pemohon dan

membayar biaya konversi ;
Hak-hak yang dapat diberikan oleh Instansi Pemerintah, yaitu hak pakai
apabila tanah tersebut dipakai untuk melaksanakan tugas, dan hak

pengelolaan apabila tanah tersebut digunakan untuk pihak ketiga ;
Bahwa tanah negara bekas eigendom dapat diketahui dari surat

keterangan pendaftaran tanah yang mengutip dari kartu verponding kalau

di sertipikat disebutkan tanahfnegara :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan

setempat pada tanggal 27 Mei 2009 di lokasi tanah yang diterbitkan Surat

Keputusan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan para pihak

kemudian menyerahkan kesimpulan masing-masing Tergugat | dan Tergugat i

tertanggal 17 Juni 2009, pihak Penggugat tertanggal 1 Juli 2009 dan pihak

Tergugat Il Intervensi tertanggal 1 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam

duduknya perkara ini menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan

satu kesatuan dengan putusan ini ;

Msnimbang ...........
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Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada hal-hal yang lain lagi

yang akan diéampaikan oleh para pihak maka Majelis Hakim akan menjatuhkan

putusan dengan pertimbangan Hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANG.AN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagalmana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ; —

Menimbang, bahwa yang menjadi bbyek sengketa dalam sengketa ini

ada.lah :

1. Surat Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang
Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat il Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat 1 (Bukti T.I-1) ;

2. Seriifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Kelurahan Baratajaya, Tanggal
2 September 1997 atas namd Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I

Surabaya, Gambar Situiasi Tanggal 21  Agustus 1987 Nomor : 10470/1997

luas 131.076 m2 (Bukti T.II-1=T.11 int:-1) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalam jawaban Tergugat |,
Tergugat Il maupun Tergugat Il Intervensi memuat adanya eksepsi, maka

Pengaditan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut ;-
DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat | dalam jawabannya, telah

mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak berkwalitas dalam mengajukan gugata.n karena
tanah semula merupakan tanah bekas eigendom verponding Nomor 5853

dan Nomor 1304/sisa atas nama Gementee Soerabaya, karenanya
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Penggugat tidak ada hubungan hu_klm dengan t{anah yang telah diterbitkan

obyek sangketa ;

2. Bahwa gugatan diajukan dengan obyek yang sama atas perkara yang masih
dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara

Nomor : 697/Pdt.G/2008/PN.Sby dan belum memperoleh putusan yang

berkekuatan hukum tetap ;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya Kepala Kantor
_Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur yang memberikan

rekomendasi kepada Tergugat ! juga harus turut menjadi pihak dalam

perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat || dalam jawabannya telah mengajukan

eksepsi-eksepsi yang mengémukékan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan para Penggugat telah lewat waktu karena berdasarkan ljin
Pemakaian Tanah atas nama para Penggugat yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Surabaya telah dapat diketahui bahwa atas tanah obyek

sengketa telah terbit Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya ;

2. Bahwa gugatan Penggugat prematur dan Penggugat tidak mempunyai
kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini karena hak keperdataan
atas tanah dimaksud masih diuji di Pengadilan Negeri Surabaya dalam

perkara Nomor : 697/Pdi.G/2008/PN.Sby dan sampal saat ini belum

memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa daiam jawabannya, Tergugat Il Intervensi juga

tetah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa ............
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1. Bahwa gugatan Peng‘gugat kabur karena Penggugat tidak menjelaskan
dasar perolehan tanah yang masuk dalam obyek gugatan dan Penggugat
bukan sebagai pemilik ‘hak atas tanah fetapi pemegang Izjn Pemakaian
Tanah atas asset Pemerintah. Kota - Surabaya yang didasarkan pada

pengajuan pemohonan lzin Pemakaian Tanah kepada Tergugat Il

Intervensi;

2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat wakiu karena obyek sengketa-obyek
sengketa diterbitkan pada Tahun 1997, sehingga_sesuai pasal 30 ayat 2 (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1897 telah lewat 5 tahun fanpa ada

yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan ; —

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan
terlebih dahulu akan mempertimbangkan' eksepsi Tergugat | dan Tergugat Il

mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam sengkeia

Menimbang; bahwa aspek kepentingan datam me'ngajukan gugatan
sengketa Tata Usaha Negara mensyaratkan adanya kepent_ingannya merasa
dirugikan sebégai aklibat diterbitkan obyek sengketa dan tidaklah mensyaratkan '
adanya suatu hak milik\atas suatu obyek tertentu, tetapi kepentingan yang

dirugikan tersebut ditujukan pada suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum,

yang dapat berupa nilai budaya, ekonomi, sosial, estetika dan lain-lain :

Menir_nbang,_ bahwa éesuai pemeriksaan setempat pada hari Rabu
Tanggal 27 Mei 2009 yang dilakukan oleh Pengadilar;.' telah dipercleh adanya
fakta. bahwa :Para Pe_nggugat adalah sebagian dari warga yang bertempat
tinggal di Kelurahan Baratajaya, _dan masuk di dalam areal tanah yang telah

diterbitkan obyek sengkeia—obyék sengketa, hal mana Penggugat | sejak
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Tahun 1994 telah melakukan pembayaran pajak (Bukti P-1.2 sampai dengan
P-1.5) ; Penggugat Il sejak Tahun 1972 telah melakuke.nn pelunasan luran
Pembangunan Daerah (Bukti P-Il.2 sampai dengan P-H.11) ; Penggugat I
memperoleh tanah dar Rudy Harlono Kumiawan pada Tahun 1978 (Bukti
P-lIl.1, P-L.2) yang penguasaan fisiknya sejak Tahun 1972 (P-ill.3 sampai
dengan P-Il.12}) ; Penggugat IV t{elah melakukan pembayaran luran
Pembangunan Daerah sejak Tahun 1973 (Bukti P-IV.1 sampai dengan P-IV.6);
Penggugat V telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sejak Tahun 1986
(Bukti P-V.1; P-V.4 sampai denggn P-V.9) ; sedangkan Penggugat VI telah

melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sejak 1931 (Bukdi P-V1.2 sampai dengan

P-V1.6);

Menimbang, bahwa penguasaan fisik oleh Penggugat tersebut secara
yuridis mempunyai posisi hukum dalam hukum pendaftaran tanah di Indonesié,
karena sesuai pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
yang pada pokoknya menentukan bahwa dalam hal tidak ada lagi tersedia
secara lengkap alat-alat pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan
berdasarkan kenyataan penguasaan ﬁ;ik bidang tanah yang bersangkutan
selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemochon pendaftaran ,

dengan syarat penguasaan fisik tersebut ditakukan dengan itikad baik dan tidak

ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa Dberdasarkan fakta tersebut, Pengadilan
berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah menguasai fisik di sebagian
tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa - obyek sengketa dengan disertai
pelunasan atau pembayaran luran Pembangunan Daerah atau Pajak Bumi
Bangunan, maka Penggugat secara yuridis mempunyai kepentingan untuk

mengajukan gugatan a quo, karena kepentingannya merasa dirugikan sebagai

akibat ............
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akibat diterbitkannya obyek sengketa - obyek sengketa, dengan demiklan

eksepsi dari Tergugat | dan Tergugat 1l dimaksud tidak beralasan hukum, dan

harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan
eksepsi kedua dari Tergugat | mendalilkan bahwa dalam' obyek yang sama
masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam

Perkara Nomor : 697/Pdt.G/2008/PN.Sby dan belum memperoleh putusan yang

berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat | dimaksud tidaklah beralasan
hukum karena cbyek sengketa Tata Usaha Negara dengan perkara Perdata
di Pengadilan Negeri Surabaya adalah tidak sama dan masing-masing dapat
berjalan sendiri-sendiri,” hal mana materi gugatan dalam Perkara Nomor :
697/Pdt.G/2008/PN.Sby adalzah tentang perbuatan melawan hukum yang telah
tanpa hak menerbitkan {zin Pemakaian Tanah serta menarik uang refribusi
sewa atas tanah terperkara, sedangkan cbyek sengketa a quc adalah Surat
Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian
Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat | (Bukti T.I-1) serta Sertifikat Hak
Pengelolaan Noemor : 1/Kelurahan Baratajaya, Tenggal 2 September 1997 atas
nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya, Gambar Situasi
Tanggal 21 Agustus 1997 Nomor 10470/1997 luas 131.076 m2 (Bukti T.I-1=T.ll

Int.-1), sehingga eksepsi dari Tergugat | dimaksud harus dinyatakan tidak

diterima Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan

eksepsi ketiga dari Tergugat | yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat
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kurang pihak karena seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Propinsi Jawa Timur yang memberikan rekomendasi kepada

Tergugat | juga harus turut menjadi pthak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai‘pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1886 jo. Undang-Undang hiomor 9 Tahun 2004, menentukan bahwa
Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan
Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan

kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuaﬁ tersebut, oleh karena
keputusan yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah Surat
Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian
Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I
Surabaya yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahar-'l Nasional serta Seriifikat Hak Pengelolaan Nomor ; 1/Kelurahan
Baratajaya, Tanggal 2 September 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Surabaya, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kota Surabaya, maka yang menjadi pihak Tergugat dalam sengketa a quo
adalah Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, tanpa harus menjadikarn Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur sebagai pihak

Tergugat dalam perkara ini, dengan demikian maka eksepsi ketigé dari

Tergugat | harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjuinya Pengadilan akan mempertimbangkan

eksepsi pertama Tergugat If dan eksepsi kedua Tergugat Il Intervensi mengenai

tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan ;

Menimbang .............
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Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat It dengan mendasarkan ljin
Pemakaian Tanah atas nama Penggugat yang- dikeluarkan oleh Pemerintah
Kota Surabaya telah dapat diketahui bahwa atas'_. tanah obyek sengketa telah
tefbit Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pe'merintah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Surabaya menpakan dalil yang tidak berdasar karena sesuai bukti
T.ILInt-3 sampai dengan T.lLInt-40 membuktikan bahwa dalam pemberian ijin
pemakaian tanah kepada Penggggat. Tergugat N Intervensi tidak
mempertimbangkan adanya keberadaan obyek sengketa - obyek sengketa,

karenanya dalil Tergugat Il dan Tergugat 11 Intervensi tersebut tidak berdasar

dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat Il Intervensi yang mendalilkan
bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu dengan mendasarkan pada
ketentuan pasal 30 ayat 2 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
telah lewat 5 tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan
mengenai data yang dibukukan juga merupakan dalil yang tidak beralasan
hukum karen_a sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor & Tahun 1986
telah menentukan bahwa gugatan dapat diajukan sejak diterimanya atau
diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan / Pejabat Tata
Usaha Negara, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata
Usaha Negara, tengggang waktu dihitung sejak mengetahui Keputusan Tata
Usaha Negara yang telah merugikan kepentinganya tersebut (vide Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41.K/TUN/19%4 tanggal

10 Nopember 1994 dan Nomor : 270 K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002) ; ——

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya dan dalil
tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Tergugat I Intervensi adalah

bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 29 Juli 2008 dalam
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acara sidang pembuktian perkara perdata di-Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor : 697/Pdt.G/2008/PN.Sby., sehingga dalil tersebuit dijadikan fakta hukum
bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 29 Juli 2009. Oleh
karena Penggugat mengajukan gugatan di- Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2008, maka gugatan diajukan Penggugat
masih belum lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan

- demikian dalil Tergugat Il dan Tergugat Il Intervensi tersebut tidak berdasar dan

harus dinyataken tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanj_utnya Pengadilan akan mempertimbangkan
mengenai eksepsi Tergugatl Il dan Tergugat I Inte-rvensi mengenai gugatan

Penggugat adalah kabur dan pretﬁatur, dengan pertimbangan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat, bahwa
yang menjadi cbyek sengketa dalam sengketa a quo adalah Surat Keputusan
pemberian hak pengelolaan kepada Pemerintah Kotamdya Daerah Tingkat Il
Surabaya beserla pendaftaran haknya I;erupa sertifikat hak pengelolaan yang
telah memenuhi unsur-unsur keputusan Tata usaha Negara sebagaimana diatur
dalam pasal 1 angka 3, sedangkan alasan gugatan Penggugat adalah :
Tergugat | dan Tergugat Il dalam menerbitkan obyek sengketa - obyek sengkt_ata
telah bertentangan dengan peraturan perundang-undla-_ngan yang berlaku dan
bertentangan dengan asas keterbukaan dan asas profesiqnal‘r@as. sebagaimana
dir_naksud.dalam pasat 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor- 9 TaFiun 2004, dan
tuntutan pokok gugatan Penggugét adalah‘ agar obyek' sengketa'-yang
diterbitkan qleh Tergugat | dan Tergugat Il dinyatakan batal atau tidak sah -
sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 Un&ang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 ;

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.



B0

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan
berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah tidak kabur dan prematur,

sehingga eksepsi Tergugat Il dan Tergugat Il Intervensl tersebut tidak beralasan

hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan gugatan Penggugat,
Pengagugat dalam mengajukan gugatan ini telah mendalilkan bahwa Tergugat |
dan Tergugat Il dalam menerbitkan obyek sengketa - obyek sengketa telah
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Balk sebagaimana

diatur dalam pasai 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor & Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I,
Tergugat |l maupun Tergugat Il Intervensi membantah dalil tersebut yang pada
pokoknya rnasing-masing mendalilkan bahwa Tergugat | dan Tergugat Il dalam
menerbitkan obyek sengketa telah sesuai -dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; —

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertentangan dalil
dimaksud, selanjutnya Fiengadiian akan menguji, apakah Tergugat | dan
Tergugat Il dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik atau tidak ;

Menimbang, bahwa  terlebih  dahuiu Pengadilan  akan

mempertimbangkan mengenai legalitas tindakan Tergugat | dalam

menerbitkan ...........
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menerbitkan Surat Keputusan Nomor . 53ﬂ-IPLfBPNI-9? Tapggal 8 April 1997

tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat |l Surabaya ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini, Pengadilan akan
melakukan secara ex tunc, hal mana datam menguji obyek sengketa Pengadilan
berpedoman pada fakta-fakia dan peraturan perundang-undangan yang berfaku
pada saat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat ). Selain dari pada ity,
Pengadilan tidak akan menguji mengenai hak keperdataan atau kepemifikan
atas tanah yang diterbitkan obyek sengketa yang merupakan kewenangan dari
Peradilan Perdata, tetapi hanya menguji mengenai aspek keabsahan obyek

sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ! yang meliputi wewenang, prosedur

dan substansi ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas
Tanah, Menteri Dalam Negeri memberikan Keputusan mengenai permohonan
pemberian, perpanjangan / pembaharuan, menerima pelepasan, izin
pemindahan serta pembatalan : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Penguasaan, Izin membuka tanah

Negara, yang wewenangnya tidak dilimpahkan kepada Gubemur / Bupati /

Walikota Kepala Daerah / Kepala Kecamatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional
mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pertanahan

secara nasional, regional dan sekioral, sehingga kewenangan dari Menteri
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Dalam Negeri tersebut sekarang beralih menjadi kewenangan Kepala Badan

Pertanahan Nasiona! (Tergugat|) ;

Menimbang, bahwa cleh karena tanah yang diberikan hak pengelolaan
di Kelurahan Baratajaya tersebut Tergugat Il Intervensi seluas 131.076 m2,
maka secara yuridis Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indenesia
(in casu Tergugat I) berwenang untuk “menerbitkan obyek sengketa berupa
Surat Keputusan Nomor : S3/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang

Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pémen'ntah Kotamadya Daerah

Tingkat Il Surabaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan

mengenai aspek prosedur Tergugat | dalam menerbitkan obyek sengketa ; —

Menimbang, bahwa salah satu dasar pertimbangan Tergugat |
menerbitkan obysk sengkela sebagaimana yang termuat dalam konsideran
“‘Menimbang” huruf a dan c, pada pokoknya mempertimbangkan bahwa
Tergugat Il Intervensi mengajukan permohonan hak atas tanah Negara bekas
Hak Eigendom Verponding Nomor 1304 sisa yang didasarkan pada
penguasaan fanah, sesual surat pemyataan Walikotamadya Kepala Daerah

Tingkat Il Surabaya tanggal 12 Oktober 1995 Nomor ; 593/3943/402.5.11/95 ; —

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap keberadaan hak
Eigendorﬁ tersebut sebagat alas hak untuk mengajukan permohonan hék,
khususnya oleh Tergugat 1, Tergugat I! maupun Tergugat Il Intervensi tidak
dibuktikan dipersidangan, sedangkan mengenai penguasaan fisik tanah oleh
Tergugat |1l Intervensi sesuai bukti T.lInt-44, T.ILInt45 dan T.lLInt-46
membuktikan bahwa Tergugat | Intervensi menguasai dan mengelola tanah

dimaksud sebagai asset Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 1983,

sedangkan . .........
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sedangkan Penggugat | sejak Tahun 1834 telah melakukan pembayaran pajak
(Bukti P.1-2 sampai dengan P.1-5); Penggugat Il sejak Tahun 1872 telah
melakukan pelunasan luran Pembangunan Daerah (Bukti P.)I-2 sampai dengan
P.lI-11); Penggugat lll memperoleh tanah dari Rudy Hartono Kumiawan pada
Tahun 1978 (Bukii P.Ili-1, P.HI-2) yang penguasaan fisiknya sejak Tahun 1872
(P.IN-3 sampai dengan P.MI-12); Penggugat IV telah melakukan pembayaran
luran Pembangunan Daerah sejak Tahun 1973 (Bukti P.IV-1 sampai dengan
‘ P.IV-6); Penggugat V telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sejak Tahun
1686 (Bukti P.V-1 ; P.V-4 sampai dengan P.V-9) ; sedangkan Penggugat VI

telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sejak 1991 (Bukti P.VI-2 sampai

dengan P.V1-8) ;

Menimbang, bahwa seandainya Tergugat 1l Intervensi mendalilkan
adanya hak Eigendom dan menguasai fisik atas tanah yang telah diterbitkan
obyek - obyek sengketa, maka dengan berlakunya Undang-Undang Pokok
Agraria seharusnya Tergugat Il lnterven;;i harus segera mendaftarkan hak di
Kantor Pertanahan sesuai Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 yang
menentukan bahwa selain Hak Milik, Hak Guna Usah-a dan Hak Guna

Bangunan maka harus pula didaftarkan menurnut Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1961 ialah :

a. Semua hak pakai ftermasuk yang diperoleh Departemen - Deparlemen,
Direktorat - Direktorat dan Daerah - Daerah Swatantra sebagalmana

dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 ;

b. Semua hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri

Agraria Nomor 9 Tahun 1965 ;

Menimbang ..........
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Menimbang, bahwa dengan demikian ;'naka saat Tergugat Il Intervensi
menerbitkan ijin pemakaian tanah kepada Para Penggugat (T.ILInt-3 sampai
dengan T.ILInt-40) adalah tanpa didasarkan pada alas hak yang sah, karena
pada sasat itu Tergugat |l Intervensi belum mempunyai bukti hak atas tanah
dimaksud, sehingga secara yuridis administratif pada dasamya Tergugat
Intervensi tidak mempunyai kompetensi untuk memberikan ijin pemekaian tanah

tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat ! dalam menerbitkan obyek sengketa
didasarkan pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A} yang telah
datang ke Kelurahan Baratajaya untuk mengadakan pemeriksaan apakah ada

keberatan atau tidek terhadap permohonan dari Tergugat 1§ intervensi (Bukdti

surat T.1-5d) ;

Mt_enimbang. 'b-ahwa dalfam Risalah Panitia Pemeriksaan tanah
dimaksud, khususnya. dalam riwayat tanah angka 2 menjelaskan bahwa
berdasarkan surat pernyataan tanggal 12 Okicber 1995 Nomor
503/3943/402.5.11/1895 dari H. Sunarto Sumoprav_viro selaku Walikotarnadya
Kepala Daerah Tingkat 1l Surabaya menerangka.n _bahwa tanah seluas
1.115.339 Ha terletak di Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota
Surabaya adalah betul-betul tanah yang dikuasai / dikelola oleh Pemerintah
Daerah Tingkat H Surabaya yang diperguhakan untuk pemukiman /
perdagangan / perkantoran / industri / pergudangan / fasilitas kome;'si! ! fasilitas
sosial secara sewa kepada Pemerintah Kota Surabaya dan selama

dipergunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya tidak ada pihak lain yang

mengklaim atas tanah dimaksud ;

Menimbeng ............
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Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, bahwa tanah
sebagaimana yang tenmuat dalam obyek sengketa sudah meﬁjadi pemukiman
penduduk, fasilitas umum, tempat usaha, dan lasin-lain. tetapi dari bukti yang
dizjukan aleh para pihak dipersidangan tidak ada yang membuktikan bahwa
Tergugat | sebelum menerbitkan obyek sengketa Surat Keputusan Nomor :
53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1897 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas
Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya, telah meminta
penjelasan dan keterangan dari para warga masyarakat yang nyata menguasai
dan bertempat tinggal di atas tanah tersebut, khususnya kepada Para
Penggugat, sehingga tindakan Tergugaf | tersebut telah tidak memperhatikan
hak-hak dari warga masyarakat yang selama ini menempati tanah dimaksud, hal
mana keberadaan masyarakat tersebut juga tidak dipergunakan cleh Tergugat |
sebagai bahan pertimbangan dalam menerbitkan Surat Kepuiusan Nomor :
53MPL/BPN/AS7 Tanggal 8 April 1997, dan hanya secara sepihak
memperﬁmbangkan surat pemyataan dari Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat [I Surabaya saja, 'karenénya tindakan Tergugat | tersebult telah

bertentangan dengan asas audi et alteram partem-dan asas kecermatan ; ——

Meriimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan di atas,
Pengadilan berpendapat Obyek sengketa yang diterbitk.an oleh Tergugat | telah
terbukli bertentangan dengan peraturaﬁ‘ perundang-undangan dan azas audi
et alteram partem serta azas kecermatan, sehingga beralasan hukum untuk

dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat | untuk mencabutnya ; —

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh
Tergugat | telah dinyatakan batal, dan oleh karena obyek sengketa y.ang

diterbitkan Tergugat | tersebut sebagai dasar Tergugat II untuk menel-'bitkan'

Serdifikat .............
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Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1)'Keluréhan-, Baratajaya, Tanggal
2 September 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Oaerah Tingkat il
Surabaya, Gambar Situasi Tanggal 21 Agustus 1997 Nomor : 10470/1997 luas
131.076 m2 (Bukti T.II-4 = T.l.Int.-1), maka beralasan hukum seifikat yang
diterbitkan oleh Tergugat I tersebut mengandunyg cacat yuridis, sehingga harus
juga dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat |l untuk mencabut

sertifikat dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap permochonan Penggugat yang memohon
penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa — obyek sengkefa,
Pengadilan berpendapat permchonan tersebut tidak beralasan hukum dan
harus ditolak karena fakiafakla yang terjadi dipersidangan_ tidak memenuhi
kriteria atau unsur bahwa permohonan dimaksud dapat dikabulkan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 jo. Undang—l_]ndang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai permochonan ganti rugi yang
diajukan Penggugat da_lam gugatan, oleh karena Penggugat tidak memhuktikan
mengenai kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat langsung

dari diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat | dan Tergugat If, maka

permohonan tersebut beralasan hukum untuk di_tolak :

Menimbang, bahwa atas permchonan Penggugat apabila Tergugat |
~ dan Tergugat 1l tidak melaksanakan putuéan ini, agar Tergugat | dan
Tergugat 1l dibebani untuk membayar uang paksa kepada Penggugat secara
tunai dan sekaligus sebesar Rp. 10.000.000,- {puluh juta rupiah) setiap hari
sejak tanggal putusan perka'r'é ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai

dengan Tergugat | dan Tergugat 1 secara suka rela melaksanakan putusan

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.
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perkara ini, maka Pengadilan berpendapat oleh karena sampai sekarang
peratarun petaksanaan mengenai pembebanan uang paksa tersebut belum ada,
yang meliputi prosedur pembayaran uang paksa dan tanggungjawab jabatan

ataukah tanggung jawab pribadi dari Pejabat, maka permohonan dimaksud

beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk
sebagian, sehingga Kepada Tergugat 1, Tergugat 11 dan Tergugat !l Intervensi

harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang

besamya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa alat bukti lain yang belum dipertimbangkan dalam

putusan ini tidak periu dipertimbangkan lebih lanjut, karena alat bukti tersebut

tidak relevan untuk dipertimbangkan ;

Mengingat, ketentuan pasal-pa;al dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor § Tahun 2004 beseria peraturan

perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsl :

Menyatakan eksepsi Tergugat |, Tergugat 1l dan tergugat !l Intervensi tidak

diterima ;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan batal :

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.
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~« Surat Keputusan Nomor : 53/HPL/BRN/S7 Tanggal 8 April 1997 fentang

Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat Il Surabaya yang diterbitkan oleh'*Tergug;t \;
. ) v _

o Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : :I}I(eli;};h;an Baratajaya, Tanggal
2 September 1997 atas nama Pemerintah _Ko-tamadg_a Daerah Tingkat Il
Surabaya, Gambar Situasi Tanggal 21\ Agus_tus'_ 1887 Nomor
_1?64-7.9:1 807 luas 131.076 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat I ; ————

3. Memerintahkan kepada Tergugat | untuk mencabut Surat Keputusan Nomor
53MPUBPN@7 Tanggal 8 April 1897 tentang, Pemberian Hak Pengelolaan

atas nama Pemerintah Kotamadya Dasrah Tingkat If Sflrabaya :

4. Memerintahkan kepada Tergugat Il untuk mencabut Sertifikat Hak
Pengelolaan Nomor * 1/Kelurahan Baratajaya, Tanggal 2 September 1997
atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II- Surabaya, Gambar

Situasi Tanggal 21 Agustus 19897 I-\'l‘émo_r +10470/1997 luas 131.076 m2 ; —

5. Menguhukum Tergugat | dan Tergugat I} serta Tergugat Il Intervensi untuk

membayar blayé' perkara yang timbu! dalam perkara ini sebesar

Rp.571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu ruplah) ;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Demikian diputus dalam___i*aéat musyawarah- Méje:li; Hakim Pengadildn
Tata Usaha Negara Surabaya pad.a Hari l_(AMI:S'_, -"I'anggél 9 Jl,lj_!i 2009 Oleh
LILIEK EKO POERWANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, KASIM, SH. dan
HARI SUGIHARTO, SH r;iasing—masing sebagal Hakim Anggota, putusan

ter'seput diucapkan dalam persidangan yang tequka untuk umum pada Hari

Status penguasaan..., Indiarti, FH UI', 2010.
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SENIN Tanggal 27 Juli 2009 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh
G. TULUS WIDJI PRASOJO, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat

dan Kuasa Hukum Tergugat lf Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum

Tergugat | dan Kuasa Hukum Tergugat |l

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
IE 44 .
K A S | M _SH. LILIEK EKO POERWANTO, SH.

NARI SUGIHARTO, SH.

PANITERWNTI.
Ha

G. TULUS WI%H PRASOJO, SH.

Perincian biaya perkara :
1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-

2. Kepaniteraan .............. Rp. 530.000,-
3. Redaksl ..............o.... Rp.  5.000,-
4. Meterai.........ccueeuun.n Rp. 6.000.-
Jumlah ....................... Rp. 571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu

rupiah)

Status penguasa-an..., Indiarti, FH Ul, 2010.
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CATATAN :

Putusan Ini belum memperoleh kekuatan hukum {etap, karena pihak Tergugat 1
pada hari KAMIS, tanggal 13 Agustus 2009 dan pihak Tergugat !l pada hari
RABU, tanggal 12 Agustus 2009 serta pihak Tergugat 1l Intervensi pada hari
KAMIS, tanggal 6 Agustus 2009 telah mengajukan upaya hukum banding atas
putusan tersebut.

Surabaya, .... Agustus 2009
Panitera,

Ttd.

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP. 040053184.

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.
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PENGADILAN TINGGI TATA USAHA _-NEGAR'A
SURABAYA

SALINAN PUTUSAN

[
Salinan_ini. terdiri dari :

.......... e ... ( . TNAM BELAS ) halaman

dan setiap halaman diparaf oleh PANITERA / PANITERA PENGGANTI.
Apabila terdapat coretan / Renvoi, maka pada sisi kixi ssjajar
dengan coretan tersebut diparaf oleh PANITERA / PANITERA
PENGGANTI yang bexsangkutan. .

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.



PUTUSAN
Nomor : 153/B/2009/PT.TUN.SBY

* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa
dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara

1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran

Baru Jakarta Selatan ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ;

1. RB. AGUS WIDJAYANTO, SH., M.Hum., Direktur Perkara
Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflk Pertanahan, Badan Pertanahan

Nasional Repubtik Indonesia ;

2. MARDIATI PERMANA LESTARI, SH., Kepala Sub
Direktorat Perkara Wilayah |ll, Direktorat Perkara
Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia ;

3. ERY SUWONDO, SH., Kepala Sub Direktorat Perkara
Wilayah |, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi Bidang
Pengkajian dan Penanganan Senéketa dan Konflik

Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia ;

4. SITTI HAFSIAH, SH., Kepala Seksi Perkara Tata Usaha

Negara Wilayah Ill, Direktorat Perkara FPexagahan,
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2
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik

Indenesia ;

RR. RINI BUDI UTAMI, SH., Kepala Seksi Perkara
Perdata Wilayah lll, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Konflik

Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia ;

IGN. ARDI SUSANTO, SH., Kepala Seksi Perkara Perdata
Wilayah 1, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia ;

WAHYU ARTHAMAJI SW., SH., Staf Sub Direktorat
Perkara Wilayah Il}, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia ;

SOFYAN HADI SYAM, SH., Staf Sub Direktorat Perkara
Wilayah I, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan, Badan Pertanahan nasicanal Repubtik

Indonesia ;

Kesemuanya beralamat Jalan Sisingamangaraja No. 2

Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : SK. 137-X11-2008. Tangga! 19 Desamber 2008

Selanjutnya disebut ;
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TERGUGAT |/ PEMBANDING ——

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA, berkedudukan di

Jalan Taman Puspa Raya, Blok D-10, Komplek Citra Raya,

Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri Surabya ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ;

1. SUYATNQ, SH., CN., MH., Koordinator Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara pada Perwakilan Kantor Pertanahan

Kota Surabaya ;

2. EKO WIDIYANTO, SST., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara pada Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabya

3. BUDI WIBOWO, SST., Staf Seksi Sengketa, Konfilk dan
Perkara pada Perwakilan Kantor Pertanahan Kota

Surabaya ;

Kesemuanya beralamat Jalan Taman Puspa Raya Blok D No.
10 Kompleks Citra Raya Sambikerep — Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : SKA/450/X1/2008 ;

Selanjutnya disebut ;

TERGUGAT |l / PEMBANDING

DAN :

3. WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No.1

Surabaya ;

Dalam Perkara ini memberikan kuasa dengan hak Subsiitusi

kepada ;

1. brs. MOCHAMMAD FADIL, M.Si. Kepala Badan

Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surab

2. MOH, SUHART
Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 201



4

2. MOH. SUHARTO WARDOCYO, SH., MH., Kepala Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomar
180/6427/436.1.2/2008 tanggal 27 Nopember 2008,

kemudian memberikan kuasa Substitusi kepada ;

1. BUDI YUSVANDAYANI, SH., M.Hum., Kepala Sub Bidang

Penyelesaian Sengketa dan Pengosongan ; ———————

2. Dra. NOVELWNA, SH., Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan

Penertiban ;

3. THEDDY HASIHOLAN, SH., Staf Bidang Pengendalian ; —

4. H. THORIQ ABDUL HAKIM, S.P., Staf Bidang

Pengendalian ;

5. RONNY NOVIANTO, SE., SH., Staf Bidang Pengendalian ;

6. SIT! NURHAYATI, SH., Staf Bidang Pengendalian ;

7. YUDHISTIRA, SH., Staf Bidang Pengendalian ; ——-—-

Kesemuanya beralamat di Jalan Taman Surya No.1 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
800/1222.1/436.6.9/2008. tanggal 10 Desember 2008,

kermnudian memberikan kuasa substitusi kepada ; ~——————

1. MT. EKAWATI RAHAYU, SH, Kepala Sub Bagian Bantuan

Hukum pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota

Surabaya ;

2. MASKUR, SH, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukufn, Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; ———-

Bagian
Status penguasaan..., Indiarti, FH UI,
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Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

4. TOTOK PRATIKTOQ, SH, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum

pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; —

5. IGN. HOTLAN H, SH, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum

pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Surabaya , —

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :

180/1384/436.1.2/2008 tertanggal 11 Desember 2008 ;

Selanjutnya disebut ;

TERGUGAT il INTERVENS! /| PEMBANDING

MELAWAN :

1. Tuan Siauw Budiyanto, kewarganegaraan Indonesia, berle_.rr'\pat tinggal di

Surabaya Jalan Ngagel Madya Nomor 16, RT. 3,RW.I, Wilayah

Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, Surabaya,

pekerjaan Swasta;

Selaku ;

————--—— PENGGUGAT | / TERBANDING

2. Tuan Ong Sioe Lin, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Ngagel Madya Nomor 78, RT. 3, RW. |, Wilayah

Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, Surabaya,

pekerjaan Swasta ;

Selaku ;

—

crmemmmm e PENGGUGAT 1l / TERBANDING ¢
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di Jalan Ngage! Madya VI Nomor 17, RT. 6, RW.I, Wilayah
Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya, Surabaya,
pekerjaan Advokat dalam hal ini disamping bertindak untuk diri
sendiri, juga bertindak sebagai kuasa dari Tuan Siauw
Budiyanto Dkk.berdasarkan Surat Kuasa Khusus kesemuanya

tertanggal 08 Ckiober 2008 ;

Selaku ;

—eeememeeeme- PENGGUGAT Il / TERBANDING

4. Tuan Necky Hartono, kewarganegaraan Indonesia, bartempat tinggal di

Surabaya Jalan Ngagel Jaya Tengah Nomor 76, RT. 7, RW.
1, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata Jaya,

Surabaya, pekerjaan Swasta;

Selaku ;

-———-—— PENGGUGAT VI TERBANDING

5. Tuan ir. A. Rachman Syafradji. Warga Negara Indonesia, Dosen ITS,

bertempat tinggal di Jalan Ngagel Madya Vil Nomor 15. RT.

8, RW. |, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurahan Barata

Jaya Surabaya;

Selaky ;

—_— — PENGGUGAT V /| TERBANDING

6. Tuan Ir. Soenarso, Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negari,
bertempat tinggal di Jalan Ngage! Madya VIl Nomor 17-19,

RT. 8, RW.|, Wilayah Kecamatan Gubeng, Kelurehan Barata

jaya Surabaya :

Selaku ;
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—-n---——- PENGGUGAT V! ! TERBANDING

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober
2008 memberi kuasa kepada R. SADEWO, SH., SOEWITO,
SH., ALt INDRANEGARA, SH., DJOKO SUMARSONG, SH.,
CN. Dan WAHYU SUMARDONO, SH. Kewarganegaraan
Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat & Mediator *
Adhyaksa Cakra Yustitia " beralamat di Jalan Baratajaya

Nomor 31, Surabaya ;

Selanjutnya disebut ;

———— PARA PENGGUGAT / TERBANDING

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, setelah

membaca;

1. Penetapan Ketua Pengaditan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal
20 Nopember 2008, Nomor : 153/PEN/2009/PT.TUN.SBY, tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara lersebut pada

tingkat banding;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

107/G/2008/PTUN.SBY.. tanggal 27 Juli 2009 beserta surat-surat lainnya

yang bertalian ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduk sengketa seperti yang tarcantum dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya tanggal 27 Juli 2009 Nomor : 107 / G /72008 / PTUN

SBY yang amarnya sebagai berikut :




DALAM EKSEPS! :

Menyatakan eksepsi Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Il Intervensi tidak

diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan batal ;

s Surat Keputusan Nomor : 53/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 tentang
Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat Il Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat | ;

» Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Kelurahan Baratajaya, Tanggal 2
September 1997 atas nama Pemerintah Kotarmadya Daerah Tingkat il

Surabaya, gambar situasi Tanggal 21 Agustus 1997 Nomor : 10470/1997

luas 131.076 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat Il ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat | untuk mencabut Surat Keputusan
Nomor 53/HPL/BPN/97 Tanggal B April 1997 tentang Pemberian Hak

Pengelalaan atas nama pemerintah kotamadya Tingkat Il Surabaya ; —

4. Memerintahkan kepada Tergugat [l untuk mencabut Serifikat Hak
Pengelolaan Nomor : 1/Kelurahan Baratajaya, tanggal 2 september 1997
atas nama Pemerintah kotamadya tingkat || Surabaya, Gambar situasi

tanggal 21 Agustus 1997 Nomor : 10470/1997 luas 131.076 m2 ; ————-

5. Menghukum Tergugat | dan Tergugat il seria tergugat Jl Intervensi untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar

Rp.571.000,- { Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;

6. Menolak ( .

Status penguasaan..., Indiarti, FH UI, 2_1M
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6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang
dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat/ Terbanding dan kuasa hukum

Tergugat Il Intervensi / Pembanding tanpa dihadiri cleh kuasa hukum Tergugat |

/ Pembanding dan kuasa hukum Tergugat Il / Pembanding ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat Il intervensi / Pembanding
telah memohon banding dengan Akta Banding tanggal 06 Agustus 2009 Nomor
: 107/G/2008/PTUN.SBY, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak
lawan dengan seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya pada tanggal 06 Aguétus 2009 dengan surat Nomor W3-

TUN1/1979/K.Per.02.01/VIN1/2009 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat It / Pembanding telah
memohon banding dengan Akta Banding tanggal 12 Agustus 2009 Nomor :
107/G/2008/PTUN.SBY, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak
lawan dengan seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2009 dengan surat Nomor : W3-
TUN1/2019/K Per.02.01/VIIIf2009 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat | / Pembanding telah
memohon banding dengan Akta Banding tanggal 13 Agustus 2009 Nomor :
107/G/2008/PTUN.SBY, permohonan mana telah diberitahukan kepada plhak
lawan dengan seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
pada tanggal 13 Agustus 2008 dengan sura;t Nomor : W3-
TUN1/2034/K Per.02.01/V111/2009 ; -

Menimbang, bahwa ‘permohonan banding tersebut telah disusul

dengan memori banding Tergugat 1 / Pembanding yang diterima di

Pengadilan$. /. V.0 )
Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010} &
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Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2009,
memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada lawan oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Oktober

2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat Il / Pembanding telah mengajukan
memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 04 Nopember 2009, memori banding mana telah

diberitahukan dan diserahkan kepada lawan oleh Panitera Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya pada tanggal 05 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi / Pembanding telah
mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya pada tanggal 05 Nopember 2009, memori banding
mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada lawan oleh Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara _Surabaya pada tanggal 06 Nopember 2009 ; —

Menimbang, baﬁwa Tergugat | / Pembanding dalam memori banding
tersebut pada pokcknya keberatan atas Putusan Majelis Hakimn tingkat pertama
dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Su'rabaya
membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan

mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;
-  Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya ; — oo

Dalam Penundaan ;

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat / Terbanding ; —

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima ; ---

- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kefiala,
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Pertanahan Nasional tanggal 8 April 1997 No. 53/HPL/BPN/97 adalah sah

dan berharga ;

- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar segala biaya yang

timbul dengan adan}?a gugatan ini ;
Menimbang, bahwa Tergugat |l / Pembanding dalam memori banding

térsebut pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama
dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut

dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat H / Pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

107/G/2008/PTUN.SBY tanggal 27 Juli 2009 ;

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan :

- Menerima eksepsi Tergugat |l / Pembanding seluruhnyé ;

- Menolak gugatan Para Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya atau

setidak-tidaknya gugatan tidak diterima ;

- Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya 9ang

timbul dalam perkara int ;
Menimbang, bahwa Tergugat Ii Intervensi / Pembanding dalam

memori banding tersebut pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim
tingkat pertama dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya membatalkan pLitusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya tersebut dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Il intervensi /

Pembanding ;

2. Menerima eksepsi Tergugat |l Intervensi / Pembanding ;
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4. Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara

ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Penggugat /

Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan
untuk melihat / mempelajari berkas (inzage) masing — masing tertanggal 30

September 2009 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan memperhalikan kronologis tentang kejadian
sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dar Tergugat | / Pembanding
Tergugat Il / Pembanding serta Tergugat It intervensi / Pembanding, karena masing-
masing diajukan masih dalam tenggang waktu banding seria dilakukan dengan
mengikuti prosedur pengajuan banding dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur
dalam pasal 123 ayat { 1 ),125 ayat { 2 }, dan 126 ayat { 1 ) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
terakhir déngan Undang-undang nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal

permohonan banding tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat
pertama lersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
selelah mengadakan musyawarah, baik Hakim-Hakim Anggota maupun Hakim Ketua
Majelis telah memberikan pendapat / pertimbangan dalam musyawarah tersebut

dengan sungguh-sungguh telah tercapai mufakat secara bulat sebagaimana diuraikan

di bawabh ini.

Dalam Eksepsi
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Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, HM. ARIF NURDU' A, SH dan
Hj. ELLY HADIDJAH, SH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
dipersidangan yang dinyatakan terbuka uniuk umum pada hari Selasa, tanggal
05 Januari 2010, oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim Anggota tfersebut,
dibantu oleh H. HARTONO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa

maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD TTh.

H.M. ARIF NURDU' A, SH R.O.B. SIRINGORINGO, SH
Hj. ELLY HADIDJAH, SH
PANITERA PENGGANTI,
TTP.
H.HARTONO,SH

Perincian Biaya Perkara

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.
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Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Materai Putusan

.................................... Rp 6.000 -

2. Biaya Redaksi PUtusan ...................c...............Rp 5.000 -

3. Biaya Leges ...ccooooiiriii i e e Rp - 6. 000 .-

4. Biaya Persidangan ............oocvvveiviiiioreeeienninn Rp 80. 000 ,-

5. Biaya Kepaniteraan .............ccociiiiiiiicinn . Rp. 176.000,-
Jumiah ... Rp 250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

md 030 618

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.
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4. Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara

ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Penggugat /

Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, sebelum berkas perkara tersebut dikiim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan

untuk melihat / mempelajari berkas (inzage} masing — masing fertanggal 30

September 2009 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kroneclogis tenfang kejadian
sengkela tersebut di atas, maka permohonan banding dari Tergugat | / Pembanding
Tergugat 1l / Pembanding serta Tergugat I Intervensi / Pembanding, karena masing-
masing diajukan masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan
mengikuti prosedur pengajuan banding dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur
dalam pasal 123 ayat ( 1 ),125 ayat ( 2 ), dan 126 ayat { 1 } Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan

terakhir déngan Undang-undang nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal

permohonan banding tersebut hanus diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap perlimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat
pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
setelah mengadakan musyawarah, baik Hakim-Hakim Anggota maupun Hakim Ketua
Majelis telah memberikan pendapat / pertimbangan dalam musyawarah tersebut
dengan sungguh-sungguh telah tercapai mufakat secara bulat sebagaimana diuraikan

di bawah ini.

Dalam Eksepsi
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tidak sependapat dangan pertimbangan tentang eksepsi oleh Majelis Hakim tingkat
pertama utamanya eksepsi tentang kewenangan yang termuat dalam eksepsi Tergugat
|  Permbanding dan Tergugat Il / Pembanding yang padé intinya mengemukakan
bahwa hak keperdataan atas tanah yang tersebut dalam keputusan obyek sengketa
masih diuji /diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya, mengacu pada Yurisprudensi
Mahkamah Agung R.1. Nomor 88K/TUN/1983 tanggal 9 September 1994 yang menurut
perlimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa eksepsi dimaksud tidak beralasan
hukum oleh karena masing-masing sengketa tersebut berjalan sendiri-sendid dan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surahaya berwenang memeriksa dan memutus
perkara ini, sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.. Nomor
SBK/TUN/M9B3 tanggal 9 September 1994 tersebut karena masih terdapat sengketa
perdata yang masuk dalam lingkup kewenangan hakim perdata maka sengketa
tersebut harus diselesaikan tferfebih dahulu melalui peradiian umum sehingga
Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.-

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepst Tergugat [/
Pembanding dan Tergugat |l /Pembanding tentang kewenangan mengadili adalah
terbuldi tepat dan benar beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan

diterima, sedangkan terhadap eksepsi yang selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagl

karena eksepsi teniang kewe-nangan telah terbukdi;
Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi logis dilerimanya eksepsi Tergugat |

{ Pembanding dan Tergugat Il / Pembanding tentang kewenangan mengadili tersebut,

maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Para

Penggugal/ Terbanding harus dinyatakan tidak diterima ; .

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107 { G / TUN / 2008 / PTUN.SBY tanggal 27
Juli 2009 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri

sengketa ini di tingkat banding sebagaimana tersebut datam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat / Terbanding pihak yang kalah,

olehysg. . !
Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2

=
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oleh karena itu harus dihukum sacara bersama untuk membayar biaya yang timbut di

kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam

amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan berhubungan dengan sengketa ini, teritama Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 yang mengubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomer 5 Tehun 1986 {entang Peradilan Tata Usaha Negara ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Tergugat | / Pembanding, Tergugat IIf

Pembanding dan Tergugat Il Intervensi / Pembanding ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Neomor
107/G/2008/PTUN.SBY tanggal 27 Juli 2009 yang dimohonkan banding tersebut,

dan ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsl :

+ Menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding, Tergugat W/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

¢ Menyatakan gugatan Para Penggugat / Terbanding tidak diterima ;

« Menghukum Para Penggugat / Terbanding membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat

banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- {Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2010
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Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, HM. ARIF NURDU' A, SH dan
Hj. ELLY HADIDJAH, SH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
dipersidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal
05 Januari 2010, oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh H. HARTONO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa

maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS,

TTP. TTh.

H.M. ARIF NURDU' A, SH R.O.B. SIRINGORINGO, SH
. ELLY .
Hi HADIDJAH, SH PANITERA PENGGANTI,
7.
H.HARTONO,SH

Perincian Biaya Perkara

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan ...........cooovoieiveiiniiennns Rp 6.000 -
2. Biaya Redaksi PUUSAN .........ocooovvrrooeeeerr 'Rp 5.000 .-
. Biayaleges ..o e e Rp 6.000,-
4. Biaya Persidangan ............ccovvevi i icinceveeenn e Rp 80. 000 ,-
5. Biaya Kepaniteraan ..........c.coeevinmniiicninnennes Rp. 176.000,-
Jumlah :.................. Rp 250.000,—

( Dua ratus lima puiuh ribu rupiah }

d'oao 518

Status penguasaan..., Indiarti, FH Ul, 2010.
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